
 

 

 

P U T U S A N  
Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 

(Provinsi Jawa Barat) 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang 

diajukan oleh: 

[1.2] PartaiGolongan Karyayang diwakili oleh: 

1. Nama :  ABURIZAL BAKRI 
 Jabatan :  Ketua Umum Partai Golongan Karya 

 Alamat kantor : JL. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat  

2. Nama :  IDRUS MAHRAM 

 Jabatan :  Sekretaris Umum/Jenderal Partai Golongan 

Karya 

 Alamat kantor : JL. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat   

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 

2014, memberikan kuasakepada:Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., 

Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., 

Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok 

Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda 

Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan 

Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, 

S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi 

Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., 

Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H.,Adi Mansar, S.H, M.Hum., 

Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H.,Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H.,  
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

2 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan 

Cikwan,Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., 

Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., 

Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi 

Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, 

S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy 

Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy 

Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. SamsudinSaputra,S.H,M.H., Yanto 

Irianto,S.H., Nurdin,S.H., Agung Virguntoro,S.H.,Samsul Komar, S.H., Dadan Januar 

DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., 

DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H.,Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik 

S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., 

Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel,S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, 

S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H.,Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, 

S.H.,Iwan Suhermawan, S.E.,S.H.,Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, 

S.H, MBA, M.M.,M. Raja Simanjuntak, S.H.,Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, 

S.H.,Yaswin, S.H.,Wesly Sitohang, S.H.,Benny Haris Nainggolan, S.H.,HartinyFanny 

Anggrainy,S.H.,M.H.,Yan Christian Warinussy, S.H.,Willy Noya, S.H.,Dominggus M. 

LuitnanS.H.,M.H.,Irwan Muin S.H, M.H., Anwar  S.H.,Muh. TahirS.H.,Ahmad Marsuki, 

S.H, M.H.,Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H.,Ariefmen,S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., 

Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H.,Suhardjo, S.H.,Jimmy Yansen Nainggolan, 

S.H.,M. Sholeh, S.H.,Imam Syafi’i, S.H., Syamsul Arifin, S.H.,SamuelHendrik 

Pangemanan,S.E,S.H.,Defrizal Djamaris, S.H,dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul 

Huda, S.H.M.H., tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H. 

kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim  

Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek 

Nelly Murni No.XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Golkar, peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima); 

Selanjutnya disebut sebagai .......................................................................Pemohon; 
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Terhadap 

[1.3] KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, 

Menteng, Jakarta Pusat. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, 

memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. 

Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, 

S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, 

S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., 

Guntoro, S.H.,  Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad 

Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi 

Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung 

dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution 

Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 

123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan 

atas nama pemberi kuasa;  

Selanjutnya disebut sebagai .....................................................................Termohon; 

[1.4]  Membaca permohonan Pemohon; 

Mendengar keterangan Pemohon; 

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;  

Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I (Perseorangan) Dra. Wenny 

Harianto, S.H dan Pihak Terkait II (Perseorangan) Wahidin L.S.Ip; 

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait I 

(Perseorangan) Dra. Wenny Harianto, S.H, dan saksi Pihak Terkait II (Perseorangan) 

Wahidin L.S.Ip; 

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I 

(Perseorangan) Dra. Wenny Harianto, S.H., dan Pihak Terkait II (Perseorangan) 

Wahidin L.S.Ip; 
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Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I 

(Perseorangan) Dra. Wenny Harianto, S.H., dan Pihak Terkait II (Perseorangan) 

Wahidin L.S.Ip; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 

2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 

Kepaniteraan Mahkamah) pada hariSenin, 12 Mei 2014, pukul 23:50WIB sebagaimana 

Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014dan dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 

23:50WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk 

Provinsi Jawa Barat Barat dicatat dengan Nomor 03-05-12/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal  23 Mei 2014  

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014,mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal 

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, 
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peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional; 

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah 

Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 
6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah 

partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) 

huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil 

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum 

yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di 

suatu daerah pemilihan; 

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sebagaimana telah dirubah dengan Peratuan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pemohon dalam perkara perselisihan hasil 

pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk 

pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota 

DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik 

peserta Pemilu yang bersangkutan; 

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU 

Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang  Penetapan Nomor Urut Partai Politik 

Peseerta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal  25 Maret 2013 , yang menyatakan 

Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan 

Nomor Urut 5. 

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon 

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota  Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

tertanggal 9 Mei 2014 

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 
11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat 

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) 

jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara 

nasional; 

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada 

pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat 

elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus 

diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat 

elektronik (e-mail), atau faksimili; 

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota  Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

tertanggal 9 Mei 2014  pada tanggal 9 Mei  pukul 23.51 WIB dan Pemohon 

telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014; 

14. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam 

tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas. 

IV. POKOKPERMOHONAN 

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPR DAPIL JAWA BARAT VI ATAS NAMA PEMOHON MQ. ISWARA 
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1. Perolehan suara calon anggota DPR Partai Golongan Karya  padaDaerah 
Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI  (Kota Depok dan Kota Bekasi) 
memperoleh1 (satu)  kursi; dengan  perolehan suara parpai politik : 
1. PARTAI NASDEM      : 50.230 
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA    : 78.897 
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA    : 233.738 
4. PARTAI PERJUANGAN     : 433.127 
5. PARTAI GOLONGAN KARYA    : 209.513 
6. PARTAI GERINDRA      : 283.126 
7. PARTAI DEMOKRAT      : 121.262 
8. PARTAI AMANAT NASIONAL    : 126.457 
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN   : 112. 758 
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT    : 113.633 
14. PARTAI BULAN BINTANG     : 24.932 
15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA : 11.724 
 

2. Perolehan suaracalon anggota DPR Partai Golongan Karya  padaDaerah 
Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI  (Kota Depok dan Kota Bekasi) 
memperoleh1 (satu)  kursi; dengan  perolehan suara Caleg No. Urut 1. MQ. 
ISWARA dan Caleg No.Urut 5. Dra. WENNY HARYANTO, SH., sebagai 
berikut :  
1. Kota Depok : 

- MQ. ISWARA ……………………………………………. 11.921 
- Dra. WENNY HARYANTO, SH. ……………………….  21.650 

2. Kota Bekasi :  
1. MQ. ISWARA ……………………………………………. …...17.050 
2. Dra. WENNY HARYANTO, SH. …………………………… 11.256 

 
3. Bahwa KPU Kota Depok telah memutuskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, 
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD yang telah diputuskan 
secara berjenjang dan telah diputuskan oleh TERMOHON secara nasional 
sebagaimana point 2.1 (Kota Depok) tersebut di atas  adalah tidak benar, 
karena dilakukan dengan penggelembungan suara secara terstruktur, 
sistemik dan massif oleh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK 
dan KPU Kota Depok terhadap salah seorang Caleg dari Partai Golkar 
dengan nomor urut 5 Dra. WENNY HARYANTO, SH., sehingga merugikan 
suara PEMOHON.  

Adapun rincian dari pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, sebagai berikut: 
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Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Partai Golkar pada Dapil Jabar VI 
Kota Depok  

 
Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 
DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 untuk 
Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pomohon dengan rincian sebagaimana 
tabel berikut :  

P-5.29.1 KECAMATAN : CIPAYUNG  
  P-5.29.1.1KELURAHAN : CIPAYUNG 

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 2 

10 29 -19 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 42 19 

 

23 

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

25 
23 23   

  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 84 4 

 

80 

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

29 

3 4 -1 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 15 12 

 

3 

 

  
        

  

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

31 

4 4   
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 24 4 

 

20 

 

  
        

  

 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
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D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

32 

11 11 0 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 37 7 

 

30 

 

  
        

  

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

35 

4 4 0 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 56 6 

 

50 

 

  
        

  

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

36 

10 10 0 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 32 2 

 

30 

 

  
        

  

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

43 
11 11 0 

  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 42 0 

 

42 

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

D1 
KPU  

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 

48 

2 2 0 
  

 

5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 19 0 

 

19 

 

  
        

  

 NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 

 D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - 

+ 

 

1 
MQ. ISWARA 52 6 6 0 
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5 Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 61 1 

 

60 

 

  
        

  

   
 

 
JUMALAH -20 

357 

 
 

P-5.29.1.2. KELURAHAN : BOJ0NG PONDOK TERONG 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
19 

9 29 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 34 14   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
20 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 26 16   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
35 

0 5 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2   0 

    
  -35 30 

 
 

P-5.29.1.3 KELURAHAN : RATU JAYA 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

4 34 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 31 1   30 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
3 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 2   10 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
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D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
4 

4 42 -38   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 32 3   29 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

10 20 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 26 16   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
6 

10 20 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 14 36   -22 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
9 

11 21 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 35 25   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
13 

6 16 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 75 65   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
21 

10 30 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 32 12   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
25 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 16 6   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 58 10 20 -10   
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 17   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
59 

9 27 -18   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 8   -4 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
60 

5 51 -46   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 11 1   10 

    
  -222 123 

 
 

 P-5.29.2 KECAMATAN : CINERE 
P-5.29.2.1 KELURAHAN : GANDUL 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

34 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 18 8 
 

10 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

41 

0 0 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 146 6 
 

140 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

42 

4 4 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 42 2 
 

40 
            

  
 

 
JUMLAH -10 180 

 
 
P-5.29.2.2 KELURAHAN : PANGKALAN JATI BARU 
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

9 

2 10 -8   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

22 

2 5 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 
            

  
 

 
JUMLAH -11 0 

 
 
P-5.29.3 KECAMATAN : TAPOS 
P-5.29.3.1 KELURAHAN : SUKAMAJU BARU 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
1 

7 8 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
7 

7 5 2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
10 

6 8 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

13 

3 4 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

15 

20 40 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

16 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 4 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 
          

 
  

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
18 

3 2 1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
20 

3 5 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 22 7 17 -10   
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
24 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
25 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
30 

3 4 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 5 5   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
31 

3 5 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 16 14   2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
34 

4 5 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
41 

9 12 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 20 17   3 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
42 

3 5 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 18 16   2 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
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D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
46 

4 6 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
49 

6 16 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
50 

2 5 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
56 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 12   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
57 

7 27 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 9   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
58 

5 6 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 11 11   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
60 

5 7 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 25   2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 61 2 7 -5   
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 25   2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
62 

12 19 -7   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 34 28   6 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
63 

9 11 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 25 23   2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
65 

17 19 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 30 28   2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
68 

5 5     

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 44 4 
 

40 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
68 

5 6 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 4 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
70 

4 7 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 71 68   3 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
73 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
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D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
75 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 5 4   1 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
78 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

84 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

85 

5 6 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 4   0 
            

    
JUMLAH -131 65 

 
P-5.29.3.2 KELURAHAN : CIMPAEUM 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
1 

4 7 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
7 

0 2 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 9 2 12 -10   
5 Dra. WENNY 2 2 

 
0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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HARYANTO, SH 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
10 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

11 

5 6 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 9 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

12 

4 5 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 13 2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH   2 1 
 

1 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

4 7 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
18 

1 5 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 5 5 
 

0 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
20 

4 7 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
28 

5 15 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 41 31 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

29 

5 35 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
34 

2 1 1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
38 

1 6 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 2 
 

7 

    
JUMLAH -76 18 

 
 
P-5.29.3.3 KELURAHAN : CILANGKAP 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

2 4 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 6 0 1 -1   
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
11 

0 2 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
12 

0 4 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

14 

1 2 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

21 

0 9 -9   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

30 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 0 
 

4 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
37 

2 22 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 35 25 
 

10 
          

 
  

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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1 MQ. ISWARA 
47 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 13 3   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
54 

0 2 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
52 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
57 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
65 

2 4 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
89 

0 2 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
92 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2   0 

    
  -71 24 

 
 
P-5.29.3.4 KELURAHAN : LEWINANGGUNG 
 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
6 

0 4 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
12 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
21 

3 9 -6   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
22 

1 5 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

    
  -24 0 

 
P-5.29.3.5 KELURAHAN : JATIJAJAR 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
4 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 35 35 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 2 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
6 

0 6 -6   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 152 152 
 

0 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
7 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 7 7 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

13 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 13 3 
 

10 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

15 

4 9 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 45 45 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

16 

10 10 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 9 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
29 

0 10 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 32 22 
 

10 
          

 
  

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
30 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 16 6   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
32 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   0 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
41 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
43 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 48 38   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
49 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 20 10   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
51 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 13 3   10 

    
JUMLAH -107 70 

 
 
P-5.29.4 KECAMATAN : BEJI 
P-5.29.4.1 KELURAHAN : KUKUSAN 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
21 

9 29 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 29 9 
 

20 

    
JUMLAH -20 20 

 
P-5.29.4.2 KELURAHAN : TANAH BARU  
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 46 1 6 -5   
5 Dra. WENNY 0 0 

 
0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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HARYANTO, SH 

    
 JUMLAH -5 0 

 
P-5.29.4.3 KELURAHAN : PONDOK GEDE 
 

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
D1 C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
33 

0 0 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 1 
 

2 
              

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

6 8 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 8 6 
 

2 
              

    
JUMLAH -2 4 

 
 
P-5.29.5 KECAMATAN : PANCORAN MAS 
P-5.29.5.1 KELURAHAN : DEPOK JAYA 
 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
3 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
9 

2 6 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
41 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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1 MQ. ISWARA 
47 

2 4 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
 JUMLAH   -12 
 
P-5.29.5.2 KELURAHAN : RANGKAPAN JAYA BARU 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
37 

0 7 -7   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
52 

1 51 -50   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 52 2 
  

  
 

 
JUMLAH  -57 50 

      

 
 
 

P-5.29.5.3 KELURAHAN : RANGKAPAN JAYA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
9 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 20 10 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
13 

3 5 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 9 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
29 

3 23 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 60 60 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 18 1 21 -20   
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 59 39 
 

20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
22 

1 1 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 20 0 
 

20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
31 

5 25 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 22 2 
 

20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
35 

5 5 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 21 1 
 

20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
38 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 32 32 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
42 

14 54 -40   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 12 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

55 

1 1 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 2 
 

7 
            

    
JUMLAH  -122 97 

 
P-5.29.5.4 KELURAHAN : PANCORAN MAS 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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1 MQ. ISWARA 

1 

5 35 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

2 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
3 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
35 

0 0 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 1 
 

2 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
50 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
52 

4 34 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
54 

6 36 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 58 1 21 -20   
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
74 

3 23 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 11 11 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
81 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 4 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
88 

6 16 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 7 
 

5 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
90 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 2 
 

1 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
91 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 18 8 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
94 

4 9 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
97 

4 24 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 24 14 
 

10 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
98 

2 22 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 24 14 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
99 

5 15 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
115 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 8 8 
 

0 

    
JUMLAH -258 38 

 
 
P-5.29.6 KECAMATAN : CILODONG 
P-5.29.6.1 KELURAHAN : KALI MULYA 

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

5 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 11 1 
 

10 
            

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

6 

5 15 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 11 1 
 

10 
            

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

22 

2 22 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 42 22 
 

20 
            

    
JUMLAH -40 40 

 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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P-5.29.6.2 KELURAHAN : KALI BARU 
 

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
6 

1 2 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 1 
 

-1 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

11 

6 46 -40   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 5 5 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
13 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 
        JUMLAH  -51 0 

 
 
P-5.29.6.3 KELURAHAN : KALI MULYA 
 
NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

8 

9 19 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

26 

3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 18 18 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 

      D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 28 9 19 -10   
5 Dra. WENNY 14 4 

 
10 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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HARYANTO, SH 
            

    
JUMLAH -30 10 

 
P-5.29.7 KECAMATAN : SUKMA JAYA 
P-5.29.7.1 KELURAHAN : SUKMA JAYA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

2 6 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 15 5 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

12 22 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 37 27 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
21 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 13 3 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
35 

1 10 -9   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
41 

0 4 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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1 MQ. ISWARA 
45 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 1 
 

1 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
49 

10 10 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 5 1 
 

4 

    
JUMLAH -50 35 

 
 
P-5.29.7.2 KELURAHAN : BAKTI JAYA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

6 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

59 

0 4 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 4 4 
 

0 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

61 

1 6 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 1 
 

5 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 

78 

3 23 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 29 9 
 

20 
            

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 85 6 16 -10   
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 16 6 
 

10 
            

    
JUMLAH -42 35 

 
 
P-5.29.7.3 KELURAHAN : ABADI JAYA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
20 

6 26 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
23 

7 47 -40   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 47 7 
 

40 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
28 

5 15 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 10 10 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

 C1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
92 

2 62 -60   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 66 6 
 

60 

    
JUMLAH -130 100 

 
 
 
P-5.29.8 KECAMATAN : LIMO 
P-5.29.8.1 KELURAHAN : MERUYUNG 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
D1 C1 PERMOHON - + 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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KPU 
1 MQ. ISWARA 

3 
1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 9 9   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

7 27 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 25 5   20 

  
 

 
JUMLAH -25 20 

 
 
 
P-5.29.8.2 KELURAHAN : KRUKUT 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
1 

8 9 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 29 29 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

6 20 -14   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 82 72   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
4 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 19 9   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 46 46   0 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
6 

11 17 -6   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 21 21 
 

0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
7 

9 11 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 27   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
8 

13 18 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 18 13   5 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
10 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 101 91   10 
1 MQ. ISWARA 

15 
3 13 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 31 31   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
18 

8 18 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 15 5 
 

10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
21 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
23 

4 34 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 31 1   30 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
24 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 2   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
24 

1 14 -13   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2   0 

    
JUMLAH -141 85 

 
 
 
P-5.29.9 KECAMATAN : BOJONG SARI 
P-5.29.9.1 KELURAHAN : SERUA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
28 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

    
JUMLAH -6 0 

 
 
 
P-5.29.9.2 KELURAHAN : BOJONG SARI 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

1 11 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 24 14   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 20 1 41 -40   
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 44 4   40 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
27 

0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   
 

    
JUMLAH -53 50 

 
 
 
 

      P-5.29.9.3 KELURAHAN : BOJONG SARI BARU 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

2 6 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 7 7   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

0 6 -6   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1 
 

0 

    
JUMLAH  -10 0 

 
 
 
P-5.29.9.4 KELURAHAN : CURUG 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

17 27 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 17   10 

    
JUMLAH -10 10 

 
 
P-5.29.9.5 KELURAHAN : DUREN KEMBAR 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 11 3 13 -10   

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 13 3   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

6 26 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 8 8   0 

    
JUMLAH -30 10 

 
 
P-5.29.10 KECAMATAN : CIMANGGIS 
P-5.29.10.1 KELURAHAN : CURUG 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
9 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 2 2   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
29 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
39 

0 2 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
42 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   0 

NO NAMA CALEG TPS VERSI  SELISIH 
D1 C1 PERMOHON - + 
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KPU 
1 MQ. ISWARA 

45 
0 3 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

    
JUMLAH -11 0 

 
 
P-5.29.10.2 KELURAHAN : HAJARMUKTI 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
1 

0 1 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
2 

3 5 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 3 3   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
9 

2 3 -1   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
17 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
29 

5 8 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU C1 PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
37 

1 3 -2   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

    
 JUMLAH -11 0 
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P-5.29.11 KECAMATAN : SAWANGAN 
P-5.29.11.1 KELURAHAN : BEDAHAN 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
3 

1 4 -3   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
15 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6   0 

  
 

 
JUMLAH -13 0 

 
P-5.29.11.2 KELURAHAN : SAWANGAN DEPOK 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
24 

2 22 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 44 24   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
27 

6 26 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 29 9   20 

  
 

 
 JUMLAH -40 40 

 
P-5.29.11.3 KELURAHAN : PASIR PUTIH 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
8 

3 33 -30   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 67 37   30 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 9 5 25 -20   
5 Dra. WENNY 82 62   20 
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HARYANTO, SH 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
30 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 7 7   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
14 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
15 

4 14 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 6 6   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
11 

7 17 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 98 98   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
31 

15 27 -12   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 17 7   10 

    
JUMLAH -102 60 

 
P-5.29.11.4 KELURAHAN : KEDAUMG 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
5 

3 23 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 27 7   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 6 2 4 -2   
5 Dra. WENNY 0 0   0 
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HARYANTO, SH 

  
 

 
JUMLAH -22 20 

P-5.29.11.5 KELURAHAN : CINANGKA 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
20 

0 0 0   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 0   1 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
25 

0 5 -5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 0 0   0 

  
 

 
JUMLAH -5 1 

 
P-5.29.11.6 KELURAHAN : PENGASINAN 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
1 

14 24 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 65 55   10 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
3 

2 12 -10   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 19 19   0 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
12 

6 26 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 22 2   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 

1 MQ. ISWARA 
19 

3 23 -20   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 46 26   20 

NO NAMA CALEG TPS 
VERSI  SELISIH 

D1 
KPU 

C1 
PERMOHON - + 
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1 MQ. ISWARA 
25 

1 5 -4   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 1   0 

    
JUMLAH -64 50 

 
 
TOTAL perhitungan suara dari 11 (sebelas) kecamatan diatas adalah sebagai 
berikut : 

 
TOTAL : 

NO NAMA CALEG VERSI  SELISIH 
KPU PERMOHON - +  

1 MQ. ISWARA 11921 14336 
241

5   

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 21650 19693   
195

7 
 
V. SIMPULAN  
 

Telah terjadi manipulasi suara di 11 (sebelas) kecamatan, 37 

kelurahan,  251 TPS yang merugikan Pemohon, dimana Termohon 

telah mengurangi suara Pemohon sebesar 2.415 suara dan 

menambah suara Caleg Nomor Urut 5 Dra. Wenny Haryanto, SH 

sebesar 1.957 suara.  

Dengan demikian, maka Perolehan Suara Calon di Kota Depok  untuk 

Calon Anggota DPR dari Partai Golkar antara caleg No. urut 1. MQ. 
ISWARA dan caleg no.urut 5. Dra. WENNY HARYANTO, SH  adalah 

sebagai berikut :  

1. MQ. ISWARA sejumlah …………………11.921  +  2.415  = 14.336 suara,  

2. Dra. WENNY HARYANTO,SH sejumlah 21.650 - 1.957 = 19.693 suara. 

Oleh karenanya maka perolehan suara secara keseluruhan pada Daerah 

Pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota bekasi) yang mendapat suara 

terbanyak adalah PEMOHON, dengan jumlah suara total sebagai berikut :  

1. MQ. ISWARA sejumlah ………… …………..14.336 +  17.050 = 31.386 

suara, 

2. Dra.WENNY HARYANTO,SH sejumlah 19.693 + 11.256 = 30.949 suara. 

PETITUM 
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
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- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, 

sepanjang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 

dan Calon Anggota DPR Di Tingkat Kota Depok pada Tempat – Tempat 

Pemungutan Suara sebagaimana yang disebutkan dalam dalil permohonan 

Pemohon.  

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berkut: 

1. Perolehan suara yang benar di Dapil Jabar VI Kota Depoksesuai dengan 

rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional untuk calon nomor urut 1. MQ. 

ISWARA seharusnya 14.336Suara, bukan 11.921suara, dan perolehan 

suara yang benar untuk calon nomor urut 5. Dra. WENNY HARYANTO, 

SH seharusnya 19.693suara, bukan 21.650 suara;  

2.   Dengan demikian Perolehan suara yang benar sesuai denganrekapitulasi 

hasil suara di tingkat kabupaten/kota Depok dan Bekasi (Dapil Jabar VI) 
REKAP KOTA DEPOK + REKAP KOTA BEKASI untuk calon nomor urut 

1. MQ. ISWARA seharusnya  = 31.386 Suara, bukan 28.971 suara dan 

perolehan suara yang benar untuk calon nomor urut 5. Dra. WENNY 

HARYANTO, SH seharusnya 30.949 suara, bukan 32.906 suara; 

3. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya 

Partaimendapatkan 1 (satu)  kursi dan calon yang memperoleh suara 

terbanyak seharusnya calon nomor urut 1.  MQ. ISWARA PEMOHON, 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 

putusan ini. 

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.29.1.1 sampai dengan bukti 

P-5.29.11.6yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut: 

1. P-5.29.1.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Cipayung. 
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2. P-5.29.1.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bojong Pondok Terong. 

3. P-5.29.1.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bojong Ratu Jaya. 

4. P-5.29.2.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Gandul. 

5. P-5.29.2.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Pangkalan Jati Baru. 

6. P-5.29.3.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Sukamaju Baru. 

7. P-5.29.3.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Cimpaeum. 

8. P-5.29.3.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Cilangkap. 

9. P-5.29.3.4 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Lewinanggung. 

10. P-5.29.3.5 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Jatijajar. 

11. P-5.29.4.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Kukusan. 

12. P-5.29.4.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Tanah Baru. 

13. P-5.29.4.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Pondok Cina. 

14. P-5.29.5.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Depok Jaya. 

15. P-5.29.5.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Rangkapan Jaya Baru. 

16. P-5.29.5.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Rangkapan Jaya. 

17. P-5.29.5.4 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Pancoran Mas. 

18. P-5.29.6.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Kali Mulya. 

19. P-5.29.6.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Kali Baru. 

20. P-5.29.6.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Kali Mulya. 

21. P-5.29.7.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Sukma Jaya. 

22. P-5.29.7.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bakti Jaya. 

23. P-5.29.7.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Abadi Jaya. 

24. P-5.29.8.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Meruyung. 
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25. P-5.29.8.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Krukut. 

26. P-5.29.9.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Serua. 

27. P-5.29.9.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bojong Sari. 

28. P-5.29.9.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bojong Sari Baru. 

29. P-5.29.9.4 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Curug. 

30. P-5.29.9.5 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Duren Kembar. 

31. P-5.29.10.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Curug. 

32. P-5.29.10.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Hajarmukti. 

33. P-5.29.11.1 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Bedahan. 

34. P-5.29.11.2 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Sawangan Depok. 

35. P-5.29.11.3 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Pasir Putih. 

36. P-5.29.11.4 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Kedaung. 

37. P-5.29.11.5 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Cinangka. 

38. P-5.29.11.6 Berupa fotocopy nazegelen dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Suara Tingkat Kelurahan (D-1 dan C-1) Pengasinan. 

 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1.Jamaudin Andre Saputra 
- Saksi sebagai koordinator saksi Partai Demokrat di Kecamatan Pancoran Mas; 

- Data C1 saksi sama dengan C1 Tim Pemenangan Partai Golkar;  

- Saksi menemukan 34 C1 dari 34 TPS yang berbeda dengan D1 versi Termohon; 

- Total selisih suara C-1 berbanding D-1 adalah 258 suara; 

- Saksi menemukan selisih suara setelah sidang rekap pleno selesai; 

- Saksi melakukan sinkronisasi dengan Partai Golkar, PAN dan Nasdem setelah 

mengetahui adanya perbedaan suara antara C1 dan D1; 
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2. Riza Pahlevi 
- Saksi sebagai saksi koordinator Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan 

Sawangan, Kota Depok; 

- Saksi membenarkan adanya sinkronisasi bersama yang dilakukan oleh Saksi 

Jamaudin Andre Saputra; 

- Untuk Partai Amanat Nasional tidak ada masalah tetapi bermasalah untuk Golkar 

karena C1 dan D1 berbeda; 

- Saksi menemukan ada 20 C1 dari 20 TPS yang berbeda dengan 6 D1 dari 6 desa; 

- Total selisih suara C-1 berbanding D-1 adalah 267 suara; 

3. Jack L Tobing 
- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Partai NasDem di Kota Depok; 

- Saksi menerima laporan terkait hilangnya suara di tingkat kota; 

- Atas laporan tersebut, Caleg Partai Nasdem melaporkan ke Panwaslu; 

- Panwaslu menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan C1 dan D1 sehingga 

Termohon melakukan validasi identifikasi data; 

- Saat memeriksa C1, saksi menemukan kondisi tidak validnya data C1 scan 

Termohon dan tidak sinkron dengan C1 Panwas dan Pelapor, sehingga 

disepakati membuka satu plano; 

- Saat membuka plano ditemukan masalah ada yang blangko, ada yang hilang 

tidak ditemukan, sesuai dengan TPS laporan, dan ada yang tidak ditandatangani 

oleh saksi dan KPPS termasuk ada tanda tangan yang tidak sama antara C1 

dan C1 plano; 

- Saksi melakukan kajian terhadap C1 dan D1 dan tidak menghitung persis berapa 

suara Golkar yang hilang; 

[2.3] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRDPROVINSI DAPIL JAWA BARAT 11 ATAS NAMA PEMOHON ADRIAN 
KUSNADI 
Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah 

sebagai berikut : 
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1.1. Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 10 atas namaAdrian 
Kusnadi dari Partai Golkar pada Dapil 11 (sebelas) Propinsi Jawa Barat. 

1.2. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan 

Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap 

TPS, Kelurahan, Kecamatan, di tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Anggota 

DPR RI Propinsi Jawa Barat tahun 2014 untuk Dapil 11. (Model C-1, D-1, DA-
1, DB-1, DC DPRD Kota), tertanggal 9 Mei 2014, yang menetapkan perolehan 

suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil 11 (sebelas), Propinsi Jawa 

Barat sebagai berikut : 

 
Kabupaten : GARUT 
Dapil  : 5 
Kecamatan : Tarogong Kidul 
Desa : Pataruman 
TPS : 4 
No NamaPartai/Caleg C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 16 16 
1 H. Ferdiansyah, SE, MM 4 4 
2 H. Ahmad Zacky Siradj 5 5 
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip 7 7 
4 H. Fakhri Sudjana, SH 5 5 
5 Anton Rinaldi 1 1 
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE 0 0 
7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 1 1 
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos 0 0 
9 Virgiani Rahayu Saraswati 0 0 

10 Adrian Kusnadi 10 5 
 
Kabupaten : GARUT 
Dapil  : 4 
Kecamatan : Selaawi 
Desa : Cirapuhan 
TPS : 12 
No NamaPartai/Caleg C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 8  
1 H. Ferdiansyah, SE, MM 0 4 
2 H. Ahmad Zacky Siradj 5 1 
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip 0  
4 H. Fakhri Sudjana, SH 0 1 
5 Anton Rinaldi 1  
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE 0  
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7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 5  
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos 1  
9 Virgiani Rahayu Saraswati 0  

10 Adrian Kusnadi 36 2 
 
Kabupaten : GARUT 
Dapil  : 2 
Kecamatan : Cisurupan 
Desa : Balewangi 
TPS : 2 
No NamaPartai/Caleg C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 23 23 
1 H. Ferdiansyah, SE, MM 1 1 
2 H. Ahmad Zacky Siradj 1 1 
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip   
4 H. Fakhri Sudjana, SH 3 43 
5 Anton Rinaldi   
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE   
7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM   
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos   
9 Virgiani Rahayu Saraswati   

10 Adrian Kusnadi   
 
Kabupaten : GARUT 
Dapil  : 1 
Kecamatan : Karang Pawitan 
Desa : Sucikaler  
TPS : 3 
No NamaPartai/Caleg C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 14 14 
1 H. Ferdiansyah, SE, MM 1 1 
2 H. Ahmad Zacky Siradj 2 2 
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip 0  
4 H. Fakhri Sudjana, SH 10 10 
5 Anton Rinaldi 6 6 
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE 0  
7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 3 3 
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos 0  
9 Virgiani Rahayu Saraswati 0  

10 Adrian Kusnadi 37 0 
 
Kabupaten : GARUT 
Dapil  : 1 
Kecamatan : Garut Kota 
Desa : Cimuncang 
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TPS : 6 
No NamaPartai/Caleg C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 8  
1 H. Ferdiansyah, SE, MM 0 3 
2 H. Ahmad Zacky Siradj 8 1 
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip 2 1 
4 H. Fakhri Sudjana, SH 1 2 
5 Anton Rinaldi 0 0 
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE 0 0 
7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 0 0 
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos 0 5 
9 Virgiani Rahayu Saraswati 1 0 

10 Adrian Kusnadi 6 0 
 

1.3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON 

berdasarkan C-1, D-1, DA-1, DB-1 dan DC di seluruh Dapil 11 (sebelas) 

Propinsi Jawa Barat ditemukan fakta : 

1.3.1 Bahwa terdapat 2 (dua) form C-1 yang berbeda yang ditandatangani 

oleh Saksi. 

1.3.2. Bahwa terdapat Form C-1 yang kosong, tetapi sudah ditandatangani 

oleh Saksi. 

1.3.3.  Bahwa terdapat hilangnya Suara Partai pada D-1. 

1.3.4. Bahwa telah diketemukan perpindahan suara antar Caleg. 

1.3.5. Bahwa terdapat penghilangan suara Caleg Nomor 10 di Form D-1. 

1.3.6. Bahwa terdapat penggelembungan suara Caleg dengan mengurangi 

suara Partai dan suara Caleg lain. 

1.3.7. Bahwa total penjumlahan Suara Partai dan suara Caleg tidak sesuai 

dengan C-1. 

Sehingga mengakibatkan Caleg No. 10 kehilangan suara. 

II. PETITUM 
Berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan 

dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan 

amar sebagai berikut : 

• Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk 

seluruhnya. 
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• Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan TERMOHON. 

• Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut: 
 

No NamaPartai/Caleg Peroleha
nSuara 

5 PARTAI GOLKAR  
1 H. Ferdiansyah, SE, MM  
2 H. Ahmad Zacky Siradj  
3 Hj. Euis Siti Julaeha, S.Ip  
4 H. Fakhri Sudjana, SH  
5 Anton Rinaldi  
6 Hj. Nunung Kurniasih, SE  
7 Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM  
8 H. Rahmat Sulaeman, S.Sos  
9 Virgiani Rahayu Saraswati  
10 Adrian Kusnadi  

 

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.34.1. sampai dengan bukti 

P-5.34.1.yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 

NO NO BUKTI KECAMATAN 
 JUMLAH 

DARI FORM 
C1  

 JUMLAH 
DARI FORM 

DB-1  
 SELISIH  

1 P-5.34.1. Garut Kota 1,344 918 426 
2 P-5.34.2. Karangpawitan 1,482 643 839 
3 P-5.34.3. Wanaraja 455 246 209 
4 P-5.34.4. Sucinaraja 763 227 536 
5 P-5.34.5. Pangatikan 803 195 608 
6 P-5.34.6. Cilawu 731 429 302 
7 P-5.34.7. Sukawening 650 268 382 
8 P-5.34.8. Bayongbong 1.233 501 732 
9 P-5.34.9. Singajaya 519 316 203 

10 P-5.34.10. Cihurip 257 149 108 
11 P-5.34.11. Cibiuk 305 23 282 
12 P-5.34.12. Pendeuy 922 89 833 
13 P-5.34.13. Talegong 839 503 336 
14 P-5.34.14. Bungbulang 2.049 1.677 372 
15 P-5.34.15. Mekarmukti 487 298 189 
16 P-5.34.16. Pameungpeuk 568 410 158 
17 P-5.34.17. Cibalong 570 261 309 
18 P-5.34.18. BL Limbangan 202 112 90 
19 P-5.34.19. Selaawi 474 348 126 
20 P-5.34.20. Malangbong 267 36 231 
21 P-5.34.21. Kersamanah 176 19 157 
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22 P-5.34.22. Kadungora 949 112 837 
23 P-5.34.23. Cibatu 552 317 235 
24 P-5.34.24. Leles 470 381 89 
25 P-5.34.25. Leuwigoong 1.505 573 932 
26 P-5.34.26. Tarogong Kidul 1.228 446 782 
27 P-5.34.27. Tarogong Kaler 1.013 184 829 
28 P-5.34.28. Samarang 903 266 637 
29 P-5.34.29. Banyuresmi 1.240 414 826 

JUMLAH 22.956 10.361 12.595 
 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Yana Nugraha 
- Saksi sebagai Tim relawan Bapak Adrian Kusnadi; 

- Saksi menjelaskan hilangnya suara Bapak Adrian Kusnadi di TPS 5 Desa Suci 

Kecamatan Karang Pawitan; 

- Saksi mengikuti rekap suara di TPS dan Bapak Adrian Kusnadi memperoleh 51 

suara; 

- Di tingkat sidang pleno PPS Bapak Adrian Kusnadi tidak memperoleh suara; 

2. Asep Sofyan 
- Saksi sebagai fungsionaris atau pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Garut; 

- Saksi menjelaskan adanya selisih suara antara C1 dengan D1; 

- Saksi mengumpulkan 5.275 C1; 

- Selisih dari C1 ke D1 12.595; 

- Saksi menghimpun suara dari C1 sebanyak 27.079; 

- Penghitungan berdasarkan D1 ada  14.484 suara; 

3. Ratna Irsana. 
- Saksi sebagai Ketua Tim Relawan Bapak Adrian Kusnadi; 

- Ada 5.275 TPS di Garut; 

- Saksi melakukan rekapitulasi C1 dan membandingkan D1 setelah pleno TPS; 

- Hasil rekapitulasi C1, saksi mendapatkan total 27.079 suara; 

- Sedangkan berdasarkan D1, saksi mendapatkan 14.000 suara sehingga 

terdapat selisih 12.500 suara;  
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[2.5] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI 

JAWA BARATUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTADAPIL I 
KABUPATEN DEPOK ATAS NAMA POLTAK HUTAGAOL 
 

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. DEPOK 1 6.376 6.376 0 

P-5.29.2.1 

S/D P-

5.29.2.5 

 

 

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan Hasil Rekapitulasi Suara Partai 

Golkar. Namun terjadi perubahan suara sah dan suara tidak sah dari Hasil 

Rekapitulasi Tingkat Kelurahan ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan 

ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

 

Uraian  
Rekap 

Kelurahan 

Rekap 

Kecamatan 

Validasi 

KPUD 

Perubahan 

Suara  

Kelurahan Curug         
Suara Sah 10899 10659 10918 259 
Suara Tidak Sah 765 782 521 -261 
Jumlah Suara Sah 
Dan Tidak Sah 11461 11441 11439 -2 
          

Kelurahan Pasir 
Gunung Selatan         

Suara Sah  12007 12105 98 
Suara Tidak Sah  456 453 -3 
Jumlah Suara Sah 
Dan Tidak Sah  12463 12558 95 
          

Kelurahan Tugu         
Suara Sah  40173 38812 40173 1361 
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Suara Tidak Sah  859 2461 1228 -1233 
JUMLAH Suara Sah 
Dan TIDAK SAH  41032 41273 41401 128 

2. Bahwa terhadap Kelurahan Curug telah terjadi perubahan Hasil Rekapitulasi di 

Tingkat Kelurahan ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cimanggis 

terhadap Suara Tidak Sah bertambah 17 suara, lalu dilanjutkan ke Hasil 

Rekapitulasi Tingkat Kota Depok jumlah Suara Tidak Sah berkurang sebanyak 

261 suara. (Bukti Terlampir D1,DA1,DB1) 

3. Bahwa terhadap Kelurahan Pasir Gunung Selatan telah terjadi perubahan Hasil 

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cimanggis terhadap Hasil Rekapitulasi 

Tingkat Kota Depok jumlah Tidak Sah berkurang sebanyak 3 suara. (Bukti 

Terlampir D1,DA1,DB1) 

4. Bahwa terhadap Kelurahan Tugu telah terjadi perubahan Hasil Rekapitulasi di 

Tingkat Kecamatan Cimanggis ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota Depok 

terhadap jumlah suara Tidak sah berkurang sebanyak 1.233 suara. (Bukti 

Terlampir DA1,DB1) 

5. Bahwa akibat dari perubahan suara tidak sah di 3 (tiga) Kelurahan tersebut 

diatas dari Hasil Rekapitulasi Tingkat Kelurahan ke Hasil Rekapitulasi Tingkat 

Kecamatan ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota mengakibatkan jumlah suara 

sah menjadi bertambah dimana Pemohon menderita kerugian dengan 

hilangnya 1 (satu) kursi yang merupakan kursi ke 7 (tujuh) bagi Partai Golkar di 

Dapil Depok 1 Kecamatan Cimanggis Depok yang di jelaskan sebagai berikut: 

 

No. Partai Politik Perolehan Suara 

1. Golkar 6.376 

2. PAN 6.413 

 Selisih Suara 37 

 

6. Bahwa akibat selisih Hasil Suara tersebut maka Partai PAN mendapatkan kursi 

nomor ke 7 (tujuh) merupakan kursi terakhir di Kota Depok Dapil Depok 1. 

7. Bahwa Hasil Rekapitulasi baik di Tingkat Kelurahan ke Hasil Rekapitulasi 

Tingkat Kecamatan ke Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota sangat bertentangan 
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dengan fakta yang ada dan merupakan data yang tidak valid kebenarannya 

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara 

terhadap Calon Legislatif di Kota Depok Dapil Depok 1. 

8. Bahwa untuk mendapatkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang 

sebenarnya maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap ke 3 

(tiga) Kelurahan tersebut untuk mengetahui jumlah suara sah dan tidak sah 
yang sebenarnya dari 3 (tiga) Kelurahan diatas. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Mahkamah untuk memberikan putusan 

yang amarnya adalah sebagai berikut: 

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 

2014 bertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam PEMILU 

tahun 2014; 

- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penghitungan suara ulang di 272 

TPS pada Kelurahan Curug, Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan 

Tugu dengan menghitung jumlah kertas suara di dalam kotak suara; 

- Membatalkan Hasil Pengihitungan Rekapitulasi KPU Kota Depok sepanjang 

perolehan suara di Kecamatan Cimanggis Depok; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.29.2.1 sampai dengan bukti 

5.29.2.5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 

1. P-5.29.2.1 Model D Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik 
dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 
serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam 
Pemilu 2014, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok 
Provinsi Jawa Barat. 

2. P-5.29.2.2 Model D Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik 
dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 
serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam 
Pemilu 2014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan 
Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat. 

3. P-5.29.2.3 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik 
dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 
serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 
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2014, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi 
Jawa Barat. 

4. P-5.29.2.4 Berita Acara Perbaikan Daftar Pemilih Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Oartai Politik dan calon Anggota 
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota 
DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014, Kecamatan 
Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat. 

5. P-5.29.2.5 Berita Acara Validasi Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu 
Provensi Jawa Barat dan Panwaslu Kota Depok Dalam Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon 
Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Di Tingkat Kota Depok Dalam Pemilu 2014. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Dika Prabu Nuzulul Ridwan 
- Saksi sebagai Sekretaris Pengurus Partai Golkar di kecamatan dan ditugaskan 

sebagai koordinasi Kelurahan Tugu; 

- Suara sah 40.173 berdasarkan D1 Kelurahan Tugu; 

- Berdasarkan D1 Golkar memperoleh 3.296 suara; 

- Berdasarkan rekap Kecamatan Model DA, suara sah menjadi 38.812 suara; 

- Saksi membenarkan jumlah suara sah dan tidak sah 2.111 suara; 

- Saksi mengetahui dari laporan adanya perubahan suara tidak sah menjadi 1.228 

suara berdasarkan hasil pleno KPU Kota Depok yang masuk dalam tabulasi 

nasional; 

2. Aming 
- Saksi sebagai koordinator saksi Partai Golkar di Kelurahan Curug; 

- Saksi menjelaskan perubahan rekapitulasi di Keluarahan Curug; 

- Suara sah 10.899 suara, suara tidak sah 562 suara. Jumlah suara sah dan tidak 

sah 11.461 suara. Sedangkan perubahan suara yang sah 10.918 suara, suara 

tidak sah berubah dari 562 suara menjadi 521 suara. Dan jumlah suara sah dan 

tidak sah berubah menjadi 11.439 suara berdasarkan D1 Kelurahan Curug; 

- Saksi tidak merinci perubahan suara yang terjadi pada Partai Golkar; 

- Saksi tidak mengetahui adanya perubahan suara tidak sah dari 562 suara 

menjadi 521 suara; 
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[2.7]PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON LEGISLATIF) 

DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRDKABUPATEN DAPIL MAJALENGKA1 
1. Bahwa Penggugat adalah calon legislative dari partai golkar Kabupaten Majalengka 

dengan no urut 1 Dapil 1 

2. Bahwa Tergugat adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Majalengka 

3. Bahwa Turut terkait adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa peserta 

pemilu di Kabupten Majalengka  

4. Bahwa hariSabtu 26 April 2014, ditemukan oleh saudara H. Cucu Herdiana 

pengurus Partai Golkar tingkat Kabupaten Majalengka bahwa adanya 

penggelembungan suara di TPS 004 dan TPS 007 Desa Padarek, Kecamatan 

Lemah sugih, Kabupaten Majalengka, pada har iitu juga Saudara Wandi Pengurus 

Partai Golkar Tingkat Kecamatan Lemahsugih mendapatkan data darisaksi Desa 

Padarek Saudara Kusmaedin saksi Partai Golkar tingkat Desa Padarek. Bahwa 

rincian penggelembungan pada suara Partai Gerindra berikut dengan calon 

legislative, akan Pemohon uraikan sebagaimana berikut : 

1. Perolehan suara Partai Gerindra di TPS 004 pada model form C-1 (bukti P- 

5.32.1.1) 

Nomorurut NamaCalonLegislatif JumlahSuara 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

CoblosPartai 17 suara 
TetenRustandi,  

EnjangKusmayadi, SH,  
Sri NurmalaDewi, SP  

AsepOpik 
RiskaYulistya,  

Ir. Nana Surhana, Msi,  
DeniRahmansyah,  

YeniTrianiDewi 
Epi, SHI 

RatnaLesmana Sari.  

1 suara 
2 suara 
4 suara 
0 suara 
4 suara 
5 suara 
0 suara 
2 suara 
0 suara 
1 suara 

 
 JumlahKeseluruhan 36 suara 

 
2. Kemudian disesuaikan pada model form D-1 (bukti P- 5.32.1.2) 

Nomorurut NamaCalonLegislatif JumlahSuara 
 CoblosPartai 10 suara 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

TetenRustandi,  
EnjangKusmayadi, SH,  
Sri NurmalaDewi, SP  

AsepOpik 
RiskaYulistya,  

Ir. Nana Surhana, M.Si,  
DeniRahmansyah,  

YeniTrianiDewi 
Epi, SHI 

RatnaLesmana Sari.  

1 suara 
1 suara 
1 suara 
0 suara 
0 suara 
99 suara 
1 suara 
0 suara 
0 suara 
. 0 suara 

 
 JumlahKeseluruhan 113 suara 

 
3. Ada Kejanggalan pada model form DA-1 perolehan suara Calon Legislatif 

atas nama Ir, Nana Suharna, M.Si menjadi 549 suara, sedangakan dalam 

model form D-1 perolehan suara calon legislatif Ir. Nana Suharna, Msi 

hanya 539 suara. 

4. Perolehan suara Partai Gerindra di TPS 007 pada model form C-1 (bukti P-

5.32.1.3) 

Nomorurut NamaCalonLegislatif JumlahSuara 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

CoblosPartai 51 suara 
TetenRustandi,  

EnjangKusmayadi, SH,  
Sri NurmalaDewi, SP  

AsepOpik 
RiskaYulistya,  

Ir. Nana Surhana, M.Si,  
DeniRahmansyah,  

YeniTrianiDewi 
Epi, SHI 

RatnaLesmana Sari.  

0  suara 
0 suara 
0 suara 
0 suara 
1 suara 

130 suara 
0 suara 
0 suara 
0 suara 
1 suara 

 
 JumlahKeseluruhan 183 suara 

. 
5. Sehingga jumlah suara sah partai dan suara sah calon 183 suara. 

Kemudian disesuaikan dengan model form D-1 (bukti P – 5.32.1.2) rincian 
sebagai berikut : 

Nomorurut NamaCalonLegislatif JumlahSuara 
 CoblosPartai 51 suara 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

TetenRustandi,  
EnjangKusmayadi, SH,  
Sri NurmalaDewi, SP  

AsepOpik 
RiskaYulistya,  

Ir. Nana Surhana, M.Si,  
DeniRahmansyah,  

YeniTrianiDewi 
Epi, SHI 

RatnaLesmana Sari.  

5  suara 
3 suara 
0 suara 
0 suara 
1 suara 

130 suara 
1 suara 
0 suara 
0 suara 
1 suara 

 JumlahKeseluruhan 192 suara 
 
5. Bahwa Dari uraian poin a diatas, model form C-1 caleg atas nama Ir. Nana 

Suharna, M.Si ada penggelembungan suara model form C-1 memperoleh 5 suara, 

sedangkan pada model form D-1 jumlah suara caleg Ir. Nana Suharna, M.Si 

berubah menjadi 99 suara. Sehingga jumlah suara di tingkat Desa Padarek 

menjadi 539 suara, diteruskan pada model form DA-1(bukti P – 5.32.1.4) jumlah 

suara menjadi 549 suara  

6. Bahwa selanjutnya pada dapil yang sama di kecamatan Lemah sugih ada pula 

penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

atas nama Imom Hidayat Sag. di Desa Sinargalih,  Kabupaten Majalengka, TPS 

001, 002, 006, 007, 008 dan TPS 010 pada data model form C-1, form model D-1 

dan model form DA-1 ada perubahan suara pada calon legislatif (Caleg) nomor 5 

atas nama Imon Hidayat., S.Ag.  

7. Bahwapada  Model form C-1 : 

- model form C-1 TPS 001 Suarapartai PKB sejumlah 10 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 170 suara (bukti P – 5.32.1.5) 

- model form C-1 TPS 002 Suarapartai PKB sejumlah 9, suara, Caleg No. 5 

sejumlah 157 suara (bukti P – 5.32.1.6) 

- model form C-1 TPS 006 Suarapartai PKB sejumlah 1, suara. Caleg No. 5 

sejumlah 80 suara (bukti P – 5.32.1.7) 

- model form C-1 TPS 007 Suarapartai PKB sejumlah 11 suara, caleg No. 5 

sejumlah 21 suara (bukti P – 5.32.1.8) 

- model form C-1 TPS 008 Suarapartai PKB sejumlah 5 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 9 suara (bukti P – 5.32.1.9) 
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- model form C-1 TPS 010 Suarapartai PKB sejumlah 6 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 90 suara (bukti P – 5.32.1.10) 

8. BahwaPada Model form D-1 : (bukti P– 5.32.1.11) 

- model form D-1 TPS 001 Suarapartai PKB sejumlah 0 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 186 suara 

- model form D-1 TPS 002 Suarapartai PKB sejumlah 3, suara, Caleg No. 5 

sejumlah 173 suara 

- model form D-1 TPS 006 Suarapartai PKB sejumlah 1, suara. Caleg No. 5 

sejumlah 89 suara 

- model form D-1 TPS 007 Suarapartai PKB sejumlah 1 suara, caleg No. 5 

sejumlah 37 suara 

- model form D-1 TPS 008 Suaraartai PKB sejumlah 0 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 23 suara 

- model form D-1 TPS 010 Suarapartai PKB sejumlah 0 suara, Caleg No. 5 

sejumlah 98 suara 

9. Bahwa pada Model form DA-1 (bukti P – 5.32.1.12) Desa Sinargalih, Kecamatan 

Lemahsugih Suara partai PKB sejumlah 6 suara dan suara caleg No. 5 sejumlah 

1040 suara Perolehan suaraCaleg No. 5 PKB tidak sesuai dari perhitungan pada 

model form C-1, D-1 dan DA-1 

10.  Bahwa atas kejadian tersebut penggugat telah melapor dan mengajukan 

keberatan terhadap Panwaslu (bukti P – 5.32.1.13), KPU dan Kepolisian akan 

tetapi tidak mendapat tanggapan dengan alasan tahapan pelaksanaan pemilu 

dianggap selesai  

11. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut mengakibatkan 

kerugian bagi penggugat karena yang seharusnya para terkait tidak memenuhi 

suara, akan tetapI dengan penggelembungan tersebut mereka masuk untuk 

mendapatkan kursi. 

12. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara juga mengakibatkan nilai 

pembagi jadi tidak benar dan mengakibatkan penggugat tidak masuk atau tidak 

mendapatkan kursi karena nilai pembagi semakin  jauh. 
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13. Bahwa berdasarkan uraian diatas sepantasnya apabila tergugat dinyatakan 

bersalah karena tidak mengoreksi kembali dan membatalkan perolehan suara 

yang didapat oleh pihak terkait.  

14. Bahwa dengan dibatalkannya perolehan suara tersebut, ditetapkan pula 

kedudukan penggugat sebagai pemenang atau mendapatkan kursi di dapil 1 

nomor urut 1 dari partai Golkar. 

Berdasarkan alasan tersebut , kami mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa 

perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota 

sepanjang di Daerah Pemilihan Majalengka 1. 

3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara di TPS 4 dan TPS 7 

Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 10 Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih.   

4. Menetapkan para terkait Partai Gerindra dan partai PKB telah bersalah 

mengegelembungkan suara. 

5. Memutuskan menetapkan penggugat mendapatkan kursi di daerah pemilihan 

Dapil 1Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat No urut 1 dari partai Golkar. 

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.32.1.1  sampai dengan bukti 

P-5.32.1.13   yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 

1. P-5.32.1.1   Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS 
untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014  TPS 004 Desa Padarek Kecamatan 
Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

2. P-5.32.1.2   Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Padarek 
Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 
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3. P-5.32.1.3   Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS 
untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014  TPS 007 Desa Padarek Kecamatan 
Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

4. P-5.32.1.4   Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Desa/Kelurahan 
Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kecamatan 
Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

5. P-5.32.1.5 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 001 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

6. P-5.32.1.6 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 002 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

7. P-5.32.1.7 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 006 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

8. P-5.32.1.8 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 007 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

9. P-5.32.1.9 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 008 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

10. P-5.32.1.10 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 010 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

11. P-5.32.1.11 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD 
Kabupaten Tahun 2014 Panwaslu Kecamatan Lemahsugih-
Majalengka. 

12. P-5.32.1.12 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat 
Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014. 

13.  P-5.32.1.13 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari 
Panwaslu Kabupaten Majalengka. 

14. P14 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 004 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

15. P15 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 003 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

16. P16 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota  TPS 005 Desa 
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. 

 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Yayam 
- Saksi sebagai anggota PAN Koordinator Desa Kelapa Dua dan Desa Sinar 

Galih; 

- Saksi menjelaskan C1 Desa Sinar Galih; 
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- Saksi memberikan C1 kepada Dadan sebagai Tim Sukses Dapil 1 Partai 

Golkar; 

- Golkar memperoleh 10 suara dari C1 yang dipegang saksi; 

2. Dadan Kurnia 
- Saksi sebagai Tim Pemenangan Partai Golkar di Dapil 1 Majalengka; 

- Saksi melakukan pemantauan perolehan suara dari TPS masing-masing; 

- Tanggal 25, saksi mendapatkan C-1 dan laporan dari Koordinator Partai Golkar 

untuk Kecamatan Lemahsugih bernama Saudara Wandi yang mendapatkan C-

1 Desa Lemahsugih penuh dengan Tip Ex, atas nama Imon Hidayat dari Partai 

PKB; 

- Saksi menemukan 2 C1 dari Desa Padarek; 

- Partai Gerindra di Desa Padarek, TPS 04 atas nama Nana Suharna di                       

C-1 memperoleh 5 suara dan berubah di D1 menjadi 99 suara; 

- D1 Desa Padarek secara keseluruhan Pak Nana memperoleh 539 suara dan 

berubah kembali di DA1 menjadi 549 suara; 

- Di TPS 07 ada 3 caleg dari Gerindra dimana nomor urut 1 atas nama Teten 

Rustandi di C1 memperoleh 0 dan D1 memperoleh 5, nomor urut Enjang 

Kusmayadi di C1 memperoleh 0 suara sedangkan D1 memperoleh 3 suara, 

nomor urut 7 atas nama Deni Rahmansyah di C1 memperoleh 0 sedangkan di 

D1 memperoleh 1 suara; 

3. Irwan Sukirwan 
- Saksi sebagai anggota Tim BKPP DPD Golkar tingkat kabupaten; 

- Tanggal 26 April, saksi menerima laporan Dadan dari Tim Pemenangan Partai 

Golkar Dapil 1 Kabupaten Majalengka; 

-  Atas laporan tersebut, saksi menindaklanjuti laporan tersebut ke KPU sesudah 

rekap pleno; 

- KPU menyarankan saksi untuk melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu 

tingkat kabupaten; 

- Atas laporan saksi, pihak Panwaslu menyatakan bahwa laporannya telah lewat 

waktu; 

- Saksi memperoleh 2 versi form C1; 

- C1 pertama berasal dari PPP dan C1 kedua dari Dadan; 
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- Saksi melakukan rekap terhadap 2 C1 tersebut dan terdapat selisih 145 suara 

untuk Imon Hidayat dari PKB; 

- Saksi mencari informasi ke Panwaslu Kecamatan Lemahsugih dimana Imon 

Hidayat memperoleh 895 suara versi Panwascam Lemahsugih; 

- Sedangkan di D1 Imon Hidayat memperoleh 1.040 suara;  

[2.9] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRDKABUPATEN DAPIL CIANJUR 3 
1. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur  

DAPIL 3 Cianjur  (Kecamatan Karang tengah, Ciranjang, Mande, Bojong picung, 

Haur wangi, Sukaluyu) dari parta GOLKAR dalam PEMILU Tahun 2014; (bukti P- 

5.26.1.1, P-5.26.1.2, P-5.26.1.3 ); 

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 12 Mei 2014 sebagai mana 

Keputusan KPUD Kabupaten Cianjur Nomor 51/BA/V/ 2014 bertanggal 12 Mei 

2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon 

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pemilihan 

Umum Tahun 2014  (bukti P-5.26.1.4); 

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap penetapan Hasil Perolehan Kursi 

Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada 

PEMILU2014 yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut; 

4. Bahwa Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPRD 

Kabupaten Cianjur  tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum karena 

dihasilkan dengan cara-cara melawan hukum atau setidak-tidaknya telah 

melanggar asas-asas PEMILU Luber dan Jurdil yang dilakukan secara sistematis, 

terstruktur, dan massif dalam melakukan upaya penggelembungan suara 

sahterhadap sejumlah Partai politik Peserta Pemilu Legislatif untuk menaikkan 

angkaBilangan Pembagi Pemilih (BPP).; 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

68 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

5. Bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif tersebut terjadi dalam 

rekapitulasi perolehan suara partai di DAPIL 3 Kabupaten Cianjur (Kecamatan 

Karang tengah, Ciranjang, Mande, Bojong picung, Haur wangi dan Sukaluyu)yang 

sangat merugikan Pemohon atau setidak-tidaknya pelanggaran-pelanggaran ini 

telah merusak sendi-sendi dan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) oleh karenanya patut dibatalkan; 

6. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum praktek kecurangan yang 

dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon dengan cara tidak adil, tidak jujur, dan 

tidak cermat, dimana tindakan Termohon yang demikian jelaslah telah melanggar 

Sumpah/Janji penyelenggaraan Pemilu; 

7. Bawa pada perolehan suara partai,perolehan suara calon-calon Anggota DPRD 

dari partai politik peserta Pemilu di DAPIL 3 Kabupaten Cianjur telah terjadi 

manipulasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

perolehan suara dalam formulir model D1 dengan perolehan suara dalam formulir 

model DA dan DB (Bukti :P-5.26.1.8,P-5.26.1.18, P-5.26.1.30, P-5.26.1.47, ) 

sehingga berakibat munculnya perolehan kursi dari masin-masing Partai Politik , 

sebagaimana tercantum pada Formulir EB1 yang dikeluarkan KPUD Cianjur (Bukti 

P-5.26.1.48, P-5.26.1.49)  

8. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebutterdapat perbedaan yang mempengaruhi 

perolehan kursi bagi calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR di DAPIL 3 

Kabupaten Cianjur yang tentu saja sangat merugikan Pemohon; Tabel perolehan 

kursi sebagaimana tabel 1 di bawah ini  (Bukti P-5.26.1.8,P-5.26.1.18, P-

5.26.1.30, P-5.26.1.47 dan P-5.26.1.48, P-5.26.1.49): 

 

Nomor Partai Politik Peroleh Kursi 
Versi KPUD 
(Model EB1) 

Perolehan Kursi 
menurut D-1 / D1 

1 Partai Nasdem 0 0 

2 Partai Kebangkitan Bangsa 1 1 

3 Partai Keadilan Sejahtera 1 1 

4 PDI Perjuangan 1 1 
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5 Partai Golkar 1 2 

6 Partai Gerindra 1 1 

7 Partai Demokrat 3 3 

8 Partai Amanat Nasional 0 1 

9 Partai Persatuan 

Pembangunan 

1 1 

10 Partai Hanura 1 1 

14 Partai Bulan Bintang 1 0 

15 Partai Keadilan & Persatuan 

Ind. 

0 0 

 Jumlah 11 11 

9. Bahwa telah terjadi perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara  dari jumlah 

DPT sebanyak 355.373 hak pilih, yang menimbulkan adanya 

penggelembungan suara sah dalam upaya menaikkan Bilangan Pembagi 

Pemilih (BPP) antara  bukti dalam formulir D1 dengan perhitungan yang 

dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimana tabel  di bawah ini : 

No Perhitungan Menurut D-1 / 
D1 

Versi KPUD (/DBEB1) 

1 Jumlah Suara Sah 221.521 229.028 

2 Perhitungan BPP (dibagi 11 

kursi) 

20.138 20.820 

    

 

10. Bahwa berdasarkan bukti bukti yang ada dari formulir D-1 dan D1  terjadinya 

penggelembungan suara sah, dilakukan dalam rekapitulasi perolehan suara 

dari beberapa partai politik di empat Kecamatan, dengan memanfaatkan sisa 

suara hak  pilih yang tidak menggunakan haknya.  Dengan tabel di bawah ini : 
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TABEL PENGGELEMBUNGAN  
SUARA 

KEC. CIRANJANG 

NO NAMA PARTAI 

PEROLEHAN SUARA 

DA-1 versi 

pemohon 

DB/EB versi 

KPU 
SELISIH 

1 PARTAI DEMOKRAT 4469 6507 2038 

2 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 1656 2303 647 

3 PARTAI HANURA 2226 3391 1165 
4 PARTAI GERINDRA 4388 5139 751 
5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 4146 4882 736 
6 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1491 1864 373 
7 PARTAI NASDEM 550 662 112 
  JUMLAH 18376 24086 5710 

     
 

 
   

KECAMATAN MANDE 
   

NO NAMA PARTAI 
PEROLEHAN SUARA 

DA-1 versi 
pemohon 

DB/EB versi 
KPU SELISIH 

1 PARTAI DEMOKRAT 8979 9372 393 

2 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 2593 2784 191 

3 PARTAI HANURA 1380 1510 130 
4 PARTAI GERINDRA 2149 2158 9 
5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2914 2932 18 
6 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1922 1987 65 
7 PARTAI NASDEM 1088 1112 25 
  JUMLAH 19937 20743 806 

     KECAMATANBOJONGPICUNG 
   

NO NAMA PARTAI 
PEROLEHAN SUARA 

DA-1 versi 
pemohon 

DB/EB versi 
KPU SELISIH 

1 PARTAI DEMOKRAT 4929 5529 600 

2 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 1409 1412 3 

3 PARTAI HANURA 5397 5397 0 
4 PARTAI GERINDRA 4242 4242 0 
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5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2226 2226 0 
6 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1288 1288 0 
  JUMLAH 19491 20094 603 

     KECAMATAN KARANGTENGAH 
   

NO NAMA PARTAI 
PEROLEHAN SUARA 

DA-1 versi 
pemohon 

DB/EB versi 
KPU SELISIH 

1 PARTAI DEMOKRAT 18544 18529 -15 

2 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 7775 8132 357 

3 PARTAI HANURA 3705 3631 -74 
4 PARTAI GERINDRA 6287 6266 -21 
5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3795 3785 -10 
6 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4832 4835 3 
7 PARTAI NASDEM 1828 1839 11 
  JUMLAH 44938 45178 240 

     TOTAL 4 KECAMATAN (KEC CIRANJANG, KEC KARANGTENGAH,KEC 

MANDE,KEC BOJONGPICUNG) 

NO NAMA PARTAI 
PEROLEHAN SUARA 

DA-1 versi 
pemohon 

DB/EB versi 
KPU SELISIH 

1 PARTAI DEMOKRAT 36921 39937 3016 

2 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 13433 14631 1198 

3 PARTAI HANURA 12708 13929 1221 
4 PARTAI GERINDRA 17066 17805 739 
5 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 13081 13825 744 
6 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9533 9974 441 
  JUMLAH 102742 110101 7507 
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11. Bahwa dari perhitungan suara sah berdasarkan tabel di atas, telah terjadi 

penggelembungan suara sebanyak 7.507 suara yang terjadi di empat 

Kecamatan, yakni Kecamatan Ciranjang, Karang tengah, Mande dan Bojong 

picung. Bahwa akibat terjadi penggelembungan suara sah tersebut, 

menyebabkan terjadinya kenaikan perhitungan BPP. 

12. Bahwa dari perhitungan sisa suara  yang sebenarnya berdasarkan bukti bukti 

yang ada, hanya ada jatah bagi enam sisa kursi setelah dihitung dari angka 

BPP, dan Partai Golkar mendapat jatah tambahan 1 (satu) kursi, sesuai 

berdasarkan ranking sisa suara pada urutan ke 6 (enam), dengan tabel seperti 

di bawah ini: 

 

NO PARTAI 
RAIHAN 

BPP 
RAIHAN SISA RANGKING 

SISA 
JUMLAH 

TAMBAHAN 

JUMLAH 
TOTAL 
RAIHAN 
KURSI 

SUARA KURSI SUARA SUARA RAIHAN 
KURSI 

 

1 NASDEM           
7,423 

       
20,138            

7,423 9   0 

2 PKB         
20,105  

       
20,138          

20,105  1                     1  1 

3 PKS         
12,588  

       
20,138          

12,588  4                     1  1 

4 PDIP         
25,521  

       
20,138  1         

5,383  10  
1 

5 GOLKAR        
27,363  

       
20,138  1        

7,875  6                     1  2 

6 GERINDRA         
23,626  

       
20,138  1         

3,488  11  
1 

7 DEMOKRAT         
51,813  

       
20,138  2       

11,537  5                     1 3 

8 PAN           
7,858  

       
20,138            

7,858  8   0 

9 PPP         
17,116  

       
20,138          

17,116  2                     1  1 

10 HANURA         
16,293  

       
20,138          

16,293  3                     1  1 

11 PBB         
10,561  

       
20,138          

7,561  7  
0 

12 PKPI           
1,402  

       
20,138            

1,402  12   0 
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JUMLAH SUARA SAH      
221,521     5                      6 11 

 

13. Bahwa dengan bukti-bukti di atas yang Pemohon peroleh, maka Perolehan 

Kursi DPRD Kabupaten di Dapil 3  Cianjur  yang telah ditetapkan pihak 

Termohon, jelas merugikan Partai Golkar, karena telah mengurangi satu jatah 

kursi. 

14. Bahwa menurut hukum tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh 

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukuannya sendiri dan tidak 

seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua 

propria); 

15. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat 

sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu 

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) 

sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan 

Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi calon Anggota DPRD 

yang lain, terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum 

Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur DAPIL 3 dari parta 

GOLKAR dengan Nomor urut 3 dalam PEMILU Tahun 2014; 

16. Bahwa berdasarkan perolehan hasil suara terbanyak Calon Anggota DPRD 

Kabupaten Cianjur Dapil 3 dari Partai Golkar adalah Pemohon sendiri yang 

memperoleh suara terbanyak ke dua,   

17. Bahwa dari tabel di atas, serta berdasarkan jumlah perolehan suara dihitung 

dengan suara sah yang memunculkan BPP sebenarnya dan memperoleh sisa 

suara terbanyak  di atas PBB, maka Partai Golkar mendapat jatah dua kursi di 

Dapil 3 Cianjur, dan yang mendapat jatah kursi tersebut adalah Pemohon yang 

mendapat suara terbanyak ke dua Calon Anggota DPRD Dapil 3 Cianjur dari 

Partai Golkar. 

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup 

sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce 

the law and justice) dan untuk memulihkan (rechtsherstel) hak dan 
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ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya 

dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh 

pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon 

memohon agar kiranya Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 51/BA/V/ 

2014 bertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik 

dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 

Pemilihan Umum 2014dibatalkan dan  :dinyatakan . 

PETITUM 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan/ mendiskualifikasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 51/BA/KV/ 2014  

bertanggal 12 Mei 2014tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan 

Calon Terpilih Anggota DRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 Pemilihan Umum 2014  

3. Membatalkanhasil perhitungan suara dan perhitungan perolehan kursi di Dapil 3 Cianjur. 

4. Memerintahkan kepada KPUD Cianjur untuk melaksanakan penghitungan ulang hasil 

perolehan suara dan kursi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Dapil 3 Cianjur Jawa 

Barat. 

5. Mengabulkan penambahan jatah kursi untuk Partai Golkar di Dapil 3 Cianjur dari 1 kursi 

menjadi 2 kursi, dan yang berhak mendapat jatah kursi tersebut adalah Pemohon selaku 

Calon Anggota DPRD Dapil 3 Cianjur dari Partai Golkar Nomor urut 3 yang memperoleh 

suara terbanyak ke dua di Partai Golkar. 

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan 

alat bukti lainnya dan saksi/ahli.  

[2.11] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRD KAB/KOTADAPIL 2 KOTA BEKASI ATAS NAMA PEMOHON WANDI 
1. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Bekasi DAPIL 

2 Kota Bekasi Nomor urut 10  dari parta GOLKAR dalam PEMILU Tahun 2014; 

(bukti P-5.29.1.A.4); 
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2. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 sebagai mana Keputusan 

KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan 

Hasil PEMILU anggota DRR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

secara nasional dalam PEMILU Tahun 2014 (bukti P-5.29.1.A.5); 

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap penetapan Hasil Penghitungan 

Suara PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut; 

4. Bahwa penetapan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut 

hukum karena dihasilkan dengan cara-cara melawan hukum atau setidak-tidaknya 

telah melanggar asas-asas PEMILU Luber dan Jurdil yang dilakukan secara 

sistematis, terstruktur, dan masif; 

5. Bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif tersebut terjadi dalam 

rekapitulasi perolehan suara partai dan perolehan suara calon Anggota DPRD dari 

partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi (Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan 

Rawa Lumbu, dan Kecamatan Mustika Jaya) yang sangat merugikan Pemohon 

atau setidak-tidaknya pelanggaran-pelanggaran ini telah merusak sendi-sendi dan 

asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas 

Luber dan Jurdil) oleh karenanya patut dibatalkan; 

6. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum praktek kecurangan yang 

dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon dengan cara tidak adil, tidak jujur, dan 

tidak cermat, dimana tindakan Termohon yang demikian jelaslah telah melanggar 

Sumpah/Janji penyelenggaraan Pemilu;  

7. Bahwa pada perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota 

DPRD dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi telah terjadi manipulasi 

sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perolehan suara 

dalam formulir model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model D1 

sebagai mana terlihat dengan jelas pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut 

dibawah ini : 
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8. Bawa pada perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota 

DPRD dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi telah terjadi manipulasi 

sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perolehan suara 

dalam formulir model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model D1 

sebagai mana terlihat dengan jelas pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut 

dibawah ini : 

Tabel 1Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon 
Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Bekasi di Kelurahan 
Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang berdasarkan formulir model C1 
dan formulir model D1 

No. 

Nama partai dan 
Calon Anggota 
DPRD 
Kabupaten/Kota 

Kelurahan Sumur Batu 
Alat 
Bukti 

TPS 14 TPS 15 TPS 20 

C1 D1 C1 D1 C1 D1 

5 Partai GOLKAR 14 14 11 9 2 4 

P-
5.29.1
.A.6 
s/d  
P-
5.29.1.
A.10 

1 H. Yusuf Nasih, 
S.Sos, MM 3 3 0 11 0 2 

2 R.Suciyati Yakum 4 4 23 23 6 6 
3 Rantisan 0 0 0 0 0 0 
4 Masim Nazarudin 0 0 2 2 0 0 
5 Rusdi 0 1 3 3 0 0 
6 Uri Huryati, SE 0 0 0 0 0 0 
7 Dedi Simanjuntak 2 2 1 1 0 0 
8 Komarudin 93 93 56 56 2 2 

9 Mutiara Rizka 
Ahmad 0 0 0 0 0 0 

10 Wandi 1 1 11 2 1 1 
 
Tabel 2 
Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota 

DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Bekasi di Kecamatan Rawa 
Lumbu berdasarkan model C1 dan model D1 

No. 

Nama Partai 
dan Calon 
Anggota 
DPRD 
Kabupaten/Ko
ta 

Nama Kelurahan 

Alat 
Bukti 

Bj Rawa Lumbu Bj Menteng Sepanjang 
Jaya Pengasinan 

C1 D1 C1 D1 C1 D1 C1 D1 

5 Partai 1.069 1.009 845 845 491 497 786 750 P-
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GOLKAR 5.29.1.A
.11 s/d  

P-
5.29.1.A.
92 

1 
H. Yusuf 
Nasih, S.Sos, 
MM 

215 217 158 153 81 85 779 781 

2 R.Suciyati 
Yakum 142 143 102 98 70 69 47 46 

3 Rantisan 61 66 713 711 683 704 97 94 

4 Masim 
Nazarudin 22 26 36 27 13 10 30 23 

5 Rusdi 333 334 821 818 904 909 412 411 

6 Uri Huryati, 
SE 3.156 3.204 213 216 106 120 424 444 

7 Dedi 
Simanjuntak 137 134 95 96 67 50 80 85 

8 Komarudin 88 87 102 100 10 9 39 28 

9 Mutiara Rizka 
Ahmad 256 261 229 221 60 52 151 153 

10 Wandi 25 20 36 35 11 10 14 12 

9. Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 ini telah terbukti perolehan suara dalam 

formuli model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model D1 terdapat 

perbedaan yang mempengaruhi perolehan kursi bagi calon Anggota DPRD dari 

partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi yang tentu saja sangat merugikan 

Pemohon; 

10. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana formulir D1 ini lebih lanjut 

dituangkan dalam rincian perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota 

DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi pada formulir model DB-1 

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 3 dibawah ini : 

Tabel 3 (Bukti P-5.29.1.A.93) 
Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari 

Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi formulir model DB-1 DPRD 
Kabupaten/Kota 

Nomor/Nama Partai 
Dan Calon 

Rawa 
Lumbu 

Bantar 
Gebang 

Mustika 
Jaya 

Jumlah 
Akhir 

5 Partai Golongan 
Karya 3.075 2.184 2.733 7.992 

1 H. Yusuf Nasih, 
S.Sos, MM 1.236 1.051 1.751 4.038 

2 R.Suciyati 356 3.287 455 4.098 
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Yakum 
3 Rantisan 1.575 47 297 1.919 

4 Masim 
Nazarudin 86 78 1.700 1.864 

5 Rusdi 2.472 782 509 3.763 
6 Uri Huryati, SE 3.948 41 420 4.445 

7 Dedi 
Simanjuntak 365 212 1.182 1.759 

8 Komarudin 224 3.677 1.382 5.283 

9 Mutiara Rizka 
Ahmad 687 34 360 1.001 

1
0 

Wandi 77 3.812 322 4.211 

 

11. Bahwa dengan ditetapkannya Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan 

Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi sesuai 

formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana tabel 3, menyebabkan 

perolehan suara Partai GOLKAR dari semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 

8.132 suara turun menjadi 8.018 suara sedang calon Anggota DPRD dari Partai 

GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi dengan nomur urut 6 dari semula berjumlah 

4.360 suara naik menjadi 4.445 suara dan calon Anggota nomor urut 8 semula 

berjumlah 5.256 suara naik menjadi 5.283 suara dan suara Pemohon justru 

menjadi berkurang dari semula berjumlah 4.226 suara menjadi tinggal 4.211 suara; 

12. Bahwa modus manipulasi suara partai menjadi suara calon Anggota DPRD dari 
Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi dengan serangkaian pelanggaran-

pelanggaran tersebut diatas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan 

telah menguntungkan calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota 

Bekasi yang lain dan sebaliknya telah merugikan Pemohon; 

13. Bahwa menurut hukum tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan 

dan pelanggaran yang dilakukuannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan 

oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo 

commodum capere potest de injuria sua propria); 

14. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat 

sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu 

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) 

sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara 
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dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi calon Anggota DPRD yang lain, 

terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai 

Calon Anggota DPRD Kota Bekasi DAPIL Kota Bekasi 2 dari parta GOLKAR 

dengan Nomor urut 10 dalam PEMILU Tahun 2014; 

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup 

sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the 

law and justice) dan untuk memulihkan (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta 

kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada 

khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan 

penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya 

Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang 

Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU Tahun 2014 dibatalkan dan 

dinyatakan . 

PETITUM : 
Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima 

permohonan ini kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : 

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014  

bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU tahun 

2014, sepanjang penetapan perolehan suara  Anggota DPRD DAPIL 2 Kota 

Bekasi dari Partai GOLKAR; 

- Membatalkan hasil perhitungan suara oleh Termohon yang menyatakan perolehan 

suara calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi dengan 

nomur urut 6 semula 4.360 suara naik menjadi 4.445 suara dan calon Anggota 

nomor urut 8 semula 5.256 suara naik menjadi 5.283 suara, dengan menetapkan 

bahwa Pemohon adalah yang berhak atas kursi Angota DPRD dari Partai 

GOLKAR di DAPIL 2 Kota Bekasi; 
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[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.29.1.A.1 sampai dengan 

bukti P-5.29.1.A.93 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai 

berikut: 

1. Bukti P-5.29.1.A.1 : Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon; 
2. Bukti P-5.29.1.A.2 : Kartu Nomor Pokok Anggota GOLKAR dari Pemohon; 
3. Bukti P-5.29.1.A.3 : Ijin mengajukan gugatan dari DPP Partai Golkar kepada 

Pemohon; 
4. Bukti P-5.29.1.A.4 : Surat Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi 
Peserta Pemilihan Umum tahun 2014; 

5. Bukti P-5.29.1.A.5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 
tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara 
nasional dalam PEMILU tahun 2014; 

KELURAHAN SUMUR BATU : 
6. Bukti P-5.29.1.A.6 : Formulir model C1 dari TPS 14 Kelurahan Sumur Batu 

KEcamatan Bantar Gebang; 
7. Bukti P-5.29.1.A.7 : Formulir model C1 dari TPS 15 Kelurahan Sumur Batu 

KEcamatan Bantar Gebang; 
8. Bukti P-5.29.1.A.8 : Formulir model C1 dari TPS 20 Kelurahan Sumur Batu 

Kecamatan Bantar Gebang;  
9. Bukti P-5.29.1.A.9 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 14 

dan 15 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar 
Gebang; 

10. Bukti P-5.29.1.A.10 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 20 
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang; 

11. Bukti P-5.29.1.A.11 : Formulir model C1 dari TPS 14 dan 15 Kelurahan Bojong 
Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

12. Bukti P-5.29.1.A.12 : Formulir model C1 dari TPS 17 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

13. Bukti P-5.29.1.A.13 : Formulir model C1 dari TPS 32 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

14. Bukti P-5.29.1.A.14 : Formulir model C1 dari TPS 34 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

15. Bukti P-5.29.1.A.15 : Formulir model C1 dari TPS 37 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

16. Bukti P-5.29.1.A.16 : Formulir model C1 dari TPS 39 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

17. Bukti P-5.29.1.A.17 : Formulir model C1 dari TPS 55 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

18. Bukti P-5.29.1.A.18 : Formulir model C1 dari TPS 57 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 
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19. Bukti P-5.29.1.A.19 : Formulir model C1 dari TPS 59 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

20. Bukti P-5.29.1.A.20 : Formulir model C1 dari TPS 85 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

21. Bukti P-5.29.1.A.21 : Formulir model C1 dari TPS 87 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

22. Bukti P-5.29.1.A.22 : Formulir model C1 dari TPS 90 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

23. Bukti P-5.29.1.A.23 : Formulir model C1 dari TPS 105 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

24. Bukti P-5.29.1.A.24 : Formulir model C1 dari TPS 111 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

25. Bukti P-5.29.1.A.25 : Formulir model C1 dari TPS 114 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

26. Bukti P-5.29.1.A.26 : Formulir model C1 dari TPS 116 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

27. Bukti P-5.29.1.A.27 : Formulir model C1 dari TPS 121 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

28. Bukti P-5.29.1.A.28 : Formulir model C1 dari TPS 123 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

29. Bukti P-5.29.1.A.29 : Formulir model C1 dari TPS 125 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

30. Bukti P-5.29.1.A.30 : Formulir model C1 dari TPS 133 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

31. Bukti P-5.29.1.A.31 : Formulir model C1 dari TPS 135 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

32. Bukti P-5.29.1.A.32 : Formulir model C1 dari TPS 139 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

33. Bukti P-5.29.1.A.33 : Formulir model C1 dari TPS 140 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

34. Bukti P-5.29.1.A.34 : Formulir model C1 dari TPS 295 Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu; 

35. Bukti P-5.29.1.A.35 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 16 
dan 17 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan 
Rawa Lumbu; 

36. Bukti P-5.29.1.A.36 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 31, 
34, 37, dan 39 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

37. Bukti P-5.29.1.A.37 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 55, 
57, dan 59 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan 
Rawa Lumbu; 

38. Bukti P-5.29.1.A.38 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 85, 
87, dan 90 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan 
Rawa Lumbu; 

39. Bukti P-5.29.1.A.39 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 105 
Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa 
Lumbu; 
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40. Bukti P-5.29.1.A.40 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 111, 
114, dan 116 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan 
Rawa Lumbu; 

41. Bukti P-5.29.1.A.41 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 121, 
123, 125, 133, dan 135 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

42. Bukti P-5.29.1.A.42 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 139 
dan 140 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan 
Rawa Lumbu; 

KELURAHAN BOJONG MENTENG : 
43. Bukti P-5.29.1.A.43 : Formulir model C1 dari TPS 13 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
44. Bukti P-5.29.1.A.44 : Formulir model C1 dari TPS 15 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
45. Bukti P-5.29.1.A.45 : Formulir model C1 dari TPS 20 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
46. Bukti P-5.29.1.A.46 : Formulir model C1 dari TPS 23 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
47. Bukti P-5.29.1.A.47 : Formulir model C1 dari TPS 31 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
48. Bukti P-5.29.1.A.48 : Formulir model C1 dari TPS 32 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
49. Bukti P-5.29.1.A.49 : Formulir model C1 dari TPS 48 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
50. Bukti P-5.29.1.A.50 : Formulir model C1 dari TPS 50 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
51. Bukti P-5.29.1.A.51 : Formulir model C1 dari TPS 53 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
52. Bukti P-5.29.1.A.52 : Formulir model C1 dari TPS 56 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
53. Bukti P-5.29.1.A.53 : Formulir model C1 dari TPS 60 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
54. Bukti P-5.29.1.A.54 : Formulir model C1 dari TPS 85 Kelurahan Bojong 

Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 
55. Bukti P-5.29.1.A.55 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 13 

dan 15 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

56. Bukti P-5.29.1.A.56 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 20 
dan 23 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

57. Bukti P-5.29.1.A.57 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 31 
dan 32 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

58. Bukti P-5.29.1.A.58 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 48, 
50 , 53, 56, dan 60 Kelurahan Bojong Menteng 
Kecamatan Rawa Lumbu; 
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59. Bukti P-5.29.1.A.59 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 85 
Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu; 

KELURAHAN SEPANJANG JAYA : 
60. Bukti P-5.29.1.A.60 : Formulir model C1 dari TPS 2 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kecamatan Rawa Lumbu; 
61. Bukti P-5.29.1.A.61 : Formulir model C1 dari TPS 3 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kecamatan Rawa Lumbu; 
62. Bukti P-5.29.1.A.62 : Formulir model C1 dari TPS 4 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kecamatan Rawa Lumbu; 
63. Bukti P-5.29.1.A.63 : Formulir model C1 dari TPS 5 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kecamatan Rawa Lumbu; 
64. Bukti P-5.29.1.A.64 : Formulir model C1 dari TPS 9 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kecamatan Rawa Lumbu; 
65. Bukti P-5.29.1.A.65 : Formulir model C1 dari TPS 10 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
66. Bukti P-5.29.1.A.66 : Formulir model C1 dari TPS 13 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
67. Bukti P-5.29.1.A.67 : Formulir model C1 dari TPS 17 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
68. Bukti P-5.29.1.A.68 : Formulir model C1 dari TPS 18 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
69. Bukti P-5.29.1.A.69 : Formulir model C1 dari TPS 31 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
70. Bukti P-5.29.1.A.70 : Formulir model C1 dari TPS 37 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
71. Bukti P-5.29.1.A.71 : Formulir model C1 dari TPS 47 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
72. Bukti P-5.29.1.A.72 : Formulir model C1 dari TPS 53 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
73. Bukti P-5.29.1.A.73 : Formulir model C1 dari TPS 70 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 
74. Bukti P-5.29.1.A.74 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 2, 3, 

4, 5, 9, 10, dan 13 Kelurahan Sepanjang Jaya 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

75. Bukti P-5.29.1.A.75 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 17 
dan 18 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

76. Bukti P-5.29.1.A.76 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 31 
dan 37 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

77. Bukti P-5.29.1.A.77 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 47 
dan 53 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa 
Lumbu; 

78. Bukti P-5.29.1.A.78 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 70 
Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu; 

KELURAHAN PENGASINAN : 
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79. Bukti P-5.29.1.A.79 : Formulir model C1 dari TPS 6 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

80. Bukti P-5.29.1.A.80 : Formulir model C1 dari TPS 9 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

81. Bukti P-5.29.1.A.81 : Formulir model C1 dari TPS 12 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

82. Bukti P-5.29.1.A.82 : Formulir model C1 dari TPS 26 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

83. Bukti P-5.29.1.A.83 : Formulir model C1 dari TPS 68 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

84. Bukti P-5.29.1.A.84 : Formulir model C1 dari TPS 70 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

85. Bukti P-5.29.1.A.85 : Formulir model C1 dari TPS 71 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

86. Bukti P-5.29.1.A.86 : Formulir model C1 dari TPS 76 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

87. Bukti P-5.29.1.A.87 : Formulir model C1 dari TPS 100 Kelurahan Pengasinan 
Kecamatan Rawa Lumbu; 

88. Bukti P-5.29.1.A.88 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 6, 9, 
dan 12 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu; 

89. Bukti P-5.29.1.A.89 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 26 
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu; 

90. Bukti P-5.29.1.A.90 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 68 
dan 70 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu; 

91. Bukti P-5.29.1.A.91 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 76 
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu; 

92. Bukti P-5.29.1.A.92 : Formulir model D1 rekap perolehan suara dari TPS 100 
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu; 

93. Bukti P-5.29.1.A.93 : Formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota berupa 
Rincian jumlah perolehan suara Partai politik dan Suara 
Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 
Kota Bekasi. 

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Jumatrio 
- Saksi sebagai relawan caleg nomor 10 atas nama Wandi di Kecamatan Bantar 

Gebang;  

- Saksi menerangkan adanya selisih suara antara C1 dan D1 di Kecamatan 

Rawa Lumbu;  

- Saksi mengumpulkan 411 C1 dan 77 D1  se-Kecamatan Rawa Lumbu; 
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- Berdasarkan C1 Wandi memperoleh 86 suara sedangkan berdasarkan D1 

Wandi memperoleh 77 suara; 

2.Tholib S. Hidayat 
- Saksi sebagai Ketua Relawan Wandi di Kecamatan Sumur Batu; 

- Saksi menjelaskan perbedaan C1 dan D1 di TPS 15; 

- Berdasarkan C1 Wandi memperoleh 11 suara sedangkan berdasarkan D1 

Wandi memperoleh 2 suara; 

- Saksi hanya melakukan koreksi di  tingkat PPS;   

3. Muchtar Ghozali 
- Saksi sebagai relawan Wandi sedapil Bekasi 2; 

- Saksi bertugas menginput data rekap perolehan suara Wandi dari para saksi; 

- Berdasarkan C1 dapil Bekasi 2 Wandi memperoleh 4.226 suara sedangkan 

berdasarkan D1 Wandi memperoleh 4.211 suara; 

- Adanya selisih tersebut, saksi melayangkan surat keberatan ke DPD dengan 

tembusan Panwascam dan Panwaslu; 

- Caleg Nomor 8 yaitu Komarudin mendapat perolehan 5.256 suara berdasarkan C1, 

berdasarkan KPU 5.283 suara; 

[2.12] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKOTA DAPIL KOTA 
BEKASI 3 
Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 1 atas nama H. Heri 

Budisusetyo, S.E., MBA  dari Partai Golkar pada Dapil Kota Bekasi 3. 

2. Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan. 

3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk 

Pemilu DPRD Tingkat II dari daerah pemilihan Kota Bekasi  Dapil 3 yang 

didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi  Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, 

serta tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu 

Tahun 2014 untuk daerah pemilihan yang diumumkan pada tanggal 21 April 2014. 

4. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam proses penghitungan suara 

terhadap calon anggota DPRD Tingkat II Kota Bekasi dari Partai Golkar Dapil 3 

sehingga atas atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Pemohon kehilangan 

haknya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Tingkat II Kota Bekasi. 

5. Bahwa  Termohon telah melakukan kesalahan  dalam melakukan input data dari 

rekapitulasi C1 (rekapitulasi tingkat TPS)  ke rekapitulasi D1 (rekapitulasi tingkat 

kelurahan) untuk daerah pemilihan Kota Bekasi dapil 3  di beberapa TPS di  

Kecamatan Bekasi Selatan dan  Kecamatan Jatiasih  yang kemudian dituangkan 

dalam Surat  Keputusan KPU  Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2014. 

6. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena 

Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidak-tidaknyamelakukan 

kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara dari tingkat TPS ke 

tingkat  kelurahan, yakni kesalahan tabulasi input data  sebanyak 125 suara untuk 

caleg nomor urut 6 atas nama Rahmawati, S.Farm APT di  rekapitulasi tingkat 

kelurahan (D1)  dan pengurangan untuk calon legislatif nomor urut 1 atas nama H. 

Heri Budisusetyo, SE.,MBAsebanyak 1 suara di 1 TPS, sehingga dalam hal 

kesalahan rekapitulasi tersebut dikembalikan kepada hasil perhitungan yang 

benar, maka konfigurasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar Dapil 3 Kota 

Bekasi  adalah : 

No/Nama Partai Dan Calon 
Versi 

Pemohon 
Versi 

Termohon 
Selisih 

5.  GOLKAR  6658  
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1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
4266 4265 -1 

2. Safei, S.Ap 3542 3542  

3. Siti Halimah 1448 1448  

4. Solecha 7054 7054  

5. Karya Ahmad 3013 3013  

6. Rahmawati, S.Farm APT 4201 4326 +125 

7. Subur Sugiarto 2811 2811  

8. Hj. Iis Rosidah 595 595  

TOTAL SUARA 33712 33712  

 

7. Sehingga apabila Termohon tidak melakukan kesalahan dalam input data 

dari rekapitulasi C1 tingkat TPS ke rekapitulasi D1 tingkat Kelurahan maka 

calon legislatif Partai Golkar dapil 3 yang memperoleh suara terbanyak 

adalah calon legislatif atas mana H. Heri Budisusetyo, SE.,MBA sebanyak  
4266 suara. 

8. Bahwa berdasarkan tabulasi perhitungan diatas, terdapat kesalahan 

perhitungan suara dari rekapitulasi C1 di 10 TPS di Kecamatan Bekasi 

Selatandan Kecamatan Jati Asih yang seharusnya perolehan suara atas 

nama calon legislatif Rahmawati, S.Farm APT sebanyak 4201 suara 

tetapi Termohon melakukan kesalahan input pada rekap D1 (rekapitulasi 

tingkat kelurahan) sehingga menyebabkan kenaikan perolehan suara  di 

10 TPS atas nama Rahmawati, S.Farm APT sebanyak 125 suara 

sehingga menyebabkan perubahan konfigurasi perolehan suara terbanyak 

untuk calon legislatif Partai Golkar yang ditetapkan oleh Termohon untuk 

calon legislatif atas nama H. Heri Budisusetyo, SE.,MBA sebesar 4266 
suara, sebagaimana berikut : 
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1) TPS 38, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon C1 D1 Selisih 
Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 4 4  P-

5.29.1B.1

5 

P-

5.29.1B.1

4 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
3 3  

2. Safei, S.Ap 0 0  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 0 0  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 1 7 +6 

7. Subur Sugiarto 6 0 -6 

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 14 14 0  

 
2) TPS 68, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon C1 D1 Selisih 
Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 8 8  P-

5.29.1B.1

6 

P-

5.29.1B.1

4 

1. H.Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
3 3  

2. Safei, S.Ap 23 23  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 17 17  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 0 8 +8 

7. Subur Sugiarto 8 2 -6 

8. Hj. Iis Rosidah 2 0 -2 

TOTAL SUARA 61 61 0  
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3) TPS 23, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 8 8  P-

5.29.1B.9 

P-

5.29.1B.8 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
2 2  

2. Safei, S.Ap 30 30  

3. Siti Halimah 4 0 -4 

4. Solecha 16 16  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 0 32 +32 

7. Subur Sugiarto 32 4 -28 

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 92 92 0  

4) TPS 30, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 0 10 +10 P-

5.29.1B.1

0 

P-

5.29.1B.8 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
8 8  

2. Safei, S.Ap 4 4  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 11 11  

5. Karya Ahmad 0 1 +1 

6. Rahmawati, S.Farm APT 1 46 +45 

7. Subur Sugiarto 46 0 -46 

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 80 80 10  

Keterangan: Jumlah Akhir di Form C1 seharusnya 70 suara bukan 80 

suara 
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5) TPS 55, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 9 9  P-

5.29.1B.5 

P-

5.29.1B.4 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
8 8  

2. Safei, S.Ap 1 1  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 7 7  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 2 12 +10 

7. Subur Sugiarto 0 0  

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 37 37 10  

Keterangan: Jumlah Akhir di Form C1 seharusnya 27 suara bukan 37 

suara 

6) TPS 64, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 4 4  P-

5.29.1B.6 

P-

5.29.1B.4 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
0 0  

2. Safei, S.Ap 0 0  

3. Siti Halimah 0 2 +2 

4. Solecha 2 2  

5. Karya Ahmad 2 0 -2 

6. Rahmawati, S.Farm APT 0 4 +4 

7. Subur Sugiarto 4 0 -4 

8. Hj. Iis Rosidah 1 1  

TOTAL SUARA 13 13 0  
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7) TPS 86, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 6 6  P-

5.29.1B.7 

P-

5.29.1B.4 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
4 3 -1 

2. Safei, S.Ap 0 0  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 3 3  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 1 1  

7. Subur Sugiarto 0 0  

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 14 13 -1  

 
8) TPS 32, Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 10 10  P-

5.29.1B.1

8 

P-

5.29.1B.1

7 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
2 2  

2. Safei, S.Ap 5 5  

3. Siti Halimah 2 2  

4. Solecha 29 29  

5. Karya Ahmad 16 0 -16 

6. Rahmawati, S.Farm APT 1 16 +15 

7. Subur Sugiarto 0 0  

8. Hj. Iis Rosidah 0 1 +1 

TOTAL SUARA 65 65 0  

 
9) TPS 21, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih: 
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No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 9 7 -2 P-

5.29.1B.1

2 

P-

5.29.1B.1

1 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
7 7  

2. Safei, S.Ap 0 0  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 30 30  

5. Karya Ahmad 6 6  

6. Rahmawati, S.Farm APT 0 2 +2 

7. Subur Sugiarto 5 5  

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 57 57 0  

10) TPS 36, Kelurahan Jati rasa, Kecamatan Jati Asih: 

No/Nama Partai Dan Calon 
C1 D1 Selisih Alat 

Bukti 

5.  GOLKAR 3 0 -3 P-

5.29.1B.1

3 

P-

5.29.1B.1

1 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
0 0  

2. Safei, S.Ap 0 0  

3. Siti Halimah 0 0  

4. Solecha 4 4  

5. Karya Ahmad 0 0  

6. Rahmawati, S.Farm APT 0 3 +3 

7. Subur Sugiarto 0 0  

8. Hj. Iis Rosidah 0 0  

TOTAL SUARA 7 7 0  
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9. Bahwa dalam hal tabulasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar di 

Kecamatan Bekasi Selatan dikoreksi sesuai Form C-1, maka rekapitulasi 

perolehan suara calon legislatif Partai Golkar adalah sebagai berikut: 

No/Nama Partai Dan Calon 
Perolehan 
suara yang 

SALAH 
Koreksi 

Perolehan 
Suara 
yang 

BENAR 

5.  GOLKAR 3188 (-) 10  3178 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
2085 (+) 1 2086 

2. Safei, S.Ap 1880 - 1880 

3. Siti Halimah 305  (+) 2 307 

4. Solecha 5551 - 5551 

5. Karya Ahmad 118  (+) 17 135 

6. Rahmawati, S.Farm APT 3751 (-) 120  3631 

7. Subur Sugiarto 135 (+) 90 225 

8. Hj. Iis Rosidah 488 (+) 1 489 

TOTAL SUARA 17501  17482 

 

10. Bahwa dalam hal tabulasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar di 

Kecamatan Jatiasih dikoreksi sesuai Form C-1, maka rekapitulasi 

perolehan suara calon legislatif Partai Golkar adalah sebagai berikut: 

No/Nama Partai Dan Calon 
Perolehan 
suara yang 

SALAH 
Koreksi 

Perolehan 
Suara 
yang 

BENAR 

5.  GOLKAR 3470 (+) 5  3475 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
2180 - 2180 

2. Safei, S.Ap 1662 - 1662 

3. Siti Halimah 1143 - 1143 
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4. Solecha 1503 - 1503 

5. Karya Ahmad 2895 - 2895 

6. Rahmawati, S.Farm APT 575 (-) 5 570 

7. Subur Sugiarto 2676 - 2676 

8. Hj. Iis Rosidah 107 - 107 

TOTAL SUARA 16211  16211 

 

11. Bahwa dalam hal tabulasi perolehan suara calon legislatif Partai GOLKAR 

di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan 
Jatiasihdikoreksi sesuai Form C-1, maka rekapitulasi perolehan suara 

calon legislatif Partai Golkar adalah sebagai berikut: 

No/Nama Partai Dan Calon 
Perolehan 
suara yang 

SALAH 
Koreksi 

Perolehan 
Suara 
yang 

BENAR 

5.  GOLKAR  6.658  (-) 5  6.653  

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
 4.265  (+) 1  4.266  

2. Safei, S.Ap  3.542  -  3.542  

3. Siti Halimah  1.448   (+) 2  1.450  

4. Solecha  7.054  -  7.054  

5. Karya Ahmad  3.013   (+) 17  3.030  

6. Rahmawati, S.Farm APT  4.326  (-) 125  4.201  

7. Subur Sugiarto  2.811  (+) 90  2.901  

8. Hj. Iis Rosidah  595  (+) 1  596  

TOTAL SUARA 33712 (-) 19  33.693  

12. Bahwa dalam hal tabulasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar 

Kota Bekasi dikoreksi sesuai Form C-1, maka rekapitulasi perolehan suara 

calon legislatif Partai Golkar adalah sebagai  berikut: 
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No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5.  GOLKAR 6653 

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
4266 

2. Safei, S.Ap 3542 

3. Siti Halimah 1450 

4. Solecha 7054 

5. Karya Ahmad 3030 

6. Rahmawati, S.Farm APT 4201 

7. Subur Sugiarto 2901 

8. Hj. Iis Rosidah 596 

TOTAL SUARA 33693 

 

13. Bahwa dalam hal tabulasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar 

Kota Bekasi telah dikoreksi sesuai Form C-1, maka rekapitulasi perolehan 

suara Partai Politik se-Kota Bekasi adalah sebagai  berikut: 

No Nama Partai Perolehan Suara  

1 Partai NASDEM 5.014 

2 PKB 5.508 

3 PKS 21.563 

4 PDI Perjuangan 43.670 

5 Partai GOLKAR 33.693 

6 Partai GERINDRA 17.310 

7 Partai DEMOKRAT 8.257 

8 PAN 11.128 

9 PPP 17.865 

10 Partai HANURA 10.571 

11 PBB 5.440 

12 PKP Indonesia 672 

Jumlah 180.691 
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14. Bahwa berdasarakan konfigurasi perolehan suara pasca koreksi, maka 

jumlah suara sah seluruh partai politik adalah sebesar 180.691 suara yang 

dibagi 8 Kursi untuk Dapil Kota Bekasi 3 maka BPP sebesar 22.586, maka 

partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP adalah 2 kursi yang 

diperoleh oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar, sementara 6 kursi non 

BPP diperoleh berdasarkan ranking suara partai politik sebagaimana 

tabulasi sebagai berikut : 

No Nama Partai 
Perolehan Kursi 

BPP 
Perolehan 
Kursi Sisa 

Suara 

Ranking 

1 Partai 

NASDEM 

5.014 - 5.014  (11) 

2 PKB 5.508 - 5.508  (9) 

3 PKS 21.563 - 21.563 1 (1) 

4 PDI 

Perjuangan 

43.670 22.586 21.084  1 (2) 

5 Partai 
GOLKAR 

33.693 22.586 11.107  1 (6) 

6 Partai 

GERINDRA 

17.310  17.310 1 (4) 

7 Partai 

DEMOKRAT 

8.257 - 8.257  (8) 

8 PAN 11.128  11.128 1 (5) 

9 PPP 17.865  17.865 1 (3) 

10 Partai 
HANURA 

10.571 - 10.571  (7) 

11 PBB 5.440 - 5.440  (10) 

12 PKP 

Indonesia 

672 - 672  (12) 

Jumlah 180.691 2 Kursi  6 Kursi  
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15. Bahwa dari 2 kursi yang diperoleh Partai GOLKAR, masing-masing 

diperoleh oleh Calon Legislatif berdasarkan peringkat suara 

(ranking)tertinggi di Partai GOLKAR pada Dapil 3 Kota Bekasi, dengan 

tabulasi sebagai berikut : 

No/Nama Partai Dan Calon Suara Ranking 

5.  GOLKAR 6653  

1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
4266 (2) 

2. Safei, S.Ap 3542  

3. Siti Halimah 1450  

4. Solecha 7054 (1) 

5. Karya Ahmad 3030  

6. Rahmawati, S.Farm APT 4201 (3) 

7. Subur Sugiarto 2901  

8. Hj. Iis Rosidah 596  

TOTAL SUARA 33693  

 
PETITUM 
- Mengabulkan permohonan Pemohon; 

- Membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 

2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 

2014. 

- Membatalkan hasil  rekapitulasi KPU Kota Bekasi sepanjang perolehan suara 

di Kecamatan Bekasi Selatan di Kelurahan Kayuringin Jaya di TPS 55, TPS 64, 

TPS 86, Kelurahan Jaka Setia TPS 38, TPS 68, Kelurahan Jakamulya TPS 23 

dan TPS 30, Kelurahan Pekayon Jaya TPS 32 dan di Kecamatan Jati Asih, 

Kelurahan Jatirasa TPS 21 dan TPS 36 Dapil 3 Kota Bekasi. 

- Menetapkan perhitungan suara C1 yang benar sebagaimana dengan model C1 
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KWK.KPU di Kecamatan Bekasi Selatan di Kelurahan Kayuringin Jaya di TPS 

55, TPS 64, TPS 86, Kelurahan Jaka Setia TPS 38, TPS 68, Kelurahan 

Jakamulya TPS 23 dan TPS 30, Kelurahan Pekayon Jaya TPS 32 dan di 

Kecamatan Jati AsihKelurahan Jatirasa TPS 21 dan TPS 36Dapil 3 Kota 

Bekasi sebagai berikut : 

No/Nama Partai Dan 
Calon 

TPS
38 

TPS
68 

TPS
23 

TP
S3
0 

TP
S5
5 

TP
S6
4 

TP
S8
6 

TP
S3
2 

TP
S2
1 

TP
S3
6 

5.  GOLKAR 4 8 8 0 9 4 6 10 9 3 
1. H. Heri 

Budisusetyo, 
SE.,MBA 

3 3 2 8 8 0 4 2 7 0 

2. Safei, S.Ap 0 23 30 4 1 0 0 5 0 0 
3. Siti Halimah 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 
4. Solecha 0 17 16 11 7 2 3 29 30 4 
5. Karya Ahmad 0 0 0 0 0 2 0 16 6 0 
6. Rahmawati, 

S.Farm APT 
1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 

7. Subur Sugiarto 6 8 32 46 0 4 0 0 5 0 
8. Hj. Iis Rosidah 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

TOTAL SUARA 14 61 92 70 27 13 14 65 57 7 
 

- Menetapkan suara Partai dan Caleg Partai Golkar pada Dapil Kota Bekasi 3 

adalah sebagai berikut : 

No/Nama Partai Dan Calon Suara Ranking 

5.  GOLKAR 6653  
1. H. Heri Budisusetyo, 

SE.,MBA 
4266 (2) 

2. Safei, S.Ap 3542  
3. Siti Halimah 1450  
4. Solecha 7054 (1) 
5. Karya Ahmad 3030  
6. Rahmawati, S.Farm APT 4201 (3) 
7. Subur Sugiarto 2901  
8. Hj. Iis Rosidah 596  

TOTAL SUARA 33693  
 

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan 

ini. 
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[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.5.29.1B.1 sampai dengan 

bukti P.5.29.1B.19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai 

berikut: 

1. P.5.29.1B.1  Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 100.1/Kpts/KPU-Kota-
011.329172/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi 
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. 

2. P.5.29.1B.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat 
Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014. 

3. P.5.29.1B.3 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghituyngan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat 
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bekasi Selatan Kota 
Bekasi. 

4. P.5.29.1B.4 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

5. P.5.29.1B.5 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 55 Kelurahan 
Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. 

6. P.5.29.1B.6 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

7. P.5.29.1B.7 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 86 Kelurahan 
Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. 

8. P.5.29.1B.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat 
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. 

9. P.5.29.1B.9 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 23 Kelurahan 
Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan. 

10. P.5.29.1B.10 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan 
Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan. 

11. P.5.29.1B.11 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

12. P.5.29.1B.12 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 21 Kelurahan Jatirasa 
Kecamatan Jatiasih. 

13. P.5.29.1B.13 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 36 Kelurahan Jatirasa 
Kecamatan Jatiasih. 
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14. P.5.29.1B.14 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

15. P.5.29.1B.15 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 38 Kelurahan Jaka 
Setia Kecamatan Bekasi Selatan. 

16. P.5.29.1B.16 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 68 Kelurahan Jaka 
Setia Kecamatan Bekasi Selatan. 

17. P.5.29.1B.17 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 
Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. 

18. P.5.29.1B.18 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 32 Kelurahan Pekayon 
Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. 
 

Menimbang  bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon 

menambahkan  alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti 

P.5.29.1B.19 sampai denganP.5.29.1B.34 pada tanggal 5 Juni 2014. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Muhammad Jarot 
- Saksi sebagai saksi caleg nomor 1 dari Partai Golkar atas nama Bapak H. Heri 

Budi Susetyo, S.E., M.B.A; 

- Berdasarkan suara dapil Bekasi 3 yang ditetapkan KPU Rahmawati 

memperoleh 4326 suara sedangkanHeri memperoleh 4265 suara; 

- Berdasarkan C1 Heri memperoleh  4.266 suara, sedangkan Rahmawati 

berdasarkan C1 memperoleh 4.201 suara; 

- Suara Rahmawati yang tidak sesuai menurut saksi terdapat di 10 TPS di 5 

kelurahan.Untuk Kelurahan Kayuwaringin terdapat di TPS 54, 55, dan 56; 

- Untuk Kelurahan Jakamulya terdapat perbedaan suara di 2 TPS yaitu TPS 23 

dan TPS 30. Rahmawati c1= 0, D1= 32 TPS 23 

- Berdasarkan C1 TPS 23 Rahmawati tidak memperoleh suara sedangkan 

berdasarkan D1 Rahmawati memperoleh 32 suara; 

- Berdasarkan C1 TPS 23 caleg nomor 7 Subur Sugiarto memperoleh 32 

suarasedangkan D1 Subur Sugiarto memperoleh 4 suara; 
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- Berdasarkan C1 TPS 30 Rahmawati memperoleh 1 suara dan berdasarkan D1 

Rahmawati memperoleh 46 suara. Sedangkan berdasarkan C1 TPS 23 caleg 

nomor 7 Subur Sugiarto memperoleh 46 suarasedangkan D1 Subur Sugiarto 

tidak memperoleh suara; 

- Pada saat pleno tingkat Kelurahan Jakamulya saksi mengajukan keberatan ke 

Panwascam dan tidak ditanggapi. 

2. Abdulah syafei 
- Saksi sebagai koordinator Kelurahan Kayuringin; 

- Saksi menjelaskan permasalahan di TPS 32 kelurahan Pekayon Jaya; 

- Berdasarkan C1 Heri memperoleh 2 suara sedangkan berdasarkan D1 Heri 

memperoleh 2 suara; 

- Berdasarkan C1 Hari Ahmad memperoleh 16 suara dan berdasarkan D1 Hari 

Ahmadtidak memperoleh suara. Sedangkan berdasarkan C1 Rahmawati 

memperoleh 1; 

3. Hasim adnan  
- Saksi sebagai Wakil Ketua Bapilu PPP Kota Bekasi; 

- Terdapat perbedaan suara Rahmawati dengan D1; 

- Perbedaan tersebut terdapat di 10 TPS dari 5 kelurahan, yaitu TPS 38 dan TPS 

68 Kelurahan Jaka Setia, TPS 23 dan TPS 30 kelurahan Jaka Mulya,TPS 55 

dan TPS 64 Kelurahan Kayu Ringin, TPS 86 Kelurahan Kayu Ringin Jaya, TPS 

32 Kelurahan Pekayon Jaya, TPS 21 dan TPS 36 Kelurahan Jati Rasa; 

- Dari 10 TPS terjadi perselisihan hasil perolehan suara Rahmawati; 

- Berdasarkan C1 Rahmawati memperoleh 4201 suara sedangkan berdasarkan 

D1 Rahmawati memperoleh 4326 suara; 

[2.13] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKOTA DAPIL KOTA 
BEKASI 5ATAS NAMA NASRULLAH S.HI 
1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 5 atas nama Nasrullah S.HI 

dari Partai Golkar pada Dapil Kota Bekasi 5, yang meliputi daerah Pemilihan pada 

Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria. 
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2. Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan. 

3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk 

Pemilu DPRD Tingkat II dari daerah pemilihan Kota Bekasi  Dapil 5 yang 

didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, serta tentang 

hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 

untuk daerah pemilihan yang diumumkan pada tanggal 21 April 2014. 

4. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam proses penghitungan suara 

terhadap calon anggota DPRD Tingkat II Kota Bekasi dari Partai Golkar Dapil 5 

sehingga atas atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Pemohon kehilangan 

haknya untuk ditetapkan sebagai sebagai Calon Anggota DPRD Tingkat II Kota 

Bekasi. 

5. Bahwa  Termohon telah melakukan kesalahan  dalam melakukan input data dari 

rekapitulasi C1 (rekapitulasi tingkat TPS)  ke rekapitulasi D1 (rekapitulasi tingkat 

kelurahan) untuk daerah pemilihan Kota Bekasi dapil 5   di beberapa TPS di  

Kecamatan Medan Satria dan  Kecamatan Bekasi Barat  yang kemudian 

dituangkan dalam Surat  Keputusan KPU  Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena 

Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya melakukan kelalaian 

dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Calon Legislatif atas nama  

Nasrullah S.HI dari tingkat TPS ke tingkat  kelurahan, yakni kesalahan tabulasi 

input data  sebanyak 1073 suara untuk  caleg nomor urut 2 atas nama H. Maryadi, 

S.Sos di 19 TPS  dan pengurangan untuk calon legislatif nomor urut 5 atas nama 
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Nasrullah S.HI sebanyak 33 suara di beberapa TPS, sehingga dalam hal 

kesalahan rekapitulasi tersebut dikembalikan kepada hasil perhitungan yang 

benar, maka konfigurasi perolehan suara calon legislatif Partai Golkar Dapil 5 Kota 

Bekasi  adalah sebagai berikut : 

No/Nama Partai Dan Calon  
Versi 
Pemohon 

 Versi 
Termohon 

Selisih 

5 GOLKAR 5197 5197 0 

1. LITTA WAHYU, SE 3890 3890 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 5017 6085    +1073 

3. H. MARTA, SPd 2504 2504 0 

4. BENNY BACHTIAR 448 448 0 

5. NASRULLAH, SHI 5210 5177 -33 

6. SITI HADIJAH 696 696 0 

7. HM ZAINI 2338 2338 0 

8. HASBI 1399 1399 0 

9. ENDANG. S 233 233 0 

Total Suara 26932 27967  

 

7. Sehingga apabila Termohon tidak melakukan kesalahan dalam input data dari 

rekapitulasi C1 tingkat TPS ke rekapitulasi D1 tingkat Kelurahan maka calon 

legislatif dari Partai Golkar dapil 5 yang memperoleh suara terbanyak adalah 

calon legislatif atas mana Nasrullah, S.HI 
8. Adapun rincian mengenai kesalahan input data pada TPS-TPS di 2 Kecamatan 

tersebut diatas akan Pemohon jabarkan sebagai berikut : 
A. KELURAHAN PEJUANG KECAMATAN MEDAN SATRIA 

1. TPS 10 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 9 9 0 
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10. LITTA WAHYU, SE 0 0 0 

11. H. MARYADI, S.Sos 8 88    +80 

12. H. MARTA, SPd 0 0 0 

13. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

14. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

15. SITI HADIJAH 0 0 0 

16. HM ZAINI 0 0 0 

17. HASBI 17 17 0 

18. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 34 114  

2. TPS 11  

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 40 6 -34 

1. LITTA WAHYU, SE 0 1 1 

2. H. MARYADI, S.Sos 2 28 +26 

3. H. MARTA, SPd 0 1 1 

4. BENNY BACHTIAR 2 0 -2 

5. NASRULLAH, SHI 1 0 -1 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 1 0 -1 

8. HASBI 1 20 19 

9. ENDANG. S 1 0 -1 

TOTAL SUARA 48 56  

3. TPS 29 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 
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5 GOLKAR 22 11        -11 

1. LITTA WAHYU, SE 1 1      0 

2. H. MARYADI, S.Sos 7 27 +20 

3. H. MARTA, SPd 0 0      0 

4. BENNY BACHTIAR 2 2     0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0     0 

6. SITI HADIJAH 3 1   -2 

7. HM ZAINI 0 0    0 

8. HASBI 2 2 -2 

9. ENDANG. S 7 7 -7 

TOTAL SUARA 44 42  

4. TPS 37 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 74 14 -60 

1. LITTA WAHYU, SE 0 0 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 1 71 +70 

3. H. MARTA, SPd 1 1 0 

4. BENNY BACHTIAR 1 1 0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 12 12 0 

9. ENDANG. S 10 0 -10 

TOTAL SUARA 99 99  

 
5. TPS 41 

No/Nama Partai Dan Calon  
Lampiran 
C1 

Lampiran 
D1 

Selisih 
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(versi 
Pemohon) 

(versi 
KPU) 

5 GOLKAR 25 10 -15 

1. LITTA WAHYU, SE 2 0 -2 

2. H. MARYADI, S.Sos 3 43 +40 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 2 2 0 

5. NASRULLAH, SHI 1 0 -1 

6. SITI HADIJAH 1 0 -1 

7. HM ZAINI 2 1 -1 

8. HASBI 31 11 -20 

9. ENDANG. S 2 1 -1 

TOTAL SUARA 69 68  

6. TPS 69 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 8 8 0 

1. LITTA WAHYU, SE 2 0 -2 

2. H. MARYADI, S.Sos 5 125 +120 

3. H. MARTA, SPd 1 1 0 

4. BENNY BACHTIAR 1 1 0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 6 0 0 

8. HASBI 0 1 1 

9. ENDANG. S 0 0 0 

 AL SUARA 23 136  
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7. TPS 72 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 39 14 -25 

1. LITTA WAHYU, SE 8 0 -8 

2. H. MARYADI, S.Sos 15 154 +139 

3. H. MARTA, SPd 0 1 +1 

4. BENNY BACHTIAR 7 0 -7 

5. NASRULLAH, SHI 11 0 -11 

6. SITI HADIJAH 29 0 -29 

7. HM ZAINI 5 0 -5 

8. HASBI 47 0 -47 

9. ENDANG. S 9 1 -9 

TOTAL SUARA 170 170  

8. TPS 83 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 12 12 0 

1. LITTA WAHYU, SE 0 0 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 19 194 +175 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 1 1 0 

9. ENDANG. S 0 0 0 
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TOTAL SUARA 32 207  

9. TPS 85 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 15 15 0 

1. LITTA WAHYU, SE 1 1 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 5 125 +120 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 120 0 -120 

9. ENDANG. S 1 0 -1 

TOTAL SUARA 141 141  

10. TPS 119 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 21 5 -16 

1. LITTA WAHYU, SE 1 0 -1 

2. H. MARYADI, S.Sos 2 22 +20 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 2 0 -2 

6. SITI HADIJAH 1 0 -1 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 0 0 0 
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9. ENDANG. S 5 0 -5 

TOTAL SUARA 32 27  

11.  TPS 127 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 13 11 -2 

1. LITTA WAHYU, SE 0 0 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 8 48 +40 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 5 0 -5 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 5 1 -4 

7. HM ZAINI 0 1 1 

8. HASBI 41 1 -40 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 72 62  

12. TPS 135 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

6 GOLKAR 15 1 -14 

10. LITTA WAHYU, SE 2 0 -2 

11. H. MARYADI, S.Sos 7 27 +20 

12. H. MARTA, SPd 0 0 0 

13. BENNY BACHTIAR 1 1 0 

14. NASRULLAH, SHI 2 0 -2 

15. SITI HADIJAH 5 0 -5 

16. HM ZAINI 3 0 -3 
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17. HASBI 4 0 -4 

18. ENDANG. S 1 1 0 

TOTAL SUARA 40 30  

B. KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA 
13. TPS 22 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 8 8 0 

1. LITTA WAHYU, SE 1 1 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 9 49 +40 

3. H. MARTA, SPd 2 2 0 

4. BENNY BACHTIAR 1 1 0 

5. NASRULLAH, SHI 2 1 1 

6. SITI HADIJAH 0 0 0 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 0 0 0 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 23 62  

 
14. TPS 34 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 11 10 1 

1. LITTA WAHYU, SE 12 3 9 

2. H. MARYADI, S.Sos 1 84 +83 

3. H. MARTA, SPd 2 2 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 
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5. NASRULLAH, SHI 6 0 -6 

6. SITI HADIJAH 0 1 1 

7. HM ZAINI 11 0 -11 

8. HASBI 0 0 0 

9. ENDANG. S 0 1 1 

TOTAL SUARA 43 101  

15. TPS 37 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 22 4 -18 

1. LITTA WAHYU, SE 0 1 1 

2. H. MARYADI, S.Sos 3 22 +19 

3. H. MARTA, SPd 1 2 1 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 4 4 0 

6. SITI HADIJAH 4 1 -3 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 3 1 -2 

9. ENDANG. S 6 0 6 

TOTAL SUARA 43 35  

 
16. TPS 43 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 4 8 4 

1. LITTA WAHYU, SE 2 0 -2 

2. H. MARYADI, S.Sos 8 30 +22 
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3. H. MARTA, SPd 3 1 -2 

4. BENNY BACHTIAR 0 1 1 

5. NASRULLAH, SHI 8 2 -6 

6. SITI HADIJAH 12 0 -12 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 5 0 0 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 42 42  

 
17. TPS 48 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 15 2 -13 

1. LITTA WAHYU, SE 0 0 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 3 23 +20 

3. H. MARTA, SPd 1 1 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 1 1 0 

6. SITI HADIJAH 2 0 -2 

7. HM ZAINI 1 1 0 

8. HASBI 5 0 -5 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 28 28  

 
 

18. TPS 49 

No/Nama Partai Dan Calon  
Lampiran 
C1 
(versi 

Lampiran 
D1 
(versi 

Selisih 
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Pemohon) KPU) 

5 GOLKAR 5 3 -2 

1. LITTA WAHYU, SE 1 0 -2 

2. H. MARYADI, S.Sos 15 25 +10 

3. H. MARTA, SPd 0 1 1 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 1 0 -1 

6. SITI HADIJAH 1 1 0 

7. HM ZAINI 0 1 1 

8. HASBI 0 0 0 

9. ENDANG. S 0 0 0 

10. TOTAL SUARA 23 31  

 
19. TPS 52 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 1 5 4 

1. LITTA WAHYU, SE 6 0 6 

2. H. MARYADI, S.Sos 4 13 +9 

3. H. MARTA, SPd 0 0 0 

4. BENNY BACHTIAR 0 0 0 

5. NASRULLAH, SHI 0 0 0 

6. SITI HADIJAH 2 1 1 

7. HM ZAINI 0 0 0 

8. HASBI 2 0 2 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 15 19  
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C. KELURAHAN BINTARA KECAMATAN BEKASI BARAT 

20. TPS 39 

No/Nama Partai Dan Calon  

Lampiran 
C1 
(versi 
Pemohon) 

Lampiran 
D1 
(versi 
KPU) 

Selisih 

5 GOLKAR 1 1 0 

1. LITTA WAHYU, SE 3 3 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 0 0 0 

3. H. MARTA, SPd 1 0 -1 

4. BENNY BACHTIAR 2 1 -1 

5. NASRULLAH, SHI 13 2 -11 

6. SITI HADIJAH 0 13 +13 

7. HM ZAINI 2 0 -2 

8. HASBI 0 2 2 

9. ENDANG. S 0 0 0 

TOTAL SUARA 22 22  

9. Bahwaberdasarkan tabulasi perhitungan diatas, terdapat kesalahan perhitungan 

suara dari rekapitulasi C1 di 19 TPS di Kecamatan yang seharusnya perolehan 

suara atas nama calon legislatif  H. MARYADI, S.Sos sebanyak 5012 suara, 

tetapi Termohon melakukan kesalahan input pada rekap D1 (rekapitulasi tingkat 

kelurahan) sehingga menyebabkan kenaikan perolehan suara  di 19 TPS atas 

nama  H. MARYADI, S.Sos sebanyak 1073 suara sehingga menyebabkan 

perubahan konfigurasi perolehan suara terbanyak untuk calon legislatif Partai 

Golkar yang ditetapkan oleh Termohon untuk calon legislatif atas nama H. 
MARYADI, S.Sos sebesar 6.085 suara. 

10. Bahwa berdasarkan tabulasi perhitungan tabel TPS 39 Kelurahan Bintara 

Kecamatan Bekasi Barat calon legislatif atas nama Nasrullah, S.HI berkurang 

suaranya sebanyak 11 suara  
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PETITUM 
1. Mengabulkan permohonan pemohon; 

2. Membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 

2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014. 

3. Membatalkan hasil  rekapitulasi KPU Kota Bekasi sepanjang perolehan suara 

di Kecamatan Medan  Satria dan  Kecamatan Bekasi Barat. 

4. Menetapkan perhitungan suara C1 yang benar sebagaimana dengan model 

C1 KWK.KPU sepanjang perolehan suara di dapil V Kota Bekasi di 

Kecamatan Medan  Satria dan  Kecamatan Bekasi Barat. 

 
a. KELURAHAN PEJUANG KECAMATAN MEDAN SATRIA 
 

1. TPS 10 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 9 
1. LITTA WAHYU, SE 0 

2. H. MARYADI, S.Sos 8 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 17 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 34 
 
 
2. TPS 11  

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 40 
1. LITTA WAHYU, SE 0 
2. H. MARYADI, S.Sos 2 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 2 
5. NASRULLAH, SHI 1 
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6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 1 
8. HASBI 1 
9. ENDANG. S 1 

TOTAL SUARA 48 
 

3. TPS 29 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 22 
1. LITTA WAHYU, SE 1 
2. H. MARYADI, S.Sos 7 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 2 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 3 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 2 
9. ENDANG. S 7 

TOTAL SUARA 44 
 
4. TPS 37 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 74 
1. LITTA WAHYU, SE 0 
2. H. MARYADI, S.Sos 1 
3. H. MARTA, SPd 1 
4. BENNY BACHTIAR 1 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 12 
9. ENDANG. S 10 

TOTAL SUARA 99 
 
5. TPS 41 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 25 
1. LITTA WAHYU, SE 2 
2. H. MARYADI, S.Sos 3 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 2 
5. NASRULLAH, SHI 1 
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6. SITI HADIJAH 1 
7. HM ZAINI 2 
8. HASBI 31 
9. ENDANG. S 2 

TOTAL SUARA 69 
 

6. TPS 69 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 8 
1. LITTA WAHYU, SE 2 
2. H. MARYADI, S.Sos 5 
3. H. MARTA, SPd 1 
4. BENNY BACHTIAR 1 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 6 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 0 

 TOTAL SUARA 23 
 

7. TPS 72 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 39 
1. LITTA WAHYU, SE 8 
2. H. MARYADI, S.Sos 15 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 7 
5. NASRULLAH, SHI 11 
6. SITI HADIJAH 29 
7. HM ZAINI 5 
8. HASBI 47 
9. ENDANG. S 9 

TOTAL SUARA 170 
 

8. TPS 83 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 12 
10. LITTA WAHYU, SE 0 
11. H. MARYADI, S.Sos 19 
12. H. MARTA, SPd 0 
13. BENNY BACHTIAR 0 
14. NASRULLAH, SHI 0 
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15. SITI HADIJAH 0 
16. HM ZAINI 0 
17. HASBI 1 
18. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 32 
 

9. TPS 85 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 15 
1. LITTA WAHYU, SE 1 
2. H. MARYADI, S.Sos 5 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 120 
9. ENDANG. S 1 

TOTAL SUARA 141 
 

10. TPS 119 

No/Nama Partai Dan Calon 

Lampiran 
C1 

(versi 
Pemohon) 

5 GOLKAR 21 
1. LITTA WAHYU, SE 1 
2. H. MARYADI, S.Sos 2 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 2 
6. SITI HADIJAH 1 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 5 

TOTAL SUARA 32 
 

11.  TPS 127 

No/Nama Partai Dan Calon 

Lampiran 
C1 

(versi 
Pemohon) 

5 GOLKAR 13 
1. LITTA WAHYU, SE 0 
2. H. MARYADI, S.Sos 8 
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3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 5 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 5 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 41 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 72 
 
 
 

12. TPS 135 

No/Nama Partai Dan Calon 

Lampiran 
C1 

(versi 
Pemohon) 

6 GOLKAR 15 
10. LITTA WAHYU, SE 2 
11. H. MARYADI, S.Sos 7 
12. H. MARTA, SPd 0 
13. BENNY BACHTIAR 1 
14. NASRULLAH, SHI 2 
15. SITI HADIJAH 5 
16. HM ZAINI 3 
17. HASBI 4 
18. ENDANG. S 1 

TOTAL SUARA 40 
 
 
b. KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA 

 
13. TPS 22 

No/Nama Partai Dan Calon Suara) 

5 GOLKAR 8 
1. LITTA WAHYU, SE 1 
2. H. MARYADI, S.Sos 9 
3. H. MARTA, SPd 2 
4. BENNY BACHTIAR 1 
5. NASRULLAH, SHI 2 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 23 
 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

120 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

14. TPS 34 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 11 
1. LITTA WAHYU, SE 12 
2. H. MARYADI, S.Sos 1 
3. H. MARTA, SPd 2 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 6 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 11 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 43 
 

15. TPS 37 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 22 
1. LITTA WAHYU, SE 0 
2. H. MARYADI, S.Sos 3 
3. H. MARTA, SPd 1 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 4 
6. SITI HADIJAH 4 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 3 
9. ENDANG. S 6 

TOTAL SUARA 43 
 

16. TPS 43 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 4 
1. LITTA WAHYU, SE 2 
2. H. MARYADI, S.Sos 8 
3. H. MARTA, SPd 3 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 8 
6. SITI HADIJAH 12 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 5 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 42 
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17. TPS 48 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 15 
1. LITTA WAHYU, SE 0 
2. H. MARYADI, S.Sos 3 
3. H. MARTA, SPd 1 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 1 
6. SITI HADIJAH 2 
7. HM ZAINI 1 
8. HASBI 5 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 28 
 

18. TPS 49 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 5 
1. LITTA WAHYU, SE 1 
2. H. MARYADI, S.Sos 15 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 1 
6. SITI HADIJAH 1 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 0 
10. TOTAL SUARA 23 

 
 

19. TPS 52 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 1 
1. LITTA WAHYU, SE 6 
2. H. MARYADI, S.Sos 4 
3. H. MARTA, SPd 0 
4. BENNY BACHTIAR 0 
5. NASRULLAH, SHI 0 
6. SITI HADIJAH 2 
7. HM ZAINI 0 
8. HASBI 2 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 15 
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c. KELURAHAN BINTARA KECAMATAN BEKASI BARAT 
 

20. TPS 39 

No/Nama Partai Dan Calon Suara 

5 GOLKAR 1 
1. LITTA WAHYU, SE 3 
2. H. MARYADI, S.Sos 0 
3. H. MARTA, SPd 1 
4. BENNY BACHTIAR 2 
5. NASRULLAH, SHI 13 
6. SITI HADIJAH 0 
7. HM ZAINI 2 
8. HASBI 0 
9. ENDANG. S 0 

TOTAL SUARA 22 
 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 
putusan ini. 

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.29.1C.1 sampai dengan 

bukti P-5.29.1C.27  yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai 

berikut: 

1. P-5.29.1C.1  Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 100.1/Kpts/KPU-Kota-
011.329172/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi 
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. 

2. P-5.29.1C.2 Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di 
Tingkat Kabupaten/Kota Dalam pemilu Tahun 2014. 

3. P-5.29.1C.3 MODEL DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat 
Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

4. P-5.29.1C.4 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

5. P-5.29.1C.5 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 22 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 
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6. P-5.29.1C.6 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 34 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

7. P-5.29.1C.7 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 37 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

8. P-5.29.1C.8 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 43 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

9. P-5.29.1C.9 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 48 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

10. P-5.29.1C.10 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 49 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

11. P-5.29.1C.11 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 52 
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

12. P-5.29.1C.12 MODEL D-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kecamatan 
Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

13. P-5.29.1C.13 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 010 
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

14. P-5.29.1C.14 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Bekasi Selatan. 

15. P-5.29.1C.15 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 029 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Bekasi Selatan. 

16. P-5.29.1C.16 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 37 
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

17. P-5.29.1C.17 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 41 Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Bekasi Selatan. 

18. P-5.29.1C.18 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 69 Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Bekasi Selatan. 

19. P-5.29.1C.19 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 72 Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Bekasi Selatan. 

20. P-5.29.1C.20 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
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Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 83 
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

21. P-5.29.1C.21 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 85 Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Bekasi Selatan. 

22. P-5.29.1C.22 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 119 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Bekasi Selatan. 

23. P-5.29.1C.23 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 127 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Bekasi Selatan. 

24. P-5.29.1C.24 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 135 
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 

25. P-5.29.1C.25 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di 
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014. 

26. P-5.29.1C.26 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

27. P-5.29.1C.27 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014TPS 39 
Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. 

Tambahan alat bukti 
28. P-5.29.1C.28 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 

TPS 22 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

29. P-5.29.1C.29 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 22 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

30. P-5.29.1C.30 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 34 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

31. P-5.29.1C.31 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 34 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

32. P-5.29.1C.32 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 37 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

33. P-5.29.1C.33 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 37 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

34. P-5.29.1C.34 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 43 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 
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35. P-5.29.1C.35 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 43 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

36. P-5.29.1C.36 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 48 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

37. P-5.29.1C.37 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 48 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

38. P-5.29.1C.38 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 49 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

39. P-5.29.1C.39 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 49 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

40. P-5.29.1C.40 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 52 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

41. P-5.29.1C.41 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 52 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

42. P-5.29.1C.42 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 10 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

43. P-5.29.1C.43 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 10 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

44. P-5.29.1C.44 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

45. P-5.29.1C.45 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

46. P-5.29.1C.46 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 29 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

47. P-5.29.1C.47 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 29 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

48. P-5.29.1C.48 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 37 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

49. P-5.29.1C.49 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 37 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 
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50. P-5.29.1C.50 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 41 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

51. P-5.29.1C.51 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 41 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

52. P-5.29.1C.52 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 69 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

53. P-5.29.1C.53 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 69 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

54. P-5.29.1C.54 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 72 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

55. P-5.29.1C.55 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 72 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

56. P-5.29.1C.56 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 83 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

57. P-5.29.1C.57 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 83 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

58. P-5.29.1C.58 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 85 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

59. P-5.29.1C.59 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 85 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

60. P-5.29.1C.60 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 119 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

61. P-5.29.1C.61 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 119 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

62. P-5.29.1C.62 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 127 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

63. P-5.29.1C.63 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 127 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

64. P-5.29.1C.64 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 135 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 
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65. P-5.29.1C.65 Formulir C1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 135 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Dapil 
Bekasi 5 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 2014. 

66. P-5.29.1C.66 Dokumentasi rekaman Video: “Adanya 35 kotak suara sudah 
kosong dan tidak tersegel pada saat akan dilaksanakan pleno”. 

67. P-5.29.1C.67 Surat Tugas No. 023/SRT.TGS/04/2014 tanggal 2 April 2014 dari 
Caleg No. 5 Partai atas nama Nasrullah, S.HI kepada 
Rohmatullah sebagai Koordinator dan Agus Susanto sebagai 
Wakil Koordinator Saksi Kelurahan Kalibaru Kec. Medan Satria. 

68. P-5.29.1C.68 Surat Tugas No. 024/SRT.TGS/04/2014 tanggal 2 April 2014 dari 
Caleg No. 5 Partai atas nama Nasrullah, S.HI kepada Oon 
Syahroni sebagai Koordinator dan Alamsyah sebagai Wakil 
Koordinator Saksi Keluarahan Pejuang Kec. Medan Satria. 

69. P-5.29.1C.69 Surat Tugas No. 025/SRT.TGS/04/2014 tanggal 2 April 2014 dari 
Caleg No. 5 Partai atas nama Nasrullah, S.HI kepada para Saksi 
untuk menjadi saksi di TPS pada Kelurahan Pejuang, Kelurahan 
Kalibaru dan Kelurahan Bintara Kec. Medan Satria, berikut 
lampiran nama-nama saksi di TPS. 

70. P-5.29.1C.70 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Lukman Hakim pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 22 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

71. P-5.29.1C.71 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Jaenudin pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 34 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

72. P-5.29.1C.72 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ridwan Fachrozy 
pada tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai 
Golkar di TPS 37 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

73. P-5.29.1C.73 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Suparman pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 43 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

74. P-5.29.1C.74 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Tatu Mulyani pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 48 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

75. P-5.29.1C.75 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Achmad Sofyan 
Muaz  pada tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari 
Partai Golkar di TPS 49 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh 
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Erna Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas 
dan rekapitulasi di TPS. 

76. P-5.29.1C.76 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Hendra pada tanggal 
30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar di TPS 
52 Kel. Kalibaru, yang telah dilegalisasi oleh Erna Hermawati, SH 
Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan rekapitulasi di 
TPS. 

77. P-5.29.1C.77 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Dewi Lestari pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 10 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

78. P-5.29.1C.78 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ahmad Nawawi 
pada tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai 
Golkar di TPS 11 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

79. P-5.29.1C.79 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Aminulloh pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 29 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

80. P-5.29.1C.80 Surat Keterangan di Persidangan atas nama M. Yasin pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 37 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

81. P-5.29.1C.81 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Nurhayati pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 5 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

82. P-5.29.1C.82 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Winda Neliana 
Saputri  pada tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari 
Partai Golkar di TPS 69 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh 
Erna Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas 
dan rekapitulasi di TPS. 

83. P-5.29.1C.83 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Dini Fakhriah  pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 72 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

84. P-5.29.1C.84 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ihwanudin  pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 83 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 
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85. P-5.29.1C.85 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Hardiansyah  pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 85 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

86. P-5.29.1C.86 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Sulistia Aulia  pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 119 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

87. P-5.29.1C.87 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ahmad Sarip  pada 
tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar 
di TPS 127 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

88. P-5.29.1C.88 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ahadi  pada tanggal 
30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai Golkar di TPS 
135 Kel. Pejuang, yang telah dilegalisasi oleh Erna Hermawati, 
SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan rekapitulasi di 
TPS. 

89. P-5.29.1C.89 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Ahmad Amrulloh  
pada tanggal 30 Mei 2014 sebagai Saksi Caleg No. 5 dari Partai 
Golkar di TPS 39 Kel. Bintara, yang telah dilegalisasi oleh Erna 
Hermawati, SH Notaris di Kab. Bekasi  berikut Surat Tugas dan 
rekapitulasi di TPS. 

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Rachmatullah 
- Saksi sebagai saksi BapakNasrullah S.Hi 

- Menurut saksi, berdasarkan KPU yang mendapatkan kursi adalah Bapak H. 

Maryadi caleg nomor 2; 

- Terdapat  20 TPS bermasalah di 3 kelurahan; 

- Terdapat perbedaan C1 dan D1 di Kelurahan Kalibaru di 7 TPS  

- Berdasarkan C1 Nasrullah memperoleh 76 suara sedangkan menurut D1 

Nasrullah memperoleh 64 suara; 

- Berdasarkan C1 Nasrullah memperoleh 430 suara sedangkan menurut D1 

Nasrullah memperoleh 633 suara; 
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2. OonSyahroni 
- Saksi sebagai koordinator saksi Bapak Nasrullah di Kelurahan Pejuang;  

- Berdasarkan C1 Nasrullah memperoleh 68 suara sedangkan menurut D1 

Nasrullah memperoleh 51 suara; 

- Berdasarkan C1 Nasrullah memperoleh 5.210 suara sedangkan menurut D1 

Nasrullah memperoleh 5.177 suara; 

- Nasrullah berdasar C1 = 5210, D1=5177 

- Terdapat 12 TPS di Keluarahan Pejuang  yang menambah perolehan suara 

Bapak Maryadi; 

- Berdasarkan C1 Maryadi memperoleh 2.596 suara dan berdasarkan D1 

Maryadi memperoleh 3.466 suara; 

3. Agus Susanto 
- Saksi sebagai wakil kordinator Rachmatullah di Kelurahan Kalibaru; 

- Menjelaskan di Kelurahan Kalibaru terdapat kotak suara kosong dan segel-

segel yang rusak berjumlah 35 kotak suara; 

- Dari jumlah 35 kotak suara tersebut terdapat 7 TPS yang bermasalah yang 

dijelaskan oleh saksi Rachmatullah; 

[2.15] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 

LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRDKABUPATEN DAPIL 4 KARAWANG ATAS NAMA PEMOHON  RATU SILVIA 
ERIC 
1.1. Bahwa kekeliruan atau kesalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil 

rekapitulasi akhir yang merugikan kepentingan hukum PEMOHON; 

1.2. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon yang benar dan berpengaruh pada 

perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang terhadap diri PEMOHON 

di Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang yang meliputi Kecamatan Cilamaya 

Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan 

Tempuran, danKecamatan Cilamaya Kulon yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
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1.3. Bahwa bersama ini kami sampaikan perbedaan penghitungan yang terjadi 

Antara Termohon dengan penghitungan Pemohon pada DAPIL 4 Kabupaten 

Karawang yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, 

Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya 

Kulon, pada wilayah DAPIL JABAR 7, didasarkan data pada C–1  sebagai 

berikut : 

NO NAMA 
CALON 

ANGOTA 
DPRD  

Rincian  
Kec. 

Cilwet 
Kec. 

Telaga 
sari 

Kec. 
Lemah 
abang 

Kec. 
Tempuran 

Kec. 
Cikul 

Jumlah 
akhir 

Versi 
Pemohon 

C – 1 
 Partai 

Golkar 
1160 997 1187 1103 942 5389 5389 

1. Ir. Teddy 
Lutfiana 

427 1908 406 1183 334 4258 4219 

2. Sadar 
Sahroni, 

s.pd 

520 70 826 162 1931 3509 3532 

3. Ratu 
Silvia Eric 

211 785 356 2670 168 4190 4239 

4. Moch. 
Muchtar 

78 1366 230 129 100 2903 2902 

5. Vivi 
Novianti 
Asikin, 
S.pd 

209 208 80 619 139 1255 1255 

6. Juhari, sh 105 327 3104 330 276 4142 4142 
7. Drs. 

Abdul 
rojak 

1767 29 98 405 475 2774 2774 

8. Laura 
Retno 
Andini 

Santosa 

18 12 5 35 6 76 76 

 
1.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas Calon Nomor Urut 1 RATU SILVIA ERIC 

seharusnya memperoleh suara terbanyak sebesar 4239 selisih 20 suara dari 

Calon Nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA yang hanya memperoleh 4219 suara, 

dan berhak mempereroleh 1 kursi DPRD Kabupaten Karawang mewakili Partai 

GOLKAR dari dapil 4 Karawang yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, 

Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan Tempuran, dan 

Kecamatan Cilamaya Kulon  
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1.5. Bahwa perbedaan pengitungan tersebut didasarkan pada perbedaan 

perhitungan pada formulir C–1 dan D–1, dimana banyak suara dari pemohon 

yang tertera dalam formulir C–1 akan tetapi pada D–1 tidak terekap atau hilang; 

1.6. Bahwa terjadi pula penggelembungan suara oleh Termohon yang nyata-nyata 

dilakukan, dimana Calon Nomor Urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA dalam formulir C–1 

tidak mendapat suara atau kosong akan tetapi di formulir D–1 terisi suara 

(penggelembungan)  

1.7. Bahwa kejadian kecurangan tersebut terdapat di Kecamatan Cilamaya Wetan, 

Kecamatan Lemah Abang dan Kecamatan Cilamaya Kulon, yang terurai sebagai 

berikut : 

 
1.7.1. Kecamatan Cilamaya Wetan 

 
NO NAMA CALON 

ANGOTA DPRD  
PEROLEHAN SUARA SELISIH 

TERMOHON 
Versi DB KPU 

PEMOHON 
Versi C-1 

1. Ir. Teddy Lutfiana 427 423 lebih4 
suara 

2. Sadar Sahroni, 
s.pd 

520 520 - 

3. Ratu Silvia Eric 211 254 kurang43 
suara 

4. Moch. Muchtar 78 78 - 
5. Vivi Novianti 

Asikin, S.pd 
209 209 - 

6. Juhari, sh 105 105 - 
7. Drs. Abdul rojak 1767 1767 - 
8. Laura Retno 

Andini Santosa 
18 18 - 

 
1.7.1.1. Bahwa Berdasarkan tabel penghitungan diatas, terdapat perbedaan 

penghitungan yang terjadi di Kecamatan Cilamaya Wetan Antara 

Calon Nomor Urut 1 Ir. Teddy Lutfiana dengan calon Nomor urut 3 

Ratu Silvia Eric; 

1.7.1.2. Bahwa calon Nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA terdapat kelebihan 4 

suara dan RATU SILVIA ERIC hilang/ kekurangan 43 suara, akibat 

terjadi salah penghitungan di beberapa PPS; 
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1.7.1.3. Bahwa kesalahan penghitungan suara terhadap nomor urut 1 Ir. 

TEDDY LUTFIANA di Kecamatan Cilamaya wetan terdapat di : 

1.7.1.3.1. Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 02, perolehan suara Ir. 

TEDDY LUTFIANA adalah 3 suara (bukti P.5.30.2.3.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Cilamaya, Kecamatan 

Cilamaya Wetan suara Ir. TEDDY LUTFIANA pada TPS 02 

menjadi 5 suara (bukti P.5.30.2.4.) 

Ada kelebihan 2 suara 
1.7.1.3.2. Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 13, Ir. TEDDY 

LUTFIANA tidak memperoleh suara/ kosong (bukti 

P.5.30.2.5.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Tegalwaru, 

Kecamatan Cilamaya Wetan suara Ir. TEDDY LUTFIANA 

pada TPS 13 menjadi 2 suara (bukti P.5.30.2.6.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan 

yang dibuat oleh Sdr. Toni Ardi yang menyatakan bahwa di 

TPS 13 desa Tegal waru suara nomor urut 1 Ir. TEDDY 

LUTFIANA adalah kosong sesuai dengan data yang ada 

pada Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.34) 

Ada kelebihan 2 suara 
Jumlah kelebihan suara untuk Ir. TEDDY LUTFIANA di 
kecamatan Cilamaya Wetan sebanyak 4 suara 

1.7.1.4. Bahwa kesalahan penghitungan suara juga terjadi terhadap nomor 

urut 3 RATU SILVIA ERIC di Kecamatan Cilamaya wetan terdapat di : 

1.7.1.4.1. Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir 

Lampiran Model C-1 TPS 02, Nomor urut 3 RATU SILVIA 

ERIC memperoleh13 suara (bukti P.5.30.2.7.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Muara, Kecamatan 

Cilamaya Wetan suara Nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC 

pada TPS 02 suaranya kosong/ hilang (bukti P.5.30.2.8.) 
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Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan 

tanggal 2 Mei 2014, yang dibuat oleh sdr. Saman yang 

merupakan saksi dari partai Golkar, yang menyatakan 

bahwa di TPS 02 desa Muara terdapat suara nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC sebanyak 13 suara sesuai data pada 

Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.18) 

Ada kekurangan/ hilang13 suara 
1.7.1.4.2. Desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 06, Nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC memperoleh15 suara (bukti 

P.5.30.2.9.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Rawa Gempol Kulon, 

Kecamatan Cilamaya Wetan suara Nomor urut 3 RATU 

SILVIA ERIC pada TPS 06 suaranya kosong/ hilang (bukti 

P.5.30.2.10.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan 

tanggal 3 Mei 2014, yang dibuat oleh sdr. Rastim yang 

merupakan saksi dari PDI Perjuangan, yang menyatakan 

bahwa di TPS 6 desa Rawagempol Kulon terdapat suara 

nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC sebanyak 15 suara 

sesuai data pada formulir lampiran Model C-1 (bukti P- 

5.30.2.19) 

Ada kekurangan/ hilang15 suara 
1.7.1.4.3. Desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 08, Nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC memperoleh4 suara (bukti 

P.5.30.2.11.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Rawa Gempol Kulon, 

Kecamatan Cilamaya Wetan suara Nomor urut 3 RATU 

SILVIA ERIC pada TPS 08 suaranya kosong/ hilang (bukti 

P.5.30.2.10.) 
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Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat pernyataan 

tanggal 4 Mei 2014, yan dibuat oleh Sdr. Tatang yang 

merupakan saksi dari PDI Perjuangan, yang menyatakan 

bahwa di TPS 08 desa Rawagempol Kulon terdapat suara 

nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC sebanyak 4 suara sesuai 

data pada formulir lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.20) 

Ada kekurangan/ hilang4 suara 
1.7.1.4.4. Desa Tegal Waru, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 13, Nomor urut 3 RATU 

SILVIA ERIC memperoleh11 suara (bukti P.5.30.2.5.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Tegal Waru, 

kecamatan Cilamaya Wetan suara Nomor urut 3 RATU 

SILVIA ERIC pada TPS 13 suaranya kosong/ hilang (bukti 

P.5.30.2.6.) 

Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan tanggal 04 Mei 

2014 yang dibuat oleh sdr. Toni Ardi yang merupakan saksi 

dari PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa di TPS 13 

desa Tegalwaru nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC 

mendapat 11 suara sesuai data pada Formulir Lampiran 

Model C-1 (Bukti - P.5.30.2.21)  

Ada kekurangan/ hilang11 suara 
Jumlah kekurangan suara untuk Nomor urut3 RATU 
SILVIA ERICdi kecamatan Cilamaya Wetan sebanyak 43 
suara 

 
1.7.2. Kecamatan Lemah Abang 

 
NO NAMA CALON 

ANGOTA DPRD  
PEROLEHAN SUARA SELISIH 
TERMOHON PEMOHON 

1. Ir. Teddy Lutfiana 406 382 Lebih  
24 suara 

2. Sadar Sahroni, s.pd 826 849 Kurang 
23 suara 

3. Ratu Silvia Eric 356 360 Kurang 
4 suara 

4. Moch. Muchtar 230 229 Lebih 1 
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suara 
5. Vivi Novianti Asikin, 

S.pd 
80 80 - 

6. Juhari, sh 3104 3104 - 
7. Drs. Abdul rojak 98 98 - 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
5 5 - 

 
1.7.2.1. Bahwa Berdasarkan tabel penghitungan diatas, terdapat 

perbedaan penghitungan yang terjadi di Kecamatan Lemah 

Abang Antara Calon Nomor Urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA 

dengan calon Nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC; 

1.7.2.2. Bahwa calon Nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA terdapat 

kelebihan 24 suara dan RATU SILVIA ERIC hilang/ kurang4 

suara, akibat terjadi salah penghitungan di beberapa PPS; 

1.7.2.3. Bahwa kesalahan penghitungan suara terhadap nomor urut 

1 Ir. TEDDY LUTFIANA di Kecamatan Lemah Abang 

terdapat di : 

1.7.2.3.1. Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemah Abang, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 07, Ir. 

TEDDY LUTFIANA tidak memperoleh suara/ 

kosong (bukti P.5.30.2.12.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Pasir Tanjung, 

Kecamatan Lemah Abang suara TEDDY 

LUTFIANA pada TPS 07 menjadi 23 suara (bukti 

P.5.30.2.13.) 

Bahwa 23 suara tersebut didapat dengan 

mengalihkan suara nomor urut 2 SADAR 

SAHRONI, SPd Ke suara Ir. TEDDY LUTFIANA 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat 

pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Abu Tarya yang 

menyatakan bahwa di TPS 07 desa Pasir Tanjung 

suara nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA adalah 

kosong sesuai dengan data yang ada pada 

Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.32) 
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Ada kelebihan 23 suara 

1.7.2.3.2. Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 13, Ir. 

TEDDY LUTFIANA tidak memperoleh suara/ 

kosong (bukti P.5.30.2.28.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Lemah Abang, 

Kecamatan Lemah Abang suara TEDDY 

LUTFIANA pada TPS 07 menjadi 1 suara (bukti 

P.5.30.2.29.) 

Ada kelebihan 1 suara 
Jumlah kelebihan suara untuk Ir. TEDDY 
LUTFIANA di kecamatan Lemah Abang sebesar 
24 suara 

1.7.2.4. Bahwa kesalahan penghitungan suara juga terjadi terhadap 

nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC di Kecamatan Lemah 

Abang terdapat di : 

1.7.2.4.1. Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 03, Nomor urut 

3 RATU SILVIA ERIC memperoleh3 suara (bukti 

P.5.30.2.14.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Ciwaringin, 

Kecamatan Lemah Abang suara Nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC pada TPS 03 suaranya 

kosong/ hilang (bukti P.5.30.2.15.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat 

pernyataan tanggal 04 Mei 2014 yang dibuat oleh 

Sdr. A. Jumhur Rudianto, yang menerangkan 

bahwa di TPS 03 desa Ciwaringin nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC memperoleh 3 suara sesuai 

dengan data pada Formulir Lampiran Model C-1 

(bukti P-5.30.2.22) 
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Ada kekurangan/ hilang3 suara 
1.7.2.4.2. Desa Pulomulya, Kecamatan Lemah Abang, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 05, Nomor urut 

3 RATU SILVIA ERIC memperoleh1 suara (bukti 

P.5.30.2.30.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Pulomulya, 

Kecamatan Lemah Abang suara Nomor urut 3 

RATU SILVIA ERIC pada TPS 05 suaranya 

kosong/ hilang (bukti P.5.30.2.31.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat 

pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agi Sukmayadi 

yang menyatakan bahwa di TPS 05desa Pulo 

Mulya suara nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC 

memiliki 1 suara sesuai dengan data yang ada 

pada Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-

5.30.2.33) 

Ada kekurangan/ hilang1 suara 
Jumlah kekurangan suara untuk RATU SILVIA 
ERIC diKecamatan Lemah Abang sebesar 4 
suara 

1.7.3. Kecamatan Cilamaya Kulon 
 

NO NAMA CALON 
ANGOTA DPRD  

PEROLEHAN SUARA SELISIH 
TERMOHON PEMOHON 

1. Ir. Teddy Lutfiana 334 323 Lebih  
11 suara 

2. Sadar Sahroni, s.pd 1931 1931 - 
3. Ratu Silvia Eric 168 170 Kurang  

2 suara 
4. Moch. Muchtar 100 100 - 
5. Vivi Novianti Asikin, 

S.pd 
139 139 - 

6. Juhari, sh 276 276 - 
7. Drs. Abdul rojak 475 475 - 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
6 6 - 
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1.7.3.1. Bahwa Berdasarkan tabel penghitungan diatas, terdapat 

perbedaan penghitungan yang terjadi di Kecamatan 

Cilamaya Kulon Antara Calon Nomor Urut 1 Ir. TEDDY 

LUTFIANA dengan calon Nomor urut 3 RATU SILVIA ERIC; 

1.7.3.2. Bahwa calon Nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA terdapat 

kelebihan 11 suara dan calon nomor urut 3 RATU SILVIA 

ERIC hilang 2 suara, akibat terjadi salah penghitungan di 

beberapa PPS; 

1.7.3.3. Bahwa kesalahan penghitungan suara terhadap nomor urut 

1 Ir. TEDDY LUTFIANA di Kecamatan Cilamaya Kulon 

terdapat di : 

1.7.3.3.1. Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 17, TEDDY 

LUTFIANA tidak memperoleh suara/ kosong (bukti 

P.5.30.2.16.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Pasir Jaya, 

Kecamatan Cilamaya Kulon suara TEDDY 

LUTFIANA pada TPS 17 menjadi 4 suara (bukti 

P.5.30.2.17.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat 

pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Juju yang 

menyatakan bahwa di TPS 17 desa Pasir Jaya 

suara nomor urut 1 Ir. TEDDY LUTFIANA adalah 

kosong sesuai dengan data yang ada pada 

Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.23) 

Ada kelebihan 4 suara 
Jumlah kelebihan suara untuk Ir. TEDDY 
LUTFIANA di kecamatan Cilamaya Kulon 
sebanyak 4 suara 
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1.7.3.3.2. Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 06, 

TEDDY LUTFIANA hanya memperoleh 2 suara 

(bukti P.5.30.2.24.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Tegalurung, 

Kecamatan Cilamaya Kulon suara TEDDY 

LUTFIANA pada TPS 06 menjadi 9 suara (bukti 

P.5.30.2.25.) 

Ada kelebihan 7 suara 
Jumlah kelebihan suara untuk Ir. TEDDY 
LUTFIANA di Desa Tegalurung kecamatan 
Cilamaya Kulon sebanyak 7 suara 

1.7.3.4. Bahwa kesalahan penghitungan suara juga terjadi terhadap 

nomor urut  3RATU SILVIA ERIC di Kecamatan Cilamaya 

Kulon terdapat di : 

1.7.3.4.1. Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon, 

pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 07, RATU 

SILVIA ERIC memperoleh 2 suara (bukti 

P.5.30.2.26.)  

Akan tetapi di rekap Model D-1 desa Bayur Kidul, 

Kecamatan Cilamaya Kulon suara RATU SILVIA 

ERIC pada TPS 07 tidak terekap/ hilang (bukti 

P.5.30.2.27.) 

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya surat 

pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Herman Aditya 

yang menyatakan bahwa di TPS 17 desa Bayur 

Kidul suara nomor urut 3RATU SILVIA ERIC 

Mendapat  2 sesuai dengan data yang ada pada 

Formulir Lampiran Model C-1 (bukti P-5.30.2.34) 

Ada kekurangan 2 suara 
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Jumlah Kekurangan suara untuk RATU SILVIA 

ERIC di desa Bayur Kidul kecamatan Cilamaya 
Kulon sebanyak 2 suara 

1.7.4. Kecamatan Telagasari 
 

NO NAMA CALON 
ANGOTA DPRD  

PEROLEHAN SUARA 
TERMOHON PEMOHON 

1. Ir. Teddy Lutfiana 1908 1908 
2. Sadar Sahroni, s.pd 70 70 
3. Ratu Silvia Eric 785 785 
4. Moch. Muchtar 1366 1366 
5. Vivi Novianti Asikin, 

S.pd 
208 208 

6. Juhari, sh 327 327 
7. Drs. Abdul rojak 29 29 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
12 12 

 
   Tetap/ tidak ada kesalahan 

 
1.7.5. Kecamatan Tempuran 

 
NO NAMA CALON 

ANGOTA DPRD  
PEROLEHAN SUARA 
TERMOHON PEMOHON 

1. Ir. Teddy Lutfiana 1183 1183 
2. Sadar Sahroni, s.pd 162 162 
3. Ratu Silvia Eric 2670 2670 
4. Moch. Muchtar 129 129 
5. Vivi Novianti Asikin, 

S.pd 
619 619 

6. Juhari, sh 330 330 
7. Drs. Abdul rojak 405 405 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
35 35 

 
1.8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas maka jumlah 

penghitungan yang benar di DAPIL 4 Kabupaten Karawang yang meliputi 

Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah 

Abang, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya Kulon, pada 

wilayah DAPIL JABAR 7 adalah sebagai berikut : 

NO Rincan 
perolehan 
jumlah suara 
partai politik 
dan suara 

RINCIAN 
Cilamaya 
Wetan 

Telagasari Lemah 
Abang 

Tempuran Cilamaya 
kulon 

JUMLAH 
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calon 
PARTAI GOLKAR 1160 997 1187 1103 942 5389 

1. Ir. Teddy 
Lutfiana 

423 1908 382 1183 323 4219 

2. Sadar 
Sahroni, s.pd 

520 70 849 162 1931 3532 

3. Ratu Silvia 
Eric 

254 785 360 2670 170 4239 

4. Moch. Muchtar 78 1366 230 129 100 1903 
5. Vivi Novianti 

Asikin, S.pd 
209 208 80 619 139 1255 

6. Juhari, sh 105 327 3104 330 276 4142 
7. Drs. Abdul 

rojak 
1767 29 98 405 475 2774 

8. Laura Retno 
Andini 

Santosa 

18 12 5 35 6 76 

 
1.9. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka yang berhak mewakili 

perolehan kursi partai GOLKAR dari DAPIL 4 Kabupaten Karawang yang 

meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan 

Lemah Abang, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya Kulon, 

pada wilayah DAPIL JABAR 7 adalah CALON NOMOR URUT 3 RATU 
SILVIA ERIC, dengan jumlah perolehan suara 4239 

V. PETITUM  

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 

- Membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 

2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014. 

- Membatalkan hasil  rekapitulasi KPU Kabupaten Karawang sepanjang 

perolehan suara di Dapil 4 Karawang yang meliputi Kecamatan Cilamaya 

Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan 

Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya Kulon. 

- Menetapkan perhitungan suara C1 yang benar sebagaimana dengan model 

C1 KWK.KPU sepanjang perolehan suara di dapil 4 Kecamatan Cilamaya 

Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan 
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Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai berikut : 

 
NO Rincan 

perolehan 
jumlah suara 
partai politik 
dan suara 
calon 

RINCIAN 
Cilamaya 
Wetan 

Telagasari Lemah 
Abang 

Tempuran Cilamaya 
kulon 

JUMLAH 

PARTAI GOLKAR 1160 997 1187 1103 942 5389 
1. Ir. Teddy 

Lutfiana 
423 1908 382 1183 323 4219 

2. Sadar 
Sahroni, s.pd 

520 70 849 162 1931 3532 

3. Ratu Silvia 
Eric 

254 785 360 2670 170 4239 

4. Moch. Muchtar 78 1366 230 129 100 1903 
5. Vivi Novianti 

Asikin, S.pd 
209 208 80 619 139 1255 

6. Juhari, sh 105 327 3104 330 276 4142 
7. Drs. Abdul 

rojak 
1767 29 98 405 475 2774 

8. Laura Retno 
Andini 

Santosa 

18 12 5 35 6 76 

 
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 

putusan ini.Atau 
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan 

Penghitungan Ulang di : 
 
NO TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN 
1 02 cilamaya Cilamaya Wetan Karawang 
2 13 Tegal waru  Cilamaya Wetan Karawang 
3 02 muara Cilamaya Wetan Karawang 
4 06 Rawa gempol kulon Cilamaya Wetan Karawang 
5 08 Rawa gempol kulon Cilamaya Wetan Karawang 
6 07 Pasir tanjung Lemah Abang Karawang 
7 03 Ciwaringin Lemah Abang Karawang 
8 17 Pasir Jaya Cilamaya Kulon Karawang 
9 06 Tegal urung Cilamaya Kulon Karawang 

10 07 Bayur kidul Cilamaya Kulon Karawang 
 

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.30.2.1 sampai dengan bukti 

P-5.30.2.35  yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 
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1. P-5.30.2.1  Berita Acara Nomor: 14/BA/IV/2014 Hasil Keputusan Rapat Pleno 
KPU Kabupaten Karawang tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan calon Anggota 
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Karawang Serta Calon 
Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Karawang Dalam Pemilu 
Tahun 2014. 

2. P-5.30.2.2 Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat 
Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

3. P-5.30.2.3 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Cilamaya 
Kecamatan Cilamaya Wetan. 

4. P-5.30.2.4 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa 
Cimalaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karwang. 

5. P-5.30.2.5 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Cilamaya 
Kecamatan Cilamaya Wetan. 

6. P-5.30.2.6 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 
Kelurahan Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten 
Karawang. 

7. P-5.30.2.7 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Muara 
Kecamatan Cilamaya Wetan. 

8. P-5.30.2.8 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Desa 
Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. 

9. P-5.30.2.9 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Rawa Gempol 
Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan. 

10. P-5.30.2.10 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014Desa 
Rawa Gempol KulonKecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten 
Karawang. 

11. P-5.30.2.11 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Rawa Gempol 
Kulon Kecamatan Cilamaya Wetan. 

12. P-5.30.2.12 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

13. P-5.30.2.13 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

14. P-5.30.2.14 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Ciwaringin 
Kecamatan Lemah Abang. 

15. P-5.30.2.15 Tidak ada fisiknya. 
16. P-5.30.2.16 Tidak ada fisiknya. 
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17. P-5.30.2.17 Tidak ada fisiknya. 
18. P-5.30.2.18 Surat pernyataan atas nama Saman. 
19. P-5.30.2.19 Surat pernyataan atas nama Rastin. 
20. P-5.30.2.20 Surat pernyataan atas nama Tatang. 
21. P-5.30.2.21 Surat pernyataan atas nama Toni Ardi. 
22. P-5.30.2.22 Surat pernyataan atas nama A. Jamhur Rudianto. 
23. P-5.30.2.23 Surat pernyataan atas nama Juju. 
24. P-5.30.2.24 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

25. P-5.30.2.25 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat 
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. 

26. P-5.30.2.26 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

27. P-5.30.2.27 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat 
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. 

28. P-5.30.2.28 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

29. P-5.30.2.29 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

30. P-5.30.2.30 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

31. P-5.30.2.31 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. 

32. P-5.30.2.32 Surat pernyataan atas nama Abu Tareja. 
33. P-5.30.2.33 Surat pernyataan atas nama Agi Sukmayadi. 
34. P-5.30.2.34 Surat pernyataan atas nama Toni Ardi. 
35. P-5.30.2.35 Surat pernyataan atas nama Herman Aditya. 

 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. A. Jamhur Rudianto 
- Saksi sebagai Sekretaris Golkar di Kecamatan Lemah Abang 
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- Saksi menjelaskan perolehan suara di Desa Ciwaringin, Desa Cilamaya, Desa 

Tegalwaru, Desa Pasir Tanjung, Desa Lemah Abang, Desa Pasir Jaya, Desa 

tegal Urung,  Desa Muara; 

- Ada 12 desa 

- Caleg no 1 Ir. Teddy Lutfianah dan no 3 Ratu Silvia Erik 

- Untuk 12 desa Ir. Teddy Lutfianah kelebihan 39 suara dan  Ratu Silvia Erik 

kekurangan 49 suara (kurang) 

- Berdasarkan D1 Ir. Teddy Lutfianah memperoleh 4258 suara, sedangkan Ratu 

Silvia Erik  memperoleh 4190 suara; 

- Saksi menghitung berdasarkan C1 Ir. Teddy Lutfianah memperoleh 4219 

suara, sedangkan Ratu Silvia Erik  memperoleh 4239 suara; 

2. Toni Ardi 
- Saksi sebagai saksi PDIP di TPS 13 Krawang ;  

- Saksi bersaksi untuk Partai Golkar; 

- Tim Sukses  Ratu Silvia Erik meminta kepada saksi untuk mencocokan C1 dan 

D1 dengan mereka; 

- Ada perbedaan suara TPS 13 Desa Tegalwaru; 

- Berdasarkan C1 Ratu Silvia Erik memperoleh 11 suara sedangkan berdasarkan 

D1 Ratu Silvia Erik tidak memperoleh suara; 

- Berdasarkan C1 Ir. Teddy Lutfianah tidak memperoleh suara sedangkan 

berdasarkan D1 Ir. Teddy Lutfianah memperoleh 2 suara; 

3. Rastin 
- Saksi sebagai saksi PDIP di TPS 06 Desa Rawa Gempol Kulon, Kecamatan 

Cilamaya Wetan; 

- Saksi menjelaskan perbedaan C1 dan D1 di TPS 06 Desa Rawa Gempol 

Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan; 

- Berdasarkan C1 Ratu Silvia Erik memperoleh 15 suara sedangkan berdasarkan 

D1 Ratu Silvia Erik tidak memperoleh suara; 

- Berdasarkan C1 Ir. Teddy Lutfianah memperoleh 8 suara sedangkan 

berdasarkan D1 Ir. Teddy Lutfianah memperoleh 8 suara; 
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[2.16]. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON 
LEGISLATIF) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN 
DPRD KABUPATEN DAPIL 7 KABUPATEN CIREBON  Atas Nama H. RUSMANTO 
ALWI S.H. 

1. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Legeslatif (Caleg) DPRD 

Kabupaten Cirebon, dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada Daerah 

Pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Cirebon, yang meliputi, Kecamatan Babakan, 

Kecamatan Pangenan, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, dan Kecamatan 

Gebang  dengan Nomor Urut 1 (satu), atas nama H. Rusmanto Alwi, S.H.; 

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan 

Termohon, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 

411/Kpts/Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, tentang Penetapan Hasil Pemilu 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014,  serta Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Cirebon dan 

Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 20 April 2014 (Bukti P-5.31.1.1); 

3. Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon KPU Kabupaten 

Cirebon, dan Sertifikat Rekapitulasi, tertanggal 20 April 2014, pada Daerah 

Pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Cirebon, Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi 

di DPRD Kabupaten Cirebon, dengan perolehan suara sebagai berikut : 

1. H.Rusmanto Alwi, SH., memperoleh     :   2.487 suara 
2. Tarima, memperoleh       :      163 suara 
3. Indra Budhiwati, memperoleh      :      303 suara 
4. Aman Santosa, SH., memperoleh     :   1.458 suara 
5. Wahidin L, S.IP, memperoleh      :   2.492 suara 
6. Neneng Rohmah, memperoleh     :      112 suara 
7. Suara  Partai Golongan Karya (GOLKAR)   :   3.439 suara 

Jumlah seluruh suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) : 10.454 suara 
 

Dengan rincian dalam Tabel sebagaimana berikut : 
 

TABEL A. 
 

N NAMA CALEG KECAMATAN Jumlah 
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O Losa
ri 

Pabed
ilan 

Babaka
n 

Pange
nan 

Geban
g 

5 Partai Golkar 316 1114 905 424 680 3439 

1 
H. Rusmanto Alwi, 

SH. 156 243 683 970 435 2487 

2 Tarima 18 29 29 35 52 163 

3 Indra Budhiwati 34 29 65 18 157 303 

4 
Aman Santosa, 

SH 
48 110 356 27 917 1458 

5 Wahidin L, S.IP 105 1402 709 79 197 2492 

6 Neneng Rohmah 14 42 36 7 13 112 

JUMLAH SUARA 691 2969 2783 1560 2451 10454 

 
4. Bahwa dari Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon KPU Kabupaten 

Cirebon, dan Sertifikat Rekapitulasi  dimaksud, suara terbanyak pertama 

diperoleh Caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Wahidin L, S.IP.,  yang 

mendapat 2492 suara,  sedangkan suara terbanyak kedua diperoleh 

Pemohon yang mendapat 2487 suara; 

5. Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon, KPU Kabupaten 

Cirebon dan Sertifikat Rekapitulasi  tersebut, selisih suara antara Pemohon 

dan Caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Wahidin L, S.IP., sebanyak 5 (lima) 

suara; 

6.  dengan Penetapan Perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam point 3 

diatas, jelas sangat merugikan Pemohon, mengingat , Termohon telah 

menetapkan Caleg Nomor urut 5 (lima) atas nama Wahidin L, S.IP., dengan 

perolehan suara terbanyak dari Partai Golkar untuk  Pemilihan Anggota 

DPRD Kabupaten Cirebon, dari Dapil 7 Kabupaten Cirebon, karena yang 

seharusnya menempati Perolehan suara terbanyak pertama adalah 

Pemohon ; 
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7. Bahwa dirugikannnya Pemohon dalam Perolehan suara dimaksud, karena 

terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara  kursi DPRD Kabupaten 

Cirebon, pada Dapil 7, oleh beberapa PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

(PPS) di wilayah Kecamatan Babakan, Kecamatan Pangenan dan 

Kecamatan Losari,  yang mengutungkan Caleg nomor urut 5  (lima) atas 

nama Wahidin L, S.IP., dengan bertambahnya 14 (empat belas) suara yang 

bersangkutan; 

8. Bahwa apabila tidak ada penambahan 14 (empat belas) suara, untuk Caleg 

nomor urut 5  (lima) atas nama Wahidin L, S.IP., maka Pemohonlah yang 

menempati perolehan suara terbanyak pertama Partai Golkar untuk  

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dari Dapil 7 Kabupaten 

Cirebon; 

9. Bahwa bertambahnya 14 (empat belas) suara Caleg Wahidin nomor Urut 5 

(lima) tersebut, didasarkan pada adanya penambahan suara yang 

bersangkutan, pada Berita Acara Rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara 

(PPS), yang terangkum dalam Model D1, yang berbeda jumlahnya dengan 

Berita Acara Rekapitulasi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 

yang terangkum dalam Model C1. Adapun Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

yang menambahkan jumlah perolehan suara Caleg Wahidin nomor Urut 5 

(lima), dengan cara mengurangi perolehan suara Caleg partai golkar lainnya. 

Adapun PPS-PPS tersebut  meliputi : 

1. PPS Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, bertambah  : 5 (lima) 

suara 

2. PPS Desa Babakan, Kecamatan Babakan, bertambah  : 4 (empat) suara 

3. PPS Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, bertambah  : 1 (satu) 

suara 

4. PPS Desa Ender, Kecamatan Pangenan, bertambah   : 1 (satu) 

suara 

5. PPS Desa Astana langgar, Kecamatan Losari, bertambah  : 3 (tiga) 

suara 
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10. Bahwa untuk melihat adanya penambahan 14 (empat belas) suara Caleg 

Wahidin L, S.IP., nomor Urut 5 (lima) tersebut, dapat dilihat dari Tabel. B 

sampai dengan Tabel. G, sebagai berikut : 

 
TABEL. B 

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR 
DESA CANGKUANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON. 

 

NO TPS 

PEROLEHAN SUARA 

DAFTA
R 

BUKTI 

GAMBA
R 

PARTAI 
GOLKA

R 

Caleg 
No. 1 

Caleg 
No.2 

Caleg No 
3 

Caleg 
No. 4 

Caleg 
No. 5 

Caleg 
No. 6 

H. 
Rusmant
o Alwi, 

SH. 

Tarima 
Indra 

Budhiwat
i 

Aman 
Santosa, 

SH 

Wahidin 
L, S.IP 

Neneng 
Rohmah 

C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 

1 1 2 2 7 7 0 0 0 0 6 0 1 6 0 1 

Bukti 
P-

5.31.1.
2 

s/d  
P-

5.31.1.
13 

2 2 4 4 4 4 1 1 0 0 7 7 0 0 0 0 

3 3 5 5 3 3 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 

4 4 19 19 37 37 0 0 0 0 12 12 1 1 1 1 

5 5 12 12 17 17 2 2 0 0 2 2 4 4 0 0 

6 6 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

8 8 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

11 11 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

JUMLA 72 72 94 94 4 4 0 0 44 38 8 13 3 4 
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H 

KETERA
NGAN 

 
    

Terdapa
t 

Penamb
ahan 
suara 
Caleg 

Wahidin 
sebanya

k 5 
(lima) 
suara 

 

 
Bahwa dari Tabel. B ini terlihat adanya penambahan suara Caleg Wahidin, sebanyak 

5 (lima) suara, penambahan ini terjadi di TPS 1 Desa Cangkuang, yakni dari 

perolehan 1 (satu) suara sesuai C.1, menjadi 6 (enam) suara dalam D.1. 

Penambahan 5 suara Caleg Wahidin, di TPS 1 diambil dari suara Caleg Aman 

Santosa, dimana Caleg Aman Santosa, sesuai C.1 mendapatkan 6 suara, sementara 

dalam D.1 mendapatkan 0 (nol) suara, 1 (satu) suara Aman Santosa lainya diambil 

Caleg Neneng Rohmah, yang seharusnya sesuai C.1 mendapat 0 (nol) suara, 

sementara dalam D.1 nya mendapatkan 1 (satu) suara. 

Sehingga Penjumlahan perolehan suara untuk Caleg Wahidin di PPS Desa 

Cangkuang, berubah dari 8 (delapan) suara dalam C.1, menjadi 13 (tiga belas) suara 

dalam D.1. (Bukti P-5.31.1.14) 

 

TABEL. C 
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR 

DESA BABAKAN, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON. 
 

N
O 

TP
S 

PEROLEHAN SUARA 

DAFT
AR 

BUK
TI 

GAMB
AR 

PAR
TAI 
GOL

Caleg 
No. 1 

Caleg 
No.2 

Caleg 
No 3 

Caleg 
No. 4 

Caleg 
No. 5 

Caleg 
No. 6 

H. 
Rusman

Tarima Indra 
Budhiw

Aman 
Santosa

Wahidin 
L, S.IP 

Neneng 
Rohma
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KAR to Alwi, 
SH. 

ati , SH h 

C.
1 

D.
1 

C.1 D.1 
C.
1 

D1 C.1 
D.
1 

C.1 D.1 C.1 D.1 
C.
1 

D.1 

1 1 6 6 3 3 0 0 0 0 3 3 12 12 0 0 

Bukti 
P-

5.31.
1.15 
s/d 
P-

5.31.
1.26 

2 2 3 3 5 5 0 0 5 5 1 1 5 5 1 1 

3 3 10 10 2 2 0 0 1 1 0 0 17 17 0 0 

4 4 11 11 1 1 0 0 0 0 2 2 9 9 1 1 

5 5 14 14 1 1 0 0 0 0 0 6 6 10 10 0 

6 6 13 13 7 7 0 0 1 1 2 2 20 20 0 0 

7 7 4 4 2 2 0 0 4 4 14 14 5 5 0 0 

8 8 3 3 1 1 0 0 5 5 23 23 10 10 1 1 

9 9 6 6 0 0 1 1 0 0 3 3 5 5 0 0 

10 10 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 

JUML
AH 

72 72 24 24 1 1 17 17 48 54 94 98 13 3 
 

Keteran
gan 

 
    

Terdapat 
Penamba
han suara 

Caleg 
Wahidin 

sebanyak 
4 (empat) 

suara 

  

 
Bahwa dari Tabel. C diatas terlihat adanya penambahan suara caleg Wahidin, 

sebanyak 4 (empat) suara, penambahan ini terjadi di TPS 5 Desa Babakan, yakni 

dari perolehan 6 (enam) suara dalam. C.1, menjadi 10 (sepuluh) suara dalam D.1. 
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Penambahan 4 (empat) suara Caleg Wahidin di TPS 5 Desa Babakan, diambil dari 

suara Caleg Neneng Nurohmah, dimana dalam C.1, Caleg Neneng Nurohmah 

memperoleh 13 suara, sementara dalam D.1, Caleg Neneng Nurohmah memperoleh 

3 suara, 6 (enam) suara lainnya milik Neneng Nurohmah, diambil oleh caleg Aman 

Santosa, yang di dalam C.1, mendapat 0 (nol) suara, sementar dalam D.1 mendapat 

6 (enam) suara. 

Sehingga Penjumlahan perolehan suara untuk Caleg Wahidin di PPS Desa 

Babakan, berubah dari 94 (sembilan puluh empat) suara dalam C.1, menjadi 98 

(Sembilan puluh delapan) suara dalam D.1 

 
TABEL. D 

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR 
DESA. RAWAURIP, KECAMATAN. PANGENAN, KABUPATEN. CIREBON 

 

N
O 

TP
S 

PEROLEHAN SUARA 

DAFTAR 
BUKTI 

GAMBAR 
PARTAI 

GOLKAR 

Caleg No. 
1 

Caleg 
No.2 

Caleg 
No 3 

Caleg 
No. 4 

Caleg No. 
5 

Caleg 
No. 6 

H. 
Rusmant
o Alwi, 

SH. 

Tarima 
Indra 

Budhiw
ati 

Aman 
Santosa, 

SH 

Wahidin 
L, S.IP 

Neneng 
Rohmah 

C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D1 C.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 C.1 D.1 

1 1 3 3 90 90 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Bukti      

P-
5.31.1.27 

s/d 
P-

5.31.1.40 

2 2 12 12 86 86 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

3 3 17 17 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 21 21 76 76 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 12 12 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
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8 8 1 1 10 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 9 4 4 16 16 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

10 10 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 

11 11 3 3 8 8 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 

12 12 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 13 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 86 86 389 389 13 12 1 1 1 1 13 14 0 0 

  
    

Terdapat 
Penamba
han suara 

Caleg 
Wahidin 

sebanyak  
1 (satu) 
suara 

  

 
Bahwa dari Tabel. D diatas, terlihat adanya penambahan suara Caleg Wahidin, sebanyak 

1 (satu) suara, penambahan ini terjadi di TPS 8 Desa Rawaurip, yakni dari perolehan 0 

(Nol) suara sesuai C.1, menjadi 1 (satu) suara dalam D.1. 

Penambahan 1 (satu) suara Caleg Wahidin, di TPS 8 diambil dari suara Caleg Tarima 

Nomor urut 2, dimana Caleg Tarima, sesuai C.1 mendapatkan 1 suara, sementara dalam 

D.1 mendapatkan 0 (nol) suara. 

Sehingga Penjumlahan perolehan suara untuk Caleg Wahidin di PPS Desa Rawaurip, 

berubah dari 13 (tiga belas) suara dalam C.1, menjadi 14 (empat belas) suara dalam D.1 

 
 

TABEL. E 
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR 

DESA ENDER, KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON 
 

NO TP PEROLEHAN SUARA DAFTAR 
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S 
GAMBAR 
PARTAI 

GOLKAR 

 No. 1 No.2  No 3  No. 4 No. 5 No. 6 BUKTI 

H.Rusma
nto Alwi, 

SH. 
Tarima 

Indra 
Budhiw

ati 

Aman 
Santosa

, SH 

Wahidin 
L, S.IP 

Neneng 
Rohmah 

C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 

1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Bukti      
P-

5.31.1.41 
s/d 
P-

5.31.1.56 

2 2 1 1 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 4 4 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

8 8 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 9 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

10 10 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 13 3 3 5 5 1 1 0 0 0 0 9 9 1 1 

14 14 13 13 17 17 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 

Jumla
h 

32 32 64 64 4 4 5 5 1 1 16 17 2 1 
 

KET
ERA
NGA

N 

 
    

Terdapat 
penamba
han suara 

Caleg 
Wahidin 

sebanyak 
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1 (satu) 
suara 

 
Bahwa dari Tabel. E diatas, terlihat adanya penambahan suara caleg Wahidin, 
sebanyak 1 (satu) suara, penambahan ini terjadi di TPS 11 Desa Ender, yakni dari 
perolehan 0 (Nol) suara sesuai C.1, menjadi 1 (satu) suara dalam D.1. 
 
Penambahan 1 (satu) suara Caleg Wahidin di TPS 11, diambil dari suara Caleg 
Neneng Nurohmah Nomor urut 6, dimana Caleg Neneng Nurohmah, sesuai C.1 
mendapatkan 1(satu) suara, sementara dalam D.1 mendapatkan 0 (nol) suara. 
Sehingga Penjumlahan perolehan suara untuk Caleg Wahidin di PPS Desa Ender 
berubah dari 16 (enam belas) suara dalam C.1, menjadi 17 (tujuh belas) suara dalam 
D.1 
 

 
TABEL. F 

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR 
DESA ASTANA LANGGAR, KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN CIREBON 

 

NO TPS 

PEROLEHAN SUARA CALEG 

DAFTAR 
 BUKTI 

GAMBA
R 

PARTAI 
GOLKA

R 

Caleg 
No. 1 

CalegN
o.2 

Caleg No 
3 

Caleg 
No. 4 

Caleg 
No. 5 

Caleg 
No. 6 

H.Rusma
nto Alwi, 

SH. 
Tarima 

Indra 
Budhiwa

ti 

Aman 
Santosa, 

SH 

Wahidin 
L, S.IP 

Neneng 
Rohmah 

C.1 
D.
1 

C.
1 

D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 C.1 D.1 

1 1 14 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bukti 
P-

5.31.1.57 
s/d 
P-

5.31.1.72 

2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1 

3 3 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

4 4 2 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 4 0 1 

5 5 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 19 19 0 0 

6 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 

7 7 7 7 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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8 8 8 8 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

9 9 20 20 11 11 0 0 1 1 0 0 7 7 0 0 

10 10 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 

11 11 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

12 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 

13 13 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

14 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
 

JUMLA
H 

89 89 31 31 4 4 4 4 4 0 62 65 3 4 
 

Ketera
ngan 

  
        

Terdapat 
Penamba
han suara 

Caleg 
Wahidin 

sebanyak 
3 (tiga) 
suara 

   

 
Bahwa dari Tabel. F di atas, terlihat adanya penambahan suara caleg Wahidin, sebanyak 3 

(tiga)  suara, penambahan ini terjadi di TPS 4 Desa Astana Langgar, yakni dari perolehan 1 

(satu) suara sesuai C. 1, menjadi 4 (empat) suara dalam D. 1. 

Penambahan 3 suara Caleg Wahidin di TPS 4, diambil dari suara Caleg Aman Santosa, 

dimana Caleg Aman Santosa, sesuai C.1 mendapatkan 4 suara, sementara dalam D.1 

mendapatkan 0 (nol) suara, 1 (satu) suara Aman Santosa lainya diambil Caleg Neneng 

Rohmah, yang seharusnya sesuai C.1 mendapat 0 (nol) suara, sementara dalam D.1 nya 

mendapatkan 1 (satu) suara. 

Sehingga Penjumlahan perolehan suara untuk Caleg Wahidin di PPS Desa Astana 

Langgar, berubah dari 62 (enam puluh dua) suara dalam C.1, menjadi 65 (enam puluh lima) 

suara dalam D.1 
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11. Bahwa dari Tabel B sampai dengan Tabel F diatas, terlihat jelas adanya 

perbedaan jumlah perhitungan suara Caleg Wahidin No. Urut 5, antara Model C1 

dan Model D1, dimana dalam Model D1, terdapat Penambahan 14 (empat belas) 

suara untuk Caleg Wahidin L, S.IP.; 

12. Bahwa penambahan 14 (empat belas) suara Caleg Wahidin No. Urut 5, dalam 

Model D1, PPS Desa Cangkuang Kecamatan Babakan, PPS Desa Babakan, 

Kecamatan Babakan,PPS Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan, PPS Desa 

Ender Kecamatan Pangenan, dan PPS Desa Astana Langgar Kecamatan Losari 

tersebut, dilakukan oleh masing-masing PPS dimaksud pada saat dilakukannya 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Desa, tanpa melihat 

Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dari masing-masing KPPS; 

13. Bahwa kesalahan penghitungan yang dilakukan PPS Desa Cangkuang 

Kecamatan Babakan, PPS Desa Babakan, Kecamatan Babakan, PPS Desa 

Rawaurip Kecamatan Pangenan, PPS Desa Ender Kecamatan Pangenan, dan 

PPS Desa Astana Langgar Kecamatan Losari tersebut, ternyata tidak diperbaiki 

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Babakan,  Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangenan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK) Kecamatan Losari, dalam Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat 

Kecamatan masing-masing, sehingga hasil Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat 

Kecamatan Babakan, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Losari 

sebagaimana Model DA1,  berdampak pada penambahan 14 (empat belas) suara 

untuk Caleg nomor urut 5 atas nama Wahidin l, S.Ip, Dan kesalahan Rekapitulasi 

Perhitungan suara tingkat Kecamatan Babakan, Kecamatan Pangenan, dan 

Kecamatan Losari ini pun, ternyata tidak diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Cirebon dalam Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan Turut 

termohon KPU Kabupaten Cirebon, pada tanggal 20 April 2014, sebagaimana 

Model DB-1; 

14. Bahwa oleh karena Perhitungan Rekapitulasi suara PPS Desa Cangkuang 

Kecamatan Babakan, PPS Desa Babakan, Kecamatan Babakan,PPS Desa 

Rawaurip Kecamatan Pangenan, PPS Desa Ender Kecamatan Pangenan, dan 

PPS Desa Astana Langgar Kecamatan Losari serta Rekapitulasi Perhitungan 
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suara tingkat Kecamatan Babakan, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan 

Losari, serta Rekapitulsai Perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Cirebon, tidak berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara  KPPS, sesuai  Model C1, maka adalah TIDAK 

BERDASARKAN HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM,  Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 

2014, tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang untuk 

Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, pada Dapil 7 

Kabupaten Cirebon, serta Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Cirebon dan 

Sertifikat Rekapitulasi, tanggal 20 April 2014, sepanjang Rekapitulasi Pada Dapil 7 

Kabupaten Cirebon untuk Partai Golkar; 

15. Bahwa berdasarkan alasan diatas perbandingan suara Partai Golkar, antara 
Pemohon dan Termohon dalam Dapil 7 Kabupaten Cirebon, adalah sebagai 
berikut:  

Tabel Perbandingan Suara Menurut Termohon (T) & Pemohon (P) 
 

TABEL. G 
 

NAMA CALEG 

KECAMATAN 

JUMLAH 
LOSARI PABEDILA

N 
BABAKA

N 
PANGEN

AN 
GEBANG 

T P T P T P T P T P T P 

PARTAI 
GOLKAR 

316 316 
111
4 

1114 905 905 424 424 680 680 3439 3439 

H. Rusmanto 
Alwi, SH. 156 156 243 243 683 683 970 970 435 435 2487 2487 

Tarima 18 18 29 29 29 29 35 36 52 52 163 164 

Indra Budhiwati 34 34 29 29 65 65 18 18 157 157 303 303 

Aman Santosa, 
SH 

48 52 110 110 356 356 27 27 917 917 1458 1462 
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Wahidin L, S.Ip 105 102 
140
2 

1402 709 700 79 77 197 197 2492 2478 

Neneng Rohmah 14 13 42 42 36 45 7 8 13 13 112 121 

Jumlah Suara 
Partai Golkar 691 691 

2.96
9 

2.969 
2.78

3 
2.78

3 
1.56

0 
1.56

0 
2.45

1 
2.45

1 
1.045

4 
1.0454 

 
Dengan selisih perolehan suara caleg Partai Golkar sebagai mana tabel berikut : 

 
TABEL H 

 

No Nama Partai / Caleg 

Peroleha
n suara 
Versi 

Termoho
n 

Perolehan 
suara 
Versi 

Pemohon 

Selisih Suara 

Termohon Pemohon 

Bertamba
h 

Berkuran
g 

Bertamba
h 

Berkuran
g 

5 PARTAI GOLKAR 3.439 3.439 - - - - 

1 H. Rusmanto Alwi, S.H 2.487 2.487 - - - - 

2 Tarima 163 164 - 1 1 - 

3 Indra Budhiwati 303 303 - - - - 

4 Aman Santosa, SH 1.458 1.462 - 4 4 - 

5 Wahidin L, S.IP 2.492 2.478 14 - - 14 

6 Neneng Rohmah 112 121  9 9 - 

Jumlah 10.454 10.454 14 14 14 14 

 
16. Bahwa dari fakta dan Tabel.G dan Tabel H  diatas, Perolehan Suara yang Benar 

Partai Golkar di Daerah Pemilihan  (Dapil) 7 Kabupaten Cirebon  adalah : 

1. H.Rusmanto Alwi, SH, memperoleh   :   2.487 suara 
2. Tarima, memperoleh     :      164 suara 

3. Indra Budhiwati, memperoleh    :      303 suara 

4. Aman Santosa, SH, memperoleh    :   1.462 suara 
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5. Wahidin, memperoleh     :   2.478 suara 
6. Neneng, memperoleh     :      121 suara 

7. Tanda Gambar Partai Golkar, memperoleh  :   3.439 suara 

Jumlah seluruh suara Partai Golkar   : 10.454 suara. 

17. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon, adalah sengketa 

internal antar Caleg Partai Golkar, maka perselisihan suara dimaksud tidak 

mempengaruhi perolehan suara partai Golkar secara keseluruhan di Dapil 7 

Kabupaten Cirebon, dan ternyata bersesuaian dengan perolehan suara yang 

benar, seperti yang pemohon jelaskan pada dalil diatas; 

18. Bahwa dari Perolehan suara yang Benar Partai Golkar di Daerah Pemilihan  

(Dapil) 7 Kabupaten Cirebon diatas, Caleg nomor urut 1 atas nama Pemohon 

H.Rusmanto Alwi, S.H.,  yang memperoleh 2487 suara, mendapatkan perolehan 

suara terbanyak pertama. 

Sedangkan Caleg nomor urut 5 atas nama Wahidin L, S.IP., yang memperoleh 

2478 suara,  mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua; 

19. Bahwa oleh karena Partai Golongan Karya (Golkar) pada Dapil 7 Kabupaten 

Cirebon, memperoleh  1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, maka 

peruntukan kursi dimaksud sesuai Pasal 215 huruf a UU No. 8 tahun 2012, adalah 

untuk Pemohon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pertama; 

20. Bahwa disamping itu pula, kemenangan perolehan suara Caleg nomor urut 1     

atas nama Pemohon H. Rusmanto Alwi, S.H., terhadap Caleg nomor urut 5 atas 

nama Wahidin L, S.IP, diperoleh di 3 Kecamatan, dari 5 Kecamatan dalam Dapil 

7, yaitu Kecamatan Losari, Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Gebang, yang 

persebaran suaranya lebih banyak dari caleg Wahidin L, S. sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 215 huruf b Jo Peraturan KPU No. 

29 Tahun 2013 Pasal 42 ayat (2); 

21. Bahwa dari fakta-fakta ini Mahkamah hendaknya menegakan  Asas hukum yang 

berlaku universal, yang menyatakan: 

“Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelangaran yang 

dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan 

dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere 

potest de injuria sua propria) 
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Berdasarkan alasan-alasan permohonan diatas, Pemohon memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut  

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, tentang Penetapan 

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang untuk Penetapan Hasil Pemilu 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, pada Dapil 7 Kabupaten Cirebon di , serta 

Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Rekapitulasi, 

pada tanggal 20 April 2014, sepanjang Rekapitulasi Pada Dapil 7 Kabupaten 

Cirebon untuk Partai Golkar; 

3. Menetapkan Perolehan suara yang Benar Partai Golkar di Daerah Pemilihan  

(Dapil) 7 Kabupaten Cirebon  adalah : 

1. H.Rusmanto Alwi, SH, memperoleh   :   2.487 suara; 
2. Tarima, memperoleh     :      164 suara; 

3. Indra Budhiwati, memperoleh    :      303 suara; 

4. Aman Santosa, SH, memperoleh    :   1.462 suara; 

5. Wahidin L, SIP., memperoleh    :   2.478 suara; 
6. Neneng Rohmah, memperoleh    :      121 suara. 

7. Tanda Gambar Partai GOLKAR, memperoleh  :   3.439 suara; 

Jumlah seluruh suara Partai GOLAR   : 10.454 suara. 

4. Menetapkan Perolehan suara WAHIDIN L, S.IP., Caleg Partai Golongan Karya 

(GOLKAR)  Nomor Urut 5, Dapil 7 Kabupaten Cirebon, adalah sebesar  2478 

suara; 

5. Menetapkan Perolehan suara Pemohon atas nama H. Rusmanto Alwi, S.H., Caleg 

Partai Golongan Karya (GOLKAR)  Nomor Urut 1, Dapil 7 Kabupaten Cirebon 

adalah sebesar  2487 suara; 

6. Menetapkan Pemohon H. Rusmanto Alwi, S.H., memperoleh suara terbanyak 

Pertama Partai Golongan Karya (GOLKAR), Dapil 7 Kabupaten Cirebon; 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

163 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

7. Menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, 

dari Partai Golkar Daerah pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Cirebon, Periode Tahun 

2014 sampai dengan Tahun 2019; 

8. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan 

ini. 

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya 

(ex aquo et bono). 

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.31.1.1 sampai dengan bukti 

P-5.31.1.72  yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut: 

1. P-5.31.1.1 Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Cirebon dan Sertifikat 
Rekapitulasi. 

2. P-5.31.1.2 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 1 Desa Cangkuang. 
3. P-5.31.1.3 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 2 Desa Cangkuang. 
4. P-5.31.1.4 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 3 Desa Cangkuang. 
5. P-5.31.1.5 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 4 Desa Cangkuang. 
6. P-5.31.1.6 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 5 Desa Cangkuang. 
7. P-5.31.1.7 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 6 Desa Cangkuang. 
8. P-5.31.1.8 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 7 Desa Cangkuang. 
9. P-5.31.1.9 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 8 Desa Cangkuang. 
10. P-5.31.1.10 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 9 Desa Cangkuang. 
11. P-5.31.1.11 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 10 Desa Cangkuang. 
12. P-5.31.1.12 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 11 Desa Cangkuang. 
13. P-5.31.1.13 Model D1 Hasil Rekapitulasi PPS Desa Cangkuang. 
14. P-5.31.1.14 Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Cangkuang. 
15. P-5.31.1.15 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 1 Desa Babakan. 
16. P-5.31.1.16 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 2 Desa Babakan. 
17. P-5.31.1.17 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 3 Desa Babakan. 
18. P-5.31.1.18 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 4 Desa Babakan. 
19. P-5.31.1.19 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 5 Desa Babakan. 
20. P-5.31.1.20 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 6 Desa Babakan. 
21. P-5.31.1.21 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 7 Desa Babakan. 
22. P-5.31.1.22 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 8 Desa Babakan. 
23. P-5.31.1.23 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 9 Desa Babakan. 
24. P-5.31.1.24 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 10 Desa Babakan. 
25. P-5.31.1.25 Model D1 Hasil Rekapitulasi PPS Desa Babakan. 
26. P-5.31.1.26 Model DA.1 Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Babakan. 
27. P-5.31.1.27 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 1 Desa Rawaurip. 
28. P-5.31.1.28 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 2 Desa Rawaurip. 
29. P-5.31.1.29 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 3 Desa Rawaurip. 
30. P-5.31.1.30 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 4 Desa Rawaurip. 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

164 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

31. P-5.31.1.31 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 5 Desa Rawaurip. 
32. P-5.31.1.32 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 6 Desa Rawaurip. 
33. P-5.31.1.33 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 7 Desa Rawaurip. 
34. P-5.31.1.34 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 8 Desa Rawaurip. 
35. P-5.31.1.35 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 9 Desa Rawaurip. 
36. P-5.31.1.36 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 10 Desa Rawaurip. 
37. P-5.31.1.37 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 11 Desa Rawaurip. 
38. P-5.31.1.38 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 12 Desa Rawaurip. 
39. P-5.31.1.39 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 13 Desa Rawaurip. 
40. P-5.31.1.40 Model D1 Hasil Rekapitulasi  PPS  Desa Rawaurip. 
41. P-5.31.1.41 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 1 Desa Ender. 
42. P-5.31.1.42 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 2 Desa Ender. 
43. P-5.31.1.43 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 3 Desa Ender. 
44. P-5.31.1.44 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 4 Desa Ender. 
45. P-5.31.1.45 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 5 Desa Ender. 
46. P-5.31.1.46 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 6 Desa Ender. 
47. P-5.31.1.47 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 7 Desa Ender. 
48. P-5.31.1.48 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 8 Desa Ender. 
49. P-5.31.1.49 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 9 Desa Ender. 
50. P-5.31.1.50 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 10 Desa Ender. 
51. P-5.31.1.51 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 11 Desa Ender. 
52. P-5.31.1.52 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 12 Desa Ender. 
53. P-5.31.1.53 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 13 Desa Ender. 
54. P-5.31.1.54 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 14 Desa Ender. 
55. P-5.31.1.55 Model D1 Hasil Rekapitulasi PPS Desa Ender. 
56. P-5.31.1.56 Model DA.1 Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangenan. 
57. P-5.31.1.57 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 1 Desa Astana Langgar. 
58. P-5.31.1.58 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 2 Desa Astana Langgar. 
59. P-5.31.1.59 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 3 Desa Astana Langgar. 
60. P-5.31.1.60 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 4 Desa Astana Langgar. 
61. P-5.31.1.61 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 5 Desa Astana Langgar. 
62. P-5.31.1.62 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 6 Desa Astana Langgar. 
63. P-5.31.1.63 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 7 Desa Astana Langgar. 
64. P-5.31.1.64 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 8 Desa Astana Langgar. 
65. P-5.31.1.65 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 9 Desa Astana Langgar. 
66. P-5.31.1.66 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 10 Desa Astana Langgar. 
67. P-5.31.1.67 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 11 Desa Astana Langgar. 
68. P-5.31.1.68 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 12 Desa Astana Langgar. 
69. P-5.31.1.69 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 13 Desa Astana Langgar. 
70. P-5.31.1.70 Model C1 Hasil Rekapitulasi KPPS TPS 14 Desa Astana Langgar. 
71. P-5.31.1.71 Model D1 Hasil Rekapitulasi PPS Desa Astana Langgar. 
72. P-5.31.1.72 Model DA.1 Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Losari. 

 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014  

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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1. Waryono 
- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Cangkuang Kecamatan 

Babakan;  

- Saksi belum mendapat izin dari KPU untuk menjadi saksi Pemohon; 

- Saksi menerangkan hasil suara para caleg di D1 terdapat kesalahan 

penempatan; 

- Hasil rekap C1, Partai Golkar memperoleh 2 suara, caleg nomor 1 memperoleh 

7 suara, caleg nomor 2 memperoleh 0 suara, caleg nomor 3 memperoleh 0 

suara, caleg nomor 4 memperoleh 6 suara, caleg nomor 5 memperoleh 1 

suara; 

- Saksi mendapat laporan dari koordinator desa Partai Golkar  terdapat ketidak 

sesuaian antara D1 dengan hasil rekapitulasi C1; 

- Hasil rekap D1, Partai Golkar memperoleh 2 suara, caleg nomor 1 memperoleh 

7 suara, caleg nomor 2 memperoleh 0 suara, caleg nomor 3 memperoleh 0 

suara, caleg nomor 4 memperoleh 0 suara, caleg nomor 6 memperoleh 1 

suara; 

- Saksi mengakui tulisan hasil rekapitulasi C1 yang pertama untuk dicontoh ke 

anggota KKPS adalah tulisan saksi; 

2. Rawin 
- Saksi sebagai saksi Partai Golkar di TPS 01 Kelurahan Cangkuang; 

- Berdasarkan C1 Partai Golkar memperoleh 2 suara, caleg nomor 1 

memperoleh 7 suara, caleg nomor 4 memperoleh 6 suara, caleg nomor 5 

memperoleh 1 suara dan caleg nomor 6 memperoleh 0 suara; 

- Berdasarkan D1 caleg nomor 4 memperoleh 0 suara, caleg nomor 5 

memperoleh 6 suara dan caleg  nomor 6 memperoleh 1 suara ; 

3. Sumarso 
- Saksi sebagai saksi Golkar di TPS 11 Desa Ender; 

- Saksi menjelaskan adanya kesalahan D1; 

- Partai Golkar memperoleh 1 suara,  caleg nomor 1 memperoleh 0 suara, caleg 

nomor 2 memperoleh 0 suara, caleg nomor 3 memperoleh 0 suara, caleg 

nomor 4 memperoleh 0 suara, caleg nomor 5 memperoleh 0, dan caleg nomor 

6 memperoleh 1 suara; 
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- Berdasarkan D1, caleg nomor 5 memperoleh 1, dan caleg nomor 6 

memperoleh 0 suara; 

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon 

dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014memberikan jawabanlisan dan 

menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana tersebut 

dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014,dan 

Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 28 Mei 2014 yang 

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI 
1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam 

perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni : 

a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP; 

b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail; 

- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah 

melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan 

Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 

tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. 

PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan 

Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar 

Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 
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1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel) 

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil 
Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak 
berkesesuaian; 
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan 

tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup 

menurut hukum; 

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita 

dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak 

berkesesuaian. 

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan 
Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014 
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 

Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian 

permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan 

suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang 

benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan 

hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan 

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut 

Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 

3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan 

Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak 

terpisahkan dari peraturan ini; 

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat 

uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara 

yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar 

menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan 

penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format 

permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 
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Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014mengenai Pedoman 

Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). 

Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 

dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti 

tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan 

kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon; 

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014jo. PMK 

No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah 

Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 

3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau 

Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) 

Peraturan ini; 

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang 

diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang 

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh 

Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak 

memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 

jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

II. DALAM POKOK PERMOHONAN 
Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan 

suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, 

Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di 

beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan 

berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi anggota DPR,sebagai berikut : 

[2.18] DAPIL JAWA BARAT IV ATAS NAMA MQ. ISWARA 

1. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara secara terstuktur, 

sistemik, dan massif oleh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK 
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dan KPU Kota Depok terhadap Caleg Partai Golkar nomor urut 5. Dra 

WennyHaryanto, S.H. sehingga merugikan suara Pemohon; 

2. Dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR setelah dilaksanakan kembali 

pemeriksaan atas  C1 Plano, C1,D1 sebagaimana terurai di bawah ini : 

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 
OLEH PEMOHON MQ. ISWARA DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK 
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR – DAPIL VI  

KECAMATAN CIPAYUNG 
 
KELURAHAN CIPAYUNG 
 

NO.  
PS 

NO.  
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
 

 
C1 

PLANO 
C1 D1 SELISIH 

 

2 
1 MQ. ISWARA 29 10 -19 

 
10 10 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 19 42 23 

 
42 42 0 

25 
1 MQ. ISWARA 23 23 0 

 
23 23 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 84 80 

 
84 84 0 

29 
1 MQ. ISWARA 4 3 -1 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 12 15 3 

 
15 15 0 

31 
1 MQ. ISWARA 4 4 0 

 
6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 24 20 

 
26 26 0 

32 
1 MQ. ISWARA 11 11 0 

 
8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 37 30 

 
41 41 0 

35 
1 MQ. ISWARA 4 4 0 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 56 50 

 
56 56 0 

43 
1 MQ. ISWARA 11 11 0 

 
11 11 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 42 42 

 
42 42 0 

48 
1 MQ. ISWARA 2 2 0 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 19 19 

 
19 19 0 

52 1 MQ. ISWARA 
  

0 
   

0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 

  
0 

   
0 

 
. KEL. BOJONG PONDOK TERONG 
 

NO 
PS 

NO. 
URUT NAMA 1CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
 

SELISIH 
 

C1 
PLANO C1 D1 

 
SELISIH 
 

19 
1 MQ. ISWARA 29 9 20 

 
9 9 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 14 34 -20 

 
34 34 0 

20 
1 MQ. ISWARA 17 7 10 

 
7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 16 26 -10 

 
26 26 0 

35 
1 MQ. ISWARA 5 0 5 

 
0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 

 
2 2 0 

 
 KEL. RATU JAYA 
 

NO.  
PS 

NO.  
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

2 
1 MQ. ISWARA 34 4 30   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 31 -30   31 31 0 

3 
1 MQ. ISWARA 14 4 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 12 -10   12 12 0 

4 
1 MQ. ISWARA 42 4 38   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 32 -29   32 32 0 

5 
1 MQ. ISWARA 20 10 10   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 16 26 -10   26 26 0 

6 
1 MQ. ISWARA 20 10 10   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 36 14 22   46 46 0 

9 
1 MQ. ISWARA 21 11 10   11 11 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 25 35 -10   35 35 0 
13 1 MQ. ISWARA 16 6 10   6 6 0 
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5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 65 75 -10   75 75 0 

21 
1 MQ. ISWARA 30 10 20   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 12 32 -20   32 32 0 

25 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 16 16 0   16 16 0 

58 
1 MQ. ISWARA 20 10 10   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 17 27 -10   27 27 0 

59 
1 MQ. ISWARA 27 9 18   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 8 4 4   28 28 0 

60 
1 MQ. ISWARA 51 5 46   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 

HARYANTO, SH 1 11 -10   11 11 0 
 
KECAMATAN CINERE 
 
12.2.1.2.1. KEL. GANDUL 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON  VERSI TERMOHON  

C1 D1 SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 SELISI

H 

34 
1 MQ. ISWARA 18 8 -10 

 
8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 8 18 10 

 
18 18 0 

41 
1 MQ. ISWARA 0 0 0 

 
0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 

14
6 140 

 
146 

14
6 0 

42 
1 MQ. ISWARA 4 4 0 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 42 40 

 
42 42 0 

 
12.2.1.2.2.  KEL. PANGKALAN JATI BARU 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 SELISI

H 

9 
1 MQ. ISWARA 10 2 8 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 
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22 
1 MQ. ISWARA 5 2 3 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

 
KECAMATAN TAPOS 
 
12.2.1.3.1 KEL. SUKAMAJU BARU 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 

SELISI
H 

1 
1 MQ. ISWARA 8 7 1 

 
7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

5 
1 MQ. ISWARA 3 1 2 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

7 
1 MQ. ISWARA 5 7 -2 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

10 
1 MQ. ISWARA 8 6 2 

 
6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 1 -1 

13 
1 MQ. ISWARA 4 3 1 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

16 
1 MQ. ISWARA 17 7 10 

 
7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 4 0 

 
4 4 0 

17 
1 MQ. ISWARA 3 1 2 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

18 
1 MQ. ISWARA 2 3 -1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

20 
1 MQ. ISWARA 5 3 2 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

22 
1 MQ. ISWARA 17 7 10 

 
7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

24 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 Dra. WENNY 1 1 0 
 

1 1 0 
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HARYANTO, SH 

25 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 

 
2 2 0 

30 
1 MQ. ISWARA 4 3 1 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 5 0 

 
5 5 0 

31 
1 MQ. ISWARA 5 3 2 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 14 16 -2 

 
16 16 0 

34 
1 MQ. ISWARA 5 4 1 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 0 1 

41 
1 MQ. ISWARA 12 9 3 

 
9 9 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 17 20 -3 

 
20 20 0 

42 
1 MQ. ISWARA 5 3 2 

 
3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 16 18 -2 

 
18 18 0 

46 
1 MQ. ISWARA 6 4 2 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0 

 
3 3 0 

49 
1 MQ. ISWARA 16 6 10 

 
6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0 

 
3 3 0 

50 
1 MQ. ISWARA 5 2 3 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

56 
1 MQ. ISWARA 14 4 10 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 12 12 0 

 
12 12 0 

57 
1 MQ. ISWARA 27 7 20 

 
7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 9 0 

 
9 9 0 

58 
1 MQ. ISWARA 6 5 1 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 11 11 0 

 
11 11 0 

60 
1 MQ. ISWARA 7 5 2 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 25 27 -2 

 
27 27 0 

61 
1 MQ. ISWARA 7 2 5 

 
2 2 0 

5 Dra. WENNY 25 27 -2 
 

24 24 0 
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HARYANTO, SH 

62 
1 MQ. ISWARA 19 12 7 

 
12 12 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 28 34 -6 

 
34 34 0 

63 
1 MQ. ISWARA 11 9 2 

 
9 9 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 23 25 -2 

 
25 25 0 

65 
1 MQ. ISWARA 19 17 2 

 
17 17 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 28 30 -2 

 
30 30 0 

68 
1 MQ. ISWARA 5 5 0 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 44 -40 

 
44 44 0 

69 
1 MQ. ISWARA 6 5 1 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 4 0 

 
22 22 0 

70 
1 MQ. ISWARA 7 4 3 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 68 71 -3 

 
71 71 0 

73 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

75 
1 MQ. ISWARA 1 0 1 

 
0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 5 -1 

 
5 5 0 

78 
1 MQ. ISWARA 1 0 1 

 
0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

84 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

85 
1 MQ. ISWARA 6 5 1 

  
5 

 
5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 4 0 

  
4 

  
12.2.1.3.2  KEL. CIMPAEUN 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 SELISI

H 

1 
1 MQ. ISWARA 7 4 3 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 
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7 
1 MQ. ISWARA 2 0 2 

 
0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 6 0 

 
6 6 0 

9 
1 MQ. ISWARA 12 2 10 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 

 
2 2 0 

10 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

11 
1 MQ. ISWARA 6 5 1 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 9 0 

 
9 9 0 

12 
1 MQ. ISWARA 5 4 1 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 

 
2 2 0 

13 
1 MQ. ISWARA 3 2 1 

 
2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 2 -1 

 
2 2 0 

14 
1 MQ. ISWARA 7 4 3 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

17 
1 MQ. ISWARA 4 1 3 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 

 
0 0 0 

18 
1 MQ. ISWARA 5 1 4 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 5 0 

 
5 5 0 

20 
1 MQ. ISWARA 7 4 3 

 
4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 

 
2 2 0 

28 
1 MQ. ISWARA 15 5 10 

 
5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 31 41 -10 

 
41 41 0 

34 
1 MQ. ISWARA 1 2 -1 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 

 
1 1 0 

38 
1 MQ. ISWARA 6 1 5 

 
1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 9 -7 

 
9 9 0 

 
12.2.1.3.3  KEL. CILANGKAP 
 
NO. NO. NAMA CALEG VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 
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TPS URU
T C1 D1 

SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 

SELISI
H 

2 
1 MQ. ISWARA 4 2 2 2   2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 2   2 0 

6 
1 MQ. ISWARA 1 0 1 0   0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 0   0 0 

11 
1 MQ. ISWARA 2 0 2 0   0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 0   0 0 

12 
1 MQ. ISWARA 4 0 4 0   0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 0   0 0 

14 
1 MQ. ISWARA 2 1 1 1   1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0 0   0 0 

21 
1 MQ. ISWARA 9 0 9 0   0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0 1   1 0 

30 
1 MQ. ISWARA 1 0 1 0   0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 4 -4 4   4 0 

37 
1 MQ. ISWARA 22 2 20 2   2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 25 25 0 35   35 0 

47 
1 MQ. ISWARA 13 3 10     3   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 13 -10     13   

54 
1 MQ. ISWARA 2 0 2     0   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

52 
1 MQ. ISWARA 11 1 10     1   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0     1   

57 
1 MQ. ISWARA 3 0 3     0   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

65 
1 MQ. ISWARA 4 2 2     2   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

89 1 MQ. ISWARA 2 0 2     1   
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

92 
1 MQ. ISWARA 3 1 2 1   1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0 2   2 0 

 
12.2.1.3.4  KEL. LEUWINANGGUNG 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISI
H 

C1 
PLANO C1 D1 SELISI

H 

6 
1 MQ. ISWARA 4 0 4   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

12 
1 MQ. ISWARA 17 7 10   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

21 
1 MQ. ISWARA 9 3 6   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 0 1 

22 
1 MQ. ISWARA 5 1 4   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

 
12.2.1.3.5  KEL. LEUWINANGGUNG 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URU
T 

NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISI
H 

C1 
PLAN
O 

C1 D1 SELISI
H 

4 
1 MQ. ISWARA 11 1 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 35 35 0   35 35 0 

5 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 12 -10   12 12 0 

6 
1 MQ. ISWARA 6 0 6   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 152 152 0   152 152 0 

7 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 7 0   7 7 0 

13 1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 13 13 0   13 13 0 

15 
1 MQ. ISWARA 9 4 5   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 45 45 0   45 45 0 

29 
1 MQ. ISWARA 10 0 10   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 22 32 -10   32 32 0 

30 
1 MQ. ISWARA 13 3 10   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 16 -10   16 16 0 

32 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

41 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

43 
1 MQ. ISWARA 13 3 10   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 38 48 -10   48 48 0 

49 
1 MQ. ISWARA 11 1 10   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 10 20 -10   20 20 0 

 
KECAMATAN BEJI 
12.2.1.4.1  KEL. KUKUSAN 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

21 
1 MQ. ISWARA 29 9 20   0   0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 29 -20   0   0 

 
12.2.1.4.2  KEL. TANAH BARU 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 
SELISIH 

46 
1 MQ. ISWARA 6 1 5   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 
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KECAMATAN PANCORAN MAS 
12.2.1.5.1  KEL. DEPOK JAYA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

3 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

9 
1 MQ. ISWARA 6 2 4   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

41 
1 MQ. ISWARA 4 1 3     1   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

47 
1 MQ. ISWARA 4 2 2     2   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0     0   

 
12.2.1.5.2  KEL. RANGKAPAN JAYA BARU 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

37 
1 MQ. ISWARA 7 0 7     0   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0     1   

52 
1 MQ. ISWARA 51 1 50   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 52 -50   52 52 0 

 
12.2.1.5.3  KEL. RANGKAPAN JAYA  
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

9 
1 MQ. ISWARA 13 3 10     3   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 10 20 -10     20   

13 
1 MQ. ISWARA 5 3 2   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 9 0   9 9 0 
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29 
1 MQ. ISWARA 23 3 20   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 60 60 0   60 60 0 

18 
1 MQ. ISWARA 21 1 20   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 39 59 -20   59 59 0 

22 
1 MQ. ISWARA 1 1 0   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 20 -20   20 20 0 

31 
1 MQ. ISWARA 25 5 20   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 22 -20   22 22 0 

35 
1 MQ. ISWARA 5 5 0   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 21 -20   21 21 0 

38 
1 MQ. ISWARA 18 8 10   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 32 32 0   32 32 0 

42 
1 MQ. ISWARA 54 14 40   14 14 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 12 12 0   12 12 0 

55 
1 MQ. ISWARA 1 1 0   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 9 -7   9 9 0 

 
12.2.1.5.4  KEL. PANCORAN MAS  
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

1 
1 MQ. ISWARA 35 5 30   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

2 
1 MQ. ISWARA 13 3 10   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

3 
1 MQ. ISWARA 4 1 3   0 1 -1 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

35 
1 MQ. ISWARA 0 0 0   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 3 -2   0 0 0 

50 1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

52 
1 MQ. ISWARA 34 4 30   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

54 
1 MQ. ISWARA 36 6 30   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

58 
1 MQ. ISWARA 21 1 20   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0   2 2 0 

74 
1 MQ. ISWARA 23 3 20   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 11 11 0   11 11 0 

81 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 4 0   4 4 0 

88 
1 MQ. ISWARA 16 6 10   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 12 -5   17 17 0 

90 
1 MQ. ISWARA 18 8 10   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 3 -1   2 2 0 

91 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 18 18 0   18 18 0 

94 
1 MQ. ISWARA 9 4 5   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   2 2 0 

97 
1 MQ. ISWARA 24 4 20   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 14 24 -10   24 24 0 

98 
1 MQ. ISWARA 22 2 20   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 14 24 -10   24 24 0 

99 
1 MQ. ISWARA 15 5 10   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

115 
1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 8 8 0   8 8 0 
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KECAMATAN CILODONG 
12.2.1.6.1  KEL. KALIMULYA  
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

5 
1 MQ. ISWARA 11 1 -10   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 11 10   11 11 0 

6 
1 MQ. ISWARA 15 5 -10   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 11 10   11 11 0 

8 
1 MQ. ISWARA 19 9 10   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 6 0   4 4 0 

22 
1 MQ. ISWARA 22 2 -20   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 22 42 20   42 42 0 

26 
1 MQ. ISWARA 13 3 10         

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 18 18 0         

28 
1 MQ. ISWARA 19 9 10         

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 14 -10         

 
12.2.1.6.2  KEL. KALIBARU 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

6 
1 MQ. ISWARA 2 1 1   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 0 1   2 2 0 

11 
1 MQ. ISWARA 46 6 40   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 2 3   5 5 0 

13 
1 MQ. ISWARA 17 7 10   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

 
KECAMATAN SUKMAJAYA 
12.2.1.7.1  KEL.SUKMAJAYA 
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NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 SELISIH 

2 
1 MQ. ISWARA 6 2 -4   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0   2 2 0 

14 
1 MQ. ISWARA 12 2 -10   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 15 10   15 15 0 

17 
1 MQ. ISWARA 22 12 -10   12 12 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 27 37 10   37 37 0 

21 
1 MQ. ISWARA 11 1 -10   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 13 10   13 13 0 

35 
1 MQ. ISWARA 10 1 -9   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

41 
1 MQ. ISWARA 4 0 -4   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

45 
1 MQ. ISWARA 4 1 -3   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 0 -1   0 0 0 

49 
1 MQ. ISWARA 10 10 0   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 5 4   1 1 0 

 
12.2.1.7.2  KEL. BAKTIJAYA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 

SELISIH 

C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

6 
1 MQ. ISWARA 4 1 3   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0   2 2 0 

59 1 MQ. ISWARA 4 0 4   0 0 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 4 0   4 4 0 

61 
1 MQ. ISWARA 6 1 5   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 6 -5   6 6 0 

78 
1 MQ. ISWARA 23 3 20   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 29 -20   29 29 0 

85 
1 MQ. ISWARA 16 6 10   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 16 -10   16 16 0 

 
12.2.1.7.3  KEL.ABADIJAYA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

20 
1 MQ. ISWARA 26 6 20   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   10 10 0 

23 
1 MQ. ISWARA 47 7 40   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 47 -40   47 47 0 

28 
1 MQ. ISWARA 15 5 10   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 10 10 0   10 10 0 

92 
1 MQ. ISWARA 62 2 60   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 66 -60   66 66 0 

 
KECAMATAN LIMO 
12.2.1.8.1  KEL. ABADIJAYA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 SELISIH 

2 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

3 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 6 0   6 6 0 

5 1 MQ. ISWARA 3 2 1   2 2 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 9 0   9 9 0 

14 
1 MQ. ISWARA 27 7 20   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 25 -20   25 25 0 

 
12.2.1.8.2  KEL.KRUKUT 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

1 
1 MQ. ISWARA 9 8 1   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 29 29 0   29 29 0 

2 
1 MQ. ISWARA 20 6 14   10 10 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 72 82 -10   82 82 0 

4 
1 MQ. ISWARA 14 4 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 19 -10   19 19 0 

5 
1 MQ. ISWARA 18 8 10   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 46 46 0   46 46 0 

6 
1 MQ. ISWARA 17 11 6   11 11 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 21 21 0   21 21 0 

7 
1 MQ. ISWARA 11 9 2   9 9 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 27 27 0   21 21 0 

8 
1 MQ. ISWARA 18 13 5   13 13 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 13 18 -5   18 18 0 

10 
1 MQ. ISWARA 18 8 10   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 91 101 -10   101 101 0 

15 
1 MQ. ISWARA 13 3 10   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 31 31 0   31 31 0 

18 
1 MQ. ISWARA 18 8 10   8 8 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 5 15 -10   15 15 0 

21 
1 MQ. ISWARA 11 1 10   1 1 0 
5 Dra. WENNY 6 6 0   6 6 0 
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HARYANTO, SH 

23 
1 MQ. ISWARA 34 4 30   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 31 -30   31 31 0 

24 
1 MQ. ISWARA 14 4 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 12 -10   12 12 0 

24 
1 MQ. ISWARA 14 1 13   4     

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0   12     

 
 
KECAMATAN BOJONG SARI 
12.2.1.9.1  KEL.SERUA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

17 
1 MQ. ISWARA 4 1 3     1   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0     1   

28 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0   

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0   

  
12.2.1.9.2  KEL. BOJONGSARI 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 
SELISIH 

2 
1 MQ. ISWARA 11 1 10   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 14 24 -10   24 24 0 

20 
1 MQ. ISWARA 41 1 40   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 4 44 -40   44 44 0 

27 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

 
12.2.1.9.3  KEL. BOJONGSARI BARU 
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NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 SELISIH 

14 
1 MQ. ISWARA 6 0 6   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

 
12.2.1.9.4  KEL. CURUG 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

14 
1 MQ. ISWARA 27 17 10   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 17 27 -10   1 1 0 

 
 
 
12.2.1.9.5  KEL. DUREN MEKAR 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

11 
1 MQ. ISWARA 13 3 10   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 13 -10   13 13 0 

14 
1 MQ. ISWARA 26 6 20   9 9 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 8 8 0   5 5 0 

 
KECAMATAN CIMANGGIS 
12.2.1.10.1  KEL. CURUG 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

9 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 2 2 0   2 2 0 

14 
1 MQ. ISWARA 1 0 1   0 1 -1 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

39 1 MQ. ISWARA 2 0 2   0 0 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

42 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

45 
1 MQ. ISWARA 3 0 3   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

 
12.2.1.10.2  KEL. HARJAMUKTI 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

1 
1 MQ. ISWARA 1 0 1   0 0 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

2 
1 MQ. ISWARA 5 3 2   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 3 3 0   3 3 0 

9 
1 MQ. ISWARA 3 2 1   2 2 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

17 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

29 
1 MQ. ISWARA 8 5 3   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

37 
1 MQ. ISWARA 3 1 2   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

 
KECAMATAN SAWANGAN 
12.2.1.10.1  KEL. BEDAHAN 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 SELISIH 

3 
1 MQ. ISWARA 4 1 3   1 1 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 0 0 0   0 0 0 

15 1 MQ. ISWARA 14 4 10   3 3 0 
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5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 6 0   6 6 0 

 
12.2.1.10.2  KEL. SAWANGAN 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

24 
1 MQ. ISWARA 22 2 20   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 24 24 0   1 1 0 

27 
1 MQ. ISWARA 26 6 20   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 9 29 -20   1 1 0 

 
12.2.1.10.3  KEL. PASIR PUTIH 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

8 
1 MQ. ISWARA 33 3 30   3 3 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 37 67 -30   67 67 0 

9 
1 MQ. ISWARA 25 5 20   5 5 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 62 82 -20   82 82 0 

30 
1 MQ. ISWARA 17 7 10   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 7 0   7 7 0 

14 
1 MQ. ISWARA 14 4 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 1 1 0   1 1 0 

15 
1 MQ. ISWARA 14 4 10   4 4 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 6 6 0   6 6 0 

11 
1 MQ. ISWARA 17 7 10   7 7 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 98 98 0   97 97 0 

31 
1 MQ. ISWARA 27 15 12   15 15 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, SH 7 17 -10   17 17 0 

 
12.2.1.10.4  KEL. KADAUNG 
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NO. 
TPS 

NO. 
URUT 

NAMA CALEG 
VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

5 

1 MQ. ISWARA 23 3 20   3 3 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 7 27 -20   27 27 0 

6 

1 MQ. ISWARA 4 2 2   2 2 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 0 0 0   0 0 0 

 
12.2.1.10.5  KEL. CINANGKA 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 
SELISIH 

C1 
PLANO 

C1 D1 SELISIH 

20 

1 MQ. ISWARA 0 0 0   0 0 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 0 1 -1   1 0 1 

25 

1 MQ. ISWARA 5 0 5   0 0 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 0 0 0   0 0 0 

 
12.2.1.10.6  KEL. PENGASINAN 
 

NO. 
TPS 

NO. 
URUT NAMA CALEG 

VERSI PEMOHON VERSI TERMOHON 

C1 D1 SELISIH 
C1 
PLANO C1 D1 SELISIH 

1 

1 MQ. ISWARA 24 14 10   14 14 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 55 65 -10   65 65 0 

3 

1 MQ. ISWARA 12 2 10   2 2 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 19 19 0   19 19 0 

12 
1 MQ. ISWARA 26 6 20   6 6 0 

5 
Dra. WENNY 
HARYANTO, 2 22 -20   22 22 0 
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SH 

19 

1 MQ. ISWARA 23 3 20   3 3 0 

5 

Dra. WENNY 
HARYANTO, 
SH 26 46 -20   46 46 0 

 
3. Bahwa berdasarkan hal di ata faktanya tidak terdapat perbedaan atau selisih 

antara C1 dan D1 sebagaimana di dalilkan Pemohon di 11 Kecamatan di Dapil 

Jawa Barat V tersebut, apalagi ditambahkan kepada suara caleg nomor urut 5 

Dra. Wenny Haryanto, SH  dan rekapitulasi perolehan suara dari C1 ke D1 

terekapitulasi sesuai dengan ketentuan sehingga tidak benar terjadi manipulasi 

suara sebagaimana didalilkan Pemohon; 

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Permohonan 

Pemohon ditolak atau setidaknya-tidak tidak dapat diterima. 

III. PETITUM 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau 

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

 
 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

192 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.JABARVI.1sampai 

dengan bukti T-5. JABARVI.223dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti 

surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut: 

1. T-5.JABARVI.1    MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempal Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014. 

2.  T-5. JABARVI.2   MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik; dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

3.  T-5.JABARVI.3  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik; dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempai Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

4.  T-5. JABARVI.4  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

5. T-5. JABARVI.5   MODEL C-1 DPR Calon Hasil Penghitungan Peralenan 
Suara setiap Partai Politik dan Cabn Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

6.  T-5. JABARVI.6 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

7.  T-5. JABARVI.7 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perseroan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempai Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

8.  T-5. JABARV1.8  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

9.  T-5 JABARVI.9  MODEL C-1 DPR. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

10.  T-5 JABARVI.10  MODEL C-1 DPR. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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11.  T-5. JABARVI 11 MODEL C-1 DPR. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

12. T.5.JABARVI.12 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

13. T.5.JABARVI.13 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

14.  T-5.JABARVI.14 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

15. T-5.JABARVI.15 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

16. T-5.JABARVI.16 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

17. T-5.JABARVI.17 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

18. T-5.JABARVI.18 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

19. T-5.JABARVI.19 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

20. T-5.JABARVI.20 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

21. T-5.JABARVI.21 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

22. T-5.JABARVI.22 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

23. T-5.JABARVI.23 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

24. T-5.JABARVI.24 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

25. T-5.JABARVI.25 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

26. T-5.JABARVI.26 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

27. T-5.JABARVI.27 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

28. T-5.JABARVI.28 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

29. T-5.JABARVI.29 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

30. T-5.JABARVI.30 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

31. T-5.JABARVI.31 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

32. T-5.JABARVI.32 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

33. T-5.JABARVI.33  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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34. T-5.JABARVI.34  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

35. T-5.JABARVI.35  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

36. T-5.JABARVI.36  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

37. T-5.JABARVI.37  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

38. T-5.JABARVI.38  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

39. T-5.JABARVI.39  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

40. T-5.JABARVI.40  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

41. T-5.JABARVI.41  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

42. T-5.JABARVI.42  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

43. T-5.JABARVI.43 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

44. T-5.JABARVI.44 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

45. T-5.JABARVI.45 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

46. T-5.JABARVI.46 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

47. T-5.JABARVI.47 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

48. T-5.JABARVI.48 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

49. T-5.JABARVI.49 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

50. T-5.JABARVI.50 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

51. T-5.JABARVI.51 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

52. T-5.JABARVI.52 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

53. T-5.JABARVI.53  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

54. T-5.JABARVI.54  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

55. T-5.JABARVI.55  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

56. T-5.JABARVI.56  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

197 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

57. T-5.JABARVI.57  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

58. T-5.JABARVI.58  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

59. T-5.JABARVI.59  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

60. T-5.JABARVI.60  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

61. T-5. JABARVI.61  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

62. T-5. JABARVI.62 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

63. T-5. JABARVI.63 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

64. T-5. JABARVI.64 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

65. T-5. JABARVI.65 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

66. T-5 JABARVI.66  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

67. T-5 JABARVI.67 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

68. T-5. JABARVI.68 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

69. T-5. JABARVI.69  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

70. T-5. JABARVI.70  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

71. T-5. JABARVI.71  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

72. T-5. JABARVI.72  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

73. T-5. JABARVI.73  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

74. T-5. JABARVI.74  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

75. T-5. JABARVI.75  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

76. T-5. JABARVI.76  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

77. T-5. JABARVI.77  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

78. T-5. JABARVI.78  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

79. T-5. JABARVI.79  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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80. T-5. JABARVI.80  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

81. T-5. JABARVI.81  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

82. T-5. JABARVI.82  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

83. T-5. JABARVI.83  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

84. T-5. JABARVI.84  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

85. T-5. JABARVI.85  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

86. T-5. JABARVI.86  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

87. T-5. JABARVI.87  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

88. T-5. JABARVI.88  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

89. T-5. JABARVI.89  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

90. T-5. JABARVI.90  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

91. T-5. JABARVI.91  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

92. T-5. JABARVI.92  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

93. T-5. JABARVI.93  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

94. T-5. JABARVI.94  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

95. T-5. JABARVI.95  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

96. T-5. JABARVI.96  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

97. T-5. JABARVI.97  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

98. T-5. JABARVI.98  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

99. T-5. JABARVI.99  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

100. T-5. JABARVI.100 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

101. T-5. JABARVI.101  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

102. T-5. JABARVI.102  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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103. T-5. JABARVI.103  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

104. T-5. JABARVI.104  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

105. T-5. JABARVI.105  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

106. T-5. JABARVI.106  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

107. T-5. JABARVI.107  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

108. T-5. JABARVI.108  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

109. T-5. JABARVI.109  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

110. T-5. JABARVI.110  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

111. T-5. JABARVI.111  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

112. T-5. JABARVI.112  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

113. T-5. JABARVI.113 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

114. T-5. JABARVI.114  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

115. T-5. JABARVI.115  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

116. T-5. JABARVI.116  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

117. T-5. JABARVI.117  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

118. T-5. JABARVI.118  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

119. T-5. JABARVI.119  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

120. T-5. JABARVI.120  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

121. T-5. JABARVI.121  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

122.  T-5. JABARVI.122  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

123. T-5. JABARVI.123  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

124. T-5. JABARVI.124  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

125. T-5. JABARVI.125  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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126. T-5. JABARVI.126  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

127. T-5. JABARVI.127  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

128. T-5. JABARVI.128  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

129. T-5. JABARVI.129  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

130. T-5. JABARVI.130  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

131. T-5. JABARVI.131  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

132. T-5. JABARVI.132  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

133. T-5. JABARVI.133  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

134. T-5. JABARVI.134 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

135. T-5. JABARVI.135  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

136. T-5. JABARVI.136  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

137. T-5. JABARVI.137  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

138. T-5. JABARVI.138 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

139. T-5. JABARVI.139  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

140. T-5. JABARVI.140 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

141. T-5. JABARVI.141  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

142. T-5. JABARVI.142  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

143. T-5. JABARVI.143  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

144. T-5. JABARVI.144  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

145. T-5. JABARVI.145  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

146. T-5. JABARVI.146  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

147. T-5. JABARVI.147  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

148. T-5. JABARVI.148 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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149. T-5. JABARVI.149  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

150. T-5. JABARVI.150  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

151. T-5. JABARVI.151 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

152. T-5. JABARVI.152 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

153. T-5. JABARVI.153  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

154. T-5. JABARVI.154 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

155. T-5. JABARVI.155 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

156. T-5. JABARVI.156  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

157. T-5. JABARVI.157  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

158. T-5. JABARVI.158  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

159. T-5. JABARVI.159  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

160. T-5. JABARVI.160  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

161. T-5. JABARVI.161  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

162. T-5. JABARVI.162  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

163. T-5. JABARVI.163  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

164. T-5. JABARVI.164  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

165. T-5. JABARVI.165  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

166. T-5. JABARVI.166  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

167. T-5. JABARVI.167 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

168. T-5. JABARVI.168  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

169. T-5. JABARVI.169  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

170. T-5. JABARVI.170  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

171. T-5. JABARVI.171  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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172. T-5. JABARVI.172  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

173. T-5. JABARVI.173  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

174. T-5. JABARVI.174  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

175. T-5. JABARVI.175  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

176. T-5. JABARVI.176  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

177. T-5. JABARVI.177  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

178. T-5. JABARVI.178  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

179. T-5. JABARVI.179  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

180. T-5. JABARVI.180  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

181. T-5. JABARVI.181  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

182. T-5. JABARVI.182  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

183. T-5. JABARVI.183  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

184. T-5. JABARVI.184  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

185. T-5. JABARVI.185  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

186. T-5. JABARVI.186  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

187. T-5. JABARVI.187  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

188. T-5. JABARVI.188  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

189. T-5. JABARVI.189  MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

190. T-5. JABARVI.190 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

191. T-5. JABARVI.191 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

192. T-5. JABARVI.192 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

193. T-5. JABARVI.193 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

194. T-5. JABARVI.194 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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195. T-5. JABARVI.195 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

196. T-5. JABARVI.196 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

197. T-5. JABARVI.197 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

198. T-5. JABARVI.198 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

199. T-5. JABARVI.199 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

200. T-5. JABARVI.200 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

201. T-5. JABARVI.201 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

202. T-5. JABARVI.202 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

203. T-5. JABARVI.203 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

204. T-5. JABARVI.204 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

205. T-5. JABARVI.205 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

206. T-5. JABARVI.206 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

207. T-5. JABARVI.207 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

208. T-5. JABARVI.208 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

209. T-5. JABARVI.209 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

210. T-5. JABARVI.210 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

211. T-5. JABARVI.211 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

212. T-5. JABARVI.212 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

213. T-5. JABARVI.213 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

214. T-5. JABARVI.214 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

215. T-5. JABARVI.215 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

216. T-5. JABARVI.216 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

217. T-5. JABARVI.217 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 
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218. T-5. JABARVI.218 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

219. T-5. JABARVI.219 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

220. T-5. JABARVI.220 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

221. T-5. JABARVI.221 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

222. T-5. JABARVI.222 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

223. T-5. JABARVI.223 MODEL D-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

[2.20] DAPIL JAWA BARAT XI 

 
1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon (i.c. Adrian Kusnadi) keberatan terhadap sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, Kelurahan, Kecamatan, di 

Tingkat Kota sebagaimana didalilkan Pemohon; 

2. Bahwa namun setelah dilaksanakan kembali pemeriksaan atas C1 Plano, C1,D1 

sebagaimana didalilkan Pemohon adanya 2 form C1 yang berbeda di 

tandatangani oleh saksi, hilangnya suara partai pada D1, perpindahan suara antar 

Caleg, Penghilangan suara di Form D1, Penggelembungan suara caleg dengan 

mengurangi suara partai dan suara caleg lain, total penjumlahan suara partai dan 

suara caleg tidak sesuai dengan C1 sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon 

yang  mengakibatkan Caleg nomor 10 kehilangan suara. Dalil Pemohon tersebut 

adalah TIDAK BENAR; 
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ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG 
DIAJUKAN OLEH PEMOHON ANDRIAN KUSNADI DI PROVINSI JAWA 
BARATUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 
XI ( KABUPATEN GARUT) 

KECAMATAN TAROGONG KIDUL 

 
Dapil  : 5 
Desa  : Pataruman 
TPS  : 4 
 

NAMA PARTAI/CALEG  C1 D1 
Termohon Pemohon Termohon Pemohon 

PARTAI GOLKAR 16 16 16 16 
H. Ferdiansyah, SE, MM 4 4 4 4 
H. Ahmad ZackySiradj 5 5 5 5 
Hj. EuisSitiJulaeha, S.IP 7 7 7 7 
H. FakhriSudjana, SH 5 5 5 5 
Anton Rinaldi 1 1 1 1 
Hj. NunungKurniasih, SE 0 0 0 0 
Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 1 1 1 1 
H. RahmatSulaeman, S.Sos 0 0 0 0 
Adrian Kusnadi 5 10 5 5 

KECAMATAN SELAWI 
Dapil  : 4 
Desa  : Cirapuhan 
TPS  : 12 
 

NAMA PARTAI/CALEG  C1 D1 
Termohon Pemohon Termohon Pemohon 

PARTAI GOLKAR 16 8 16 16 
H. Ferdiansyah, SE, MM 4 0 4 4 
H. Ahmad ZackySiradj 1 5 1 1 
Hj. EuisSitiJulaeha, S.IP 2 0 2 2 
H. FakhriSudjana, SH 0 0 0 0 
Anton Rinaldi 1 1 1 1 
Hj. NunungKurniasih, SE 1 0 1 1 
Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 1 5 1 1 
H. RahmatSulaeman, S.Sos 0 1 0 0 
VirgianiRahayuSaraswati 0 0 0 0 
Adrian Kusnadi 2 36 2 2 
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KECAMATAN CISURUPAN 
Dapil  : 2 
Desa  : Balewangi 
TPS  : 2 
 

NAMA PARTAI/CALEG  C1 D1 
Termohon Pemohon Termohon Pemohon 

PARTAI GOLKAR 23 23 23 23 
H. Ferdiansyah, SE, MM 1 1 1 1 
H. Ahmad ZackySiradj 1 1 1 1 
Hj. EuisSitiJulaeha, S.IP 0 0 0 0 
H. FakhriSudjana, SH 43 3 43 43 
Anton Rinaldi 0 0 0 0 
Hj. NunungKurniasih, SE 0 0 0 0 
Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 0 0 0 0 
H. RahmatSulaeman, S.Sos 0 0 0 0 
VirgianiRahayuSaraswati 0 0 0 0 
Adrian Kusnadi 0 0 0 0 

KECAMATAN KARANGPAWITAN 
Dapil  : 1 
Desa  : Sucikaler 
TPS  : 3 
 
 

NAMA PARTAI/CALEG C1 D1 
Termohon Pemohon Termohon Pemohon 

PARTAI GOLKAR 14 14 14 14 
H. Ferdiansyah, SE, MM 1 1 1 1 
H. Ahmad ZackySiradj 2 2 2 2 
Hj. EuisSitiJulaeha, S.IP 0 0 0 0 
H. FakhriSudjana, SH 10 10 10 10 
Anton Rinaldi 6 6 6 6 
Hj. NunungKurniasih, SE 0 0 0 0 
Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 3 3 3 3 
H. RahmatSulaeman, S.Sos 0 0 0 0 
VirgianiRahayuSaraswati 0 0 0 0 
Adrian Kusnadi 37 37 37 0 

KECAMATAN GARUT KOTA 
Dapil  : 1 
Desa  : Cimuncang 
TPS  : 6 
 

NAMA PARTAI/CALEG  C1 D1 
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Termohon Pemohon Termohon Pemohon 
PARTAI GOLKAR 3 8 3 0 
H. Ferdiansyah, SE, MM 3 0 3 3 
H. Ahmad ZackySiradj 1 8 1 1 
Hj. EuisSitiJulaeha, S.IP 1 2 1 1 
H. FakhriSudjana, SH 2 1 2 2 
Anton Rinaldi 0 0 0 0 
Hj. NunungKurniasih, SE 0 0 0 0 
Drs. B. Buddy Asmara, SE, MM 0 0 0 0 
H. RahmatSulaeman, S.Sos 5 0 5 5 
VirgianiRahayuSaraswati 0 1 0 0 
Adrian Kusnadi 0 6 0 0 

 
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Permohonan 

Pemohon ditolak atau setidaknya-tidak tidak dapat diterima. 
PETITUM 

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

- Atau ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5. JABARXI.224sampai 

dengan bukti T-5. JABARXI.238dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti 

surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut: 
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1. T-5. JABARXI.224 MODEL C-1 DPR Plano Catatan Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

2. T-5. JABARXI.225 MODEL C-1 DPR Plano Catatan Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

3. T-5. JABARXI.226 MODEL C-1 DPR Plano Catatan Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

4. T-5. JABARXI.227 MODEL C-1 DPR Plano Catatan Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

5. T-5. JABARXI.228 MODEL C-1 DPR Plano Catatan Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

6. T-5. JABARXI.229 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

7. T-5. JABARXI.230 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

8. T-5. JABARXI.231 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

9. T-5. JABARXI.232 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

10. T-5. JABARXI.233 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

11. T-5. JABARXI.234 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

12. T-5. JABARXI.235 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

13. T-5. JABARXI.236 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

14. T-5. JABARXI.237 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

15. T-5. JABARXI.238 MODEL C-1 DPR Catatan Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

[2.22] PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON 

ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK DAPIL 1 POLTAK HUTAGAOL 

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi di 

tingkat kelurahan, kecamatan, kota sangat bertentangan dengan fakta yang ada 

dan merupakan data yang tidak valid kebenarannya sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai hasil rekapitulasi perolehan suara terhadap calon legislatif di 

kota Depok Dapil Depok 1 sehingga harus dilakukan penghitungan ulang terhadap 

3 kelurahan; 

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG 
DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 
DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 1 ( KOTA DEPOK) 

No
. 

Nama 
Partai 

D-1 DPRD Kab/Kota DA-1 DPRD Kab/Kota Validasi DB-1 DPRD 
Kab/Kota   

Curug Tugu 
Pasir 

Gunung 
Selatan 

Curug Tugu 

Pasir 
Gunun

g 
Selata

n 

Curug Tugu 

Pasir 
Gunun

g 
Selatan 

Selisi
h 

1 
Partai 
NasDem 

         
170  

         
879  

         
231  

         
170  

         
879  

         
231  

         
170  

         
879  

         
231  0  

2 PKB 
         
242  

         
850  

         
239  

         
242  

         
850  

         
239  

         
242  

         
850  

         
239  0  

3 PKS 
     
1.040  

     
7.285  

     
2.433  

     
1.040  

     
7.285  

     
2.433  

     
1.040  

     
7.285  

     
2.433  0  

4 PDIP                                              0  
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2.160  9.929  2.690  2.160  9.929  2.690  2.160  9.929  2.690  

5 
Partai 
Golkar 

         
503  

     
3.296  

         
624  

         
503  

     
3.296  

         
624  

         
503  

     
3.296  

         
624  0  

6 
Partai 
Gerindra 

     
2.505  

     
8.298  

     
2.416  

     
2.505  

     
8.298  

     
2.416  

     
2.505  

     
8.298  

     
2.416  0  

7 
Partai 
Demokrat 

         
815  

     
2.049  

     
2.207  

         
815  

     
2.049  

     
2.207  

         
815  

     
2.049  

     
2.207  0  

8 PAN 
     
1.325  

     
2.107  

         
442  

     
1.325  

     
2.107  

         
442  

     
1.325  

     
2.107  

         
442  0  

9 PPP 
         
807  

     
3.391  

         
277  

         
807  

     
3.391  

         
277  

         
807  

     
3.391  

         
277  0  

10 
Partai 
Hanura 

         
954  

     
1.561  

         
438  

         
954  

     
1.561  

         
438  

         
954  

     
1.561  

         
438  0  

14 PBB 
         
370  

         
388  

           
79  

         
370  

         
388  

           
79  

         
370  

         
388  

           
79  0  

15 PKPI 
           
22  

         
140  

           
29  

           
22  

         
140  

           
29  

           
22  

         
140  

           
29  0  

Jumlah Suara 
Sah yang 
benar (setelah 
diperbaiki) 

   
10.91
3  

   
40.17
3  

   
12.105  

   
10.91
3  

   
40.17
3  

   
12.105  

   
10.913  

   
40.17
3  

   
12.105  0  

Jumlah Suara 
Sah tertulis 
sebelumnya 
(sebelum 
diperbaiki) 

   
10.89
9  

   
40.17
3  

   
11.814  

   
10.65
9  

   
38.81
2  

   
12.007  

 
10.918
*  

   
40.17
3  

   
12.105    

Jumlah Suara 
Tidak Sah 
(setelah 
diperbaiki) 

         
526  

     
1.228  

         
453  

         
526  

     
1.228  

         
453  

         
526  

     
1.228  

         
453  

0  

Jumlah Suara 
Sah dan Tidak 
Sah (setelah 
diperbaiki) 

   
11.43
9  

   
41.40
1  

   
12.558  

   
11.43
9  

   
41.40
1  

   
12.558  

   
11.439  

   
41.40
1  

   
12.558  

0  
 
2. Bahwa  dari tabel diatas diketahui di Kelurahan Curug tidak terdapat 

berkurangnya suara tidak sah sebagaimana didalilkan Pemohon sebanyak 261 

suara, di Kelurahan Pasir Gunung Selatan sebanyak 3 suara dan di Kelurahan 

Tugu sebanyak 1233 terlebih hal tersebut di hubungkan dengan bertambahnya 

jumlah suara sah yang menyebabkan kerugian hilangnya 1 kursi bagi partai 

Golkar di Dapil tersebut; 
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3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Permohonan 

Pemohon ditolak atau setidaknya-tidak tidak dapat diterima. 
PETITUM 

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KOTA-DEPOK1.270 

sampai dengan bukti T-5.KOTA-DEPOK1.277dan tidak mengajukan saksi/ahli. 

Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut: 

1. T-5.KOTA-DEPOK1.270  Berita Acara Perbaikan Data Pemilih 
2. T-5.KOTA-DEPOK1.271  Model    D1    DPRD    KAB/KOTA    Sertifikasi 

Rekapitulasi  Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

3. T-5.KOTA-DEPOK1.272  Model    D1    DPRD    KAB/KOTA    Sertifikasi 
Rekapitulasi  Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

4. T-5.KOTA-DEPOK1.273  Berita Acara Perbaikan Data Pemilih 
5. T-5.KOTA-DEPOK1.274  Berita Acara Kronologi Perubahan Formulir Model DB 

1 Kota Depok 
6. T-5.KOTA-DEPOK1.275  Berita Acara Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi 

Bawaslu Provinsi Jawa Barat 
7. T-5.KOTA-DEPOK1.276  Berita Acara Perbaikan Daftar Pemilih 
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8. T-5.KOTA-DEPOK1.277  SK KPU Kota Depok Nbmor :13/Kpts/KPU Kota-011 
329161/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan 
KPU Kota Depok Nomor : 12/Kpts/KPU Kota-
011.329181/2014 lenlang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perubahan Suara Partai Poiilik 
Peserta Pemilu dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Depok dalam Pemilu 2014 

[2.24] PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON 

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI DAPIL 2 WANDI 

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi manipulasi 

yang menyebabkan perolehan suara-suara antara calon anggota DPRD dari 

Partai Golkar di Dapil 2 (dua) Kota Bekasi sehingga menyebabkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara perolehan suara dalam Formulir C1 dengan 

perolehan suara dalam Formulir D1.  Berdasarkan bukti tidak terjadi perbedaan 

perolehan suara dalam Formulir Model C1 (berhologram) dengan perolehan 

suara Formulir Model D1; 

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 2 ( KOTA BEKASI) 

Tabel 1 
 

NO 
NAMA PARTAI DAN CALON 

ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 

KELURAHAN SUMUR BATU 
TPS 14 TPS 15 TPS 20 

C1 D1 C1 D1 C1 D1 

5 PARTAI GOLKAR 14 14 9 9 4 4 
1 M. YUSUF NASIH. S.Sos 3 3 11 11 2 2 
2 R. SUCIATI YAKUM 4 4 23 23 6 6 
3 RANTISAN 0 0 0 0 0 0 
4 MASIM NAZARUDIN 0 0 2 2 0 0 
5 RUSDI 1 1 3 3 0 0 
6 URI HURYATI, SE 0 0 0 0 0 0 
7 DEDI SIMANJUNTAK 2 2 1 1 0 0 
8 KOMARUDIN 93 93 56 56 2 2 
9 MUTIARA RIZKA AHMAD 0 0 0 0 0 0 

10 WANDI 1 1 2 2 1 1 
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2. Bahwa pada Proses Rekapitulasi di PPS Sumur Batu pada TPS 14,15 dan 

20 tersebut tidak ada perbedaan data antara data yang dibacakan oleh 

KPPS 14,15 dan 20 dengan data yang dimiliki saksi-saksi Partai yang hadir 

maupun Panwaslu Lapangan Sumur Batu. Perolehan suara dalam Formulir 

C1 dan Formulir D1 yang dimiliki termohon sama dengan Perolehan suara 

dalam Formulir C1 saksi-saksi dan Panwas lapangan; 
Tabel 2 

 
NO NAMA PARTAI DAN 

CALON ANGGOTA 
DPRD 

KABUPATEN/KOTA 

NAMA KELURAHAN 
BJ. RAWA 

LUMBU 
BJ. 

MENTENG 
SEPANJANG 

JAYA 
PENGASINAN 

C1 D1 C1 D1 C1 D1 C1 D1 
5 PARTAI GOLKAR 1069 1009 845 845 491 497 786 750 

1 
M. YUSUF NASIH. 
S.Sos 215 217 158 153 81 85 779 781 

2 R. SUCIATI YAKUM 142 143 102 98 70 69 47 46 
3 RANTISAN 61 66 713 711 683 704 97 94 
4 MASIM NAZARUDIN 22 26 36 27 13 10 30 23 
5 RUSDI 333 334 821 818 904 909 412 411 
6 URI HURYATI, SE 3156 3204 213 216 106 120 424 444 

7 
DEDI 
SIMANJUNTAK 137 134 95 96 67 50 80 85 

8 KOMARUDIN 88 87 102 100 10 9 39 28 

9 
MUTIARA 
RIZKAAHMAD 256 261 229 221 60 52 151 153 

10 WANDI 25 20 36 35 11 10 14 12 
 

3. Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 perolehan suara dalam Formulir C1 

dengan perolehan suara dalam Formulir D1 tidak terdapat perbedaan dan 

tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi calon anggota DPRD dari Partai 

Golkar di Dapil 2 (dua) Kota Bekasi dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh 

Termohon; 

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir D1 lebih 

lanjut dituangkan dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan suara 

calon anggota DPRD dari Partai GolkarDapil 2(dua) Kota Bekasi pada 

Formulir Model DA-1 dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 

3 berikut : 
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Tabel 3 
 

NO 
NAMA PARTAI DAN CALON 

ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 

NAMA KECAMATAN 
RAWA 
LUMBU 

BANTAR 
GEBANG 

MUSTIKA 
JAYA 

JUMLAH 
AKHIR 

5 PARTAI GOLKAR 3075 2184 2733 7992 
1 M. YUSUF NASIH. S.Sos 1236 1051 1751 4038 
2 R. SUCIATI YAKUM 356 3287 455 4098 
3 RANTISAN 1575 47 297 1919 
4 MASIM NAZARUDIN 86 78 1700 1864 
5 RUSDI 2472 782 509 3763 
6 URI HURYATI, SE 3984 41 420 4445 
7 DEDI SIMANJUNTAK 365 212 1182 1759 
8 KOMARUDIN 224 3677 1382 5283 
9 MUTIARA RIZKA AHMAD 687 34 360 1081 

10 WANDI 77 3812 322 4211 
 

5. Bahwa berdasarkan rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon 

anggota DPRD pada Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana 

tabel 3, perolehan suara Partai Golkar dan perolehan suara calon anggota 

DPRD Kota Dapil 2(dua) Kota Bekasi nomor urut 1 s/d nomor urut 10 sama 

dengan perolehan suara Partai Politik dan suara calon anggota DPRD pada 

Formulir C1; 

6. Bahwa terhadap tuduhan modus manipulasi suara Partai menjadi suara calon 

anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 2(dua) Kota Bekasi dengan 

serangkaian pelanggaran-pelanggarannya adalah tuduhan yang tidak berdasar 

dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang benar; 

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya 

Permohonan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 
PETITUM 

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 
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DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya 

(ex aequo et bono). 

[2.25] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KOTA-

BEKASI2.278sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI2.346dan tidak mengajukan 

saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai 

berikut: 

1. T-5.KOTA-BEKASI2.278  Model DB-1 DPRD Kota Bekasi beserta Lampiran 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilu Anggota 
DPRD Kota di tingkat Kota obh KPU Kota 

2. T-5.KOTA-BEKASI2.279  Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Kecamatan 
Rawa Lumbu Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kecamatan oleh PPK 

3. T-5.KOTA-BEKASI2.280  Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Kecamatan 
Bantar Gebang Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan 
dalam Pemilu Anggola DPRD Kola di Tingkat 
kecamalan oleh PPK 

4. T-5.KOTA-BEKASI2.281  Model D-1  DPRD Kota  Kelurahan Sepanjang Jaya  
Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Seiiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

5. T-5.KOTA-BEKASI2.282  Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Pengasinan 
Kecamalan Rawa Lumbu Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
Kelurahan oleh PPS 
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6. T-5.KOTA-BEKASI2.283  Model D-1  DPRD Kota  Kelurahan Bojong Menteng 
Kecamaian Rawa Lumbu Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat Kelurahan oleh 
PPS 

7. T-5.KOTA-BEKASI2.284  Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Bojong Rawa 
Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
Dari Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di 
Tingkat kelurahan oleh PPS 

8. T-5.KOTA-BEKASI2.285  Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Sumur Batu 
Kecamatan Bantar Gebang Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari  Setiap 
TPS  dalam  Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
kelurahan oleh PPS 

9. T-5.KOTA-BEKASI2.286 Model C1 dan lampirannya TPS 2 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota 

10. T-5.KOTA-BEKASI2.287 Model C1 dan lampirannya TPS 3 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota. 

11. T-5.KOTA.BEKASI2.288  Model C1 dan lampirannya TPS 4 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

12. T-5.KOTA-BEKASI2.289  Model C1 dan lampirannya TPS 5 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

13.  T-5.KOTA-BEKASI2.290  Model C1 dan lampirannya TPS 9 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

14. T-5.KOTA-BEKAS12.291  Model C1 dan lampirannya TPS 10 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

15. T-5.KOTA-BEKASI2.292  Model C1 dan lampirannya TPS 12 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
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TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

16. T-5.KOTA-BEKASI2.293 Model C1 dan lampirannya TPS 13 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

17. T.5.KOTA-BEKASI2.294  Model C1 dan lampirannya TPS 18 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

18. T-5.KOTA-BEKASI2.295  Model C1 dan lampirannya TPS 31 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

19. T-5.KOTA-BEKASI2.296 Model C1 dan lampirannya TPS 37 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota  

20. T-5.KOTA-BEKASI2.297 Model C1 dan lampirannya TPS 47 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota  

21. T-5.KOTA-BEKASI2.298 Model C1 dan lampirannya TPS 53 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

22. T-5.KOTA-BEKASI2.299  Model C1 dan lampirannya TPS 70 Kelurahan 
Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

23. T-5.KOTA-BEKASI2.300 Mode! C1 dan lampirannya TPS 6 Kelurahan 
Pengasinan Kecamalan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggcta DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

24. T-5.KOTA-BEKASI2.301 Model C1 dan lampirannya TPS 9 Kelurahan 
Pengasinan Kecamalan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggcta DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 
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25. T-5.KOTA-BEKASI2.302  Model C1 dan lampirannya TPS 12 Kelurahan 

Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggcta DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

26. T.5.KOTA-BEKASI2.303  Model C1 dan lampirannya TPS 26 Kelurahan 
Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggcta DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

27. T-5.KOTA-BEKASI2.304  Model C1  dan  lampirannya TPS 68  Kelurahan 
Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

28. T-5.KOTA-BEKASI2.305  Model C1 dan lampirannya TPS 70 Kelurahan 
Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

29. T-5.KOTA-BEKASI2.306  Model C1 dan lampirannya TPS 71 Kelurahan 
Pengasinan Kecamaian Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

30.  T-5.KOTA-BEKASI2.307  Model C1 dan lampirannya TPS 76 Kelurahan 
Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghiiungan Perdehan Susra di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Piovinsi 
dan DPRD Kota. 

31. T-5.KOTA-BEKASI2.308  Model C1 dan lampirannya TPS 100 Kelurahan 
Pengasinan Kecamalan Rawa Lumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota. 

32. T-5.KOTA-BEKASI2.309  Model C1 dan lampirannya TPS 13 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

33. T-5.KOTABEKASI2.310 Model C1 dan lampirannya TPS 15 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 
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34. T-5.KOTA-BEKASI2.311  Model C1 dan lampirannya TPS 20 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghiiungan Perubahan Suara d TPS dalam 
Pemilu Anggda DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR          
Kota 

35. T-5.KOTA-BEKASI2.312 Model C1 dan lampirannya TPS 23 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

36. T-5KOTA-BEKASI2.313 Model C1 dan lampirannya TPS 31 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalurnbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

37. T.5.KOTA-BEKASI2.314 Model C1 dan lampirannya TPS 32 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitiungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

38. T-5.KOTA-BEKASI2.315  Model C1 dan lampirannya TPS 48 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitiungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

39. T-5.KOTA-BEKASI2.316  Model C1 dan lampirannya TPS 50 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitiungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

40. T-5.KOTA-BEKASI2.317  Model C1 dan lampirannya TPS 53 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

41. T-5.KOTA-BEKASI2.318  Model C1 dan lampirannya TPS 56 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

42. T-5.KOTA-BEKASI2.319  Model C1 dan lampirannya TPS 60 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

43. T-5.KOTA-BEKASI2.320  Model C1 dan lampirannya TPS 85 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
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Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

44. T-5.KOTA-BEKASI2.321  Mode! C1 dan lampirannya TPS 16 Kelurahan Bojong 
Menteng Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

45. T-5.KOTA-BEKASI2.322  Model C1 dan lampirannya TPS 17 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

46. T-5.KOTABEKASI2.323  Model C1 dan lampirannya TPS 32 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

47. T-5.KOTA-BEKASI2.324  Model C1 dan lampirannya TPS 34 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamalan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggoia DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DFRD Kota 

48. T-5.KOTA-BEKAS12.325  Model C1 dan lampirannya TPS 37 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamalan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD. DFRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

49. T-5.KOTA-BEKASI2.326  Model C1 dan lampirannya TPS 39 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

50. T-5.KOTA-BEKASI2.327  Model C1 dan lampirannya TPS 55 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

51. T.5.KOTA-BEKASI2.328  Model C1 dan lampirannya TPS 57 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

52. T-5.KOTA-BEKASI2.329  Model C1 dan lampirannya TPS 59 Kelurahan Bnjong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
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dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

53. T-5.KOTA-BEKAS12.330  Model C1 dan lampirannya TPS 85 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

54. T-5.KOTA-BEKASI2.331  Model C1 dan lampirannya TPS 87 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

55. T.5.KOTA-BEKASI2.332  Model C1 dan lampirannya TPS 90 Kelurahan Bojong 
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

56. T-5.KOTA-BEKASI2.333  Model C1 dan lampirannya TPS 105   Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

57. T-5.KOTA-BEKASi2.334  Modal C1 dan lampirannya TPS 111 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

58. T.5. KOTA-BEKASi2.335  Model C1 dan   lampirannya  TPS 114   Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

59. T-5.KOTA-BEKASI2.336  Model C1 dan   lampirannya  TPS 116 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

60. T.5.KOTA-BEKASI2.337 Model C1 dan   lampirannya  TPS 121 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

61. T-5.KOTA-BEKASI2.338  Model C1 dan   lampirannya  TPS 123 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 
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62. T-5.KOTA-BEKASI2.339 Model C1 dan lampirannya TPS 125 Kelurahan 

Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

63. T-5.KOTA-BEKASI2.340 Model C1 dan lampirannya TPS 133 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

64. T-5.KOTA-BEKASI2.341  Model C1 dan lampirannya TPS 135 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

65. T-5.KOTA-BEKASi2 342  Model   C1 dan lampirannya TPS    139    Kelurahan    
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

66. T-5.K0TA-BEKASI2.343 Model C1 dan lampirannya TPS 140 Kelurahan 
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota.  

67. T-5.KOTA-BEKASI2.344  Model C1 dan lampirannya TPS 14 Kelurahan Sumur 
Batu Kecamatan Bantar Gebang Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. OPD, C^RD Provinsi can DFRD 
Kota 

68. T-5.KOTA-BEKASI2.345 Mode! C1 dan lampirannya TPS 15 Kelurahan Sumur 
Batu Kecamatan Bantar Gebang Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. OPD, C^RD Provinsi can DFRD 
Kota 

69. T-5.KOTA-BEKASI2.346 Model C1  dan lampirannya    TPS 20  Kelurahan 
Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR. OPD, C^RD 
Provinsi can DFRD Kota 

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 
DPRD KOTA BEKASI DAPIL  3 H. BUDI SUSETYO, SE, MBA 
1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan 

yang menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dalam proses 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

230 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

penghitungan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar Dapil 

3 (tiga) sehingga Pemohon kehilangan haknya untuk ditetapkan sebagai calon 

anggota DPRD; 

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan suara secara benar 

sesuai dengan prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Perolehan 

Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kota Bekasi dengan dihadiri oleh 

saksi-saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu disetiap tingkatan; 

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon telah 

melakukan kesalahan dalam melakukan input data pada saat  Rekapitulasi di 

PPS (Model C1 ke dalam Model D1) untuk daerah pemilihan Kota Bekasi 

3(tiga) di beberapa TPS di Kecamatan Bekasi Selatan dan di Kecamatan Jati 

Asih, hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini terbukti dengan 

tidak adanya perbedaan data antara rincian perolehan suara Partai Politik dan 

suara calon anggota DPRD Kota Bekasi dalam Formulir Model C1, Model D1, 

Model DA-1  dan Formulir Model DB-1 sebagai berikut; 

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 3 ( KOTA BEKASI) 

Tabel 1 
 

NO 
NAMA PARTAI DAN CALON 

ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 

MODEL 
C-1 MODEL  D1 SELISIH 

5 PARTAI GOLKAR 6658 6658 0 
1 H. HERI BUDISUSETYO, SE.MBA 4265 4265 0 
2 SAFEI, S.AP 3542 3542 0 
3 SITI HALIMAH 1448 1448 0 
4 SOLECHA 7054 7054 0 
5 KARYA AHMAD 3013 3013 0 
6 RAHMAWATI, S.FARM APT 4326 4326 0 
7 SUBUR SUGIARTO 2811 2811 0 
8 HJ. IIS ROSIDAH 595 595 0 

TOTAL SUARA 33712 33712 0 
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Tabel 2 

 

NO 
NAMA PARTAI DAN CALON 

ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 

MODEL D1  
MODEL    

DA-1  SELISIH 

5 PARTAI GOLKAR 6658 6658 0 
1 H. HERI BUDISUSETYO, SE.MBA 4265 4265 0 
2 SAFEI, S.AP 3542 3542 0 
3 SITI HALIMAH 1448 1448 0 
4 SOLECHA 7054 7054 0 
5 KARYA AHMAD 3013 3013 0 
6 RAHMAWATI, S.FARM APT 4326 4326 0 
7 SUBUR SUGIARTO 2811 2811 0 
8 HJ. IIS ROSIDAH 595 595 0 

TOTAL SUARA 33712 33712 0 
 

Tabel 3 
 

NO 
NAMA PARTAI DAN CALON 

ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA 

MODEL 
DA-1  

MODEL    
DB-1  SELISIH 

5 PARTAI GOLKAR  6658  6658  0 
1 H. HERI BUDISUSETYO, SE.MBA 4265 4265 0 
2 SAFEI, S.AP 3542 3542 0 
3 SITI HALIMAH 1448 1448 0 
4 SOLECHA 7054 7054 0 
5 KARYA AHMAD 3013 3013 0 
6 RAHMAWATI, S.FARM APT 4326 4326 0 
7 SUBUR SUGIARTO 2811 2811 0 
8 HJ. IIS ROSIDAH 595 595 0 

TOTAL SUARA 33712 33712 0 
 

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya 

Permohonan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

III. PETITUM 
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Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau 

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.26] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KOTA-

BEKASI3.347sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI3.364dan tidak mengajukan 

saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai 

berikut: 

1. T-5.KOTA-BEKASI3.347 Model DB-1 DPRD Kota Bekasi beserta Lampirannya 
Sertifikat Rekapitulasi   Hasil   Penghitungan 
Perolehan   Suara   Dari   Setiap Kecamatan dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat Kota oleh KPU 
Kota 

2. T.5.KOTA-BEKASI3.348 Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Kecamatan 
Bekasi Selatan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dan Se-iap Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
kecamatan oleh PPK 

3. T-5.KOTA-BEKASI3.349 Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Kecamatan 
Jati Asih Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kota di tingkat kecamaian oleh PPK 
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4. T-5.KOTA-BEKASI3.350 Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Kayuringin Jaya 
Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

5. T-5.KOTA-BEKASI3.351 Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Jakasetia 
Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

6. T.5.KOTA-BEKASI3 352 Mode! D-1 DPRD Kota Kelurahan Jaka Mulia 
Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

7. T.5.KOTA-BEKASI3.353  Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Pekayon Jaya 
Kecamalan Bekasi Selatan  Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

8. T-5.K0TA-BEKASI.3.354  Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Jati Rasa 
Kecamatan Jatiasih Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dan Setiap TPS 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat 
kelurahan oleh PPS 

9. T.5.KOTA-BEKA5I3.355 Mode! C1 dan lampirannya TPS 55 Kelurahan 
Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan 
SUKRI PURWADI HS (Keua KPPS 55 Kel. Kayuringin 
Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi) 

10. T-5.KOTA-BEKASI3.356 Model C1 dan lampirannya TFS 64 Kelurahan 
Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

11. T-5.KOTA.BEKASI3.357 Model C1 dan lampirannya TPS 85 Kelurahan 
Kayuringin Jaya Kecamaian Bekasi Selatan Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota 

12. T-5.KOTA-BEKASI3.358 Model C1 dan lampirannya TPS 35 Kelurahan Jaka 
setia Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

234 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

13. T-5.KOTA-BEKASI3.359 Model C1 dan lampirannya TPS 63 Kelurahan Jaka 
setia Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota serta Surat Pernyataan ASEP 
SULAEMAN (Ketua KPPS 58 Kel Jakasetia Kec. 
Bekasi Selatan Kota Bekasi) 

14. T-5.KOTA-BEKASI3.360 Model C1 dan lampirannya TPS 23 Kelurahan Jaka 
mulia Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota serta Surat Pemyaiaan SYARIFUDIN CH 
(Ketua KPPS 23 Kel. Jakamulya Kec Bekasi Selatan 
Kota Bekasi) 

15. T-5.KOTA-BEKASl3.361 Model C1. dan. lampirannya TPS 30 Kelurahan Jaka 
muka Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota serta Surat Pemyataan AMINUDDIN 
(Ketua KPPS 30 Kel Jakamulya Kec Bekasi Selatan 
Kota Bekasi) 

16. T-5.KOTA-BEKASI3.362 Model C1. dan. lampirannya TPS 32 Kelurahan 
Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Sertifikat 
Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota serta Surat Pemyataan 
SUDIYONO (Ketua KPPS 32 Kel. Pekayon Jaya Kec. 
Bekasi Selatan Kota Bekasi) 

17. T-5.KOTA-BEKASI3.363 Model C1 dan lampirannya TPS 21 Kelurahan 
Jatirasa Kecamalan Jati Asih Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota serta Surat Pemyataan SUGENG 
SANTOSO (Ketua KPPS 21 Kel Jatirasa Kec. Jati 
Asih Kota Bekasi) 

18. T-5.KOTA-BEKASI3.364 Model C1 dan lampirannya TPS 36 Kelurahan 
Jatirasa Kecamalan Jati Asih Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota serta Surat Pernyataan ABDILLAH (Ketua 
KPPS 36 Kel. Jatirasa Kec. Jati Asih Kota Bekasi) 

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD 
KOTA BEKASI DAPIL 5 ATAS NAMA NASRULLAH 
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1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon 

(i.c. Nasrullah, S.HI) yang menyatakan bahwa Termohon telah keliru dalam 

melakukan input data dari rekapitulasi C1 ke rekapitulasi D1 untuk Daerah 

Pemilihan Kota Bekasi Dapil 5 di beberapa TPS di Kecamatan Medan Satria 

dan Kecamatan Bekasi Barat; 

2. Bahwa rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD 

dalam Formulir Model C1 sama dengan perolehan suara dalam Formulir 

Model D1 (tidak terdapat selisih)  

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG 
DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 
DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 5 ( KOTA DEPOK)  

KELURAHAN PEJUANG KECAMATAN MEDAN SATRIA 
TPS 10 

NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 

  5 GOLKAR 9 9 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 88 88 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 17 17 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 114 114  0 

 
2. TPS 11 
 

NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 

  5 GOLKAR 6 6 0 
1 LITTA WAHYU, SE 1 1 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 28 28 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
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7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 20 20 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 56 56 0 

 
TPS 29 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 11 11 0 
1 LITTA WAHYU, SE 1 1 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 27 27 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 2 2 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 42 42 0 

 
TPS 37 
 
NO Nama Partai dan Calon 

MODEL C1 
MODEL 
D1 Selisih 

  5 GOLKAR 14 14 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 71 71 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 12 12 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 99 99 0 

 
TPS 41 
 
NO Nama Partai dan Calon 

MODEL C1 
MODEL 
D1 Selisih 

  5 GOLKAR 10 10 0 
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1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 43 43 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 2 2 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 1 1 0 
8 HASBI 11 11 0 
9 ENDANG S 1 1 0 
  TOTAL SUARA 68 68 0 

 
TPS 69 
 

NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 
MODEL 
D1 Selisih 

 5 GOLKAR 8 8 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 125 125 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 1 1 0 
9 ENDANG S 0 0 0 

 TOTAL SUARA 136 136 0 
TPS 72 

NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 
MODEL 
D1 Selisih 

  5 GOLKAR 14 14 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 154 154 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 1 1 0 
  TOTAL SUARA 170 170 0 
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TPS 83 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 12 12 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 194 194 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 1 1 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 207 207 0 

TPS 85 

NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 

 5 GOLKAR 15 15 0 
1 LITTA WAHYU, SE 1 1 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 125 125 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 

 TOTAL SUARA 141 141 0 
TPS 119 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 5 5 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 22 22 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 27 27 0 
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TPS 127 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 11 11 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 48 48 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 1 1 0 
8 HASBI 1 1 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 62 62 0 

 
TPS 135 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 1 1 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 27 27 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 1 1 0 
  TOTAL SUARA 30 30 0 

 
KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA 
 
TPS 22 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 8 8 0 
1 LITTA WAHYU, SE 1 1 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 49 49 0 
3 H. MARTA, Spd 2 2 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 1 1 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
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7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 62 62 0 

 
TPS 34 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 10 10 0 
1 LITTA WAHYU, SE 3 3 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 84 84 0 
3 H. MARTA, Spd 2 2 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 1 1 0 
  TOTAL SUARA 101 101 0 

 
TPS 37 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 4 4 0 
1 LITTA WAHYU, SE 1 1 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 22 22 0 
3 H. MARTA, Spd 2 2 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 4 4 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 1 1 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 35 35 0 

 
TPS 43 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 8 8 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 30 30 0 
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3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 2 2 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 42 42 0 

 
TPS 48 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 2 2 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 23 23 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 1 1 0 
6 SITI HADIJAH 0 0 0 
7 HM ZAINI 1 1 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 28 28 0 

 
18. TPS 49 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 3 3 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 25 25 0 
3 H. MARTA, Spd 1 1 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 1 1 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 31 31 0 

 
19. TPS 52 
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NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 

  5 GOLKAR 5 5 0 
1 LITTA WAHYU, SE 0 0 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 13 13 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 0 0 0 
5 NASRULLAH, SHI 0 0 0 
6 SITI HADIJAH 1 1 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 0 0 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 19 19 0 

 
KELURAHAN BINTARA KECAMATAN BEKASI BARAT 
 
TPS 39 
 
NO Nama Partai dan Calon MODEL C1 MODEL D1 Selisih 
  5 GOLKAR 1 1 0 
1 LITTA WAHYU, SE 3 3 0 
2 H. MARYADI, S.Sos 0 0 0 
3 H. MARTA, Spd 0 0 0 
4 BENNY BACHTIAR 1 1 0 
5 NASRULLAH, SHI 2 2 0 
6 SITI HADIJAH 13 13 0 
7 HM ZAINI 0 0 0 
8 HASBI 2 2 0 
9 ENDANG S 0 0 0 
  TOTAL SUARA 22 22 0 

 
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan 

sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

III. PETITUM 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 
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DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau 

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.27] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KOTA-

BEKAS15.365sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI5.390dan tidak mengajukan 

saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai 

berikut: 

1. T-5.KOTA-BEKASI5.365  Model DB-1 DPRD Kota Bekasi beserta 
Lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap 
Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di 
tingkat Kota oleh KPU Kota 

2. T-5.KOTA-BEKASI5.366  Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Bekasi 
Barat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan dalam 
Pemilu Anggola DPRD Kota di Tingkat kecamatan 
oleh PPK 

3. T-5.KOTA-BEKASI5.367 Model DA-1 DPRD Kota beserta Lampiran Medan 
Satria Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kota di tingkat kecamatan 
oleh PPK 

4. T-5.KOTA-BEKASI5.368 Mode! D-1 DPRD Kota Kelurahan Bintara 
Kecamatan Bekasi Barat Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap 
TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
kelurahan oleh PPS 

5. T-5.KOTA-BEKASI5.369 Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Pejuang 
Kecamatan Medan Satria sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap 
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TPS calam Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
kelurahan oleh PPS 

6. T-5.KOTA-BEKASI5.370 Model D-1 DPRD Kota Kelurahan Kali Baru 
Kecamatan Medan Satria Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota di Tingkat 
kelurahan oleh PPS 

7. T-5. KOTA-BEKASI5.371  Model C1 dan lampirannya TPS 39 Kelurahan 
Bintara Kecamatan Bekasi Barat Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

8. T-5.KOTA-BEKASI5.372 Model C1 dan lampirannya TPS 10 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan MOCH 
AMIN (Ketua KPPS 10 Kel. Pejuang Kec. Medan 
Satria Kota Bekasi) 

9. T-5.KOTA-3EKASI5.373 Model C1 dan lampirannya  TPS 11 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Seertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pemyataan YAYAN 
GUSTIAWAK (Ketua KPPS 11 Kel. Pejuang Kec. 
Medan Satria Kota Bekasi) 

10. T-5.KOTA-3EKASI5.374 Model C1 dan lampirannya TPS 29 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Peolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggola DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

11. T-5.KOTA-BEKASI5.375 Model C1 dan lampirannya TPS 37 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggola DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan 
MUHAMMAD RIDUAN (Ketua KPPS 37 Kel 
Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi) 

12. T-5.KOTA-BEKASI5.376 Model C1 dan lampirannya TPS 41 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan TAJUDIN 
(Ketua KPPS 11 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 
Kota Bekasi) 

13. T.5.KOTA-3EKASI5.377 Model C1 dan lampirannya TPS 59 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
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dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan H. M. 
NARMAN, S.Pd., SE (Ketua KPPS 69 Kel. Pejuang 
Kec. Medan Satria Kota Bekasi) 

14. T.5.KOTA-BEKASi5.378 Model C1 dan lampirannya TPS 72 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan EKO 
WRATNOLO (Ketua KPPS 72 Kel. Pejuang Kec. 
Medan Satria Kota Bekasi) 

15. T-5.KOTA-BEKASi5.379 Model C1 dan lampirannya TPS 53 Keluranan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggola DPR. DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan 
PRAPTEJO (Ketua KPPS 83 Kel Pejuang Kec 
Medan Satria Kota Bekasi) 

16. T-5.KOTA-BEKASI5.380 Model C1 dan lampirannya TPS 35 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernvataan SUROSO 
(Ketua KPPS 55 Kel Pejuang Kec Medan Satria 
Kota Bekasi) 

17. T-5.KOTA-BEKASI5.381 Model C1 dan lampirannya TPS 119 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Pernyataan 
BUNYAMIN JOHAN (Ketua KPPS 119 Kel Pejuang 
Kec. Medan Satria Kota Bekasi) 

18. T-5.KOTA-3EKASI5.382 Model C1 dan lampirannya TPS 127 Kelurahan 
Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota serta Surat Penyataan AGUS 
PONIJAN (Ketua KPPS 127 Kel. Pejuang Kec. 
Medan Satria Kota Bekasi) 

 
19. T-5.KOTA-BEKASI5.383 Model C1 dan lampirannya TPS 135 Kelurahan 

Pejuang Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

246 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

20. T-5.KOTA-BEKASI5.384 Model C1 dan lampirannya TPS 22 Kelurahan 
Kalibaru Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

21. T-5.KOTA-BEKASI5.335 Model C1 dan lampirannya TPS 34 Kelurahan 
Kalibaru Kecamalan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

22. T-5.KOTA-BEKASI5.386 Model C1 dan lampirannya TPS 37 Kelurahan 
Kalibaru Kecamalan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggoia DFR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DFRD Kota 

23. T-5.KOTA-3EKASI5.387 Model C1 dan lampirannya TPS 43 Kelurahan 
Kalibaru Kecamalan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggob DPR, DPD. DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

24. T-5.KOTA.BEKASI5.388 Model C1 dan lampirannya TPS 48 Kelurahan 
Kalibaru Kecamalan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD Provinsi 
dan DFRD Kota 

25. T-5.KOTA-BEKASI5.389 Model C1 dan lampirannya TPS 49 Kelurahan 
Kalibaru Kecamatan Medan Satria Sertifikat Hasil 
dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kota 

26. T-5.KOTA-BEKASI5.390 Model C1 dan lampirannya TPS 52 Kelurahan 
Kalibaru Medan Satria Sertifikat Hasil dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam 
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kota 

[2.27] PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON 
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL 4 SILVIA ERIC 

1. Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karawang dari Partai GOLKAR dengan nomor urut 3 pada Daerah Pemilihan 

Karawang 4 (Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan 

Lemahabang, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Cilamaya Kulon), pada 

wilayah DAPIL JAWA BARAT 7; 
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2. Bahwa tidak benar terdapat kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukan 

oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melakukan rekapitulasi/ 

penghitungan suara di DAPIL Karawang 4 yang meliputi Kecamatan Cilamaya 

Wetan ( Kecuali Desa Tegalwaru TPS 13 ), Kecamatan Telagasari, Kecamatan 

Lemahabang, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Cilmaya Kulon ( Kecuali 

Desa Pasirjaya TPS 17 ), pada wilayah DAPIL JABAR 7 yang telah dilakukan 

oleh KPU; 

3. Bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan tidak 
berpengaruh terhadap perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang 

terhadap diri Pemohon di DAPIL Karawang 4 yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. Pemohon telah menyampaikan perbandingan data antara hasil penetapan KPU 

dengan versi pemohon pada DAPIL Karawang 4, yang meliputi Kecamatan 

Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan 

Tempuran dan Kecamatan Cilamaya Kulon, pada wilayah DAPIL JABAR 7; 
 
ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH 
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 
5 ( KOTA DEPOK) 
 
Kecamatan Cilamaya Wetan : 

 

NO. NAMA CALON 
ANGGOTA DPRD 

PEROLEHAN SUARA 

SELISIH TERMOHON  
(Versi DB 

KPU) 

PEMOHON     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 427 423 + 4 
2. Sadar Sahroni, S.Pd. 520 520 - 
3. Ratu Silvia Eric 211 254 - 43 
4. Moch. Muchtar 78 78 - 
5. Vivi Novianti Asikin, S.Pd. 209 209 - 
6. Juhari, SH. 105 105 - 
7. Drs. Abdul Rojak 1767 1767 - 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
18 18 - 
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- Berdasarkan tabel diatas pemohon mengklaim terdapat perbedaan 
penghitungan yang terjadi di Kecamatan Cilamaya Wetan antara Calon 
Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana dengan Calon Nomor Urut 3 atas 
nama Ratu Silvia Eric; 

- Bahwa Klaim Pemohon tersebut Tidak Benar. Setelah dilakukan penelitian 
ulang dari model DB-1, Model DA-1, Model D-1, Model D-1 Plano, Model C-1, 
dan Model C-1 Plano adalah sebagai berikut : 

 

NO. NAMA CALON 
ANGGOTA DPRD 

PEROLEHAN SUARA 

SELISIH TERMOHON  
(Versi DB 

KPU) 

HASIL 
KOREKSI     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 427 425 + 2 
2. Sadar Sahroni, S.Pd. 520 511 - 
3. Ratu Silvia Eric 211 222 - 11 
4. Moch. Muchtar 78 78 - 
5. Vivi Novianti Asikin, 

S.Pd. 
209 209 - 

6. Juhari, SH. 105 105 - 
7. Drs. Abdul Rojak 1767 1767 - 
8. Laura Retno Andini 

Santosa 
18 18 - 

 
5. Bahwa setelah penelitian ulang terdapat perbedaan penghitungan yang terjadi di 

Kecamatan Cilamaya Wetan antara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy 

Lutfiana dengan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric; 

6. Tidak benar bahwa Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana terdapat 

kelebihan 6 suara, akan tetapi yang benar terdapat kelebihan 2 suara.Tidak benar 

klaim pemohon bahwa Calon Nomor Urut 3 terdapat kehilangan 43 suara. Yang 

benar Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric kehilangan 11 suara; 

7. Bahwa kesalahan penghitungan suara pada Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. 

Teddy Lutfiana  terdapat di Desa Tegalwaru TPS 13.Tidak benar di Desa 

Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 

02, Calon Nomor Urut 1 atas nama     Ir. Teddy Lutfiana memperoleh 3 suara.di 

Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran Model C-1 

TPS 02, Calon Nomor Urut 1 atas nama     Ir. Teddy Lutfiana memperoleh 5 suara 

(bukti T 4).Sehingga di rekap Model D-1 Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya 
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Wetan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana pada TPS 02 

memperoleh 5 suara , tidak ada selisih suara antara Model D-1 dan Model C-1; 

8. Bahwa Benar di Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir 

Lampiran Model C-1 TPS 13, Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana 

tidak memperoleh suara, sedangkan di rekap Model D-1 Desa Cilamaya, 

Kecamatan Cilamaya Wetan, Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana 

pada TPS 13 memperoleh 2, seharusnya Tiidak memperoleh suara/kosong; 

9. Bahwa ada kelebihan 2 suara.Jumlah kelebihan suara untuk Calon Nomor Urut 1 

atas nama Ir. Teddy Lutfiana di Kecamatan Cilamaya Wetan sebanyak 2 suara; 

10. Bahwa tidak benar terdapat kesalahan penghitungan suara terhadap Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric di Kecamatan Cilamaya Wetan di Desa 

Muara.Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran Model 

C-1 TPS 02, Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric tidak memperoleh 

suara/kosong Sehingga di rekap Model D-1 Desa Muara, Kecamatan Cilamaya 

Wetan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric pada TPS 02 tidak 

memperolah suara/kosong (bukti T 8)Tidak ada selisih suara antara Model D-1 

dan Model C-1. 

11. Bahwa di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir 

Lampiran Model C-1 TPS 06, Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric tidak 

memperoleh suara/kosong sehingga di rekap Model D-1 Desa Rawagempol 

Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu 

Silvia Eric pada TPS 06 juga tidak memperoleh suara/kosong tidak ada selisih 

suara antara Model D-1 dan Model C-1.Tidak benar di Desa Rawagempol Kulon, 

Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 08, Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric memperoleh 4 suara.Yang benar di 

Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran 

Model C-1 TPS 08, Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric tidak 

memperoleh suara/kosong sehingga di rekap Model D-1 Desa Rawagempol 

Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu 

Silvia Eric pada TPS 08 tidak memperoleh suara/kosong, tidak ada selisih suara 

antara Model D-1 dan Model C-1; 
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12. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut Benar bahwa di Desa Tegalwaru, 

Kecamatan Cilamaya Wetan, pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 13 Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric memperoleh 11 suara sehingga di rekap 

Model D-1 Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan suara Calon Nomor Urut 

3 atas nama Ratu Silvia Eric pada TPS 13 seharusnya memperoleh 11 suara ada 

kekurangan/hilang 11 suaraJumlah kekurangan suara untuk Calon Nomor Urut 3 

atas nama Ratu Silvia Eric di Kecamatan Cilamaya Wetan sebanyak 11 suara. 

Kecamatan Lemahabang : 
13. Untuk Kecamatan Lemahabang Pemohon telah menyampaikan perbandingan 

data antara hasil penetapan KPU Kabupaten Karawang dengan versi pemohon 

pada DAPIL Karawang 4, Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut : 

NO. 
NAMA CALON ANGGOTA 

DPRD 

PEROLEHAN SUARA 
SELISIH TERMOHON  

(Versi DB KPU) 
PEMOHON     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 406 383 23 
2. Sadar Sahroni, S.Pd. 826 826 - 
3. Ratu Silvia Eric 356 359 3 
4. Moch. Muchtar 230 230 - 
5. Vivi Novianti Asikin, S.Pd. 80 80 - 
6. Juhari, SH. 3104 3104 - 
7. Drs. Abdul Rojak 98 98 - 
8. Laura Retno Andini Santosa 5 5 - 

 
14. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengklaim tabel penghitungan suara di atas 

berdasarkan Model C-1 versi Pemohon yang menyebabkan terdapatnya 

perbedaan penghitungan yang terjadi di Kecamatan Lemahabang antara Caleg 

Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana dengan Calon Nomor Urut 3 atas 

nama Ratu Silvia Eric; 

15. Bahwa tidak benar bahwa Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana 

terdapat kelebihan 27 suara dan  Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric 

kehilangan 4 suara.Tidak benar bahwa terjadi salah penghitungan di PPS; 

16. Tidak benar terdapat kesalahan penghitungan suara terhadap Calon Nomor Urut 

1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana di Kecamatan Lemahabang, di Desa Pasir 

Tanjung.Tidak benar di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang, pada 

Formulir Lampiran Model C-1 TPS 07, Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy 
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Lutfiana tidak memperoleh suara/kosongYang benar di Desa Pasir Tanjung, 

Kecamatan Lemahabang, pada Formulir Lampiran Model C-1 TPS 07, Calon 

Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana memperoleh 23 suara sehingga di 

rekap Model D-1 Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang suara Calon 

Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana pada TPS 07 memperoleh 23 suara 

,Oleh karena itu tidak benar terjadi pengalihan suara dari Calon Nomor Urut 2 atas 

nama Sadar Sahroni S. PD ke suara Ir. Teddy Lutfiana.Tidak ada kelebihan suara 

untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana di Kecamatan 

Lemahabang; 

17. Bahwa tidak benar terdapat kesalahan penghitungan suara terhadap Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric di Kecamatan Lemahabang di Desa 

Ciwaringin.Di Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, pada Formulir Lampiran 

Model C-1 TPS 03, Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric memperoleh 3 

suara;dan juga tidak benar di rekap Model D-1 Desa Ciwaringin, Kecamatan 

Lemahabang, Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric di TPS 3 tidak 

memperoleh suara/kosong ; 

18. Bahwa berdasarkan rekap Model D-1 Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, 

Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric di TPS 3 memperoleh 3 suara 

sehingga jumlah perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric 

diseluruh TPS Desa Ciwaringin memperoleh 55 suara.Demikian halnya telah di 

periksa di Model DA-1 Desa Ciwaringin perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas 

nama Ratu Silvia Eric memperoleh 55 suara. Tidak ada selisih suara antara di 

Model D-1 dan di Model C-1.Tidak ada kekurangan/kehilangan suara untuk Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric di Kecamatan Lemahabang. 

Kecamatan Cilamaya Kulon : 
19. Bahwa Pemohon telah menyampaikan perbandingan data antara hasil penetapan 

KPU Kabupaten Karawang dengan versi pemohon pada DAPIL Karawang 4, 

Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai berikut : 
 

NO. 
NAMA CALON ANGGOTA 

DPRD 

PEROLEHAN SUARA 
SELISIH TERMOHON  

(Versi DB KPU) 
PEMOHON     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 334 330 - 
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2. Sadar Sahroni, S.Pd. 1931 1931 - 
3. Ratu Silvia Eric 168 168 - 
4. Moch. Muchtar 100 100 - 
5. Vivi Novianti Asikin, S.Pd. 139 139 - 
6. Juhari, SH. 276 276 - 
7. Drs. Abdul Rojak 475 475 - 
8. Laura Retno Andini Santosa 6 6 - 

 

20. Bahwa setelah dilakukan penelitian ulang dari Model C-1 dan Model D-1 benar, 

terdapat perbedaan penghitungan yang terjadi di Kecamatan Cilamaya Kulon 

antara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana dengan Calon Nomor 

Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric.  Benar Bahwa Calon Nomor Urut 1 atas nama 

Ir. Teddy Lutfiana terdapat kelebihan 4 suara, akan tetapi Tidak Benar Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric kehilangan 43 suara, Bahwa terdapat 

kesalahan penghitungan suara terhadap Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. 

Teddy Lutfiana di Kecamatan Cilamaya Wetan, di Desa Pasir Jaya.Benar di 

Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, pada Formulir Lampiran Model C-

1 TPS 17, Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana tidak memperoleh 

suara/kosong sementara di rekap Model D-1 Desa Pasir Jaya, Kecamatan 

Cilamaya Kulon suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana pada 

TPS 17 memperoleh 4 suara seharusnya Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. 

Teddy Lutfiana di TPS 17 di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon tidak 

memperoleh suara/kosong.Ada kelebihan 4 suara.Jumlah kelebihan suara untuk 

Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana di Kecamatan Lemahabang 

sebanyak 4 suara; 

Kecamatan Telagasari : 
 

NO. 
NAMA CALON ANGGOTA 

DPRD 

PEROLEHAN SUARA 
SELISIH TERMOHON  

(Versi DB KPU) 
PEMOHON     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 1908 1908 - 
2. Sadar Sahroni, S.Pd. 70 70 - 
3. Ratu Silvia Eric 785 785 - 
4. Moch. Muchtar 1366 1366 - 
5. Vivi Novianti Asikin, S.Pd. 208 208 - 
6. Juhari, SH. 327 327 - 
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7. Drs. Abdul Rojak 29 29 - 
8. Laura Retno Andini Santosa 12 12 - 

 
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana dan Calon 

Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric telah sesuai dengan penetapan KPU 
Kabupaten Karawang. 

 
Kecamatan Tempuran : 
 

NO. NAMA CALON ANGGOTA 
DPRD 

PEROLEHAN SUARA 
SELISIH TERMOHON  

(Versi DB KPU) 
PEMOHON     
(Versi C1) 

1. Ir. Teddy Lutfiana 1183 1183 - 
2. Sadar Sahroni, S.Pd. 162 162 - 
3. Ratu Silvia Eric 2670 2670 - 
4. Moch. Muchtar 129 129 - 
5. Vivi Novianti Asikin, S.Pd. 619 619 - 
6. Juhari, SH. 330 330 - 
7. Drs. Abdul Rojak 405 405 - 
8. Laura Retno Andini Santosa 35 35 - 

 
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana dan 

Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ratu Silvia Eric telah sesuai dengan 

penetapan KPU Kabupaten Karawang. 

21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di atas, maka jumlah 

penghitungan suara yang benar di Daerah Pemilihan Karawang 4, yang meliputi 

Kecamatan Cilamaya Wetan (Koreksi Desa Tegalwaru TPS 17), Kecamatan 

Telagasari, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan 

Cilamaya Kulon (Koreksi Desa Pasirjaya TPS 17) pada Wilayah Daerah 

Pemilihan JABAR VII adalah sebagai berikut : 
 

N
0. 

Rincian 
Perolehan 

Jumlah Suara 
Partai Politik 

R I N C I A N 
JUML

AH 
CILAMA

YA 
WETAN 

TELAGA
SARI 

LEMAHAB
ANG 

TEMPUR
AN 

CILAMA
YA 

KULON 
 

PARTAI GOLKAR 
 

1160 
 

997 
 

1187 
 

1103 
 

942 
 

5389 

1. 
 
Ir. Teddy 
Lutfiana 
 

 
425 

 
1908 

 
406 

 
1183 

 
330 

 
4252 
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2. 
 

 
Sadar Sahroni, 
S.Pd. 
 

 
511 

 
70 

 
826 

 
162 

 
1935 

 
3504 

3. 
 
Ratu Silvia Eric 
 

 
222 

 
785 

 
356 

 
2670 

 
168 

 
4201 

 
4. 
 

 
Moch. Muchtar 
 

 
78 

 
1366 

 
230 

 
129 

 
100 

 
1903 

 
5. 
 

 
Vivi Novianti 
Asikin 
 

 
209 

 
208 

 
80 

 
619 

 
139 

 
1255 

 
6. 
 

 
Juhari, SH. 
 

 
105 

 
327 

 
3104 

 
330 

 
276 

 
4142 

7. 
 
Drs. Abdul 
Rojak 
 

 
1767 

 
29 

 
98 

 
405 

 
475 

 
2774 

 
8. 

 
Laura Retno 
Andini Santosa 
 

 
18 

 
12 

 
5 

 
35 

 
6 

 
76 

 
- Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah perolehan tertinggi adalah 

Calon Nomor Urut 1 Ir. Teddy Lutfiana sebesar 4252 suara. Sehingga yang 

berhak mewakili perolehan kursi Partai GOLKAR Daerah Pemilihan 

Karawang 4 yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan 

Telagasari, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan 

Cilamaya Kulon, pada Wilayah Daerah Pemilihan JABAR VII adalah 

CalonNomor Urut 1 atas nama Ir. Teddy Lutfiana. 

[2.28] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KAB-

KARAWANG4.391sampai dengan bukti T-5.KAB-KARAWANG4.414dan tidak 

mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a 

quo sebagai berikut: 

1. T-5.KAB-KARAWANG4.391 MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota 
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dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 
Tahun 2014 

2. T-5.KABKARAWANG4.392 Model   DA-1 DPRD   KAB/KOTA   Sertifikat   
Rekapitulasi   Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 
Tahun 2014 

3. T-5.KAB-KARAWANG4.393 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 

4. T-5.KA3-KARAWANG4.394 MODEL C-1 DPRD KAB.KOTA Catatan Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

5. T-5.KAB-KARAWANG4.395 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu 
Anggota DFRD Kabupalen/Kota Tahun 2014 

6. T-5.KAB-KARAWANG4.396 MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA Catatan Hasi! 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

7. T-5.KAB-KARAWANG4.397 MODEL C-1 DPRD Kab/Kota Plano Rincian Hasil 
Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

8. T-5.KABKARAWANG4.398 Model D-1  DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 

9. T-5.KABKARAWANG4.399 Model C-1 DPRD KAB/KOTA Catatan Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

10. T-5. KABKARAWANG4.400 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten.Kota Tahun 2014 

11. T-5.KABKARAWANG4.400 Model   C-1   DPRD   KAB-KOTA  Catatan   Hasil   
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

12. T.5. KABKARAWANG4.402 MODEL C-1 DPRD KAB-KOTA  Plano Rincian 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 
Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

13. T-5. KABKARAWANG4.403 Model   C-1   DPRD   KAB/KOTA  Catatan   Hasil   
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

14. T-5.KABKARAWANG4.404 MODEL C-1  DPRD Kab/Kota Plano Rincian Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

15. T-5.KAB-KARAWAKG4.405  Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

16. T-5.KAB-KARAWANG4.406 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikasi 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu 
Anggoia DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 

17. T-5.KAB-KARAWANG4.407 MODEL C-1 DPRD KAB./KOTA Catatan Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

18. T-5.KAB-KARAWANG4.408 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Plano 
Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
Tahun 2014 

19. T-5.KAB-KARAWANG4.409 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Plano 
Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
Tahun 2014 

20. T-5.KAB-KARAWANG4.410 MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA Catatan Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014  

21. T-5.KAB-KARAWANG4.411 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Plano 
Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
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Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa 
dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupalen/Kota 
Tahun 2014 

22. T-5.KAB-KARAWANG4.412 Model  DA-1 DPRD   KAB/KOTA   Sertifikat  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap PPS di tingkat Kecamatan dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten lahun 2014  

23. T-5.KAB-KARAWANG4.413 Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikasi 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari Setiap TPS di Tingkat Desa dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 

24. T-5.KAB-KARAWANG4.414 MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA Catatan Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik 
dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2014 

[2.28] PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON 

ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DAPIL 1  
1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan ada 

penggelembungan suara perolehan Caleg atas nama Sdr.  Ir. Nana Surhana, 

M.Si., sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon karena perolehan suara caleg 

tersebut  telah sesuai  dengan  yang tertulis dalam Formulir Model C1 pada 

TPS 004 dan TPS 007, serta dalam Formulir Model D-1 Desa Padarek; 

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL 1 ( KABUPATEN MAJALENGKA) 
Perolehan suara Partai Gerindra di TPS 004 pada model form C1  

 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

1 MAJALENGKA 1 Coblos Partai 10 Suara 17 suara 
  1. Teten Rustandi 1   suara   1 suara 
  2. Enjang Kusmayadi, SH. 1   suara   2 suara 
  3. Sri Nurmala Dewi, SP. 1   suara   4 suara 
  4. Asep Opik 0   suara   0 suara 
  5. Riska Yulistya 0   suara   4 suara 
  6. Ir.Nana Surhana, M.Si. 99 suara    5 suara 
  7. Deni Rahmansyah 1   suara    0 suara 
  8. Yeni Triani Dewi 0   suara    2 suara 
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No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

  9. Epi, SHI 0   suara    0 suara 
  10. Ratna Lesmana Sari 0   suara    1 suara 
  Jumlah Keseluruhan 113 suara 36 suara 

 
Perolehan Suara Partai Gerindra pada Model D-1 Desa Padarek  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 183 Suara 10 suara 

  1. Teten Rustandi 14 Suara 1 Suara 
  2 Enjang Kusmayadi, 

SH. 
15 Suara 1 Suara 

  1. Sri Nurmala Dewi, SP. 3 Suara 1 Suara 
  2. Asep Opik 1 Suara 0 Suara 
  3. Riska Yulistya 2 Suara 0 Suara 
  4. Ir.Nana Surhana, 

M.Si. 
549 Suara 99 suara 

  5. Deni Rahmansyah 11 Suara 1 Suara 
  6. Yeni Triani Dewi 0 Suara 0 Suara 
  7. Epi, SHI 0 Suara 0 Suara 
  8. Ratna Lesmana Sari 1 Suara 0 Suara 
  Jumlah Keseluruhan 779 Suara 113 Suara 

 
Perolehan suara Partai Gerindra di TPS 007 pada model form C1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 51 Suara 51 suara 

  1. Teten Rustandi 5  suara   0 suara 
  2. Enjang Kusmayadi, SH. 3   suara   0 suara 
  3. Sri Nurmala Dewi, SP. 0   suara   0 suara 
  4. Asep Opik 0   suara   0 suara 
  5. Riska Yulistya 1   suara   1 suara 
  6. Ir.Nana Surhana, M.Si. 130 suara   130 suara 
  7. Deni Rahmansyah 1   suara    0 suara 
  8. Yeni Triani Dewi 0   suara    0 suara 
  9. Epi, SHI 0   suara    0 suara 
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No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

  10. Ratna Lesmana Sari 1   suara    1 suara 
  Jumlah Keseluruhan 779 suara 183 suara 

 
Perolehan Suara Partai Gerindra pada Model D-1 Desa Padarek  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 183 Suara 51 suara 

  1. Teten Rustandi 14 Suara 5 suara 
  2. Enjang Kusmayadi, 

SH. 
15 Suara 3 suara 

  3. Sri Nurmala Dewi, SP. 3     Suara 0 suara 
  4. Asep Opik 1 Suara 0 suara 
  5. Riska Yulistya 2 Suara 1 suara 
  6. Ir.Nana Surhana, 

M.Si. 
549 Suara 130 suara 

  7. Deni Rahmansyah 11 Suara 1 suara 
  8. Yeni Triani Dewi 0 Suara 0 suara 
  9. Epi, SHI 0 Suara 0 suara 
  10. Ratna Lesmana 

Sari 
1 Suara 1 suara 

  Jumlah Keseluruhan 779 Suara 192 suara 
 

2. Bahwa dari uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada penggelembungan suara 

perolehan Caleg atas nama Sdr.  Ir. Nana Surhana, M.Si., sebagaimana 

dituduhkan oleh Pemohon karena perolehan suara caleg tersebut  telah sesuai  

dengan  yang tertulis dalam Formulir Model C1 pada TPS 004 dan TPS 007, 

serta dalam Formulir Model D-1 Desa Padarek; 

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya jika 

Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; 

4. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon yang 

menyatakan bahwa Termohon telah menggelembungkan suara Partai 

Kebangkitan Bangsa atas nama Caleg Sdr. Imom Hidayat, S.Ag. khususnya di 
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TPS 001, 002, 006, 007, 008, dan TPS 010 serta dalam Formulir Model D-1 

Desa Sinargalih dan Model DA-1 Kec. Lemahsugih; 

5. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak 

jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan 

dan/atau penggelembungan suara bisa terjadi; 

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 001 pada model form C1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0  Suara 10 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 186 suara 170 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 002 pada model form C1  

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 3  Suara 9 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 173  suara   157 

suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 006 pada model form C1  
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No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 1  Suara 1 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 89  suara   80 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 007 pada model form C1  

No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 1  Suara 11 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 37  suara   21 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 008 pada model form C1  

No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0 suara 5 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 23  suara   9 suara 
  6.    
  7.    
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No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
Termohon Pemohon 

  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 010 pada model form C1 
 
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0 suara 6 suara 

  1.    
  2.    
  3.         
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 96  suara   90 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Selanjutnya Termohon akan menjelaskan perolehan suara dalam form model 

D-1 Desa Sinargalih untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan 

perolehan suara atas nama Sdr. Imon Hidayat, S.Ag adalah sebagai berikut :   

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 001 pada model form D-1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0  Suara 0 suara 

  1.    
  2.    
  3.          
  4.    
  5.  Imom Hidayat, S.Ag. 186 suara 186 suara 
  6.    
  7.    
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No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 002 pada model form D-1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 3  Suara 3 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 173  suara   173 

suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 006 pada model form D-1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 1 Suara 1 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 89 suara   89 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    
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Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 007 pada model form D-1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 1  Suara 1 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 37 suara   37  suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
 

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 008 pada model form D-1 
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif 
Perolehan Suara 

Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0 suara 0 suara 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5. Imom Hidayat, S.Ag. 23  suara   23 suara 
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    

 
 
Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 010 pada model form D-1  
 

No. DAPIL Nama Calon Legislatif Perolehan Suara 
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Termoho
n 

Pemohon 

1 MAJALENGKA 
1 

Coblos Partai 0 suara 0 suara 

   1.    
   2.   
  3.   
   4.   
  5.Imom Hidayat, S.Ag. 96  suara   96 suara 
  6.   
  7.   
  8.   
  9.   
  10.   

 
4. Dari uraian di atas,terbukti bahwa tidak ada penggelembungan suara perolehan 

terhadap Caleg atas nama Imom Hidayat, S.Ag sebagaimana dituduhkan 

Pemohon tidak terbukti karena perolehan suara caleg tersebut  yang tertulis 

dalam Formulir Model C-1 TPS 001, 002, 006, 007, 008, dan TPS 010 sesuai 

dengan yang tercantum dalam Formulir Model D-1 Desa Sinargalih Kecamatan 

Lemahsugih; 

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya 

Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

III. PETITUM 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau 

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.28] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KAB-

MAJALENGKA1.415 sampai dengan bukti T-5.KAB-MAJALENGKA1.437dan tidak 

mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a 

quo sebagai berikut: 

1. T-5.KAB-MAJALENGKA1.415  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

2. T-5.KAB-MAJALENGKA1.416 MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

3. T-5.KAB-MAJALENGKA1.417  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

4. T-5.KAB-MAJALENGKA1.418  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

5. T-5.KAB-MAJALENGKA1.419  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

6. T-5.KAB-MAJALENGKA1.420  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 
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7. T-5.KAB-MAJALENGKA1.421  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

8. T-5. KAB-MAJALENGKA1.422  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO 
Catatan Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

9. T-5.KAB-MAJALENGKA1.423 MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014. 

10. T-5.KAB-MAJALENGKA1.424 MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014. 

11. T-5.KAB-MAJALENGKA1.425 MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

12. T-5.KAB-MAJALENGKA1.426 MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

13. T-5.KAB-MAJALENGKA1.427  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

14. T-5.KAB-MAJALENGKA1.428  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

15. T-5.KAB-MAJALENGKA1.429  MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

16. T-5.KAB-MAJALENGKA1.430  MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 
Hasil Perolehan Suara Setiiap Partai Politik dan 
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Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2014 

17. T-5KAB-MAJALENGKA1.431  MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 
2014 

18. T-5.KAB-MAJALENGKA1.432 MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 
2014 

19. T-5.KAB-MAJALENGKA1.433 MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat 
Rekapituliasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat 
Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014 

20. T-5.KAB-MAJALENGKA1.434  MODEL  DB DPRD KABUPATEN/KOTA Berita  
Acara  Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon 
Anggota DPR. DPRD Provinsi. DPRD 
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di 
Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 
2014. 

21. T-5.KABMAJALENGKA1.435  MODAL DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara dan setiap Kecamatan di 
Tingkat Kabupaten  Majalengka  dalam Pemilu 
Anggota  DPRD  Kabupaten  Majalengka Dapil 
Majalengka I Tahun 2014 

22. T-5.KABMAJALENGKA1.436   Mode! DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan / 
atau„ Keberatan Saksi Dalam Proses 
Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Perolehan 
Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Daiam Pemilu 
Tahun 2014 Partai NasDem. 

23. T-5.KAB-MAJALENGKA1.437  Model DB-2 Pernyaiaa- Kejadian Khusus Dan / 
Atau Keberatan Saksi Dalam Proses 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 
Tahun 2014 Partai PKPI. 
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[2.29] PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON 

ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DAPIL 7 H. RUSMANTO ALWI, 
SH 
1. Bahwa benar Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD 

Kabupaten Cirebon dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 7 Kabupaten 

Cirebon yang meliputi Kecamatan Babakan, Pangenan, Losari, Pabedilan dan 

Kecamatan Gebang dengan nomor urut 1(satu) atas nama H. Rusmanto Alwi, SH; 

2. Bahwa benar pada Dapil 7 Kabupaten Cirebon, berdasarkan SK KPU Nomor 

411/Kpts/Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Cirebon dan Berita 

Acara Rekapitulasi Tanggal 20 April 2014, Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi 

di DPRD Kabupaten Cirebon yaitu Sdr. Wahidin L, S.IPCalegNomor Urut 5 (lima) 

memperoleh 2492 suara (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua), sedangkan 

Pemohon memperoleh 2487 suara (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) 

sehingga berada di urutan ke-2 (dua). Bahwa benar perbedaan selisih suara 

antara Pemohon dan Calon Terpilih sebanyak 5 (lima) suara; 

3. Bahwa tidak benar terdapat penambahan suara Sdr.Wahidin L, S.IP Calon 

Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 sebanyak 14 (empat 

belas) suara; 

4. Bahwa setelah dilakukan validasi data pada hari senin, pukul 23.30 WIB, 

bertempat di Kantor KPU Kabupaten Cirebon, Jl.R.Dewi Sartika No.100 Sumber 

Cirebon yang dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon Sdr.Nunu Sobari, 

SH.,MH ternyata hanya sebanyak 5 (lima) suara yang terbukti berbeda antara 

Model C Plano dengan Model C1 dan D1yaitu di TPS 01  Desa Cangkuang 

Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut : 

No TPS Partai Nama Caleg C Plano C1 D1 

1 01 Golkar Wahidin, 

L.S.IP 

1 1 6 

Sedangkan untuk dalil Pemohon yang terdapat di Tabel C adalah tidak 

benar, karena TERMOHON memiliki model C Plano, Model C1 dan D1 asli 

yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu (KPPS dan PPS) serta 
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saksi parpol dan tercantum bahwa perolehan suara Wahidin L, SIP di TPS 5 

Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sama, yaitu 10 (sepuluh) suara. 
 

No TPS Partai Nama Caleg C Plano C1 D1 

1 05 Golkar Wahidin, L.S.IP 10 10 10 

Untuk dalil Termohon dalam Tabel D adalah tidak benar, karena 

berdasarkan Model C Plano TPS 08 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan 

Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 1 suara. 
 

No TPS Partai Nama Caleg C Plano C 1 D         D 

1      

1 08 Golkar Wahidin, L.S.IP 1 0 0         1 

 

Untuk dalil Pemohon dalam Tabel E adalah tidak benar, karena berdasarkan 

Model C Plano TPS 11 Desa Ender Kecamatan Pangenan Perolehan Suara 

Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 1 suara. 
 

No TPS Partai Nama 

Caleg 

C Plano C 1 D 

1 

1 11 Golkar Wahidin, 

L.S.IP 

1 0 1 

 
Untuk dalil Pemohon dalam Tabel F adalah tidak benar, karena berdasarkan 

Model C Plano TPS 04 Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Perolehan 

Suara Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 4 suara. 
 

No TPS Partai Nama Caleg C Plano     1  

1 5 Golkar Wahidin, L.S.IP 1   

 
5. Bahwa Termohon berkeyakinan bahwa perolehan suara yang sah adalah 

yang terdapat dalam Model C Plano; 
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6. Bahwa berdasarkan hasil validasi suara yang telah dilaksanakan di Kantor 

KPU Kabupaten Cirebon, suara Pemohon dan suara Calon Terpilih adalah 

sama, yaitu : 

A. Calon nomor urut 1 dari Partai Golkar, Rusmanto Alwi, SH adalah 2487 

suara (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh). 

B. Calon nomor urut 5 dari Partai Golkar Sdr.Wahidin L, S.IP adalah 2487 

suara (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh). 

Bahwa dari penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud di atas, maka 

perolehan suara yaang benar untuk Partai Golkar di Dapil 7 Kabupaten 

Cirebon adalah sebagai berikut : 

1. H.Rusmanto Alwi, SH  = 2.487 Suara 

2. Tarima     = 164 Suara 

3. Indra Budhiwati   = 303 Suara 

4. Aman Santosa, SH   = 1.462 Suara 

5. Wahidin L, SIP   = 2.487 Suara 

6. Neneng Rohmah   = 121 Suara 

Sedangkan untuk dalil PEMOHON yang terdapat di Tabel C adalah tidak benar, 

karena Termohon memiliki model C Plano, Model C1 dan D1 asli yang 

ditandatangani oleh penyelenggara pemilu (KPPS dan PPS) serta saksi parpol 

dan tercantum bahwa perolehan suara Wahidin L, SIP di TPS 5 Desa Babakan 

Kecamatan Babakan adalah sama, yaitu 10 (sepuluh) suara. 
Untuk dalil Pemohon dalam Tabel D adalah tidak benar, karena berdasarkan 

Model C Plano TPS 08 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Perolehan 

Suara Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 1. 
Untuk dalil Pemohon dalam Tabel E adalah tidak benar, karena berdasarkan 

Model C Plano TPS 11 Desa Ender Kecamatan Pangenan Perolehan Suara 

Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 1 suara. 
Untuk dalil Pemohon dalam Tabel F adalah tidak benar, karena berdasarkan 

Model C Plano TPS 04 Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Perolehan 

Suara Caleg Partai Golkar Wahidin L, S.IP adalah 4 suara. 
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Bahwa KPU Kabupaten Cirebon selaku TERMOHON berkeyakinan bahwa 
perolehan suara yang sah adalah yang terdapat dalam Model C 
Plano.Bahwa berdasarkan hasil validasi suara yang telah dilaksanakan di 

Kantor KPU Kabupaten Cirebon, suara PEMOHON dan suara Calon Terpilih 

adalah sama, yaitu : 

- Calon nomor urut 1 dari Partai Golkar, Sdr.PEMOHON Rusmanto Alwi, SH 

adalah 2487 suara (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh); 

- Calon nomor urut 5 dari Partai Golkar Sdr.Wahidin L, S.IP adalah 2487 

suara (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh). 

Bahwa dari penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud di atas, maka 

perolehan suara yaang benar untuk Partai Golkar di Dapil 7 Kabupaten Cirebon 

adalah sebagai berikut : 

1. H.Rusmanto Alwi, SH   = 2487 Suara 

2. Tarima     = 164 Suara 

3. Indra Budhiwati    = 303 Suara 

4. Aman Santosa, SH   = 1462 Suara 

5. Wahidin L, SIP    = 2487 Suara 

6. Neneng Rohmah    = 121 Suara 

III. PETITUM 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 
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Atau 

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.30] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KAB-

CIREBON7.438sampai dengan bukti T-5.KAB-CIREBON7.452dan tidak mengajukan 

saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai 

berikut: 

1. T-5.KAB-CIREBON7.438 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2014 (Model C 
1 Plano) di TPS 01 Desa Cangkuang Kecamatan 
Babakan Kabupaten Cirebon 

2. T-5.KAB-CIREBON7.439 Sertifikat hasil dan rincian. penghitungan perolehan 
suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2014 (Model 
C1) di TPS 01 Desa Cangkuang Kecamatan Babakan 
Kabupaten Cirebon. 

3. T.5.KAB-CIREBON7.440 Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam 
Pemilihan Umum Anggola DPRD Kab/Kota Tahun 
2014 (Model D1-DPRD Kab/Kota) di Desa Cangkuang 
Kecamalan Babakan Kabupaten Cirebon 

4. T-5.KAB-CIREBON7.441 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di Tempai Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model 
C1) di TPS 05 Desa Babakan Kecamaian Babakan 
Kabupaten Cirebon 

5. T-5.KAB-CIREBON7.442 Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam 
Pemilihan Umum Anggola DPRD Kab/Kota Tahun 
2014 (Model Dl-DPRD Kab/Kota) di Desa Babakan 
Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon 

6. T-5.KAB-CIREBON7.443 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota lahun 2014 (Model C 
1 Plano) di TPS 05 Desa Babakan Kecamatan 
Babakan Kabupaten Cirebon. 

7. T-5.KAB-C1REBON7.444 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota lahun 2014 (Model 
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C1 Plano) d TPS 08 Desa Rawaurip Kecamatan 
Pangenan Kabupaten Cirebon 

8. T-5.KAB-CIREBON7.445 Sertifikat hasil dan rincian. penghitungan perolehan 
suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014- (Model 
C 1) di TPS 08 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan 
Kabupaten Cirebon 

9. T-5.KAB-CIREBON7.446  Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model 
D1-DPRD Kab./Kota) di Desa Rawaurip Kecamatan 
Pangenan Kabupaten Cirebon 

10. T-5.KAB-CIREBOIN7.447 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggora DPRD Kab/Kota tahun 2014 (Model 
C1 Pliano) di TPS 11 Desa Ender Kecamatan 
Pangenan Kabupaten Cirebon 

11. T-5.KAB-CIREBON7.448 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model 
C1-DPRD Kab/Kota) di TPS 11 Desa Ender 
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon 

12. T-5.KAB-CiREBON7.449 Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam 
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota tahun 
2014 (Model D1-DPRD Kab/Kota) di Desa Ender 
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon 

13. T-5.KAB-CIREBON7.450 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model 
C Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 04 Desa 
Asianalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon 

14. T-5.KAB-CIREBON7.451 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan 
suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model 
C1-DPRD Kab/Kota) di TPS 04 Desa Asianalanggar 
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon 

15. T-5.KAB-CIREBON7.452 Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam 
Pemilihan Umum Anggola DPRD Kab/Kota Tahun 
2014 (Model D1-DPRD Kab/Kob) di Desa 
Asianalanggar Kecamalan Losari Kabupaten Cirebon 

 

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

275 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

[2.31] DAPIL 3 KABUPATEN CIANJUR 

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, 

massif dan terstruktur dalam rekapitulasi perolehan suara partai di Dapil 3 

Kabupaten Cianjur tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja 

yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif dan 

terstruktur tersebut; 

2. Bahwa Pemohon tidak memberikan bukti dan penjelasan yang kongkrit terhadap 

dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan praktek kecurangan 

dan pelanggaran sumpah/janji Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, oleh 

karena itu dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan; 

3. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon yang 

menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam melakukan tabulasi rekapitulasi 

penghitungan suara dengan menggelembungkan suara sah sebanyak 7.507 

suara di 4 kecamatan yakni Kecamatan Ciranjang, Karang Tengah, Mande dan 

Bojong Picung dalam upaya menaikkan Bilangan Pembagi Pemilih; 

4. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas 

karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana penggelembungan suara 

bisa terjadi; 

5. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan 

bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya; 

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan 

sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

III. PETITUM 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, 

Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Termohon. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
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- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Atau ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya 

(ex aequo et bono). 

[2.32] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.KAB-CIANJUR3.239 

sampai dengan bukti T-5.KAB-CIANJUR3.269dan tidak mengajukan saksi/ahli. 

Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut: 

1. T-5.KAB-CIANJUR3.239 Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perubahan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

2. T-5.KAB-CIANJUR3.240  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

3. T-5.KAB-CIANJUR3.241  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

4. T-5.KAB-CIANJUR3.242  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014  

5. T-5.KAB-CIANJUR3.243  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014  

6. T-5. KAB-CiANJUR3.244  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
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Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

7. T-5.KAB-CiANJUR3.245  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

8. T-5.KAB-CIANJUR3.246  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

9. T-5.KAB-CIANJUR3.247  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

10. T-5.KAB-CIANJUR3.248  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

11. T-5.KAB-CIANJUR3.249  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

12. T-5.KAB-CIANJUR3.250  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

13. T-5.KAB-CIANJUR3.251  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

14. T-5.KAB-CIANJUR3.252  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

15. T-5.KAB- CIANJUR3.253  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 
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16. T-5.KAB-CIANJUR3.254  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

17. T.5.KAB-CIANJUR3.255  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

18. T-5.KAB-CIANJUR3.256  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

19. T-5.KAB-CIANJUR3.257  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

20. T-5.KAB-CIANJUR3.258  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

21. T-5.KAB-CIANJUR3.259  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

22. T-5.KAB-CIANJUR3.260  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

23. T-5.KAB-CiANJUR3.261  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

24. T-5.KAB-CIANJUR3.262  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

25. T-5.KAB-CIANJUR3.263  Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian 
Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 
2014 

26. T.5.KAB-CIANJUR3.264 Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Rincian Perolehan 
Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

27. T-5.KAB-CIANJUR3.265 Model D1 DPRD KAB/KOTA Sertifikasi Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS 
di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggola DPRD 
Kabupaten tahun 2014 

28. T-5.KAB-CIANJUR3.266  Model DI DPRD KAB/KOTA Sertifikasi Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS 
di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggola DPRD 
Kabupaten tahun 2014 

29. T-5.KAB-CIANJUR3.267  Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikasi Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS 
di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten Tahun 2014 

30. T-5.KA6-CIANJUR3.268 Model  DA-1 DPRD   KAB/KOTA   Sertifikasi 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

31. T-5.KAB-CIANJUR3.269 Model   DB-1 Sertifikasi Rekapitulasi  Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

[2.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait 

Perseorangan Calon Anggota Partai Golkar atas nama Dra. Wenny Haryanto, S.H. 

dalam persidangan tanggal 3 Mei 2014memberikan keterangan lisan dan 

menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014sebagaimana Akta 

Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, yang pada 

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 
I. DALAM POKOK PERMOHONAN 

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan 

kursi Anggota DPR, di daerah pemilihan JAWA BARAT VI,sebagai berikut. 
1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 

DPR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 
DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR  
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2.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT VI 
Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON 

ANGGOTA DPR) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) 
DI DAPIL JAWA BARAT VI - PROVINSI JAWA BARATUNTUK 
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI 

 

No. Nama Calon Anggota DPR Perolehan Suara Alat Bukti 
Pihak Terkait Termohon Pemohon 

1. MQ. ISWARA 28.971 31.386 PT-5.1.WH  
s/d. 

PT-5.263.WH 2. Dra. WENNY HARYANTO, SH. 32.906 30.949 

 
Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang Perolehan suara Calon 

Anggota DPR dari Partai Golkar pada Dapil Jawa Barat VI khususnya di KOTA 
DEPOK;  

Bahwa keberatan Pemohon tentang Perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai 

Golkar pada Dapil Jawa Barat VI Kota Depok tersebut, khususnya terjadi di 11 

Kecamatan, dalam 37 Kelurahan, pada 236 TPS; 

Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT, telah benar dan tepat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan 

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 

2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah 

Pemilihan JAWA BARAT VI, dengan memperhatikan tabel perbandingan dari dan 

bukti sebagai berikut: 

KECAMATAN: CIPAYUNG 
    KELURAHAN: CIPAYUNG 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  42 42 - 
1 MQ. ISWARA 

25 
 23 23 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  84 84 - 
1 MQ. ISWARA 29  3 3 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO  15 15 - 
1 MQ. ISWARA 

31 
 6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  26 26 - 
1 MQ. ISWARA 

32 
 8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  41 41 - 
1 MQ. ISWARA 

35 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  56 56 - 
1 MQ. ISWARA 

36 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  32 32 - 
1 MQ. ISWARA 

43 
 11 11 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  42 42 - 
1 MQ. ISWARA 

48 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  19 19 - 

 

 
 

    KELURAHAN: BOJONG PONDOK TERONG 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

19 
 9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  34 34 - 
1 MQ. ISWARA 

20 
 7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  26 26 - 
1 MQ. ISWARA 

35 
 0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  2 2 - 

      KELURAHAN: RATU JAYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  31 31 - 
1 MQ. ISWARA 

3 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  12 12 - 
1 MQ. ISWARA 

4 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  32 32 - 
1 MQ. ISWARA 

5 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  26 26 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  46 46 - 
1 MQ. ISWARA 9  11 11 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO  35 35 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
 6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  75 75 - 
1 MQ. ISWARA 

21 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  32 32 - 
1 MQ. ISWARA 

25 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  16 16 - 
1 MQ. ISWARA 

58 
 10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  27 27 - 
1 MQ. ISWARA 

59 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

60 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  11 11 - 
 

BUKTI: PT-5.1.WHs/d BUKTI: PT-5.25.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak 

Terkait, di TPS-TPS di Kecamatan CIPAYUNG, Kota Depok; 

Bahwa PEMOHON membuat dalil yang mengada-ada dan MENYESATKAN 

karena di Kelurahan Cipayung kecamatan Cipayung, PEMOHON 

mendalilkan adanya TPS 52, padahal senyatanya di Kelurahan Cipayung 

Kecamatan Cipayung, hanya ada 48 TPS. 

KECAMATAN: CINERE 
    KELURAHAN: GANDUL 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

34 
 8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  18 18 - 
1 MQ. ISWARA 

41 
 0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  146 146 - 
1 MQ. ISWARA 

42 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  42 42 - 

      KELURAHAN: PANGKALAN JATI BARU 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
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1 MQ. ISWARA 
9 

2 2 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

22 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
 
BUKTI: PT-5.26.WHs/d BUKTI: PT-5.30.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak 

Terkait, di TPS-TPS di Kecamatan CINERE, Kota Depok; 

KECAMATAN: TAPOS 
    KELURAHAN: SUKAMAJU BARU 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

1 
7  7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

5 
 1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

7 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

10 
 6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
 3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

15 
 20 20 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

16 
 7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  4 4 - 
1 MQ. ISWARA 

17 
 1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

18 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

20 
 3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

22 
 7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

24 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

25 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  2 2 - 
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1 MQ. ISWARA 
30 

 3 3 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO  5 5 - 
1 MQ. ISWARA 

31 
 3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  16 16 - 
1 MQ. ISWARA 

34 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

41 
 9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  20 20 - 
1 MQ. ISWARA 

42 
 3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  18 18 - 
1 MQ. ISWARA 

46 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

49 
 6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

50 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

56 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  12 12 - 
1 MQ. ISWARA 

57 
 7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 9 - 
1 MQ. ISWARA 

58 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  11 11 - 
1 MQ. ISWARA 

60 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  27 27 - 
1 MQ. ISWARA 

61 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  24 24 - 
1 MQ. ISWARA 

62 
 12 12 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  34 34 - 
1 MQ. ISWARA 

63 
 9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  25 25 - 
1 MQ. ISWARA 

65 
 17 17 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  30 30 - 
1 MQ. ISWARA 

68 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  44 44 - 
1 MQ. ISWARA 

70 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  71 71 - 
1 MQ. ISWARA 

73 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1  1 - 
1 MQ. ISWARA 

75 
 0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  5 5 - 
1 MQ. ISWARA 

78 
 0  0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1  1 - 
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1 MQ. ISWARA 
84 

 2 2 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

85 
 5  5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  4  4 - 

      KELURAHAN: CIMPAEUM 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

1 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

7 
 0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  6 6 - 
1 MQ. ISWARA 

9 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

10 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

11 
 5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  9 9 - 
1 MQ. ISWARA 

12 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
 2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
 4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

17 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

18 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 5 5 - 
1 MQ. ISWARA 

20 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

28 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 41 41 - 
1 MQ. ISWARA 

29 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 30 30 - 
1 MQ. ISWARA 

34 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

38 
 1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  9 9 - 

      KELURAHAN: CILANGKAP 
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No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

11 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0  0 - 
1 MQ. ISWARA 

12 
 0  0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0  0 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
1 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

21 
 0  0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  1  1 - 
1 MQ. ISWARA 

30 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

37 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 35 35 - 
1 MQ. ISWARA 

47 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 13 13 - 
1 MQ. ISWARA 

54 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

52 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

57 
3  3  - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0  0 - 
1 MQ. ISWARA 

65 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

89 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

92 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 

       
KELURAHAN: LEWINANGGUNG 

    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

6 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
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1 MQ. ISWARA 
12 

7 7 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

21 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 1 - 
1 MQ. ISWARA 

22 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

      KELURAHAN: JATIJAJAR 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

4 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 35 35 - 
1 MQ. ISWARA 

5 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 12 12 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 152 152 - 
1 MQ. ISWARA 

7 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 7 7 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 13 13 - 
1 MQ. ISWARA 

15 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 45 45 - 
1 MQ. ISWARA 

16 
 10  10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  9  9 - 
1 MQ. ISWARA 

29 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 32 32 - 
1 MQ. ISWARA 

30 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 16 16 - 
1 MQ. ISWARA 

32 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

41 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

43 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 48 48 - 
1 MQ. ISWARA 

49 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 20 20 - 
1 MQ. ISWARA 

51 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 13 13 - 
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BUKTI: PT-5.31.WHs/d BUKTI: PT-5.114.WH 

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak 

Terkait, di TPS-TPS di Kecamatan TAPOS, Kota Depok; 

 
KECAMATAN: BEJI 

    KELURAHAN: KUKUSAN 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

21 
 9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  29 29 - 

      KELURAHAN: TANAH BARU 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

46 
 1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0 0 - 

      KELURAHAN: PONDOK GEDE 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

33 
 0  0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  3  3 - 
1 MQ. ISWARA 

17 
 6  6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  8  8 - 
 
BUKTI: PT-5.115.WHs/d BUKTI: PT-5.118.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak 

Terkait, di TPS-TPS di Kecamatan BEJI, Kota Depok; 

 
KECAMATAN : PANCORAN MAS 

   KELURAHAN : DEPOK JAYA 
 

    
No NAMA CALEG TPS PEROLEHAN SUARA 

MENURUT SELISIH 
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D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

3 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

9 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

41 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

47 
 2  2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  0  0 - 

      KELURAHAN: RANGKAPAN JAYA BARU 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

37 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 5 5 - 
1 MQ. ISWARA 

52 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 52 52 - 

    
  

 KELURAHAN: RANGKAPAN JAYA 
 

  
 

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

9 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 9 9 - 
1 MQ. ISWARA 

29 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 60 60 - 
1 MQ. ISWARA 

18 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 59 59 - 
1 MQ. ISWARA 

22 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 20 20 - 
1 MQ. ISWARA 

31 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 22 22 - 
1 MQ. ISWARA 

35 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 21 21 - 
1 MQ. ISWARA 

38 
8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 32 32 - 
1 MQ. ISWARA 42 14 14 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO 12 12 - 
1 MQ. ISWARA 

55 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 9 9 - 

      KELURAHAN : PANCORAN MAS 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

1 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

2 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

3 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

35 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

50 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

52 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

54 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

58 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

74 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 11 11 - 
1 MQ. ISWARA 

81 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 4 4 - 
1 MQ. ISWARA 

88 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 17 17 - 
1 MQ. ISWARA 

90 
8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

91 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 18 18 - 
1 MQ. ISWARA 

94 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

97 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 24 24 - 
1 MQ. ISWARA 

98 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 24 24 - 
1 MQ. ISWARA 99 5 5 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

115 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 8 8 - 
 
BUKTI: PT-5.119.WHs/d BUKTI: PT-5.152.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 
Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-
TPS di Kecamatan PANCORAN MAS, Kota Depok; 

 
KECAMATAN: CILODONG 

    KELURAHAN: KALI MULYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

5 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 11 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 11 - 
1 MQ. ISWARA 

22 
2  2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1  42 - 

      KELURAHAN: KALI BARU 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

6 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

11 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 5 5 - 
1 MQ. ISWARA 

13 
7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

      KELURAHAN: KALI MULYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

8 
9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 
1 MQ. ISWARA 

26 
3  3  - 

5 Dra. WENNY HARYANTO  18  18 - 
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1 MQ. ISWARA 
28 

 9  9 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO  14  14 - 

 
BUKTI: PT-5.154.WHs/d BUKTI: PT-5.161.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 

Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-

TPS di Kecamatan CILODONG, Kota Depok; 

KECAMATAN: SUKMA JAYA 
    KELURAHAN: SUKMA JAYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 15 15 - 
1 MQ. ISWARA 

17 
12 12 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 37 37 - 
1 MQ. ISWARA 

21 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 13 13 - 
1 MQ. ISWARA 

35 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

41 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

45 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

49 
10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

      KELURAHAN: BAKTI JAYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

6 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

59 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 4 4 - 
1 MQ. ISWARA 

61 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 
1 MQ. ISWARA 78 3 3 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO 29 29 - 
1 MQ. ISWARA 

85 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 16 16 - 

      KELURAHAN : ABADI JAYA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

20 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 10 10 - 
1 MQ. ISWARA 

23 
7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 47 47 - 
1 MQ. ISWARA 

28 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 10 10 - 
1 MQ. ISWARA 

92 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 66 66 - 
 
BUKTI: PT-5.162.WHs/d BUKTI: PT-5.178.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 
Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-
TPS di Kecamatan SUKMA JAYA, Kota Depok; 

 
KECAMATAN: LIMO 

    KELURAHAN: MERUYUNG 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

3 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 
1 MQ. ISWARA 

5 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 9 9 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 25 25 - 

      KELURAHAN: KRUKUT 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
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1 MQ. ISWARA 
1 

8 8 - 
5 Dra. WENNY HARYANTO 29 29 - 
1 MQ. ISWARA 

2 
10 10 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 82 82 - 
1 MQ. ISWARA 

4 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 19 19 - 
1 MQ. ISWARA 

5 
8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 46 46 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
11 11 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 21 21 - 
1 MQ. ISWARA 

7 
9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 27 27 - 
1 MQ. ISWARA 

8 
13 13 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 18 18 - 
1 MQ. ISWARA 

10 
8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 101 101 - 
1 MQ. ISWARA 

15 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 31 31 - 
1 MQ. ISWARA 

18 
8 8 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 15 15 - 
1 MQ. ISWARA 

21 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 
1 MQ. ISWARA 

23 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 31 31 - 
1 MQ. ISWARA 

24 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 12 12 - 

 
BUKTI: PT-5.179.WHs/d BUKTI: PT-5.195.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 
Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-
TPS di Kecamatan LIMO, Kota Depok; 

 
KECAMATAN: BOJONG SARI 

    KELURAHAN: SERUA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

17 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

28 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
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      KELURAHAN: BOJONG SARI  
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 24 24 - 
1 MQ. ISWARA 

20 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 44 44 - 
1 MQ. ISWARA 

27 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 

      KELURAHAN: BOJONG SARI BARU 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

2 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 7 7 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

      KELURAHAN: CURUG 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

14 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

       
 
 
 
KELURAHAN: DUREN MEKAR 

    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

11 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 13 13 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
9 9 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 5 5 - 
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BUKTI: PT-5.196.WHs/d BUKTI: PT-5.205.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 
Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-
TPS di Kecamatan BOJONG SARI, Kota Depok; 

KECAMATAN: CIMANGGIS 
    KELURAHAN: CURUG 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

9 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 2 2 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

29 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

39 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

42 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

45 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 

      KELURAHAN: HARJA MUKTI 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

1 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

2 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 3 3 - 
1 MQ. ISWARA 

9 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

17 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

29 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

37 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
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BUKTI: PT-5.206.WHs/d BUKTI: PT-5.217.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR menurut 
Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak Terkait, di TPS-
TPS di Kecamatan CIMANGGIS, Kota Depok; 

KECAMATAN: SAWANGAN 
    KELURAHAN: BEDAHAN 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

3 
1 1 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 
1 MQ. ISWARA 

15 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 

      KELURAHAN: SAWANGAN DEPOK 
   

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

24 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 44 44 - 
1 MQ. ISWARA 

27 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 29 29 - 

      KELURAHAN: PASIR PUTIH 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

8 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 67 67 - 
1 MQ. ISWARA 

9 
5 5 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 82 82 - 
1 MQ. ISWARA 

30 
7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 7 7 - 
1 MQ. ISWARA 

14 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1 - 
1 MQ. ISWARA 

15 
4 4 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 6 6 - 
1 MQ. ISWARA 

11 
7 7 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 97 97 - 
1 MQ. ISWARA 31 15 15 - 
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5 Dra. WENNY HARYANTO 17 17 - 

      KELURAHAN KEDAUNG 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

5 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 27 27 - 
1 MQ. ISWARA 

6 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 

      KELURAHAN CINANGKA 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

20 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 1 - 
1 MQ. ISWARA 

25 
0 0 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 0 0 - 

      KECAMATAN PENGASINAN 
    

No NAMA CALEG TPS 

PEROLEHAN SUARA 
MENURUT 

SELISIH 

D1 KPU 
C1 (P. 

TERKAIT) 
1 MQ. ISWARA 

1 
14 14  - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 65 65 - 
1 MQ. ISWARA 

3 
2 2 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 19 19 - 
1 MQ. ISWARA 

12 
6 6 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 22 22 - 
1 MQ. ISWARA 

19 
3 3 - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 46 46 - 
1 MQ. ISWARA 

25 
1 1  - 

5 Dra. WENNY HARYANTO 1 1  - 

 
BUKTI: PT-5.218.WHs/d BUKTI: PT-5.236.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR yang ada pada Pihak 

Terkait, di TPS-TPS di Kecamatan SAWANGAN, Kota Depok; 
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BUKTI: PT-5.237.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan PANGKALAN JATI BARU, Cinere, Depok; 
BUKTI: PT-5.238.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan KALIMULYA, Cilodong, Depok; 
BUKTI: PT-5.239.WH 
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan BAKTI JAYA, Sukmajaya, Depok; 
BUKTI: PT-5.240.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan PENGASINAN, Sawangan, Depok; 
BUKTI: PT-5.241.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan JATI JAJAR, Tapos, Depok; 
BUKTI: PT-5.242.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan DUREN MEKAR, Bojong Sari, Depok; 
BUKTI: PT-5.243.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan KRUKUT, Limo, Depok; 
 
 
 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

300 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

BUKTI: PT-5.244.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan BOJONG PONDOK TERONG, Cipayung, Depok; 
BUKTI: PT-5.245.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan CIPAYUNG, Cipayung, Depok; 
BUKTI: PT-5.246.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan BEDAHAN, Sawangan, Depok; 
BUKTI: PT-5.247.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan BOJONG SARI BARU, Bojong Sari Baru, Depok; 
BUKTI: PT-5.248.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan KEDAUNG, Sawangan, Depok; 
BUKTI: PT-5.249.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan HARJAMUKTI, Cimanggis, Depok; 
BUKTI: PT-5.250.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan LEUWINANGGUNG, Tapos, Depok; 
BUKTI: PT-5.251.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan KALIBARU, Cilodong, Depok; 
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BUKTI: PT-5.252.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan MERUYUNG, Limo, Depok; 
BUKTI: PT-5.253.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan CILANGKAP, Tapos, Depok; 
BUKTI: PT-5.254.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan SUKAMAJU BARU, Tapos, Depok; 
BUKTI: PT-5.255.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan CIMPAEUM, Tapos, Depok; 
BUKTI: PT-5.256.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan RATU JAYA, Cipayung, Depok; 
BUKTI: PT-5.257.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan SERUA, Bojong Sari, Depok; 
BUKTI: PT-5.258.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan RANGKAPAN JAYA, Pancoran Mas, Depok; 
BUKTI: PT-5.259.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan RANGKAPAN JAYA BARU, Pancoran Mas, Depok; 
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BUKTI: PT-5.260.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan DEPOK JAYA, Pancoran Mas, Depok; 
BUKTI: PT-5.261.WH  
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan CURUG, Cimanggis, Depok; 
BUKTI: PT-5.262.WH   
Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPR 

menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPR khususnya di 

Kelurahan KUKUSAN, Beji, Depok; 
BUKTI: PT-5.263.WH  
Menunjukkan bahwa Pemohon perseorangan telah mendapatkan Persetujuan 

untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam sengketa PHPU di Mahkamah 

konstitusi; 
III. PETITUM 

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak 

Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, 

bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah 

Pemilihan JAWA BARAT VI; 

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 

putusan ini. 
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Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.24] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait 

Perseorangan Calon Anggota Partai Golongan Karya atas nama Dra. Wenny 

Haryanto, S.H.mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti 

PT.5.1WH sampai dengan bukti PT.5.263WH sebagai berikut.  

 
NO. 

 

 
KODE BUKTI 

 

 
DOKUMEN 

1 PT-5.1.WH 
s/d 
PT-5.25.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Cipayung, Bojong 
Pondok Terong, Ratu Jaya,  

2 PT-5.26.WHs/d  
PT-5.30.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Gandul, Pangkalan Jati 
Baru 

3 PT-5.31.WHs/d  
PT-5.114.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Sukamaju Baru, 
Cimpaeum, Cilangkap, Lewinanggung, Jatijajar,  

4 PT-
5.115.WHs/d  
PT-5.118.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Kukusan, Tanah Baru, 
Pondok Gede 

5 PT-
5.119.WHs/d  
PT-5.152.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Depok Jaya, 
Rangkapan Jaya Baru, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas 

6 PT-5.154.WH 
s/d 
PT-5.161.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Kali Mulya, Kali Baru,  

7 PT-5.162.WH 
s/d 
PT-5.178.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Sukma Jaya, Bakti 
Jaya, Abadi Jaya,  

8 PT-
5.179.WHs/d  
PT-5.195.WH 
 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Meruyung, Krukut,  

9 PT-
5.196.WHs/d  
PT-5.205.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Serua, Bojong Sari, 
Bojong Sari Baru, Curug, Duren Kembar 

10 PT-5.206.WH 
s/d 
PT-5.217.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Curug, Harjamukti,  

11 PT-
5.218.WHs/d  
PT-5.236.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Bedahan, Sawangan 
Depok, Pasir Putih, Kedaung, Cinangka, Pengasinan 

 
12 PT-5.218.WH 

s/d  
PT-5.236.WH 

Formulir Model C-1 DPR, di kelurahan Bedahan, Sawangan 
Depok, Pasir Putih, Kedaung, Cinangka, Pengasinan 

13 PT-5.237.WH Model D-1 DPR, Kelurahan PANGKALAN JATI BARU, Cinere, 
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Depok; 
 

14 PT-5.238.WH Model D-1 DPR, Kelurahan KALIMULYA, Cilodong, Depok; 
15 PT-5.239.WH Model D-1 DPR, Kelurahan BAKTI JAYA, Sukmajaya, Depok; 
16 PT-5.240.WH Model D-1 DPR, Kelurahan PENGASINAN, Sawangan, Depok; 
17 PT-5.241.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

JATI JAJAR, Tapos, Depok; 
18 PT-5.242.WH Model D-1 DPR, Kelurahan DUREN MEKAR, Bojong Sari, 

Depok; 
19 PT-5.243.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

KRUKUT, Limo, Depok; 
20 PT-5.244.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

BOJONG PONDOK TERONG, Cipayung, Depok; 
21 PT-5.245.WH Model D-1 DPR, Kelurahan 

CIPAYUNG, Cipayung, Depok; 
22 PT-5.246.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

BEDAHAN, Sawangan, Depok 
23 PT-5.247.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

BOJONG SARI BARU, Bojong Sari Baru, Depok; 
24 PT-5.248.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

KEDAUNG, Sawangan, Depok; 
25 PT-5.249.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

HARJAMUKTI, Cimanggis, Depok; 
26 PT-5.250.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

LEUWINANGGUNG, Tapos, Depok; 
27 PT-5.251.WH Model D-1 DPR, Kelurahan 

KALIBARU, Cilodong, Depok 
28 PT-5.252.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

MERUYUNG, Limo, Depok; 
29 PT-5.253.WH Model D-1 DPR, Kelurahan 

CILANGKAP, Tapos, Depok; 
30 PT-5.254.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

SUKAMAJU BARU, Tapos, Depok; 
31 PT-5.255.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

CIMPAEUM, Tapos, Depok; 
32 PT-5.256.WH  Model D-1 DPR, Kelurahan 

RATU JAYA, Cipayung, Depok; 
33 PT-5.257.WH  Formulir Model D-1 DPR, Kelurahan SERUA, Bojong Sari, 

Depok; 
34 PT-5.258.WH Formulir Model D-1 DPR, Kelurahan RANGKAPAN JAYA, 

Pancoran Mas, Depok; 
35 PT-5.259.WH Formulir Model D-1 DPR, Kelurahan RANGKAPAN JAYA 

BARU, Pancoran Mas, Depok; 
36 PT-5.260.WH Formulir Model D-1 DPR, Kelurahan DEPOK JAYA, Pancoran 

Mas, Depok; 
37 PT-5.261.WH Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan CURUG, Cimanggis, 

Depok; 
38 PT-5.262.WH Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan KUKUSAN, Beji, Depok; 

 
39 PT-5.263.WH Surat Persetujuan DPP Partai Golkar sebagai Pihak Terkait 
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(Perseorangan) Partai Golkar 
 

 Selain itu, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota Partai Golongan 

Karya atas nama Dra. Wenny Haryanto, S.H.juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi 

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 

Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Makmun 
- Saksi sebagai saksi Ibu Wenny Harianto, SH dari Partai Golkar di Kelurahan 

Cipayung; 

- Dari 48 TPS, Ibu Wenny Harianto, SH memperoleh 2.456 suara sedangkan 

Bapak Muhammad M.Q. Iswara memperoleh 417 suara; 

- Saksi mengikuti dari awal sampai akhir perhitungan; 

2. Anshori AR 
- Saksi sebagai sekretaris pengurus Partai Golkar di Kecamatan Cipayung; 

- Tanggal 17 dan 18April 2014 dilaksanakan hasil rekapitulasi di Kecamatan 

Cipayung serta dihadiri PPK, PPS dari lima kelurahan, Panwascam atau Panwaslu 

dengan PPL dari masing-masing kelurahan serta saksi partai politik; 

- Berdasarkan hasil rekap kecamatan, Dra. Wenny Haryanto memperoleh 7.586 

suara sedangkan Bapak M.Q. Iswara memperoleh 1.670 suara; 

- Perolehan suara Partai Golkar dan caleg seluruhnya 15.170 sura; 

- Terdapat kekeliruan penyebutan jumlah TPS di Kelurahan Cipayung 

seharusnya 48 TPS  bukan 52 TPS; 

3. Edmon Johan 
- Saksi selaku saksi mandat penuh dari Partai Golkar tingkat rekapitulasi KPU Kota 

Depok; 

- Dra. Wenny Haryanto memperoleh 21.650 suara sedangkan Bapak M.Q. Iswara 

memperoleh 11.921 suara di Kota Depok; 

- Saksi menyebutkan di Kalimulya hanya terdapat 25 TPS, berbeda dengan 

Pemohon yang mengajukan sampai ada TPS 26 dan TPS 28; 

- Saksi menyatakan di Beji hanya ada 6 kelurahan dan tidak ada Kelurahan 

Pondok Gede yang ada Pondok Cina. Kemudian di Kelurahan Sawangan tidak 

ada Kelurahan Duren 3 atau Duren Kembar; 
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- Saksi menyatakan tidak ada perubahan maupun gugatan dari saksi-saksi 

mandat partai politik pada tingkat pusat maupun tingkat Jawa Barat; 

[2.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait 

Perseorangan Calon AnggotaPartai Golongan Karya atas nama Wahidin L. S.IP  

menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014sebagaimana Akta 

Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, yang pada 

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 

DALAM POKOK PERMOHONAN 
2.2.1.  Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon atas 

nama H. RUSMANTO ALWI, SH. calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon 

dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan 7 Kabupaten 

Cirebon, kecuali yang nyata-nyata merupakan kebenaran. 

2.2.2. Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait adalah H. RUSMANTO ALWI, SH. dan 

WAHIDIN L. S.IP adalah sama-sama Calon anggota DPRD Kabupaten 

Cirebon Dapil 7 dari Partai Golkar pada pemilu 9 April 2014; 

2.2.3. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 

Setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) tingkat KPU Kabupaten 

Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 

2014 perolehan suara partai dan perolehan suara seluruh calon dari Partai 

Golkar Dapil 7 Kab. Cirebon adalah sebagai berikut: 

 SUARA PARTAI GOLKAR 3.439 suara 

1. H. RUSMANTO ALWI 2.487 suara 

2. TARIMA 163 suara 

3. INDRA BUDHIWATI 303 suara 

4. AMAN SANTOSA, SH. 1.458 suara 

5. WAHIDIN L, S.IP 2.492 suara 

6. NENENG ROHMAH 112 suara 

Jumlah Suara Partai dan Suara 

Calon 

10.454 suara 
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2.2.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Tanggal 13 Mei 

2014Pihak Terkait WAHIDIN L. S.IP telah ditetapkan sebagai calon terpilih 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon hasilPemilu 2014, sebagaimana Daftar 

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Model EB-3 dengan 

perolehan suara sah peringkat 1 sebanyak 2.492 suara(vide Bukti PT 01). 

2.2.5. Bahwa Pihak Terkait telah menerima Surat KPU Kabupaten Cirebon tentang 

Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, 

sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Cirebon Nomor 

278/143/KPU tertanggal 13 Mei 20U(vide Bukti PT-02). 

2.2.6. Bahwa Pemohon H RUSMANTO ALWI, SH. Calon nomor urut 1 Partai 

Golkar Dapil 7 Kabupaten Cirebon memperoleh suara 2.487 atau peringkat 

ke 2 tidak terpilih. Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah melalui 

DPP Partai Golkar dengan membuat dan menyampaikan data yang 

kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2.2.7. Bahwa dalam keberatannya point ke-9 halaman 68 Pemohon mendalilkan 

seolah-olah telah terjadi penambahan suara dalam rekapitulasi, modusnya 

dengan menuduh PPS mengurangi perolehan suara caleg partai Golkar 

lainnya dan menambahkan suara ke Pihak Terkait (Wahid in L.S.IP), 

sehingga terjadi selisihmenurut versi Pemohon terjadi di PPS - PPS sebagai 

berikut: 

 1. PPS Desa Cangkuang Kecamatan Babakan : 5   suara 

 2. PPS Desa Babakan Kecamatan Babakan : 4   suara 

 3. PPS Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan : 1   suara 

 4. PPS Desa Ender Kecamatan Pangenan  : 1   suara 

 5. Desa Astanalanqqar Kecamatan Losari  : 3   suara 

       Total  : 14 suara 

2.2.8.  Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut tidak benar seluruhnya sebab 

ternyata hanya terjadi kesalahan tulis di TPS 8 PPS Desa Rawaurip 

Kecamatan Pangenan sedangkan penjumlahannya sudah benar dan tidak 

mempengaruhi suara partai maupun suara calon, maka berdasarkan bukti C-

1di TPS 8 PPS Desa Rawaurip Kecamatan Pangenanseharusnya adalah 

sebagai berikut: (Vide bukti PT-05) 
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SUARA PARTAI GOLKAR : 1  suara 

1. H. RUSMANTO ALWI   : 10 suara 

2. TARIMA              : 1  suara 

3. INDRA BUDHIWATI    : 0  suara 

4. AMAN SANTOSA, SH   : 0  suara 

5. WAHIDIN L.S.IP      : 0  suara 

6. NENENG ROHMAH      : 0  suara 

Jumlah Suara Partai dan  : 12 suara 
Suara Calon 
 

2.2.9.   Bahwa perolehan suara PPS lainnya sudah benar dan tidak ada selisih, yakni: 

1.  PPS Desa Cangkuang Kecamatan Babakan     :  tidak ada selisih 
2.  PPS Desa Babakan Kecamatan Babakan       :  tidak ada selisih 
3.  PPS Desa Ender Kecamatan Pangenan        :  tidak ada selisih 
4.  PPS Desa Astanalanggar Kecamatan Losari   :  tidak ada selisih 
 
2.2.10.  Bahwa suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan 

suara di TPS/PPS yang dipermasalahkan Pemohon tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1  : 

ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN 

OLEH PEMOHON 

 Dapil 7 Kab.Cirebon Perolehan 
Suara 
Pihak 

Terkait 

Alat Bukti 
Pihak 
Terkait 

 TPS  01  PPS  Desa  
Cangkuang Kecamatan 

 

6  Bukti PT-03 
Model C-l DPRD Kab/Kota 

 TPS   05   PPS   Desa   
Babakan Kecamatan 
Babakan 

10  Bukti PT-04 
Model C-l DPRD Kab/Kota 

 TPS   8    PPS   Desa    
Rawaurip Kecamatan 

 

0  Bukti PT-5 
Model C-l DPRD Kab/Kota 

 TPS     11    PPS    Desa    
Ender Kecamatan 
Pangenan 

1  Bukti PT-06 
Model C-l DPRD Kab/Kota 
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 TPS  4   PPS  Ds 
Astanalanggar 
Kecamatan Losari 

4  Bukti PT-07 
Model D-l DPRD Kab/Kota 

 

2.2.11. Bahwa dengan demikian Suara Partai Golkar dan Suara Calon Anggota DPRD 

Kabupaten Cirebon Dapil 7 dari Partai Cirebon berdasarkan Sertifikat 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan (Model DB-1 

DPRD Kab/Kota) tingkat KPU Kabupaten Cirebon Dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun Cirebon sudah benar, yakni dengan 

perincian sebagai berikut. 

 SUARA PARTAI GOLKAR 3.439 suara 

1. H. RUSMANTO ALWI 2.487 suara 

2. TARIMA 163 suara 

3. INDRA BUDHIWATI 303 suara 

4. AMAN SANTOSA, SH. 1.458 suara 

5. WAHIDIN L, S.IP 2.492 suara 

6. NENENG ROHMAH 112 suara 

Jumlah Suara Partai dan Suara 

Calon 

10.454 suara 

 

2.2.12. Bahwa sudah benar Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupeten Cirebon tanggal 

10 Mei 2014 yang menetapkan WAHIDIN L, S.IP sebagai Calon Terpilih 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Daftar 

Calon Terpilih (Model EB-3 Bukti PT-01) dan Surat KPU Kabupaten Cirebon 

Nomor 278/143/KPU tertanggal 13 Mei 2014 tentang Pemberitahuan 

Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon (Model EB-4 Vide 

Bukti PT-02). 

2.2.13. Bahwa untuk meneguhkan dalilnya kepada Mahkamah , selain mengajukan 

Alat Bukti Pihak Terkait tersebut diatas, Pihak Terkait juga mengajukan 

Saksi-saksi Anggota PPS, dan saksi pemilih dari orang yang benar-benar 

telah memilih Wahidin L. S.IP yang akan menerangkan dihadapan 

Mahkamah tentang kebenaran data maupun kebenaran materil (Vide Bukti 
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PT-08 s/d PT-11). Selanjutya terdapat Kesaksian Tertulis dari petugas PPL 

yang telah mencabut surat pernyataanya karena merasa tertipu telah 

menandatangani surat pernyataan yang dibuat Pihak Pemohon seolah-olah 

terjadi kesalahan penempatan hasil perhitungan suara di TPS 01 Desa 

Cangkuang Kec. Babakan Kab. Cirebon (Vide Bukti PT-12). Adapun saksi-

saksi yang akan memberikan keterangan di hadapan majelis MK adalah sbb: 

1. BUNADI, SPd Ketua    PPS   Astanaanyar    Kecamatan    Losari    

Kabupaten Cirebon. 

2. GUROTIN   MAS'UD   Mantan   Kepala   Desa,   pemilih   di   TPS   4   

Desa Astanalanggar Kecamatan Losari; (Vide Bukti PT-08) 

3. YUSEP Pekerjaan Wiraswasta, pemilih di TPS 4 Desa 

Astanalanggar 

 Kecamatan Losari;(Vide Bukti PT-09) 

4. NURJAMAN Pekerjaan Wiraswasta , pemilih di TPS 4 Desa 

Astanalanggar 

 Kecamatan Losar;(Vide Bukti PT-10) 

5. TARMUDI Pekerjaan Tani, pemilih di TPS 4 Desa Astanalanggar 

Kecamatan Losari; (Vide Bukti PT-11) 

 2.2.14. Bahwa dari uraian tersebut maka terang dan jelaslah bahwa 

permohonan Pemohon dari Partai Golkar atas nama H. RUSMANTO 

ALWI.SHCalon Anggota DPRD Dapil 7 Kab Cirebon tersebut tidak benar dan 

harus ditolak. Sedangkan Keterangan Pihak Terkait diterima karena 

didasarkan atas fakta dan bukti yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

[2.26] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait 

Perseorangan Calon AnggotaPartai Golongan Karya atas nama Wahidin L. 

S.IPmengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertandabukti PT-

5.31.1.01 sampai dengan bukti PT-.5.31.1.12 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun 

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diajukan sebagai berikut: 

1. PT-5.31.1.01 Surat KPU Cirebon Tanggal 13 Mei 2015 Daftar Calon Terpilih 
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan 7. 
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2. PT-5.31.1.02 Surat tembusan KPU Kabupaten Cirebon Tanggal 13 Mei 2015 
Nomor 278/143/KPU Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih 
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 

3. PT-5.31.1.03 Lampiran Model C-1 TPS 01 Desa Cangkuang Kec. Babakan 
Kab. Cirebon Dapil 7. 

4. PT-5.31.1.04 Lampiran Model C-1 TPS 05 Desa Cangkuang Kec. Babakan 
Kab. Cirebon Dapil 7. 

5. PT-5.31.1.05 Lampiran Model C-1 TPS 08 Desa Rawaurip Kec. Pangenan Kab. 
Cirebon Dapil 7. 

6. PT-5.31.1.06 Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Ender Kec. Pangenan Kab. 
Cirebon Dapil 7. 

7. PT-5.31.1.07 Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota halaman 5 PPS Desa 
Astanalanggar Kec. Losari. 

8. PT-5.31.1.08 Surat pernyataan Gufron Mas’ud Mantan Kepala Desa 
Astanalanggar. 

9. PT-5.31.1.09 Surat pernyataan Sdr Yusep warga Desa Astanalanggar. 
10. PT-5.31.1.10 Surat pernyataan Sdr Nurjaman warga Desa Astanalanggar. 
11. PT-5.31.1.11 Surat pernyataan Sdr Tarmudi warga  Desa Astanalanggar. 
12. PT-5.31.1.12 Surat pernyataan Sdri Nining petugas PPL Desa Cangkuang Kec 

babakan Kab Cirebon. 

 Selain itu, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota Partai Golongan 

Karya atas nama Wahidin L. S.IP.juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. D. Sudana 
- Saksi sebagai Tim Pemenangan Wahidin di dapil 7; 

- Saksi membantah adanya selisih 14 suara untuk perolehan Wahidin; 

- Saksi menyatakan model C1 sudah sesuai dengan model D1; 

- Saksi menyatakan Pleno di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten tidak ada 

keberatan; 

2. Gurotin Mas’ud 

- Saksi hanya mendengar informasi dimana saksi memilih di TPS 4 Desa 

Astanaanyar, Kabupaten Cirebon terdapat selisih perolehan suara dari Pemohon; 

- Saksi mendengar ada selisih suara versi Pemohon 1 suara sedangkan versi 

Termohon 4 suara; 

3. Nur Jaman 
- Saksi sebagai pencoblos; 

- Mendengar info Bapak Wahadin hanya memperoleh 1 suara; 
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- Saksi menyatakan dirinya dan Bapak Gurotin Mas’ud memilih Bapak Wahidin 

seharusnya memperoleh 4 suara; 

[2.27] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait 

menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014yang 

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya 

para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya; 

[2.28]  Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil 

pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, 

yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini: 

1. DPR RI Dapil Jawa Barat VI; 

2. DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11; 

3. DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11 (Perseorangan); 

4. DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 3; 

5. DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 1; 

6. DPRD Kota Dapil Depok 1; 

7. DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 7; 

8. DPRD Kabupaten Dapil Karawang 4; 
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9. DPRD Kota Dapil Bekasi 2; 

10. DPRD Kota Dapil Bekasi 3; 

11. DPRD Kota Dapil Bekasi 5; 

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 

2.  kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan  permohonan  a 

quo; 

2. tenggang waktu pengajuan permohonan.  

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan 

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),  Mahkamah berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
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[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU 

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka 

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, 

Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun 

demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 

Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal 

tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(selanjutnya disebut PMK 1-3/2014)  dengan syarat Calon Perseorangan tersebut 

memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan 

bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan; 

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014  sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 

2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa 
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Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor 

Urut 5; 

Adapun permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat VI yang diajukan oleh 

Perseorangan Calon atas nama Ir. H. MQ. Iswara,  dengan Surat Rekomendasi 

Nomor R-565/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014; Jawa Barat XI yang 

diajukan oleh Perseorangan Calon atas nama Andrian Kusnadi, dengan Surat 

Rekomendasi Nomor R-658/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014; Cirebon 

7 yang diajukan oleh Perseorangan Calon atas nama H. Rusmanto Alwi, S.H., dengan 

Surat Rekomendasi Nomor R-588/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014; 

Karawang 4 yang diajukan oleh Perseorangan Calon atas nama Ratu Silvia Eric, 

dengan Surat Rekomendasi Nomor R-587/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 

2014; Bekasi 2 yang diajukan oleh Perseorangan Calon atas nama Wandi, dengan 

Surat Rekomendasi Nomor R-583/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014; 

Bekasi 3 yang diajukan oleh Perseorangan Calon atas nama H. Heri Budisusetyo, 

SE., MBA., dengan Surat Rekomendasi Nomor R-584/DPP/GOLKAR/V/2014, 

bertanggal 11 Mei 2014; dan Bekasi 5 yang diajukan oleh Perseorangan Calon atas 

nama Nasrullah, S.HI, dengan Surat Rekomendasi Nomor R-585/DPP/GOLKAR/ 

V/2014, bertanggal 11 Mei 2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan 

Perseorangan Calon di atas telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMK 1-

3/2014, sehingga para Pemohon Perseorangan Calon tersebut memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan 

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum 

secara nasional; 

[3.8] Menimbang, selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 

PMK 1-3/2014, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat 

elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus 
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diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan 

penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;  

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas 

pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 

Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 

WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; 

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU 

sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada Senin, tanggal 12 Mei 

2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan 

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan; 

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah 

akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

Pendapat Mahkamah 

Dalam Pokok Permohonan 

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan 

Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti 

surat/tulisan Termohon, keterangan, bukti surat/tulisan, dan saksi dari Pihak Terkait I 

(Perseorangan) Dra. Wenny Harianto, S.H., keterangan dan bukti surat/tulisan dari 

Pihak Terkait Wahidin L.S.Ip, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 
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DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI 

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama MQ. Iswara  

mendalilkan Partai Golkar di Dapil Jawa Barat VI memperoleh 1 kursi dengan 

perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (MQ. Iswara) dan Caleg Nomor Urut 5 (Dra. 

Wenny Haryanto), yaitu: 

1. Kota Depok 

• Mq. Iswara memperoleh  11.921 suara 

• Dra. Wenny Haryanto, S.H. memperoleh  21.650 suara 

2. Kota Bekasi 

• Mq. Iswara memperoleh  17.050 suara 

• Dra. Wenny Haryanto, S.H. memperoleh  11.256 suara 

Menurut Pemohon rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang oleh Termohon 

di Kota Depok adalah tidak benar karena ada penambahan suara kepada Caleg 

Nomor Urut 5 (Wenny Haryanto) yang dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan 

masif oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Depok, yaitu di beberapa TPS Kelurahan 

Cipayung, Bojong Pondok Terong, dan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung; Kelurahan 

Gandul dan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere; Kelurahan Sukamaju Baru, 

Cimpaeum, Cilangkap, Lewinanggung, dan Jatijajar,  KecamatanTapos; Kelurahan 

Kukusan, Tanah Baru, dan Pondok Gede, Kecamatan Beji; Kelurahan Depok Jaya, 

Rangkapan Jaya Baru, Rangkapan Jaya, dan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran 

Mas; Kelurahan Kali Mulya, Kali Baru, Kali Mulya, Kecamatan Cilodong; Kelurahan 

Sukma Jaya, Bakti Jaya, dan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya; Kelurahan 

Meruyung dan Krukut, Kecamatan Limo; Kelurahan Serua, Bojong Sari, Bojong Sari 

Baru, Curug, dan Duren Kembar, Kecamatan Bojong Sari; Kelurahan Curug dan 

Harjamukti, Kecamatan Cimanggis; Kelurahan Bedahan, Sawangan Depok, Pasir 

Putih, Kedaung, Cinangka, Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Total perolehan 

suara dari 11 Kecamatan tersebut, versi Pemohon (Mq. Iswara memperoleh 14.336 

suara, namun versi Termohon memperoleh 11.921 suara, sehingga ada pengurangan 

2.415 suara. Adapun Dra. Wenny Haryanto, versi Pemohon memperoleh 19.693 

suara, namun versi Termohon memperoleh 21.650 suara, sehingga ada penambahan 

1.957 suara; 
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Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa 

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.29.1.1 sampai dengan P-5.29.1.11.6,  serta 3 

(tiga) orang saksi bernama Jamaudin Andre Saputra, Reza Fahlevy, dan Jack El 

Tobing, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 

3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.JABAR VI.1 sampai dengan T-5.JABAR VI.223,  tanpa mengajukan saksi ataupun ahli; 

Pihak Terkait  Dra. Wenny Harianto, S.H., membantah permohonan Pemohon 

dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti  PT-5.1.WH  sampai dengan bukti PT-

5.263.WH, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Makmun, Ansori AR, dan Etmon Johan, 

yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 

2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;  

 Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti  para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon          

a quo, sebagai berikut: 

a. Bukti P-5.29.1.1 s.d. bukti P-5.29.1.3dan bukti T-5.JABAR VI.1 s.d. bukti T-

5.JABAR VI.24,  bukti T-5.JABAR VI.197,198, dan 209 (Model C-1 dan Model D-

1) Kelurahan Cipayung, Bojong Pondok Terong, dan Ratu Jaya, Kecamatan 

Cipayung. Bukti C-1 Pemohon di Kelurahan Cipayung (TPS 35) dan Kelurahan 

Bojong Pondok Terong (TPS 1) tidak lengkap, sehingga Mahkamah hanya dapat 

melakukan penilaian bukti di beberapa TPS yang buktinya lengkap. Setelah 

Mahkamah meneliti bukti Pemohon dan bukti Termohon ditemukan fakta hukum 

terdapat perbedaan antara bukti Pemohon dan bukti Termohon untuk perolehan 

suara Caleg Nomor 1 dan Nomor 5, serta perolehan suara partai (Demokrat). 

Terhadap perbedaan bukti antara Pemohon dan Termohon, Mahkamah tidak 

dapat memperoleh keyakinan mengenai keabsahannya, sehingga Mahkamah 

dalam mempertimbangkan dalil Pemohon di atas akan menyandingkan sesama 

bukti Termohon. Setelah Mahkamah menyandingkan C-1 dan D-1 Termohon di 

TPS 36 dan TPS 48 Kelurahan Cipayung, serta TPS 60 Kelurahan Ratu Jaya 
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ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara, khususnya untuk 

Pemohon; 

b. Bukti P-5.29.2.1 s.d. bukti P-5.29.2.2 (Model C-1) Kelurahan Gandul dan 

Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Mahkamah tidak dapat menyandingan 

Model C-1 dan Model D-1 di TPS 34, 41, dan 42 Kelurahan Gandul, TPS 9 dan 

TPS 22 Kelurahan Pangkalan Jati Baru karena Termohon  tidak mengajukan bukti 

tersebut; 

c. Bukti P-5.29.3.1 s.d. bukti P-5.29.3.5 dan bukti T-5 JABAR VI.33 s.d. 86, 210, 

299, 200 (Model C-1 dan Model D-1) Kelurahan Sukamaju Baru, Cimpaeum, 

Cilangkap, Lewinanggung, dan Jatijajar,  Kecamatan Tapos. Setelah meneliti bukti 

Termohon C-1 dan D-1di TPS 2, 6, 11, 12, 14, 21, 30, 37, 47, 52, 54, 57, 65, 89, 

dan TPS 92 Kelurahan Cilangkap, Model D-1 di TPS 4, 5, 6, 7, 13, 15, 29, 30, 32, 

41, 43, 49, dan TPS 51 Kelurahan Jatijajar ternyata bukti Termohon tidak lengkap. 

Oleh karena bukti Termohon tidak lengkap maka Mahkamah akan 

menyandingkan bukti Termohon C-1 dan D-1 di Kelurahan Sukamaju Baru, 

Cimpaeum, Lewinangggung. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti C-1 dan D-

1 Termohon di tiga kelurahan tersebut ditemukan fakta hukum di TPS 17, 34, 57, 

58 Kelurahan Sukamaju Baru, TPS 29 Kelurahan Cimpaeum, TPS 21 

Lewinanggung terdapat perbedaan perolehan suara sah partai (Golkar) dan suara 

sah calon; 

d. Bukti P-5.29.41 s.d. 43 dan bukti T-5 JABAR VI.111 dan 208 (Model C-1 dan 

Model D-1) Kelurahan Kukusan, Tanah Baru, dan Pondok Gede, Kecamatan Beji, 

Mahkamah. Setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum 

bukti  Termohon (C-1 dan D-1) di TPS 33 Kelurahan Kukusan, TPS 17 dan 21 

Kelurahan Pondok Gede tidak lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat 

menyandingkan bukti Termohon tersebut; 

e. Bukti P-5.29.5.1 s.d. 4 dan bukti T-5 JABAR VI.122 s.d. 91 s.d. 101, 219, 220,  

222, dan 142, (Model C-1 dan Model D-1) Kelurahan Depok Jaya, Rangkapan 

Jaya Baru, Rangkapan Jaya, dan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas. 

Setelah meneliti Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum C-1 

dan D-1 TPS 37 dan TPS 52 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan D-1 TPS 9, 

13, 18, 29, 31, 35, 38, 42, dan TPS 55 Kelurahan Rangkapan Jaya tidak lengkap, 
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sehingga bukti Termohon untuk 2 kelurahan tersebut tidak dapat disandingkan. 

Adapun bukti Termohon untuk kelurahan lainnya (Kelurahan Depok Jaya dan 

Pancoran Mas) lengkap. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Termohon C-1 

dan D-1 di TPS 3, Kelurahan Pancoran Mas ditemukan fakta hukum terdapat 

perbedaan perolehan suara untuk Pemohon; 

f. Bukti P-5.29.6.1 s.d. 3 dan bukti T-5 JABAR VI.87 s.d. 90, 217 (Model C-1 dan 

Model D-1) Kelurahan Kali Mulya, Kali Baru, Kali Mulya, Kecamatan Cilodong. 

Setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum terdapat 

perbedaan C-1 dan D-1 Termohon di TPS 11 Kelurahan Kali Baru, namun bukan 

untuk suara Pemohon; 

g. Bukti P-5.29.7.1 s.d. 3 dan bukti T-5 JABAR VI.143 s.d. 160, 204, 211, dan 223 

(Model C-1 dan Model D-1) Kelurahan Sukma Jaya, Bakti Jaya, dan Abadi Jaya, 

Kecamatan Sukma Jaya. Setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan 

fakta hukum tidak ada perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh 

Pemohon; 

h. Bukti P-5.29.8.1 s.d. 3 dan bukti T-5 JABAR VI.161 s.d. 177, 207 dan 204 (Model 

C-1 dan Model D-1) Kelurahan Meruyung dan Krukut, Kecamatan Limo. Setelah 

Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum tidak terdapat 

perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon; 

i. Bukti P-5.29.9.1 s.d. 5 dan bukti T-5 JABAR VI.181 s.d. 180, 201, 212, 206 

(Model C-1 dan Model D-1) Bojong Sari, Curug, dan Duren Kembar, Kecamatan 

Bojong Sari. Setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum 

tidak terdapat perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon; 

j. Bukti P-5.29.10.1 s.d. 2 dan bukti T-5 JABAR VI.131 s.d. 121, dan 221 (Model C-

1 dan Model D-1) Kelurahan Curug dan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. 

Setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon ditemukan fakta hukum D-1 TPS 9, 

14 dan 29 Kelurahan Curug tidak lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat 

menyandingkan bukti Termohona quo. Adapun di Kelurahan Harja Mukti tidak ada 

perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon; 

k. Bukti P-5.29.11.2 s.d. 6 dan bukti T-5 JABAR VI. 109, 110, 115, 116, 185, 186, 

202, 203, 205, (Model C-1 dan Model D-1) Kelurahan Bedahan, Sawangan 

Depok, Pasir Putih, Kedaung, Cinangka, Pengasinan, Kecamatan Sawangan. 
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Setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon ditemukan fakta hukum C-1 di TPS 24 

dan TPS 27 Kelurahan Sawangan, dan D-1 Termohon TPS 5 dan TPS 6  tidak 

lengkap. Bukti Termohon (C-1 dan D-1) TPS 20 terdapat perbedaan perolehan 

suara untuk Calon Nomor Urut 5; 

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, yang selain bukti 

Pemohon maupun Termohon tidak lengkap, juga beberapa bukti-bukti Pemohon, 

termasuk saksi yang didengar keterangannya dalam sidang Selasa, 3 Juni 2014, yaitu 

Jamaudin Andre Saputra, Reza Fahlevy, dan Jack El Tobing, demikian juga bukti 

Termohon, semuanya tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil 

permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan 

Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 

DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI (PERSEORANGAN) 

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Andrian Kusnadi 

mendalilkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di setiap TPS, Kelurahan, 

Kecamatan KPU Kota Depok, yaitu di TPS 4 Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong 

Kidul; TPS 12 Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi; TPS 2 Desa Balewangi, 

Kecamatan Cisurupan; TPS 3 Desa Sucikaler, Kecamatan Karang Pawitan, dan TPS 

6 Desa Cimuncang, Kecamatan Garut Kota; 

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa 

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.34.1 sampai dengan P-5.34.29,  serta 3 (tiga) 

orang saksi bernama Yana Nugraha, Asep Sofyan, dan Ratna Irsana, yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Juni 2014, yang 

keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang 

diberi tanda bukti T-5.JABARXI.224 sampai dengan T-5.JABAR XI.238,  tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli; 

 Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti dari para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon          

a quo; 
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 Menimbang  bahwa  sebelum  Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti para  

pihak,  Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon. 

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ternyata 

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara 

yang diumumkan oleh Termohon dan hasil pengitungan yang benar menurut 

Pemohon, serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang 

benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memnuhi 

syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak 

mempertimbangkan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua 

belah pihak.  

DPRD KABUPATEN DAPIL CIANJUR 3  

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan keberatan terhadap hasil 

perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Dapil 

Cianjur 3 yang ditetapkan oleh Termohon karena dihasilkan dengan cara-cara 

melawan hukum atau setidak-tidaknya telah melanggar azas Pemilu yang Luber dan 

Jurdil; 

Pelanggaran dalam penghitungan suara tersebut terjadi di Kecamatan Karang 

Tengah, Ciranjang, Mande, Bojong Picung, Haur Wangi, dan Sukaluyu, sehingga 

menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perolehan suara dalam 

Model D-1, DA-1, dan DB.  

Telah terjadi perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara sah dari jumlah 

DPT sebanyak 355.373 hak pilih, sehingga menimbulkan penambahan suara sah 

dalam upaya menaikkan BPP antara D-1 dan penghitungan oleh Termohon, yaitu 

jumlah suara sah menurut D-1 sebanyak 221.521, namun menurut KPU sebanyak 

229.028. Adapun penghitungan BPP (dibagi 11 kursi) menurut D-1 sebanyak 20.138, 

namun menurut KPU sebanyak 20.820; 

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak pula mengajukan saksi 

ataupun ahli; 
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Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KAB-CIANJUR3.239 sampai dengan bukti T-5.KAB-CIANJUR3.269, tanpa mengajukan 

saksi ataupun ahli; 

 Menimbang bahwa sebelum  Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti para  

pihak,  terlebih dahulu akan mencermati permohonan. Setelah Mahkamah mencermati 

dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak menguraikan 

dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh 

Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permohonan 

untuk membatalkan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan menetapkan 

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan 

Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK. 

DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 1  

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara 

Partai Gerindra di TPS 004 dan TPS 007 Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih. 

Menurut C-1 TPS 004 Caleg atas nama Ir. Nana Surhana, M.Si memperoleh 5 suara, 

namun di Model D-1 memperoleh 99 suara, dan di Model DA-1 memperoleh 549 

suara. Partai Gerindra menurut C-1 TPS 007 memperoleh 183 suara, namun menurut 

D-1 memperoleh 192 suara; 

Selain itu, ada penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 (Imon Hidayat, Sag)  

dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 001, TPS 002, TPS 006, TPS 007, TPS 

008, dan TPS 010, Desa Sinargalih. Total suara PKB menurut C-1 di TPS tersebut 

memperoleh 42 suara dan Caleg Nomor Urut 5 memperoleh 527 suara, namun 

menurut D-1 PKB memperoleh 5 suara dan Caleg Nomor Urut 5 (Imon Hidayat, Sag)  

memperoleh 606 suara. Adapun menurut DA-1 Kecamatan Lemahsugih PKB di Desa 

Sinargalih memperoleh 6 suara dan Caleg Nomor Urut 5 memperoleh 1.040 suara, 

sehingga suara tersebut tidak sesuai dengan penghitungan suara yang termuat pada 

C-1, D-1, dan DA-1; 
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Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa 

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.32.1  sampai dengan P-5.32.13, serta 3 (dua) 

orang saksi bernama Yayam, Dadang Kurnia, dan Irwan Sukiwan, yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang 

keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KAB.MAJALENGA1.415 sampai dengan bukti T-5.KAB.MAJALENGA1.437, tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli;   

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

a. Bukti P-5.32.1.1 s.d.3 (Model C-1 dan Model D-1) TPS 004 dan TPS 007 Desa 

Padarek, Kecamatan Lemahsugih, bukti T-5 MAJALENGKA 1.423, 224, 415, 416, 

431 (Model C1 Plano, Model C-1, dan Model D-1) TPS 007 Desa Padarek, 

Kecamatan Lemahsugih. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon 

ditemukan fakta hukum bukti Pemohon berbeda dengan bukti Termohon terhadap 

perolehan suara Caleg Gerindra atas nama Ir. Nana Surhana, M.Si, di TPS 004. 

Mencermati bukti Pemohon a quo, menurut Mahkamah Pemohon telah mengubah 

perolehan suara Caleg Gerindra Ir. Nana Surhana, M.Si, di TPS 004, yang 

menurut Pemohon memperoleh 5 suara, padahal menurut bukti C-1 Plano, C-1, 

dan D-1  99 suara. Adapun perolehan suara Caleg Gerindra atas nama Ir. Nana 

Surhana, M.Si, di TPS 007 tidak ada perbedaan antara bukti Pemohon dan 

Termohon, yaitu yang bersangkutan memperoleh 130 suara;  

b. Bukti P-5.32.1.5 s.d.10 (Model C-1 dan Model D-1) TPS 001, 002, 006, 007, 

008, dan TPS 010, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, bukti T-5 

MAJALENGKA 1.425, 417, 426, 418, 427, 419, 428, 420, 429, 421, 430, 422, 432, 

(Model C-1 Plano, Model C-1, Model D-1 dan Model DA-1) TPS 001, 002, 006, 

007, 008, dan TPS 010, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih. Setelah 

Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon ditemukan fakta hukum bukti 

Pemohon berbeda dengan bukti Termohon terhadap perolehan suara Caleg PKB 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 

325 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

atas nama Imon Hidayat, Sag, M.Si, di TPS 001, 002, 006, 007, 008, dan TPS 

010, Desa Sinargalih,  Kecamatan Lemahsugih. Memeriksa dengan saksama 

bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah mengubah 

perolehan suara Caleg PKB Imon Hidayat, Sag, M.Si,di Desa Sinargalih TPS 001 

memperoleh 170, TPS 002 memperoleh 157, TPS 006 memperoleh 80, TPS 007 

memperoleh 21, TPS 008 memperoleh 9, dan TPS 010 memperoleh 90, padahal 

menurut bukti C-1 Plano, C-1, dan D-1, Imon Hidayat, Sag, M.Si, di Desa 

Sinargalih TPS 001 memperoleh 186, TPS 002 memperoleh 173, TPS 006 

memperoleh 89, TPS 007 memperoleh 37, TPS 008 memperoleh 23, dan TPS 

010 memperoleh 96; 

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, mekipun Pemohon 

mengajukan saksi, yaitu Yayan, Dadang Kurnia, dan Irwan Sukirwan, yang 

didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, namun 

keterangan saksi tersebut tidak juga dapat membuktikan dalil Pemohon, sehingga 

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KOTA DAPIL DEPOK 1  

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak keberatan terhadap 

rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Golkar, namun telah terjadi perubahan 

suara sah dan suara tidak sah Kelurahan Curug, Pasir Gunung Selatan, dan Tugu. 

Terjadi perubahan suara tidak sah dari Kelurahan Curug ke PPK Cimanggis 

bertambah 17 suara, rekapitulasi di Kota Depok terjadi perubahan suara tidak sah 

berkurang sebanyak 261 suara. Di Kelurahan Pasir Gunung Selatan terjadi perubahan 

suara tidak sah dari PPK Cimanggis ke KPU Depok berkurang 3 suara. Di Kelurahan 

Tugu terjadi perubahan suara tidak sah di PPK Cimanggis ke Rekapitulasi KPU Depok 

sehinggasuara tidak sah berkurang 1.233 suara; 

Menurut Pemohon akibat perubahan suara tidak sah di 3 Kelurahan tersebut 

mengakibatkan jumlah suara sah menjadi bertambah, sehingga Pemohon menderita 

kerugian hilangnya 1 kursi, yaitu kursi ke-7 untuk Partai Golkar Dapil 1 Depok, 

Kecamatan Cimanggis. Perolehan suara Golkar di Kecamatan Cimanggis 
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memperoleh 6.376 suara dan PAN memperoleh 6.413 suara, sehingga terdapat 

selisih 37 suara; 

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.29.2.1 sampai 

dengan bukti P-5.29.2.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama Dika Prabu Nuzunul 

Ridwan dan Aming, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam 

persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian 

duduk perkara; 

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KOTA-DEPOK1.270 sampai dengan bukti T-5.KOTA-DEPOK1.277, tanpa 

mengajukan saksi atau ahli; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

  Bukti P-5.29.21.s.d.2, (Model D-1) Desa Curug, Pasir Gunung Selatan, dan 

Tugu, bukti T-5.KOTADEPOK1.270, 271, 272, 273 (Model D-1 dan Model DA-1)  

Kelurahan Curug, Pasir Gunung Selatan, dan Tugu. Setelah Mahkamah meneliti bukti 

Pemohon terdapat perbedaan suara tidak sah di Desa Pasir Gunung Selatan dan 

Desa Tugu. Hal demikian, berbeda dengan bukti Termohon yang sama sekali tidak 

terdapat perbedaan surat suara tidak sah. Terhadap bukti di atas, Mahkamah lebih 

menyakini kebenaran bukti Termohon sebagai pihak penyelenggara Pemilu yang 

mengeluarkan rekapitulasi penghitungan suara, bahkan apabila dicermati lebih lanjut 

terdapat ketidaksamaan antara dalil Pemohon tentang suara tidak sah di Desa Curug 

dengan bukti yang diajukan sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini: 

Desa Curug Desa Pasir Gunung Selatan Desa Tugu 

Pemohon Termohon Pemohon Termohon Pemohon Termohon 

(D-1) (D-1) (DA-1) (D-1) (D-1) (DA-1) (D-1) (D-1) (DA-1) 

526 526 526 633 453 453 859 1.228 1.228 
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Berdasarkan fakta atas hukum di atas, meskipun Pemohon telah 

mengajukan 2 orang saksi (Dika Prabu Nuzurul Ridwan dan Aming) yang 

menerangkan pada persidangan tersebut di atas, namun keterangan saksi 

Pemohon tersebut tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, sehingga 

menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KABUPATEN DAPIL CIREBON 7 

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama H. Rusmanto 

mendalilkan perolehan suara Caleg Golkar di Dapil Cirebon 7 terbanyak pertama 

adalah Caleg Nomor Urut 5 (Wahidin L, S.Ip) memperoleh 2.492 suara dan terbanyak 

kedua adalah Caleg Nomor Urut 1 (H. Rusmanto) memperoleh 2.487 suara (versi 

Termohon). Padahal Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak pertama. Hal itu 

karena terjadi kesalahan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Cirebon Dapil 7 

oleh PPS untuk Caleg Wahidin L, S.Ip, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah 

ini: 

Nomor TPS 
Desa/Kelurahan Rusmanto Alwi Selisih 

(-/+) Wahidin L.SiP Selisih 
(-/+) 

 C-1 D-1  C-1 D-1  
TPS 1 Desa 
Cangkuang 7 7 0 1 6 +5 

TPS 5 Desa Babakan 1 1 0 6 10 +4 
TPS 8 Desa Rawaurip 10 10 0 0 1 +1 
TPS 11 DESA 
ENDER 0 0 0 0 1 +1 

TPS 4 Desa Astana 
Langgar 1 1 0 1 4 +3 

JUMLAH   0   +14 

 Mencermati dengan seksama mengenai perolehan suara Caleg Wahidin L, 

S.Ip  sebagaimana tabel Pemohon di atas terjadi penambahan 14 suara yang tersebar 

di 5 TPS sebagaimana diuraikan di atas; 

 Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.31.1.1 sampai 

dengan  bukti P-5.31.1.72, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Wariyono, Rawin, dan 

Sumarso, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan 

tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 
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Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KAB.CIREBON7.438 sampai dengan bukti T-5.KAB.CIREBON7.452, tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli; 

Pihak Terkait  Wahidin L, S.Ip membantah dalil Pemohon dan mengajukan 

bukti surat/tulisan bertanda PT-5.31.1.01 sampai dengan PT-5.31.1.12, serta 3 (tiga) 

orang saksi bernama Sudana, Guratin Masud, dan Nurjamin, yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang 

keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

  Bukti P-5.31.1.2, 19, 34, 51, 60 (Model C-1) TPS 1 Desa Cangkuang, 

TPS 5 Desa Babakan, TPS 8 Desa Rawaurip, TPS 11 Desa Ender, dan TPS 4 

Desa Astana Langgar, bukti P-5.31.13, 25, 40, 55, 71 (Model D-1) Desa 

Cangkuang, Babakan, Rawaurip, Ender, dan Astana Langgar, bukti T-

5.KAB.CIREBON 7.438, 441, 444, 447, 450 (Model C-1 Plano) TPS 1 Desa 

Cangkuang, TPS 5 Desa Babakan, TPS 8 Desa Rawaurip, TPS 11 Desa Ender, 

dan TPS 4 Desa Astana Langgar, bukti T-5.KAB.CIREBON 7.439, 442, 445, 448, 

451 (Model C-1) TPS 1 Desa Cangkuang, TPS 5 Desa Babakan, TPS 8 Desa 

Rawaurip, TPS 11 Desa Ender, dan TPS 4 Desa Astana Langgar, bukti T-

5.KAB.CIREBON 7.440, 443, 446, 449, 452 (Model D-1) Desa Cangkuang, 

Babakan, Rawaurip, Ender, Astana Langgar; 

  Setelah Mahkamah menyandingkan bukti C-1 Pemohon dan Termohon 

memang terdapat penambahan suara pada Caleg Nomor Urut 5 (Wahidin L, S.Ip) 

di TPS 1 Desa Cangkuang sebanyak 5 suara, di TPS 4 Desa Astana Langgar 

sebanyak 3 suara, sehingga total penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 

(Wahidin L, S.Ip) di dua TPS tersebut sebanyak 8 suara. Namun demikian 

manakala Mahkamah menyandingkan C-1 dan D-1 bukti Pemohon dengan C-1 

Plano, C-1, dan D-1 bukti Termohon, serta memeriksa secara saksama jawaban 

Termohon Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa sesungguhnya 
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penambahan untuk Caleg Nomor Urut 5 (Wahidin L, S.Ip) adalah 5 suara yang 

terjadi di TPS 1 Desa Cangkuang. Hal tersebut sesuai pula dengan jawaban 

Termohon; 

  Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon 

tentang adanya penambahan 8 suara untuk Caleg Nomor Urut 5 (Wahidin L, S.Ip) 

tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KABUPATEN DAPIL KARAWANG 4 (PERSEORANGAN) 

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Ratu Silvia Eric 

mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang 

menguntungkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (Ir. Teddy Lutfiana) di 

Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemah Abang, 

Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya Kulon. Namun demikian, setelah 

Mahkamah memeriksa dengan saksama pada tabel yang dibuat oleh Pemohon 

ternyata terjadinya kesalahan penghitungan suara tersebut hanya terdapat di tiga 

kecamatan sebagai berikut: 

a. Di Kecamatan Cilamaya Wetan, suara Pemohon berkurang 43 suara (13 suara di 

Desa Muara, 15 suara di Desa Rawa Gempol Wetan, 4 suara di Desa Rawa 

Gempol Kulon, 11 suara di Desa Tegal Waru), sedangkan Ir. Teddy Lutfiana 

bertambah 4 suara (Desa Cilamaya); 

b. Di Kecamatan Lemah Abang, suara Pemohon berkurang 4 suara (3 suara di Desa 

Ciwaringin dan 1 suara di Desa Polomulya), sedangkan Ir. Teddy Lutfiana 

bertambah 24 suara (23 suara di Desa Pasir Tanjung dan 1 suara di Desa 

Lemang Abang); 

c. Di Kecamatan Cilamaya Kulon, suara Pemohon berkurang 2 suara (2 suara di 

Desa Bayur Kidul), sedangkan Ir. Teddy Lutfiana bertambah 11 suara (4 suara di 

Pasir Jaya dan7 suara di Desa Tegalurung); 

 Menurut Pemohon  perolehan suaranya di lima kecamatan tersebut sebanyak 

4.239 suara, sedangkan Ir. Teddy Lutfiana memperoleh 4.219 suara, sehingga 

Pemohon berhak memperoleh kursi Partai Golkar di Dapil Karawang 4; 
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 Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.30.2.1 sampai 

dengan P-5.30.2.35, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Ahmad Jamhur Rudiyanto, 

Tonny Ardi, dan Rastim yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam 

persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian 

duduk perkara; 

 Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KAB-KARAWANG4.391 sampai dengan bukti T-5.KAB-KARAWANG 4.414, tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

  Bukti P-5.30.2.3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 24, 26, dan 30 (Model C-1) TPS 2 

Kelurahan Cilamaya, TPS 13 Tegal Waru, TPS 2 Muara, TPS 6 dan TPS 8 

Rawagempol Kulon, TPS 7 Pasir Tanjung, TPS 3 Ciwaringin, TPS 6 Tegalurung, TPS 

7 Bayur Kidul, dan TPS 5 Pulo Mulya; bukti P-5.30.2.4, 6, 8, 10, 13, 6, 25, 27, 29, dan 

31 (Model D-1)  Kelurahan Cilamaya, Tegal Waru, Muara, Rawagempol Kulon, Pasir 

Tanjung, Tegalurung, Bayur, Lemahabang, dan Pulo Mulya; bukti T-5.KERAWANG 

4.394, 396, 399, 401, 403, 407, 410 (Model C-1) TPS 13 Tegal Waru, TPS 2 Muara, 

TPS 6 dan TPS 8 Rawagempol Kulon, TPS 7 Pasir Tanjung, TPS 3 Ciwaringin, bukti 
T-5.KERAWANG 4.395, 398, 400, 406, 409 (Model D-1) Kelurahan Cilamaya, Tegal 

Waru, Muara, Rawagempol Kulon, Pasir Tanjung, Ciwaringin.  

  Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon 

tersebut ditemukan fakta hukum terdapat ketidaksamaan perolehan suara sah untuk 

partai (Golkar) dan calon pada C-1 Pemohon dan Termohon di seluruh TPS yang 

dipermasalahkan oleh Pemohon, kecuali TPS 3 Kelurahan Ciwaringin tidak ada 

perbedaan perolehan suara sah dalam bukti C-1 dan D-1 Pemohon dan Termohon. 

Namun demikian, apabila Mahkamah menyandingkan bukti Termohon (C-1 Plano, C-1 

dan D-1) yang menurut Mahkamah sah menurut hukum dan jawaban Termohon 

ditemukan fakta bahwa perolehan suara Ratu Sivia Eric di dua kecamatan, yaitu 

Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kecamatan Lemah Abang masing-masing berkurang 
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43 suara dan 3 suara, sehingga seluruhnya berkurang 46 suara, bukan 49 suara 

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana 

di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Lemah Abang, dan 

Kecamatan Cilamaya Kulon masing-masing bertambah 4 suara, 23 suara, dan 4 

suara, sehingga seluruhnya bertambah 31 suara, bukan 46 suara sebagaimana 

didalilkan oleh Pemohon; 

  Adapun untuk TPS 6 Tegalurung, TPS 7 Bayur Kidul, dan TPS 5 Pulo Mulya, 

Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti Pemohon karena Termohon tidak 

mengajukan bukti yang terkait dengan TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon 

tersebut; 

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun saksi-saksi 

Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalil Pemohon, namun keterangan 

saksi tersebut tidak dapat memengaruhi keyakinan Mahkamah sebagaimana 

dipertimbangkan di atas, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 2 

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Wandi 

mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam 

penghitungan suara partai dan calon di Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawa 

Lumbu, dan Kecamatan Mustika Jaya yang sangat merugikan Pemohon. Menurut 

Pemohon, semula perolehan suara Partai Golkar menurut C-1 sebanyak 8.132 suara, 

turun menjadi 8.018 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 6 (Uri Huryati, S.E) semula 

memperoleh 4.360 suara, naik menjadi 4.445 suara, dan Caleg Nomor Urut 8 

(Komarudin) semula memperoleh 5.256 suara, naik menjadi 5.283 suara, dan 

Pemohon semula memperoleh 4.226 suara, turun menjadi 4.211 suara. 

 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.29.1.A.1 

sampai dengan  bukti P-5.29.1.A.93,  serta 3 (tiga) orang saksi bernama  Jumatrio, 

Tholib S. Hidayat, dan Mochtar Gozali, yang memberikan keterangan di bawah 

sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah 

diuraikan pada bagian duduk perkara; 
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 Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KOTA-BEKASI2.78 sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI2.346, tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut  Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a 

quo, sebagai berikut: 

a. Bukti P-5.29.1.A.6 s.d. 10 (Model C-1 dan Model D-1),bukti T-5 KOTA BEKASI 
2. 344, 345, dan 346 (Model C-1) dan bukti T-5 KOTA BEKASI 2. 285 (Model D-1) 

Kecamatan Bantar Gebang. Setelah Mahkamah menyadingkan C-1 dan D-1 

Pemohon di TPS 14, TPS 15, dan TPS 20 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan 

Bantar Gebang terdapat perbedaan, yaitu di TPS 14 pada Calon Nomor Urut 5, 

TPS 15 pada Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 10, dan TPS 20 pada Calon 

Nomor Urut 1 dan 2. Terhadap perbedaan bukti Pemohon tersebut, Mahkamah 

akan mempertimbangkan bukti C-1 Termohon, karena bukti Termohon tersebut 

bersesuaian dengan bukti D-1 Pemohon, dan di dalamnya tidak ada perbedaan 

suara sah pada Partai (Golkar) dan Calon; 
b. Bukti P-5.29.1.A.78, A.59, A.92, A.42 (Model D-1) Kelurahan Sepanjang Jaya, 

Bojong Menteng, dan Bojong Rawa Lumbu dan bukti T-5 KOTA BEKASI 2.281, 

282, 283, 284 (Model D-1) Kelurahan Sepanjang Jaya, Pengasinan, Bojong 

Menteng, dan Bojong Rawa Lumbu dan bukti T-5 KOTA BEKASI 2.279 (Model 

DA-1) Kecamatan Rawa Lumbu, bukti P-5.29.1.A.93, dan bukti T-5 KOTA 
BEKASI 2.278 (Model DB-1) Kota Bekasi. Setelah Mahkamah menyandingkan 

bukti D-1 di Kelurahan Sepanjang Jaya, Pengasinan, Bojong Menteng, dan 

Bojong Rawa Lumbu dan bukti DA-1 Kecamatan Rawa Lumbu yang diajukan oleh 

Termohon ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan suara pada partai (Golkar) 

sebanyak 36 suara, Caleg Nomor 1 (66 suara), Caleg Nomor 2 (1 suara), Caleg 

Nomor 3 (6 suara), Caleg Nomor 5 (9 suara), Caleg Nomor 6 (16 suara), Caleg 

Nomor 7 (5 suara), dan Caleg Nomor 9 (15 suara), sehingga hanya Caleg Nomor 

Urut 6 yang mengalami penambahan 16 suara; 
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c. Bukti P-5.29.1.A.93 dan bukti T-5 KOTA BEKASI 2.278 (Model DB-1) Kota 

Bekasi. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon tidak 

ditemukan adanya perbedaan suara pada partai (Golkar), Caleg Nomor Urut 6 (Uri 

Huryati, S.E), Caleg Nomor Urut 8 (Komarudin), Caleg Nomor Urut 10 (Wandi) 

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tabel perolehan suara tersebut 

dapat dilihat di bawah ini: 

No 
Urut Partai dan Calon 

Model DB-1 
Pemohon Termohon 

 Partai 7.992 7.992 

6 Uri Huryati, S.E 4.445 4.445 

8 Komarudin 5.283 5.283 

10 Wandi 4.211 4.211 

Mencermati bukti Model DB-1 Pemohon dan Termohon di atas, perolehan 

suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar. Namun demikian, apakah benar 

terjadi penambahan suara pada Caleg Nomor 6 dan Caleg Nomor 8, serta 

pengurangan suara Pemohon (Wandi), Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut 

sebab Pemohon tidak mengajukan bukti DA-1 di tiga kecamatan tersebut, begitu juga 

Termohon hanya mengajukan Model DA-1 untuk dua kecamatan saja, sehingga tidak 

dapat dipertimbangkan; 

 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 3  

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama H. Heri 

Budisusetyo, SE., MBA., (Caleg Nomor Urut 1) mendalilkan Termohon telah 

melakukan kesalahan dalam input data dari rekapitulasi C-1 ke D-1 di beberapa TPS 

Kecamatan Bekasi Selatan dan Jatiasih. Seharusnya Pemohon memperoleh 4.266 

suara, namun menurut Termohon memperoleh 4.265 suara, sehingga ada 

pengurangan 1 suara, sedangkan Caleg Nomor 6 (Rahmawati, S. Fram APT) 

seharusnya memperoleh 4.201 suara, namun menurut Termohon memperoleh 4.326 

suara, sehingga ada penambahan 125 suara; 
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Menurut Pemohon kesalahan input data oleh Termohon tersebut terjadi di 

TPS 38 dan TPS 68 Kelurahan Jaka Setia; TPS 23 dan TPS 30  Kelurahan 

Jakamulya; TPS 55, TPS 64, dan TPS 86 Kelurahan Kayuringin; TPS 32 Kelurahan 

Pekayon Jaya; TPS 21 dan TPS 36 Kelurahan Jati Rasa. Berdasarkan dalil tersebut, 

seharusnya Pemohon berada di rangking kedua memperoleh 4.266 suara, sedangkan 

Rahmawati, S. Farm APT berada di rangking 3 memperoleh 4.201 suara, sehingga 

Pemohon berhak atas kursi DPRD Kota Bekasi Dapil 3;  

 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan 

bertanda bukti P-5.29.1B.1 sampai dengan bukti P-5.29.1B.18, serta 3 (tiga) orang  

saksi bernama Mohammad Jarot, Abdullah Syafiie, dan Hasyim Adnan, yang 

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 

2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; 

 Adapun bukti P-5.29.1B.19 sampai dengan bukti P-5.29.1B.34 yang 

diserahkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, menurut 

Mahkamah bukti Pemohon a quo diserahkan setelah selesainya persidangan untuk 

Dapil a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut; 

 Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KOTA-BEKASI3.347 sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI3.364, tanpa 

mengajukan saksi ataupun ahli; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

a. Bukti P-5.29.1B.5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 (Model C-1) TPS 55, TPS 64, 

TPS 86 Kelurahan Kayuringin Jaya, TPS 23 dan TPS 30 Jaka Mulya, TPS 21 dan 

TPS 36 Jati Rasa, TPS 38 dan TPS 68 Jaka Setia, TPS 32 Pekayon Jaya; bukti 
P-5.29.1B.4, 8, 11, 14, 17 (Model D-1) Kelurahan Kayuringin Jaya, Jaka Mulya, 

Jati Raya, Jaka Setia, dan Pekayon Jaya; bukti T-5 KOTA BEKASI 2.355, 356, 

357, 360, 361, 363, 364, 358, 359, 362 (Model C-1) TPS 55, TPS 64, TPS 86 

Kelurahan Kayuringin Jaya, TPS 23 dan TPS 30 Jaka Mulya, TPS 21 dan TPS 36 
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Jati Rasa, TPS 38 dan TPS 68 Jaka Setia, TPS 32 Pekayon Jaya; bukti P-
5.29.18.350, 352, 354, 351, dan 353 (Model D-1) Kelurahan Kayuringin Jaya, 

Jaka Mulya, Jati Rasa, Jaka Setia, dan Pekayon Jaya. Setelah Mahkamah 

menyandingkan bukti C-1 Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum C-1 

Pemohon di TPS 55, TPS 64, TPS 86 Kelurahan Kayuringin Jaya, TPS 23 dan 

TPS 30 Jaka Mulya, TPS 21 dan TPS 36 Jati Rasa, TPS 38 dan TPS 68 Jaka 

Setia, TPS 32 Pekayon Jaya berbeda dengan C-1 Termohon. Berdasarkan 

penyandingan bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Mahkamah akan 

mempertimbangkan bukti Termohon karena perolehan suara sah partai (Golkar) 

dan calon yang tercantum dalam bukti C-1 Termohon tersebut bersesuaian (sama 

dengan) bukti D-1 Termohon, bahkan sama pula dengan D-1 Pemohon; 

b. Mencermati bukti Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah telah 

terjadi perubahan perolehan suara pada C-1 Pemohon, yaitu untuk partai 

(Golkar), Calon Nomor Urut 1 [Pemohon (H. Heri Budisusetyo, SE., MBA)], Caleg 

Nomor Urut 3 (Siti Halimah), Caleg Nomor Urut 5 (Karya Ahmad), Caleg Nomor 

Urut 6 (Rahmawati), dan Caleg Nomor Urut 7 (Subur Sugianto); 

c. Perubahan perolehan suara dalam bukti C-1 Pemohon tersebut dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini: 

No 
Urut 

Partai dan Calon Pemohon Termohon 
C-1 D-1 C-1 D-1 

TPS 55 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan 

5 Karya Ahmad 2 - - - 
6 Rahmawati  12 12 12 

TPS 64 Kelurahan Kayuringin Jaya 

5 Karya Ahmad 2 - - - 
6 Rahmawati  4 4 4 

TPS 86Kelurahan Kayuringin Jaya 

1 Heri Budi Susetyo 4 3 3 3 
TPS 23 Kelurahan Jaka Mulya 

3 Siti Halimah 4 - - - 
6 Rahmawati - 32 32 32 
7 Subur Sugianto 32 4 4 4 

TPS 30 Jaka Mulya 

 Golkar - 10 10 10 
5 Karya Ahmad - 1 1 1 
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6 Rahmawati 1 46 46 46 
7 Subur Sugianto 46 - - - 

TPS 21 Kelurahan Jati Rasa 

 Golkar 9 7 7 7 
6 Rahmawati - 2 2 2 

TPS 36 Kelurahan Jati Rasa 

 Golkar 3 - - - 
6 Rahmawati - 3 3 3 

TPS 38 Jaka Setia 

6 Rahmawati 1 7 7 7 
7 Subur Sugianto 6 - - - 

TPS 68 Jaka Setia 

6 Rahmawati - 8 8 8 
7 Subur Sugianto 8 2 2 2 
8 Iis Rosidah 2 - - - 

TPS 32 Kelurahan Pekayon Jaya  

5 Karya Ahmad 16 - - - 
6 Rahmawati 1 36 36 36 
8 Iis Rosidah - 1 1 1 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 

Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 5 

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Nasrullah, S.H., 

mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan tabulasi data di 19 TPS sebanyak 

1.073 suara (penambahan) untuk Caleg Nomor Urut 2 (H. Maryadi, S.Sos) dan untuk  

suara Pemohon (Nasrullah) sebanyak 33 suara di beberapa TPS (pengurangan); 

Pemohon mendalilkan kesalahan input data oleh Termohon tersebut terjadi di 

TPS 10, TPS 11, TPS 29, TPS 37, TPS 41, TPS 69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, TPS 

119, TPS 127, TPS 135 Kelurahan Pejuang; TPS 22, TPS 34, TPS 37, TPS 43, TPS 

48, 49, TPS 52 Kelurahan Kali Baru; dan TPS 39 Kelurahan  Bintara. Berdasarkan 

tabulasi penghitungan suara di 19 TPS tersebut, seharusnya H. Maryadi, S.Sos 

memperoleh 5.017suara. Menurut data Termohon untuk Caleg H. Maryadi, S.Sos 

memperoleh 6.085 suara. Dalil Pemohon mengenai selisih lebih untuk H. Maryadi, 

S.Sos adalah 1.068 suara, bukan 1.073 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; 
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 Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.29.1C.1 sampai 

dengan bukti P-5.29.1C.27, serta 3 (tiga) orang saksi bernama  Rahmatullah, Oon 

Syahroni, dan Agus Susanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji 

dalam persidangan tanggal  3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada 

bagian duduk perkara; 

 Adapun bukti P-5.28.1C.28 sampai dengan bukti P-5.29.1C.89 yang 

diserahkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, menurut 

Mahkamah bukti Pemohon a quo diserahkan setelah selesainya persidangan untuk 

Dapil a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut; 

 Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan 

bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-

5.KOTA-BEKASI5.365 sampai dengan bukti T-5.KOTA-BEKASI5.390, tanpa 

mengajukan saksi ataupu ahli; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-

bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, 

sebagai berikut: 

a. Bukti P-5.29.1C.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 

24 (Model C-1) TPS 22, TPS 34, TPS 37, TPS 43, TPS 48, TPS 49, dan TPS 52, 

Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, TPS 10, TPS 11, TPS 29, 37, 

TPS 41, TPS 69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, TPS 119, TPS 127, dan TPS 135 

Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria; bukti P-5.29.1C.4, dan 12 (Model 

D-1) Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Pejuang; bukti T-5 BEKASI 5.373, 374,  

375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, dan 383 (Model C-1) TPS 11, TPS 29, 37, 

TPS 41, TPS 69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, TPS 119, TPS 127, dan TPS 135 

Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria; bukti T-5 BEKASI 5.370 dan 369 

(Model D-1) Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Pejuang. Setelah Mahkamah 

memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta 

hukum Termohon tidak mengajukan bukti C-1 di beberapa TPS yang 

dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 22, TPS 34, TPS 37, TPS 43, TPS 48, 

TPS 49, dan TPS 52, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, TPS 10 

Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria. Sebelum menilai bukti Pemohon 
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dan Termohon di beberapa TPS yang tidak ada bukti C-1 dari Termohon tersebut, 

Mahkamah terlebih dahulu akan menilai dan menyandingkan bukti Pemohon dan 

Termohon di TPS 11, TPS 29, 37, TPS 41, TPS 69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, 

TPS 119, TPS 127, dan TPS 135 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, 

yang ada bukti C-1 dan D-1 nya. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti 

Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan 

suara sah partai (Golkar) dan calon dalam C-1 Pemohon dan C-1 Termohon. 

Berdasarkan penyandingan bukti C-1 Pemohon dan Termohon tersebut, 

Mahkamah akan mempertimbangkan bukti Termohon, karena perolehan suara 

sah partai (Golkar) dan calon yang tercantum dalam bukti C-1 Termohon tersebut 

bersesuaian (sama dengan) bukti D-1 Termohon, bahkan sama pula dengan D-1 

Pemohon untuk TPS 11, TPS 29, 37, TPS 41, TPS 69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, 

TPS 119, TPS 127, dan TPS 135 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria; 

b. Mencermati bukti Pemohon dan Termohon di TPS 11, TPS 29, 37, TPS 41, TPS 

69, TPS 72, TPS 83, TPS 85, TPS 119, TPS 127, dan TPS 135 Kelurahan 

Pejuang, Kecamatan Medan Satria, menurut Mahkamah telah terjadi perubahan 

bukti Pemohon (C-1) untuk partai (Golkar) dan 9 calon lainnya; 

c. Adapun perubahan bukti C-1 Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam 

tabel di bawah ini: 

No 
Urut 

Partai dan Calon Pemohon Termohon 
C-1 D-1 C-1 D-1 

TPS 11 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria 

 Golkar 40 6 6 6 
1 Lita Wahyu - 1 1 1 
2 Maryadi 2 28 28 28 
3 Martha - 1 1 1 
4 Benny Bakhtiar 2 - - - 
5 Nasrulloh 1 - - - 
7 Zaini 1 - - - 
8 Hasbi 1 20 20 20 
9 Endang S 1 - - - 

TPS 29 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 22 11 11 11 
2 Maryadi 7 27 27 27 
6 Siti Hadijah 3 1 1 1 
8 Hasbi 2 - - - 
9 Endang S 7 - - - 
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TPS 37 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 74 14 14 14 
2 Maryadi 1 71 71 71 
9 Endang S 10 - - - 

TPS 41 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 25 10 10 10 
1 Lita Wahyu 2 - - - 
2 Maryadi 3 43 43 43 
5 Nasrulloh 1 - - - 
6 Siti Hadijah 1 - - - 
7 Zaini 2 1 1 1 
8 Hasbi 31 11 11 11 
9 Endang S 2 1 1 1 

TPS 69 Kelurahan Pejuang 

1 Lita Wahyu 2 - - - 
2 Maryadi 5 125 125 125 
7 Zaini 6 - - - 
8 Hasbi - 1 1 1 

TPS 72 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 39 14 14 14 
1 Lita Wahyu 8 - - - 
2 Maryadi 15 154 154 154 
3 Martha - 1 - 1 
4 Benny Bakhtiar 7 1 7 1 
5 Nasrulloh 11 - - - 
6 Siti Hadijah 29 - - - 
7 Zaini 5 - - - 
8 Hasbi 47 - - - 
9 Endang S 9 1 1 1 
 TPS 83 Kelurahan Pejuang 

2 Maryadi 19 194   
TPS 85 Kelurahan Pejuang 

2 Maryadi 5 125 125 125 
8 Hasbi 120 - - - 

TPS 119 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 21 5 5 5 
1 Lita Wahyu 1 - - - 
2 Maryadi 2 22 22 22 
5 Nasrulloh 2 - - - 
6 Siti Hadijah 1 - - - 
9 Endang S 5 - - - 

TPS 127 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 13 11 11 11 
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2 Maryadi 8 48 48 48 
4 Benny Bakhtiar 5 - - - 
6 Siti Hadijah 5 1 1 1 
7 Zaini - 1 1 1 
8 Hasbi 41 1 1 1 

TPS 135 Kelurahan Pejuang 

 Golkar 15 1 1 1 
1 Lita Wahyu 2 - - - 
2 Maryadi 7 27 27 27 
5 Nasrulloh 2 - - - 
6 Siti Hadijah 5 - - - 
7 Zaini 3 - - - 
8 Hasbi 4 - - - 

d. Adapun dalil Pemohon tentang adanya kesalahan input data oleh Termohon di 

TPS 22, TPS 34, TPS 37, TPS 43, TPS 48, TPS 49, dan TPS 52, Kelurahan Kali 

Baru, Kecamatan Medan Satria, dan TPS 10 Kelurahan Pejuang yang 

menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 (H. Maryadi, S.Sos), menurut Mahkamah 

sekalipun Termohon tidak mengajukan bukti pembanding C-1 di TPS 22, TPS 34, 

TPS 37, TPS 43, TPS 48, TPS 49, dan TPS 52, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan 

Medan Satria, TPS 10 Kelurahan Pejuang, namun dengan mendasarkan pada 

fakta hukum tersebut di atas Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti 

C-1 Pemohon sebagaimana tabel di atas. Oleh karena itu Mahkamah hanya akan 

mempertimbangkan bukti Model D-1 Termohon yang hasilnya sama juga dengan 

bukti Model D-1 Pemohon; 

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
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[4.3]  Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan; 

[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), 

 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 
Menyatakan: 

1. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI (Perseorangan) dan 

DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 3 tidak dapat diterima; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap 

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, 

Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-

masing sebagai Anggota pada Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu 
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empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 

umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu 
empat belas, selesai diucapkan  pukul 22.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi 

yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad 

Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, 

Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, 

Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I (Perseorangan) Dra. Wenny Harianto, 

S.H/kuasanya  dan Pihak Terkait II (Perseorangan) Wahidin L.S.Ip/kuasanya; 

 
 
 

KETUA 
 
 

ttd. 
 
 

Hamdan Zoelva 

ANGGOTA-ANGGOTA, 
 
 

ttd. 
 

Arief Hidayat 

 
 

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Maria Farida Indrati 

ttd. 
 

Aswanto 

 
ttd. 

 
Muhammad Alim 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Patrialis Akbar 

ttd. 
 

Wahiduddin Adams 
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Panitera Pengganti 
ttd 

Sunardi 
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